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"Tempora Mutantur,
Nos et Mutamur in lllis"

"Waktu Berubah, dan
Kita Berubah Bersamanya"

(Kutipan dan drama Latin, Pendantius (1581)
karya Edwanrd Forsett [1553-1630)—politisi dan penyair Inggriz—
vang selalu disampalkan Menkumham, Dr, Yasonna H. Laoly. 5.H., H.5¢
di dapan |ajaran Kemenkumham R
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RO
Sekapur Sirih

Mengapa buku ini harus ditulis? SeKitar awal 2014, saya ber-
temu Dahlan Tskan—Menteri BUMN saut itu—di sebuah
restoran kawasan I'acilic Place, Jakarta. Dahlan menanyakan
apadiah saya masih di Kementerian TTukum dan HAM (Kemen-
kumham) Saya menjawab iva.

Dahlun menyampaikan bahwa beliau mendengar cerita
dari sat-dua orang kawan bahwa saya bekerja cukup
baik di Kemenkwmham. “Anda kan pernah jadi wartawan,
Seharusmya, Anda bual buku yang menceritakan pengalaman
dan apasajayang pernah Anda buat selama menjadi pejabat di
sang. Siapa Lahu ada yang hisa diteladani oleh vang laim, Kalau
hukunya sudah ditulis, nanti saya yang beri pengantar,” kata
Dahlan. saya herjangl akan menuliskannya dan mengirimkan
naskah awal berisi cerita tontang satu kepiatan yang saya
tanguni kepadanya.

Tulisan awal i selesal seminggu kemudian, Saya me-
nyelesaikan satu tulisan sepuilar pengalaman saya melakukan
verifikasi pavtal politik, Saya mengivim tulisan st via surat
eleklronik (email} kepada Dahlan, Duahari kemudian, Dahlan



mengirim jawaban. “Ciamik. Bagus. Lanjutkan. Salam,” jawab
Dahlan, Alhamdulidlah.

Bertahun-tahun setelah itu, sava tidak pernah bisamenye-
lesaikan tulisan kedua, meskipun saya sudah mencoret-coret
bahan dasar untuk beberapa tulisan.

Saya malah menyelesaikan satu buku lain, Tahun 2017,
saya menerhitkan kumpulan tulisan kolom saya di Harian
Fajar Makassar menjadi schuah buku yang berjudul Dari
Praha ke Makkah,

Sualu hari, saya bertemu seorang kawan lama, Burha-
nuddin Fella, mantan wartawan Harian Eepubfika. Saya mem-
berinya satu buku saya tadi. Burhanuddin malah bertanya
mengapa saya tidak menulis pengalaman sebagai birokrat.
Saya menyatakan memang ada keinginan ke arah itu, tetapi
saya tak pernah bisa berkonsentrasi untuk memuluinya.

Menurut Burhanuddin, harus ada seseorang vang menu-
lis awal kisah atau gagasan saya dan sesudahnya saya bo-
leh mengeditnya supayn warna tulisannya lelap milik saya,
Alhasil, Burhanuddin kemudian mempertemukan saya
dengan seorang jumornya, yaitu Bayu Adji Prihammanda—
kelahiran Jakarta, 1 Desember 1092, Kami berbincang dan ia
bersedia membantu saya. Ia kemudian mulai mewawancarai
saya dan menuliskan penuturan saya dalam tulisar dengan
tetap bergaya "saya”, penuturan sebagai orang pertama,

Saya menyimpulkan, Bayu—vang bekerjs sebagai war-
Lawan peliput berbagai isu sosial, seni, budava, dan wisata—
memenuhi harapan saya. Saya suka pernyataannya kepada
saya, "Menulis bagi saya bukan lagi kebiasaan, Pak, melainkan
Juga kerja kebudayaan saya”

Penulisan buku ini pun dimulai. Dalam kurun waktu enam
bulan, di sela-sela kesibukan kantor, Bayu sesekali datang
dan mendengarkan cerita saya, Bagi sava, Bayu berhasil me-
mulai dengan sempurna penulisan huku ini. Sava hanya
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menyempirnakan apa yang tidak direkam atau dituliskannya
sesuai denyan faktanya.

Bay1 kemudian menawarkan unluk memilih heherapa
mantan Menkumham dan sejumlah orang yang pernah
berinteraksi kerfa dengan saya untuk memberi komentar.
“Terutama yuang namanya disinggung dalam uvraian buku
nanti, semacam kesaksian,” kata Bayu. Saya mengivakan.
Bayu pun lalu memburu dan mencari waktu para narasumber
vang dizilihnya. Alhamduliilah, hampir semua narasumber
bisa dikejarnya. S8aya sempat berdebal dengan Bayu karena
la tidak menyelujui usul saya untuk menempatkan komeniar
narasumber di halaman-balaman depan. Menurutnya, nara-
sumber sehaiknya di bagian belakang saju, karens merekn
akan menguatkan kesan orang tentang penuturan saya.

Terakhir, Bayu bertunya jika ada sesuatu yang meng-
ganjal perjalanan karier saya selama ini dan bisa disampaikan
kepada pembaca. Saya kemudian leringat dengan isu negatif
yang sempat menjadi viral di beberapa prup WhatsApp. Bayu
kemudian meminta dokumen itu dan menuliskan tenggapan
saya tentang hal tersebut,

Kemudian, kembali ke pertanyaan semula, untuk apa
buku ini dihadirkan? Saya setidaknya berharap bukuo ini hisa
menjadi inspirasi bagi teman-teman aparat sipil negara atau
pejabat apa pun yang sedang memegany amanah melak-
sanakan pelayanan publik wntuk masyarakat banyuk dan
pemegang kepentingan lainnya, Saya percaya pelayanan
publik yung cepat, transpuran, dan menggunakan kemajuan
teknotogi informasi pasti akan meniadakan praktik pungli,
gratifikasi, dan bentuk korupsi lainnya.

Buku ini juga memberi gambaran bahwa tidak ada per-
spalan yang tidak bisa dipecahkan. Sepanjang kita fokus dan
nal menyclesatkannya, pasti bisa dilakukan serumit apa pun
masalahya,
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Sava pernah bekerja di perusahaan swasta di awal tahun
1940-an. I'impinan kami waktu ilu selalu meminta kami me-
nyelesaikan persoalan dengan cara apa pun, Jika kami mem-
her tahu bahwa persoalan hanya bisa diselesaikan dengan
hasil "X"” dan tidak bisa berhasil mencapai “Z" sebagaimana
yang 1a harapkan, maka si Bos akan berkata, “Kalau itu
Jawabannya, abang becak juga menjawabnya begitu!” Filosofi
Inl—=murgkin—merupakan alasan saya menjadi bagian dari
kengototan untuk membuat semua pelayanan publik menjadi
onftne di Kemenkumham., Hal ini juga mendorong untuk
meninggalkan proses manual yang berpotensi menjadi wadah
korupsi, kolusi, dan nepotisme,

Buku ini akan bertutur bagaimana sikap dan tindakan
keeil yang terlihat “remeh-temeh” kadang juga harus di-
pikirkan, misalnya ketika presiden akan memberikan grasi
kepada tahanan pelitik di Papua, Selesai Bapat Terbatas di
Sekrelariat Negara (Sekneg), sava sempal teringat untuk me-
nelepon jajaran di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum (Ditjen AITU) untuk menuju ke Ambassador Mall di
belakang kantor saya dan membeli lima baju putih ukuran
besar (sesuai jumlah penerima grasi) supava bisa dibawa ke
Papua oleh Direktur Pidana. Sayva berpikir agar upacara hisa
kelihatan rapi, sebaiknya mercka berseragam putih. Acara
ini sangat mendadak, jadi saya khawatir semua pihak luput
memikirkannva.

Semoga adanya buku ini sungguh bermanfaat dan dupal
menjadi bacaan yang mencerahkan, Setiduknya, buku ini
menjadi salah satu rekaman sejarah atas apa yang saya dan
teman-teman Jdi Kemenkumham pernah lakukaa untuk
negeri ini.

Apa yang dituliskan di dalam buku ini hanyalah bagian
kecil dari apa yung sudah dilakukan oleh jajaran Kemenkum-
ham R1. Ada sekitar 30-an lulisan yang ditulis tanpa terikat
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urtkan waktu dan tema tupoksi yang ada. Yang dituliskan
di sini adalah pekerjaan-pekerjaan, inovasi, dan solusi atas
heberapa permasalahan yang kebetulan saya ikut berperun
di dalamnya—meskipun peran itu mungkin tidak terlalu
besar. Bisa saja terjadi kesalahan pemaparan dan terkesan
melcbihkan sebuah peran, seperti juga kemungkinan melu-
pakan scbuah peran, scbuah nama, atau sehbuah peristiwa
yang harusnya dan wajib hadir di buku ini. Seperti ungkapan
Klasik: sefarnh kadang hanya milik para penulis seja-zh.

Buku ini juga bisa saya tuliskan karena pekerjaan dan
tupoksi yang says emban bisa terselesaikan dengan baik
karena selama ini didukung vleh atasan saya, Menteri TTukym
dan HAM (Menkumham} sejak masa Hamid Awaludin, Andi
Mattalzlla, Patrialis Akbar, Amir Syamsudin, bingga Men-
kumham saal ini, Yasonna H. Laoly. Mereka semua meru-
pakan atasan yang menyatakan bahwa perubahan adalah
sebuah keharusan. Mengutip istilah Lulin yang sering disam-
paikan Menteri Laoly: Tempora Mutantur, of Nos Mutamur in
filfs, "Waktu berubalh dan kita berubah di dalamnys'.

Saya juga didukunyg oleh teman sejawal Sckjco Kemen-
kumham Bumbang Rantam Sariwanto, Freddy iTarris—Dirjen
Kekayaan Tntelektual, yvang mendampingi siwyva di Ditjen AHT
selama Icbih dari enam tahun—dan seluruh pejabat tinggi
madya serta seluruh jajaran (vang tiduk dapat saya sebutkan
satu per sahi) vang berinteraksi dengan saya selama hampir 12
lahun mengabdi di Kemnenkumham, Persahabalan yang tulus
dari mereka semua membuat saya merasa tidak pernah lelah
dadzm bekerja di Kemenkuinham. Saya juga selalu menyadari
bahwa saya hanyalah sebuah “sekrugp keeil” dari “mesin besar®
yang bernama Kemenkumhbham RT, 4

Jakarta, 15 Juni 2018
Aidir Amin Daud
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(RED
KATA PENGANTAR

Titik Putih dari Buku Aidir

% tengah samudra birokrasi yang ruwet tetap saja ada mu-
tiara-mutiara. Tidak banyak jumlahnya. Justru karema itu
terlihat menonjul, seperti cahava dari mutiara cemerlang di
dalam lumpur yvang dalam. Aidir Amin Daud adalah salah
satu mutiara birokrasi itu. Begitu banyak terobosan vang ia
lakukan. Saya tidak perlu merincinya di sini. Bacalah buku ini.
Terlihat jelas bagaimana terobosan birokrasi itu ia lakukan,

Aldir—begitu sava memanggilnya. Tidak sava sangka pa-
da akhirnya ia memilih berkarier di jalur birckrasi. Di Ke-
menterian Hukum dan ak Asasi Manusia. Sayva mengenalnya
sehagal warliwan, aktivis mahasiswa, dan aktivis Tslam. Tidak
ada potongan sedikit pun Aidir jadi birokrat. Pikiranoya liar.
Bicaranya ceplas-ceplos. Kritik sana kritis sini. Kalau menulis
nadanya keras.

Saya masih ingat ketika menugaskan Aidic ke Ambon
untuk mendisiplinkan kinerja karyawan Harian Pagi Suarg
Maluku. Sayabilang ke Aidir, "1 mana-mana di seluruh dunia,
koran pagi itu terbit pukul lima, bukan pukul sembilan. Anda
segera ke Ambon membuat koran itu terbil paling lambat
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pukul ima.” Pergilah Aidir ke Ambon, Satu bulan din di sana,
Suara Mafuku akhirnya bisa terbit pukul lima subuh. Hebat!

Saya tidak menyangka sambil berprofesi sebagai wartawan
Tarian Fajar Makassar Aidir terus kuliah, lanjut hatkan bah-
kan sampai 83. Saya menduga ketertarikannya pada birekrasi
bukan karena gaji yang tetap, bukan karena jaminan pensiun,
juga bukan karena mengejar jabatan. Aidir bisa hidup di mana
saja. Bisa bergajl hesar di swasta. Seperti yang pernah dia
lakukan sast terjun di perusahaan jasa haji dan umreh, Ta jusra
bisa dapal jabatan tingyi di situ, Bahkan, di Tlarian Fajar ia
sudah dapai jabatan pemimpin redaksi Puncak karier bagi
seorang wartawan. Berkat prestasinya, Dan reputasinya. Dian
inlegritasnya,

Akan tetapi, Aidir bukan tipe pengejar kenikmatan dunia
sepertl it Saya meonduga ia tertarik pada birokrasi karena
ini: untak mengubahnya dari dalam, sctelah seikian lama her-
usaha mengubahnys dari luar. Sesuai dengan pendidikan Ling-
ginya: Sarjana Hukum.

Yang saya terkesan dari Aidir adalah akal sehatnya, dan
bagaimana ia memelihara akai sebat itu. Agar tidak terbunuh
karena tenggelan di dasar lautan birokrasi. Sebetulnya te-
rohosar: birokrasi yang dia lakukan datang darl situ. Dari
akal sehat i, Orang yang herakal sehat pasti tidak bisa me-
nerima kebodohan-kebodohan yang beyitu banyak terjadi
di kehidupan schari-han, Begitu banyakuva kebodohar ter-
sebul, schingga terlihal normal Kebndohan yang dianggap
rormal itulah yang jadi pembunuhb utamas akai schat. Permbun-
uh massal.

Misalnya, bahan bakar minyak. Produksi minyak mentah
kita terbatas: hanya sekitar 800 ribu harel sehar Jumlah
mobil di Indonesia 70 juta. Produksi minyak kita hanya cukup
untuk 20 juta kendaraan. Berarti kita harus impo- minyak
besar-hesaran, Setiap kali harga minyak mentah mencapai
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80 dolar/burel APBN kita tergerus atau inflasi kita terlalu
tinggl. Tidak pernah ada akal sehat vang muncul untuk me-
nyelesaikannya secara tuntas. Selalu saja kalah dengan ke-
pentingan-kepentingan, Baik politik maupun komersial,

Saya yakin bung Aidir masuk birokrasi karena perjuangan,
Bukan yvang Iain. Ta adalah manusia perjuangan, Nothing to
loge. Memang ia bukan tipe vang gebrak-gebrak. 1a hisa cari
Jalan memutar untuk mengegolkan ide pembaharuannya.
[a cukup subar untuk itu. [a orang Makassar yang berbeda,
Akibatnya, banyak waktu terbuang. Berkatnya, ia akseptabel,
lidak dibenci lingkungan kerjanya. Kariernya naik leras sam-
pai level direktur, bahkan kemudian jadi dirjen. Lalu seka-
rang menrjadi irjen (inspektur jenderal), orang ketiga di ke-
menterian. Puncak karier bagi scorang birokrat.

Begitu diperlukannya Aidir di lingkungannya sampai-
sampai dalam satu masa, jabatan dirjen dan irjen ia rangkap,
hahkan sampai dua kali, Dalam kurun waktu yang panjang
(setahun-dua tahun), Aidir sangal “dipercaya” menterinya
dan disenangi anak buahnya.

Bung Aidir adalah titik putih di tengah lukisan hitam.
Kadang titik itu tidak kelihatan, terlalu keeil, atau lukisannya
terlalu deminan hitamnya, Kita tahu potret dunia hukum kita
begitu kelamnya. Kadany, titik putih itu begitu bercazhaya di
tengah harapan masa depan vang lebih baik. Maka, sebenarnya
misi kita sama; bagaimana memperbesar Ltk putih b,

Sayvangnya, itk itu justru bisa hilang sama sekali. Dunia
birokrasi adalah putaran waktu: mauasa jabatan, mutasi,
pensiun, Bung Aidir pun ada masanya pensiun, Maka, ke-
putusannya menulis buku ini sangat penting, agar khalayak
tuhu—terutama khalayak birokrasi —bahwa menjadi titik pu-
tih itu sangat berarti dan bisa dilakukan, Ada contohnya: Bung
Addir ini,

MEHUCCLY BIROLDGE]




Rasanys bung Aidir sendiri terobsesi seseorang. Duln,
sebelum jadi birckrat, ia begitu sering menceritskan pribadi
Baharuddin Lopa, jaksa agung di zaman itu yang juga menijadi
doseninya di Universilus Tasanuddin, Ta bisabergerita dengan
delail apa suja tindaken-lindakan Baliaruddin Lopa, lermasuk
selipan-selipan bumornya. Bung Aidir adalah pencerits
yang menarik. Dengan intonasi bahasa yang kenlal warna
Makassarnya, setiap kali ia bercerita lentang Baharuddin
Lapa sclaly Lerselip rase kagumnya. Bangganyz, Hehatnya

Sebenariya masih banyak ide dari akal sehatny:. Namun,
waktu dan lingkungan mungkin kurang mendukungnya.
Misalnya ini: penuhnya ruang tahanan adalah prohlem yang
andab lama. Penghuninys melebihi kapasitas, dengan tingkat
kelehihan yang sudah na'udzubiflah. Dampak negatifnya su-
dab kita ketahui semua dan sudah dibahas pula bertahun-
tahun lamanya.

Bung Aldir punya pemikiran yang radikal: pihak rumah
tahanan jangan mau lagi menerima tambahan tahanan baru.
Alasan yung bisa dipakai: maaf, ruang tabanan sudah penuh.
Untuk itu bung Aidir punya analagi yang mudah diterima akal
rehal dan juga pikiran vrang awatn.

"Mengaps minajemen kereta api bisa? Mengapa kita tidok
hisa™" war Aadir pada saya tahun lalu,

"D kereta api itu hiar pun banyak penumpang baru, tidok
akan diterima kalau keretanya sudah penub,” katanyi. Seperti
petnbatason penumpunyg sesuai kursi yang ada di pesawat,
“Demikian juga husway di Jakarta,” tombahnya. Sejek kercta
api membatasi jumlah penumpang hanva sebatas hapasitas
tempat duduk, nama "1, KAT pun harumn.

Ide Bung Aidiv itu kaisu diterspkan, pasti akan meng-
hehehkan. Polist akan protes. Kejaksaan akan berteriak. Pro-
kanira akan membumbung. Namun, ide itu akan merangsang
lnhirnya terobosan jalan keluar. Entoh apa jalun keluar itu,
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tetapi pasti ada, asalkan mau: mau berpikir dan mau berbuat.
Misalnya: agar para tersangka kasus ringan tidak dimasukkan
tahznan, bisa membayar uang jaminan atau kerja bakti, sepert)
di negara maju. Misalnya lagi: pengguna narkoba dimasukkan
rehabilitasi, hanya pengedar dan pedagang saja vang ditahan,

Tentu masih akan banyak ide lain yang lebih baik dan
justru bisa memaksa hukum kita menjadi lebih baik. Sering
kali keterpaksaan bisa membuat kebaikan. Kebaikan bhisa
membuat kemajuan. Sebagai orang vang pernah mengajarinya
jurnalistik, saya selalu bangga akan prestasi kewartawanan
Bung Aidir. Sebagai orang vang pernah ‘terjerumus’ kz dalam
birokrasi. sava kagum akan ketabahan dan kesabaran bung
Aidir dalam menekuni karier birokrasi, Saya pun berharap
banyak pada buku Memangkas Birokrasi: Dari Hlasan Tiro,
Ongkos Verifikasi Parpol, Jessica Wongso sampai Mafia Sisilia
ini. %
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ARAHAN PRESIDEN JOKOWI
UNTUK KEMUDAHAN BAGI (NVESTOR:

Partisipasi Kecil Pangkas
Birokrasi Investasi di BKPM

Sclasa, 20 September 2015, Presiden Joko Widodo men Feluar-
kan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 11. Berbeda dengan Paket
Kebijakan Ekonomi Jilid 1 yang banyak mengurusi perdoalan
regulasi, pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 11, Presiden
ke-7 Indvnesia ini lebih menyoroti persoalan investasi. Se gila
hal yang mempersulit masuknya investasi ke Indonesia harus
dipermudah. Salah satu isi dalam pakel kehijakan itu adalah
memangkis proses perizinan investasi yang sebelumnya me-
makan waktu hingga 526 hari harus bisa diselesaikan dalam
waktu kurang dari tiga jam. Kebijakan ini mewajibkan seluruh
pihak memberikan layanan cepat, schingga investor yVany
sudah mengantongi izin bisa Jangsung melakukan kegiatan
investisl

Alas dasar alasan tersebut pula, di suatu siang di awal
Oktober 2015 telepon genggam saya berbunyi. Direktur Per-
data, Dircktorat Jenderal Administrasi Hukum Uroum {Ditjen
AHU}, Daulat Pandapotan Silitongamenelepon. Ia mengbar-
kan hahwa deputi dari Badan Koordinasi Penanaman Modsl
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(BKPM) ingin bertemu. Ketika itu saya memang sedang
makan siang di luar kantor. Sesaat setelah Daulat menelepon,
saya langsung kembali ke kantor untuk menemui kolzga dani
BKPM tersebut.

sesaripainya di kantor, saya langsung menemu pejabat
dari BEPM di ruang kerja saya di lantai 18 Gedung Sentra
Mulia. Pejabat itu ternyata adalah Lestari Indah, Depuli
Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM. Maksud dan
tujuannya bertandang ke kantor Kementerian Hukum dan
[Tak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah untuk menyanmi-
patkan keinginan Presiden memangkas waktu pemberian izin
investasi bagi investor asing yang ingin masuk ke Indonesia,

Segala hal, kata dia, sudah dipersiapkan dengan matang
olech BEPM. Namun, ada satu masalah vang tak bisa dise-
lesaikannya sendiri, yaitu menempatkan notaris di kantor
REKPM. Menurut dia, ini menjadi masalah karena perusahaan
maodal asing yang ingin berinvestasi harus pergi ke notaris
terlebih dahulu untuk mendapatkan akta perusahaan, Semen-
tara itu, membuat akta perusahaan di kantor notaris tersebut
pasti membutuhkan waktu vang tidak scbentar. T1al itu jelas
bertolak belakang dengan kemauan Presiden Joko Widado
bahwa 1zin investasi harus keluar tidak lebih dari tiga jam.

“BE PN bisa atasi semua kantor pemerinlah, yang masalah
ilu kalau mau bikin akta notaris. Berarti orang asing itu
hurus keluar dari kantor BEKPM dan mencari notaris terlebih
dahulu. Belum tentu juga selesai dalam satu-dua hari. Jad
susah disitw,” kata dia. Ta mengaku sudah menemu Pengurus
Pusat Ikatan Notaris Indonesia (IND untuk meminta notaris
ditempatkan (in howse) di kantor BKPM, Namun, jawaban
yvang diterimabelum sesuai dengan harvapannya, Ketua Umum
INT saat itu, Adrian Djunaini, mengatakan bahwa seorang
notaris dilarang rangkap jabatan, apalagi memiliki dua kantor
yang besbeda,
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Jawabhan Adrian memang tidak salah. Sesuai Pasal 17
Ayat Undang-Undang Nomor 2 Tehun 2014 tentang Tentang.
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa seurang nolaris
dilarang merangkap jubatan, Jika melanggar, nolaris tersebut
bisa mendapat sanksi, mulai dari peringatan tertulis hingga
pemberhentian secara tidak hormal,

Semtenlara jtu, Pasal 19 Ayat (1) menyerukan notaris
wajib mempunyai satu kantor, yaitu tempat kedudukannya.
Artinya, berkantor di BKPM dan tetap menjalankan kantor
ulamanya sama saja melanggar UU yang secara hukum tak
bisa dibantah, Mau tak mau, investor asing harus datang ke
kantor notaris sebclum izin investasi dikeluarkan. Lesbari
Indah merasa sudah berada di jatan buntu’ dalam upavanya
memangkas waktu pengurusan akta perusahaan.

Nawun, kebuntuan itu justru membust koordinasi antar-
lembaga pemerintahan terjalin. Pasainya, ada hal-hal vang luk
bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja, Dalam Metbangun
sistem yang baik diperlukan kerja sama antar-kementerian/
lembaga, Saya menjelaskan kepada Lestari bahwa nolaris dj
Indonesia itu diangkat dun ditempatkan berdasarkan UU olch
Menleri Hulkum dan HAM, dalam hal ini dimandalkan kepada
Direktur Jenderal {Dirjen) AHLL

“Thu sudah hetul datang ke Kemenkumham,” kate saya
menenangkan, “Nanti kumi yang bicara dengan pengurus
P'usat Tkatan Notaris Tndonesia, Kalau ini perintah dari Pre-
siden, ke mi sebagai aparat akan melaksanakannya. Ini harus
kita jalankan karena tidak ada niul salah di dalamnnya, Ini
keinginan dan perintah baik seorang Presiden, Kita tidak ko-
rupr atauap apun yang bisa dikaitan dengan tindakan pidana.”

Tidak melanggar TTU yung berkekuatan hukum tetap saja
bukan berarti pemerintah dapat dengan seenaknya meneim-
patkan nataris yang sudah memiliki kantor untuk bekerja di
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Kantor BKI'M. Ada cara lain yang bisa dilakukan, yaitu dengan
menawarkan notaris Jakarta untuk berpindah kedudukan
alamat kantor dengan ditempatkan di BKPM. Kalaupun
notaris Jakarta tidak ada vang bersedia, notaris dari daerah
pasti akan antre untuk mendapatkan kesempulan terscebul,
Ibaratnya, banyak nolaris daerah yang mengidamkan dapat
bekerja di Jakarta, Ratusan notaris dacrah yang berkualitas
dan ingin datang ke Jakarta untuk bekerja biasanya selalu
terbentur dengan kuota bagi notaris Jakarta yanyg terbatas.
Sebagai orang yang menjabat Dirjen AHU selama Lima
tahunan, saya amat mengetahui kondisi ini,

Siang itu juga—tak sampai 10 menit berdiskusi dengan
Lestari Indah—saya memberi saran agar BKI'M berkonsultasi
untuk membuat pengumuman seleksi notaris untuk ditem-
patkan di kantor BKPM. Jika Presiden memberi amanat,
segala hal harus dilakukan untuk mempermudah kelancaran
investasi dan kedatangan investor. Tentu bukan dengan
melanggar UL yvang berlaku. Siang itu juga, Lestari Indah
pulang ke kantor BKPM dengan keyakinan bisa mewujudkan
keinginan Presiden. Pasalnya, saya sudah menjanjikan untuk
mengeluarkan Surat Keputusan dari Ditjen AHU untuk mem-
permudah proses penempatan notans di BEPM.

Tak lama setelah itu, pada 5 Oktober 2015 BKPM akhirnya
membuka lowongan untuk notaris vang akan ditempatkan di
kantor BKPM dengan mengesahkan izin pendirian Perseroan
Terbatas (PT). Sekitar 20 hari berselang, BKPM akhirnya me-
rampungkan program pelayanan izin investasi tiga jam. Pro-
gram ini secara resmi diluncurkan di kantor BKPM pada 26
Oktober, Dua notaris yang terpilih berkantor di BKPM adalah
Mina Ng dan | Made Astawa. Mereka mendapatkan ruangan
khusus di lantai dua Gedung Ismail Saleh,

Ketita peresmian pelavanan terpadu dilakukan oleh Wa-
kil Presiden Jusuf Kalla, saat acara peninjauan saya melihat
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‘bilik” notaris ini. Scal notaris membuka praktik di BEKI'M
juga dijelaskan kepada Wapres. Saya yvang kebetulan herdiri
di deka! Wapres kemudian ditunjuk oleh seseorang dari
BKFPM, "Ini berkat bantuan Pak Divjen.” Saya merasa hangga
mendengarkan taumbahan penjelasun ito,

Meski tugas utama dua notaris il adalah melakukan
pelayanan untuk mempermudah investasi asing masuk ke
Indomesia, mereka tetap dibert hak untuk mensrima klien duri
Inar. Artinya, notaris yang herkantor di BK PM tidak dilarang
untuk menerima klien di huar ‘pelayanan perizinan liga jam’,
Namun, ‘pelayanan perizinan tiga jam' tetap barus menjadi
priotitas, Dengan begity, pengurusan perizinan Investasi,
akta perusahaan, NFWP dan informas! ketersediaan lahan,
menjadisesuai dengan keinginan Presiden, yaitu dapal disele-
saikan dalam hitungan jam, atau bahkan bisa kurang dari liga
jam. %
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JU HO 40 TAHUN 2007 TENTANG PESERDAN TERBATAS:

Bermula dari Pasal Koruptif
“Pengumuman Menteri”

Pada 16 Aguslis 2007, UU Nomeor 40 tentang Fersernan Ter-
batas dinndangkan. Sehelumnya, urusan perscroun terbatuas
diatur dalam U Nomor 1 Tahun 1995, Saat itu, saya belum
menjabat sebagai Dirjen AHU, tetupi sudah bertugas sehagai
Direktur Tata Negara. Saat UT Nomor 40 Tahun 2007 mulai
dibivarakan hingga diundangkan sampal mulai digonakan
heberapa tahun setelahnya, saya tidak berbubungan sama
sekali dengan substansi nndang-undang lerkait perseroan
terbatas ini.

Dua tabun scjak UU tersebut diundangkan, ternyata ada
masalah yang tuk pernah terselesaikan, yaitu mengenai satu
pasal dalum undang-undang ini. Pada banyak kesempalan,
saya menconlohkannya sebagai pasal ‘koruptif’, alaw pasal
yang direkayasa olch satu-dua oknum (tentu gaja dari pihak
ckeelubf) yang melibat ada peloang "bisnis’

Pasal 200 di UU Nomaor 40 Tahun 2007 menyebutkun bah-
wa menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara
(TEN) Hepublik Indonesia terkait pendirian perscroan
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terbatas beserta keputusan menterinya, akta perubzhan ang-
garan dasar perseroan beserta keputusan menteri. Dalam
salah satu ayat pasal ini diberi pencgasan deadiine, yait
pcrupumurman yanay tersebut di atas dilakukan menteri dalam
waktu paling lama 14 hari sejak diterhitkannya keputusan
ruenteri,

Apakah UU tentang persercan terbatas sebelumitya ada
substunsi yang sama? Ternyata terdapal informas; mengenai
pengumumandalam Tambahan Berita Negara (TBN) nepuhlik
Indonesia, tetapi bukan dilakukan oleh menteri. Pasal 21 UTI
Nomar 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berbunyi:
Ferscroan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pasal
21 diumumkan dalam Tambahan Deritn Negara Republik
Indones.a. Pengumuman ini diberi batas wakiu paling lamhat
30 (tiga pulub) hari terhitung sejak pendaftaran. Tak ada
kalimat, “Menteri mengumumkan "

Suya mencari tahu risalah mengapa harus ada kasa “Men-
teri menpumumikan,.’, dan setelah menjadi Dirjen AHU
saya memanggil beberapa teman yang terlibat dalam pem-
bahasan undang-undang ini. Ternyata memang ada yang me-
masultkannya sebagai kewenangan menteri atan Kementerian
Hulum dun HAM. Masukan tersebut datang dari pejabut
tingkatan Eselon Tiga,

Sesungguhnya, sejak Agustus 2007, Pasal 30 UU Nomor
40 Tahun 2007 tentang keharusan menteri mengumumkan®
sudah menjadi persoalan. Mengapa? Pengumuman TEN-
RT schelum adanya UU Nomor 40 Tahun 2007 dilakukan
langsung oleh notaris, dengan memaotion kepada Percetakan
Negara sehagai pelaksana tcknis pemyelengyaraan pengu-
muman Berita Negara dan Tambahan Berita Negara. Ter-
dasarkun aturan yang dibuat Percctakan Negara, biaya
untuk TBN-RI ini adalah sebesar Rp 500000 (lima ratus
ribu rupiah). Berdasarkan UU Nomor | Tahun 1995 Ditjen
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ATIU sama sekali tidak direpotkan urusan ini. Lalu mengapa,
suasana ‘tidak repot’ dan ‘tidak punya beban’ mengurus TBN-
RI ini harus diambil alih? Mengapa bukan notaris saja yang
datang ke percetakan negara? Mengapa tiba-tiba harus ada
pasal dalam undang-undang yang baru mencantumkan kata,
“Menter: mengumumbkan TBN-RT.™?

Karena Pasal 30 UT Nomor 40 Tahun 2007 sudah terlanjur
ada, maka kerepotan dimulai sejak teman-teman menikirkan
bagaimana menarik biavanya. Maka, yang pertama harus
dibuat adalah memasukkannya dalam peraturan pemerintah
yang mengatur tentang ketentuan PNBP Kemenkumham.
Jadi, ditentukanlah biava PNBP untuk pengumuman TBN-
RI adalah sebesar Rp 500.000—sama dengan biaya yang
ditentukan oleh Percetakan Negara. Persoalan pertama ter-
kait langkah ini harus memakan waktu yang cukup lama
karena harus dibicarakan lagi dengan berbagai inter-unit
eselon satu dan bahkan inter-kementerian,

Ketiza PP tentang PNBP Kemenkumham sudah memuat
juga tar [ PNBP yang diamanatkan pasal 30 UU No 40,2007
ini, maka para notaris pun menyetorkan uang untuk pe-
ngumuman TBN-RI-nya ke rekening negara, dalam hal im
melalui rekening Ditjen AHU. Selama ini mereka membayar
ke lokel Percetakan Negara dan sctelah beberapa lama akan
mendapatkan buku TBN-RI sebagai tanda sudah diumumkan
di tambahan lembaran negara.

Ketika menjadi Dirjen AIIU, persoalan ini mengemuka
kepada saya. Direktur Perdata menuliskan konsep memo-
randum kepada saya untuk diteruskan ke Menteri terkait
permasalahan pencetakan TBN-RI ini. Saat itu dilaporkan
sudah ada sekitar 3.000 ribuan Keputusan Menteri terkait
akla pengesahan dan perubahan badan hukum yang belum
diumumkan dalam TBN-RI. Jadi, para notaris sudah me-
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nyelorkan biayanya sekitar Bp 15 miliar dan sampai saat ini
belum dinmumkan. Mengapa?

Ada dua alasan mengapa pengumuman menteri terkait
I'BN-RT ini Lidak dapat berjalan. Pertama, uang getoran no-
taris scluruhiya masuk ke kas negara. Artinya vang yang
berjumlah Rp 16 miliar itu, secara utuh sudah masuk seha-
gul pemasukan PNBP Ditjen AFU Saat itu Ditjen AHU baru
mendapat 1zin penggunaan PNBP oleh Kementerian Ke-
uangan Rl hanya sekitar 30 persen. Artinya, uang yang hisa
digunakan olch ATTU hanya sekitar Rp 5 miliar saja. Artinya,
jika seluruh ‘pengumuman’ akan dilakukan, hanya 30 persen
darl ‘pengumuman’ yang bisa dicetak ke Percetakan Negara,
Jadi, dari 3.000 Keputusan Menteri hanya 1.000 yang bisa
diumiunkan. Terus 2.000 lainnya bagaimana?

Masalah kedua adalah peraturan presiden (yang ber-
laku saa: itu adalah Poipres 54 Tahun 2010} yang mengatur
tentang penggunaan jasa pihak ketiga dalain hal pengadaan
barang menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk langsung
hanya pengadaan di bawah Rp 100 juta. Artinya, pengummnan
hanis ditenderkan karcna menyanghut percetakan TBN-RIT
yang nilzinya di atas Rp 100 juta.

Sesungguhnya, masih ada banyak pertanyaan. Jika kebe-
tulan yang menang bukan Percetakan Negara—yang hisa
menyunpan arsip scmua Lembaran Negara dan Tambahan
Berita Nogara—hbagaimana nasib arsip kedua dokumen yang
hisa diklasifikan sebagai dokumen negara itu? Bagainmana
jika percetakan vang menang tersebut kemudian bubar atau
paitit dalam waktu tiga ataun empat tahun Kemuadian? Akan
dikemanakan arsip-arsip itu?

Saatitu, kalangan Tkatan Nolaris Indonesia menemui saya
dan menyampaikan kegelisahan mereka Karena sudal: hampir
duatahunanbelum ada Tambahan Berita Negara yanedicetak.
Sejurnlah jurnalis dari berbagai media juga bertanya yang
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sgama Mengapa TBN-RI vang memuat Keputusan Menterl
belum diumumkan dan dikerjakan oleh Percetakan Negara
atau percetakan yang lainnya?

Kepada para wartawan, saya menyampaikan dua kesulitan
tersebut, yaitu bahwa uang vang disctor ternyata tuk dapat
kami ambil semua untuk membiayai setiap TBN-RI, dengan
alasan duapertiga dana yang disetorkan tidak bisa digunakan
karena terhalang nleh ketentuan izin penggunaan PNEI yang
hanya sckitar 30 persen. Jadi, dari Rp 500.000 yang disetor
—dan selama ini sudah menjadi biayva standar di Percetakan
Negara-—ternyata hanya bisa kami ambil sekitar Rp 170.000,

Sayajuga menyvampaikan kepada media, Lembaran Negara
dan Tambahan Berita Negara biasanya memang dicetak oleh
Percetakan Negara. Komisi Pemberantasan Korupsi, misal-
nya, mengumumkan daftar kekayaan seorang penyelenggara
negara di Lembaran Negara yang dicetak Percetakan Negara,

Saya berprasangka (semoga saya tidak memfitnah dan di-
ampunkan olch Allah SWT), ketika seorang oknum pejabat
mengusulkan substansi Pasal 30 UU Nomaor 40 Tahun 2007,
vang di dalamnya berbunyi 'menteri mengumumkan dalam
TBN-RI, sesungguhnya dia ada niat untuk melakukan KKN.

Mungkin si oknum berpikir dan menghitung bahwa ada
begitu banyak cetakan TBN-RI dalam setahun, jadi kenapa
tidak mereka vang menunjuk atau ‘mengatur’ percetakannya?
Mengapa notaris harus langsung pergimembayar danmemilih
Percetakan Negara” Bukankah dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 133 Tahun 2000 terkait Perum Percetakan Negara
Lak ada satu pun kelentuan yang menyatakan bahwa mereka
adalah satu-satunya yang berhak mencetak Lembaran Negara
dan Tambahan Berita Negara” Bukankah jika Tambahan
Berita MNegara ini dicetak secara keseluruhan, jumlahnya bisa
mencapai angka 10 miliaran setiap tahunnya? Ini sebuah
proyek yang mungkin cukup baik bagi oknum tertentiu.
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Masalah sudah hadir di bulan-bulan pertama saya men-
jadi Dirjen AHU. Perintah UU Jelas, menteri, dalam hal ini
Ditjen AHU, harus mencetak TBN-RI. Maka dari tu. sava,
Direktur Perdata, dan Sesdit AHU melakukan simulasi untuk
memecahkan masalah ini,

Pertama, hal-hal yang menyangkut izin penggunaan
PNBP. Kami harus mengubahnya dari angka sekitar 30
persen renjadi 80 persen. Melalui perhitungan kami semua,
tentu kami bisa mendapatkan diskon harga dari Percetakan
Negara karena dicetak sekaligus, Belakangan, Kementerian
Keuangan memang menyetujui izin penggunaan PNEDP Ditjen
ATTU menjadi lebih dari 80 persen.

Kedua, agar tidak diperlukan tender, maka Peraturan
Pemerintah Nomor 133 Tahun 2000 tentang Percetakan
Negara bharus diubah. Harus ada ketentuan yang meregaskan
dalam peraluran pemerintah itu bahwa Percetakan Negara
memang ditugaskan untuk mencetak dan meyebarluaskan
Lembaran Negara dan Tambahan Berita Negara. Karena
bisa dibayangkan akan betapa kacau balaunya jika Lem-
baran Negara atau Tambahan Berita Negara dicetak oleh per-
cetakan yang lidak jelas usia perusahaan dan sepak terjang
operasionalnya. Belum lagi jika dia hanya percetakan abal-
abal.

Ketika permasalahan ini kami sampaikan ke pihak Per-
cetakan Negara, mereka baru sadar bahwa memang ke-
wenangan dan penunjukan itu harus resmi dalam sebuah
tingkatan peraturan pemerintah, Belakangan, Peraturan Pe-
merintah Nomor 72 Tahun 2012 dikeluarkan dan dalam Pasal
3 ditegaskan hal ini: pemerintah menugaskan Percetakan
Negara untuk mencetak dan menyebarluaskan Lembaran
Negara dan Tambahan Berita Negara, dengan fungsi sebagai
tempat pengundangan,
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Ketiga, jika langkah pertama dan kedua belum efektif, kami
memikirkan kemungkinan bagi notaris untuk mendatangi
langsung Percetakan Negara dan membayar langsung biaya
TBN-RI-nya, scbuah proses yang umum dilakuken sebe-
lum UL Nomor 40 Tahun 2007 berlaku. Jadi, tidak usah
melibatkan Ditjen AHL

Saat ilu sava mengusulkan bahwa setiap memberikan
Keputusan Menteri, Ditjen AHU juga melampirkan surat
kuasa dari Menkumham/Dirjen AU untuk para notaris
mengumunikan TBN-RT mereka sesuai ketentuan Pasal 30
1T No 40/2007. Kewenangan menteri untuk mengumumkan
TBN-RI dikuasakan kepada para notaris Indonesia. Atas
usul Sesdit AHU Freddy Harris dan Direktur Perdata Timi
Sjafruddin, TBN-Rl Kepmen Menteri diumumkan melalui
situs resmi ditjen AHLUL

Kesimpulan vang hisa ditarik dari pengalaman ini adalah
bahwa dalam membuat peraturan memang tidak boleh di-
beri ruang sedikit pun untuk kepentingan sesaat yang amat
tidak konstruktif. Bayangkan. hanva karena satu pasal-
untuk memenuhi imajinasi koruptif si oknum—Ditjen AHU
dan notaris Indonesia harus repot selama kurang lebih dua
tahunar. %
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GRED
SETELAH SISTEM ONLINE PENGESAHAN-PERUBAHAN BADAN HUKUM:
Menukar SK untuk Berkas
Tertunggak dengan
surat Pernyataan Notaris

Stalu hard di tahun 2013, saya melewati sebuah ruangan
di salah satu lantai di gedung Ditjen AHU. Saya mencoba
memasuki ruangan itu dan melihat ada sckitar 40-an orang
sedang bekerja di depan komputer masing-masing, Kemudian,
saya melihat ada lumpukan map di bawah kursi mercka dan di
alas meja disamping komputer. Saya memanggil salah scorang
kawan disitu dan menanyakan pekerjaan yang sedang mereka
lakukan,

“Llni memasukkan dan menyelesaikan data pendirian, per-
ubihan anggaran dasar badan hukum vang masih dikerjakan
secara manual,” kata kawan ilu.

“Lha kan sudah online? Kok masib manual® Tanya saya .

Kawan itu kemudian menjclaskan kepada saya bahwa
memang masih ada belagan ribu berkas yang belum sempat
diselesaikan ketika program ondine sudah berjalan, Jadi, per-
mohonan pendirian dan perubahan badan hukum ity ter-
tinggal dan menumpuk karena masih ada persyaratan vang
gurang. Permohonan terscbut tetap diproscs sebagaimana
adanya, meskipum program ealine sudah jalan.
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Jadi, saya menvimpulkan bahwa ada permohonan se-
jak beberapa bulan atau tahun lalu (sebelum proses online
diluncurkan) yang sudah terlanjur on-process, tetapi ma-
sih memiliki kekurangan persyaratan, Padahal, semua per-
syaratan di online sudah menggunakan lembaran ‘pernyataan’
saja vang diisi oleh para notaris dalam aplikasi, lalu tinggal
tekan ‘setuju’ jika benar bahwa sebuah persyaratan sudah
lengkap. Padahal, dalam urusan manual, kelengkapan [isik
persyaratan harus disertakan dan dicek kebenarannya oleh
teman-teman di Ditjen AHLUL Siang itu, sckitar 40-an staf
AHU sedang mengerjakan proses manual tersebut.

Rasanya aneh. Seseorang bisa memproses pendirian dan
perubahan anggaran dasar badan hukumnya dalam hitungan
menit secara online, tetapi di satu sisi masih ada belasan ribu
yvang masth harus berkutat dengan persyaratan fisik dan
manual tanpa kejelasan. Kalau begini terus kapan selesainya?
Padahal, mereka memulai prosesnya sudah berbulan-bulan
dan bahkan bertahun-tahun lalu. Bagi saya, situasi ini ironis.

Sava langsung mengundang Sesdit AHU Freddy Harris
dan Direktur Perdata Liliek IMarvanto untuk membicarakan
soal di atas. Bagi sayn, permasalahan ini harus dipecahkan.
Logikanya, semua berkas baiknya dikembalikan dan mereka
mendaftar secara online. Lebih cepat dan lebih praktis,
Jajaran statf AHU juga bisa mengerjakan urusan yang lain,
Kenapa harus tetap berkutat dengan tumpukan dokumen
yvang jumlahnya ribuan?

Sore itu, kami bertiga akhirnya sepakat kalau suasana be-
kerja di lantai yang dipenuhi kompuler, staf, dan tumpukan
dokumen harus diakhiri. Opsinya dua: pertama, semua berkas
dikembalikan dan para notaris dipersilahkan mengikuti pro-
ses pendaftaran onfine. Kedua, kami menyiapkan keputusan
pengesahan dan perubahan masing-masing berkas, dan me-
nyverahkannya kepada notaris dengan syarat mereka harus
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membawa surat pernyataan bahwa akan menyelesaikan
semua kekurangan yang ada dan bahwa kekurangan dan
semua skibatnya menjadi tanggung jawab notaris. Jadi, SK
Dirjen akan ditukarkan dengan pernyataan para notaris,

Kami memaggil bagian keuangan dan hagian umuem serta
bagian perencanaan. Sore itu juga kami menghitung perkiraan
anggaran yarg akan digunakan dan memperkirakan bagiarn
anggaran yang akan digunakan. Perihal merevisi proses dan
anrgearan yang akan direvisi atan kegiatan yang ditiadakan
dulu dau tidak, tidak terlalu wrgent. Pokolmya, sore jtu ke-
putnsan kami ambil dan diputuskan akan dilaksunakan dalam
semingygn ke depan. Diputuskan juga, supaya perjalanan lebih
komprehensif, sarana unluk berkonsultasi para notaris yang
belum melek dengan aplikasi Ditjen AHU akan dibuka.

Kami juga scpakat akan mengirimban tim ke semua ibu
kota previnsi (terdiri dari para staf yang berjumlah 40-an
orang terschut dan beberapa tambahan) dan membawa semua
berkas. Kamimenyiapkan apa yang disebut "Forum Konsultasi
Direktorat Perdata-Notaris” di setiap ibu kota provinsi. Tim
akan menghabiskan hari lebih lama di kola yang memiliki
lebih banyak berkas, Df Forwm itu, notaris baleh mengceek
scnua berkasnya yang sudah dimeohonkan berhbulen-bulan
atau hertahun-tahun schelumnys, dan akan diberi tahu ke-
kurangannya. Notaris kemudian dipersilahkan membuat
pernyataan  akan  kekuranpan  itu, lalu  melengkapinya
dan bertanggung jawab atas segala akihatnya jika ia tidak
melengkapi persyaratan. Sesudah membuat pernyataan, surat
keputusan dirjen dapat ditukarkan dengan pernvataan. Tidak
lebih dari seminggu, urusan ini bisa dibereskan. Tumpukan
berkas permolronian yang berjumlah ribuan itu akhirnya ber-
sih, Staf yang selama ini sibuk dengan urusan tersebut bisa
diperbantukan ke bagian lain yang lebih membutubkan. <
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TERIBOSAN SISTEM REAL-DNLINE PERTAMA DI KEMENKUMHAM:

Dari Layani Tiga Ribu Pemohon
Menjadi 30 Ribu Pemohon

Tanggal 22 Jum 2011, Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Polri) menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun
2011 Lentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Tu-
juannya tak lain adalah menyelenggarakan peluksanaan ek-
sckusi jaminan fidusia secara aman demi melindungi ke-
selamatan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan
fidusia, serta masyarakat dari perbuatan yang tak bisa diper-
tanggungjawahkan,

Setahun bersclang, Menteri Keuangan Agus Martowardojo
pun tak ketinggalan ikut menetapkan Peraturan Menteri Ke-
nangan Nomor 130/PME010/2012 lentang Pendaftaran Ja-
minan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan
Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan
Pembebanan Jaminan Fidusia. Dampaknya jelas, yaitu se-
makin banyak perusahaan pembiayaan yang mengajukan
pembuatan jaminan fidusia melalul notaris,

Di satu sisi, lonjakan permohonan pendaftaran fidusia
tersebul membuat masyarakat semakin sadar akan haknya
ketika melakukan pembelian kendaraan secara kredit. Selain
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rtu, negara juga akan menerima pendapatan negara bukan
pajak {PNBEP) dari jaminan fidusia yang didattarkan, Namun
di sisi lain, Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) di setiap
Kantur Wilayah Kementerian Hukum dan ak Asasi Manusia
(Kanwil Kemenkumham) menjadi padat merayap,

Keluhan demi keluhan lerdengar hingga ke telinga saya
Umumnya, mercka mengeluhkan waktu vang lama saal
mengurns pendallaran Sertifikat Jaminan Fidusia, Hal ity
sebenarnyawajar, karenasetiap sertifikat harus ditandatangani
satu per sutu oleh Kepala Kanwil Kemenkumham. Sementara
itu, semua orang mafhum kalau tugas Kepala Kanwil Kemen-
kumbam bukan sekadar menandalangani Sertifikal Jaminan
Fidusia,

Sebagai Direkiur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hulkum
Umum Kemenkumham, keluhan itu saya balas dengan rme-
ngeluarkan surat edaran. Isinya adalab pengesahan Sertifikal
Jaminan Fidusia eukup dilakukan dengan pemberian tanda
tangan Kepala Thvisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkunt-
ham. Solusi itu tak bertahan lama.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham
dari berbagai daerah poun mengeluh karena permohonan
jaminan fidusia tak kunjung berhenti. Bayangkan suja, per-
moehonan yang datang dalam sehari bisa mencapai angka
ribuan. Di Kanwill Kemenkumham Jawa Barat vang terletak
di Banduny, misalnya, permchonan yang datang mencapai
LoG0 per hari. Sementara iy, di Kanwil Kemenkumbam
Bulawesi Selatan ada seorung notaris yang mengeluh dirinya
hanya mendapat jatah 50 permohonan jaminan [idusia per
minggu. Dalam satu bulan, maksimal dia habya mendapat
Jatah bisa memproscs 250 permohonan, Padahal permintazn
membual jamman fidusia Jdi kantornya bisa mencapai 1000
permohonan per bulan. Artinya 750 permchonan fidusia
yang dalang ke Kantornya harus dia tolak. *Ini memotong
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rezeki saya Pak Dirjen,” katanya kepada sayva ketika bertemu
di bandara.

Tak ada jalan lain. Pendaftaran jaminan fidusia harus
mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan
vang ada. Jika permohonan pendaltaran jaminan fidusia
konstan di angka 1500 per hari, penyelesaiannva baru
akan selesai dalam waktu 1.500 menit, atau 25 jam. dengan
estimasi waktu satu menit digunakan untuk memproses
silu permohonan. Lalu, standar waktu kerja dalam sehari
hanya 8 jam, artinya dalam sehari maksimal hanya dapat me-
nyelesaikan 500 permohonan, Jika terus dilakukan secara
manual, berkas permohonan akan terus menumpuk

Penumpukan berkas permohonan itu dibuktikan dengan
kedatangan Hasbullah, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kan-
wil Kemznkumham Jawa Barat, ke Kantor Kemenkumham di
Rasuna Said, Jakarta. la datang ke Jakarta meminta tambahan
anggaran menyewa gudang untuk menaruh tumpukan berkas
permohonan.

Ketika itu juga saya memutuskan untuk mergadakan
rapat membahas penggunaan sistem online pada pendaftaran
fidusia. Namun, salah satu staf saya ketika itu mengalakan
hahwa sistem online tak bisa digunakan. Menurut dia, se-
sugi dengan Pasal 14 ayvat (1) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran fidusia
harus dilakukan di Kantor Wilayah Kemenkumham selaku
Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF)., Ditambah lagi, UU itu
diperkuat dengan Pasal 1 Avat (2) Peraturan Pemerintah
(PI') Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Perdafturan
Jaminan Fidusia dan Biava Pembuatan Akta Jaminan
Fidusia, yvang menyebutkan bahwa KPF adalah kartor yvang
menerima permohonan pendaftaran fidusia, menarbitkan,
dan menyerahkan Sertifikal Jaminan Fidusia. Pendapat dia
ada benarnva. Akhirnya, rapat berakhir dengan tidak adanya
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solusi untuk menyelesaikan masalah berkas permohonan
fidusia yang sudah menumpuk,

Persnalan fidusia inl memang culup menyitas perbatian
saya. Upaya mencari solusi tak hilang begitu saja. Dalam
perjalanan pulang ke rumah setelah rapat, UU tentany fidusia
kemnbali saya telaah. Saat ity saya menemukan celah untuk
tetanp memberlalukan sistem online. Kemenkumham hanya
tinggal menambah alamat KPF dengan alamat di dunia maya,
sehingga tak ada UU yang dilangyar,

Namum, masih dalam perjalanan pulang, saya mencinukan
pernyutaan dalam Pasal 14 Ayat (1) bahwa sertifikal harus
diserahkan pada hari yang sama dengan waktu pendaftaran.
Artinya, sejak UU tentang fidusia diterbitkan, tidak ada yang
selesai dalany satu hari. Ironis, pejahat pemerintah melanggar
UL begitu lama, tetapi merasa seolah tidak ad: masalal,

Keesokan  harinya, saya Xembali memimpia rapat
untuk merumuskan sistem online dalam pendaftaran ja-
minan fidusia. Kemarahan saya pada kemsrin sore—ketika
mengetahm bahwa selama ini petugas Kemenkumham di
lapamgan telah melanggar UL dan diam saja—masih terasa.
D depan mereka, saya bersikeras memperjuangkan sistem
onifinee. Blasa untuk pelayanan yang lebih haik harus selalu
diributkan? Saya kemudian menyinggung Pasal 14 Avyat (1)
vang telah dilanggar selama bertahun-tahun dan sepertinya
tidak ada masalah. Hari itu gkhirnya semua sepakat untuk
mengeinbangkan sistem online.

Namun, pengeimbangan sistem online bukan berarti ber-
jalan tonpa masalah. Sebagaimana diatur dalam Pagsal 13
UL Nomor 42 Tehun 2000 tentang Jaminan Pendaftaran,
permohonan harug melampirkan pernyataan pendaftaran
yvang mencaivkup identitas, akta jauminan fidusia, notaris
¥ang mengurus, data perjanjian, uraian mengenal benda
yung meajadi objek, hingga nilai pinjaman, Menurut bagian
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teknologi informasi, jika semua itu harus disi, server yang
tersedia tidak akan sanggup melayani semua permohonan
jaminan fidusia. Pasalnya, data vang dilampirkan terlalu berat.

Keinginan untuk segera mewujudkan sistem online da-
lam pendattaran jaminan fdusia kembali tertunda, Bebera-
pa hart tak ada kelanjutan rapat, tetapi ide kembali datang
menghampiri. Saya pikir, uraian mengenai benda yang men-
jadi objck jaminan fidusia tak perlu dimasukkan ke dalam
data. Rircian yang teramat panjang itu cukup diganti dengan
pilihan data spesifikasi “Sesuai Akta Notaris ‘YZX' No sekian
tahun sckian”, Dengan demikian, uraion yvang telah tercantum
pada akta notaris tak perlu divlang untuk dimasukkan ke
dalam formulir onfine.

Melalui Surat Edaran Dirjen AHU Nomor AHLU-0O6.
OT03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Adminis-
trasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online
Svatem), seluruh KPF resmi tak lagi menerima permaohanan
pendaftaran secara manual. Pada saal yang sama, Menteri
IMTukum dan HAM Amir Syamsudin menetapkan Peraturan
Menteri Hukum dan 1AM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pem-
berlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.

Berkas permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang
Ladinya menumpuk berhari-hari, bahkan berminggu-ming-
gu, kim bisa diselesaikan dalam wakliu lima menit. Tak
heran, calam satu hari seluruh KPF bhisa melayami sekilar
30.000 permohonan pendaftaran jaminan fidusia, jauh dari
sebelumnya vang hanya bisa menyelesaikan sekitar 5000 per-
mohanan. Dampak yang paling besar tentu saja peningkatan
PNEI" Kemenkumham, Dalam satu tahun Kemenkumbhbam
berhasil menaikkan PNEP schanyak 27 kali lipat. Jika di
tahun 2012 angka PNBP fidusia hanya mencapai Rp 10 miliar,
maka di tahun 2013 angkanya melonjak hingga Rp 270 miliar
Pada tahun 2017, angka itu berjumlah sekitar Rp 800 miliar,
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Karena itu pula, pada 2014 Sistem Pendaftaran Jaminan

Fidusia secara Online yang dikembangkan Kemenkumham

mendapat predikat Top 9 Tnovasi Pelayanan Publik vang di-

sclenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi yang melibatkan tim panel
mdependen, 4
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JOKOW! BICARA 42 RIBU REGULASI YANG
"BUAT-KERUMITAN":

Hapus Modal Dasar PT, Punya SIM A
Apa Harus Punya Mobil?

Sekitar tahun 2013, kami di Ditjen AHU berinteraksi dengan
teman-teman dari International Finance Corporation (1FC).
Ada Ratri, Yopi dan Aria Suyudi selaku Secured Transactions
Legal Consultant dari World Bank Group, termasuk dengan
hbeberapa konsultan mancanegara mereka. Ada Elaine M-
Eachern—yang fokus pada topik fidusia. I[FC kebetulan amat
menghargal beberapa langkah terobosan yang dilakukan
Ditjen AHU, terutama yvang terkait dengan perubahan sistem
onitne ke manual.

[FC kemudian mengundang saya dan jajaran di AHU
untuk mengunjungi Singapura, Australia, hahkan Kanada
untuk melihat apa yang telah dilakukan negara itu terkait
pelayanan publiknya vang berhubungan dengan pelayanan
negrara atau pun swasta kepada pelaku hisnig negara tersebult,
ITal itu termasuk bagaimana mercka ‘'memperlihatkan’ dan
apa vang harus dilakukan Indonesia agar bisa memperbaiki
peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia, di an-
taranya adalah memperbaiki berbagai pelayanan publik
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dan termasuk 'merevisi' UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas yang salah salu pasalnya mengatur ten-
tatig besaran modal dasar,

IFC amat menghargai apa yang telah dilakukan Ditjen
AHU. Bahkan, IFC pun mereknmenduasikan saya untuk
menjadl pembicara di sebuah pertemuan IFC-World
Bank-APEC yang dilaksanakan di Shanghai, China. Dalam
perlemuan tersebut, saya berbicara tenlany sebelum dan
sesudah pelaksanaan onfine berbagai pelayanan publik di
Kemenkumham dan upaya yang akan terus dilakukan untuk
mempetbaiki peringkal EoDE Tndonesia

Seperti 15, dalam diskusi yang lehih khasus, heberapa
pembicira sempat menyinggung tentang hal yang sangat
menggangyu terkait EoDB di Indonesia, seperti menyapa
besaran modal harus diatur oleh pemerintah? Hal inimemang
salah sate hal yang secara khusus didorong nleh IFC kepada
Kemenkumham, agar ada revisi U Nomor 40 Tahun 2007
untuk menghilangkan subatansi ketentuan modal yang ada
di dalam Pasal 32. Sckadar mengingatkan, Pasal 32 ayat (1)
UU Nomor 40 Tahun 2007 tegas menyatakan modal dasar
pevserven paling sedikit Rp 50 juta.

Sesunggihnya, sejak era SBY-Budiono, ketentyan modal
dasar ini telabh menjadi diskusi internal pemerintah. Suaty
waltty, saya hersama saluh scorang Asisten Deputi Kemenko
Ekuin l{udu Bahweres (Asdep Deputi VIT saat iluw) terbang ke
Seoul, Korea Selatan. Kalau tak salah, kala itu topik diskusinys
adalab tentang Enforeing Contracts, terkail penanganan gu-
gatan sederhana melalui jalur pengadilun dan modernisasi
pengadilan (e-ceurt). Saya hanya hadir schagai peseria biasa.
Penyelenygaranya adalah Kementerian Flukum Korsel. Sava
dan Huda Bahweres dilerima wakil menlerinya sehelum
pelaksanaan acars. Dalam diskusi kecil di ruang kerjanva—
mungkin saal ilu Hoda yang mului menyinggung sual EoDB—
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i menyinggung juga soal EoDDB di berbagai negara, Pada
dasarnya, dia bertanva mengapa Indonesia mencrapkan
adanya jumlah modal dasar. Mengapa harus disebulkan ang-
kanya? Menurut dia, ‘'modal dasar perlu’, tetapi tak perlu di-
sebutkan. la menyebutkan, penghilangan ‘jumlah lertentu
modal dasar’ adalah unsur vang penting dalam memperbaiki
peringkal ‘kemudahan berusaha’.

Selama ini memang Kemenko Perekonomian—kala itu
dipimpin Hatta Radjasa—vang amat getol mendorong peng-
hapusan substansi pasal yang terkait modal dasar tersebut.
Sikap ini tentu berdasarkan hasil diskusi tim di Kemenko
dengan IFC Indonesia dan praktik terpuji internasional hasil
catatan tim Poing Buginess, di mana mayoritas negara yang
disurvei Doing Business sudah tidak lagi mensyaratken modal
dasar munimum untuk pendirian PT. Hal ini juga didorong
olch diskusi dengan Corporate Registers Forum (lembaga
vang beranggotakan business registries dari berbaga negara).
Maka, wacana ini menjadi bagian dar sikap kami di Ditjen
AHU. Kami juga ingin menghapuskan itu,

Dari perbincangan dengan sang Wakil Menteri Korea
Selatan tadi, saya menangkap bahwa pemerintah Korea Sela-
tan selaku mentor untuk topik Enforcing Contract dalam
rangka program APEC Fase of Daoing Business Reform Action
Plan memang amat berharap bisa ikut membantu negara-
negara subabatnya terutama di Asia,

Sepulang dari Seoul, sayu sempat menyampaikan pesan itu
ke Menteri Amir Syamsudin dan Wamen Denny Indravana.
Secara ekstrem saya berpikir harus ada lerobosan untuk
mengeliminasi ‘substansi keharusan modal minimal Rp 50
juta’ di Pasal 32 UL Nomar 40 Tahun 2007 Saya juga saat it
tidak terlalu tahu apa jalan keluarnya, tetapi saya mencoba
menggunakan Ayat {3 Pasal 32 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang
herbunyi:

i MEMAIGALE FIRUERAC)




“Perubahun besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud
poda qyat (1), ditetaphkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Pada penjelasan ayat tersebut disebutkan bahwa hal ini
diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadnan per-
ekonomian,

Pandangan saya saat itu adalah Ayal 3 Pasal 32 U Nomor
40 Tahun 2007 ini ‘membuka peluang’ unluk mengubah
besaran modal dasar Rp 50 jula tersebut lewal peraturan
pemerintah. Ketenluan itu dibuat untuk menganlisipasi
perubaban keadaan perckonemian vang dinamis. Namun,
ide itu tidak berkembang. Alasamiya adalah perubzhan dan
dinamika perekonomian harusnya dibaca sebagai pening-
katan aagka modal. Padahal, tadinya saya berpikir untuk
mengpunakan Ayul 3 untuk mengubah modal dasar menjadi
ol rupiah’,

Diskusi soal ‘modal dasar Rp 50 juta’ akhirnya goare with
the wind. Belakangan saya juga sudah berganti tugas duri
Dirjen AHU menjadi Dirjen HAM.

Ketika Monteri Laoly menjabat Menkumham dan ketikg
Marel 2015 saya diminta menjadi pelaksana Lugss Dirjen
ATTU—enlah dari mana dimulainya- -pembicaraan zoal ‘modal
minimal Rp 5 juta’ kembali mengemuka. Sualu hari, Saya dan
Freddy dipangyil dan berdiskusi dengan Meateri Lacly, Pada
dasarnya, Menteri menangkap keinginan Presiden Jokowd
agar segera menempuh semua langkah yang bisa mendukung
perbaikan iklim uvsaha, investasi, termasuk perbaikan pe-
ringkal Eol?B Indonesia. Menteri Laoly kemudian herbicara
tentang subslansi ‘ketentuan besaran modal dasar® Rp 50
juta ilu. 3aya dan Freddy kemudian menyatakan sikap kami
yang juga punya keingloan menecari jalan keluar ‘seekstreny’
munglin soal ind.

Suatu hari di sekitar akhir tahun 2015, sava ingal saya
mendspat disposisi perinlah Menkymham untuk menghadiri
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pembahesan Peraturan 'emerintah (PI) lerkait kemilikan
properti bagi orang asing. Entah mengapa, sava yang ditugas-
kan untuk mengikuti diskusi vang dipimpin langsung oleh
Menko Perekonomian Darmin Nasution. Sebelumnya, saya
tidak ikul pembahasan rancangan PP ini sama sekali. Saya
ingal sekali, meskipun dengan nada suara vang perlahan, saya
menangkap kesan Menko menginginkan PP itu segera selesai
dengan substansi yang mengalami kemajuan.

Inlinya, ada ketentuan Pasal 42 UIndang-Undang Nomor
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
vany berbicara tentang hak pakai bagi orang asing atas pro-
perti di Indonesia, Pasal 42 ini ingin dijadikan dasar untuk
memberikan kemungkinan ‘kepemilikan’ properti dengan
syarat tertentu dan terbatas bagi orang asing. Setidaknya,
ada PP sval kKepemilikan rumah tinggal bagi kalangan asing
lebih progresif dan menumbuhkan iklim usaha di bidang
properti dan bisa lebih memberikan kepastian hugum pe-
milikan rumah tempal tinggal atau hunian oleh orang asing
yvang berkedudukan di Indonesia. Setidaknya lebih maju di-
banding<an Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996
tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian olch
Orang Asing vang Berkedudukan di Indonesia.

Saya ingal, dalam rapat itu saya ikut membert dukungan
kepada sikap Menko Darmin yvang memungkinkan kepe-
milikan properti bagi orang asing dengan persyaratan ter-
tentu. Pada hari itu, substansi PP disetujui semua wakil
lintas kementerian/lembaga negara yang hadir. Kemudian,
belokangan PP Nomor 103 Tahun 2015 pun diundangkan
pemerintah. Substansinya adalah "mengeliminasi” larangan
memiliki properti bagi orang asing dengan substansi baru:
larangan memiliki properti yang nilainva di bawah harga Rp 5
miliar. FP ini juga menegaskan bahwa yang dimaksud ‘Orang
Asing' adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia,
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yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usah a,
bekerja, atau berinvestasi di Indonesia, memiliki jzin Linggal
di Indenesia. Kepemilikannya hanya dengan scrtifikat hak
makai (fka berhenti tinggal di Indanesia dalam waktu sekian
wadktu harus dijual).

Belakangan sctelah PF 103/2015 keluar, Kementerian Ag-
raria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BTN)
menygclearkan Peratoran Menteri ATR/Kepala BPN Nomor
13 Tahin 2016 tenlang tata cara pemberian, pelepasan atau
pengalihan hak atas kepemilikan rumah tempat tinggal atan
hunian oleh urang asing yang berkedudukan di lndonesia.
(erak copat atas semangat Presiden Jokowi untuk menum-
buhkan perckonnomian di Indonesia.

Kembali ke buhasan modal dasar, keinginan Menteri Laoly
agar ada langkah prugres terkait substansi ini sayn tindak-
lanjuti. Direktorat Perdala dan jajaran Dircktorat Jenderal
Peraturan Perundangan-undangan membentuk tim lintas
kementerian/lembaga negara untuk membicarakan hal ini.
Saya ikut memberikan arahan umum ketitka pembahasan
akan divwlai. Pada dasarnya, saya menyampatkan penegasan
Menteri Lanly dan sikap saya selaku pelaksana Dirjen AHT
yang banyak menerima masukan terkail substansi ini.
Meski juga saya mendengar adanya ‘keberatan’ atas upaya
‘menghilangkan’ substansi besaran minimal modal dasar ini.

Saya kemudian pada banyak kesempatan mengemukakan
analogl seorang supir mebil. Bahwa si supir tak harus men-
punyai mobil dulu untuk mendapatkan surat izin meagemudi
A. Jadi, dengan ekstremnya kita hisa beranalogl serts her-
tanya: Punya 31M A apakah harus punya mohil? Apakah tidak
memungkinkan seseorang mompunya izin berusaha/akte
dan pengesahan pendirian persercaan terbatasuya, tanpa
harus diatur minimal modalnya, Jika perseroan terbatasnya
bergerak di bidang membangun rumah, maka Lanpa memiliki
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tanah dan maodal yang memadai untuk membangun, pastilah
1a tetap tidak bisa membangun sebuah rumah, Namur, bukan
hal vang salah jika 1a memiliki sebuah perusahann dengan
pilihan bisnis membangun rumah tanpa harus memiliki
maodal yang harus diatur pemerintah. Akan tetapi, ia atan
partnernya memang bisa bersepakat untuk memutuskan
modal dasarnya tanpa harus diatur pemerintah. Memang jika
1a tak memiliki modal, bisa saja usahanya tidak berjalan, tetapi
hisa saja hisnisnya juga berjalan tanpa harus punya modal,

Soal penetapan modal dasar, mungkin tetap akan di-
putuskan oleh mereka vang bersepakat untuk membentuk
sehuah usahu bersama atau apa pun namanya. Namun, bukan
berarti barus diatur dalam sebuah undang-undang apalagi
dengan menyebut nominal besaran, Menvebutkan harus
ada modal dasar adalah sesuatu vang benar. Hal yvang tidak
tepat adalah ketika undang-undang harus mengatur besaran
nominalnya, Saya berbagi tugas dengan Sesdit AHU Freddy
Harris agar dia memastikan rancangan PP dapal selesai sesuai
jadwal yang direncanakan.

Saya lupa tanggal pastinya, tetapi suatu malam i sekitar
bulan Juni 2016 saya mendapat telepon dari Freddy Marris.

“Pak ini rancangan ' soal perubahan modal dasar sudah
hampir sclesai. Masih ada perdebatan di antara tim. Bapak
harus datang supaya malam ini selesm,” kata Freddy, Saya
kemudion meluncur ke Hotel Mercure di kawasan Kemavoran
Jakarta, Ternyata, selain Freddy, Direktur Perdata Daulat
Silitongs, hadir juga Dirjen Peraturan-perundangan Widodo
Ekatjahjana, Pada dasarnya, rancangan sudah selesai. Namun,
masth aca satu dua peserta vang ‘mempertanyakan’ keyakinan
bahwa substansi PP suduh tak bertentangan dengan UTU No
440 tahun 2007,

Bersama Dirjen PP, Freddy Harris, dan Daulat di meja
pimpinan, malam itu saya menegaskan PP harus dikeluarkan



karena sudah sesuai dengan semangat Nawacita Jokowi-
JK. Suya—yang sebelumnyz sudah membaca TANCAIEAT
akhir PP—menegaskan bahwa semua pasal yang ada tetap
memuat semangat dan substansi UU Nomor 40 Tshun
2007, Apalagi di pasal 1 PP nantinya jelas menyalakan kalau
perseroan terbatas wajib memiliki modal dasur perseroan,
Maodal dagar perseroan terbatas harus dituangkan ke dalam
anggaran dasar yvang dimuat dalam akta pendirian perseroan
terbatas. Besaran modal dasar perseroan terhstas ditenlukan
berdasarkan kesepakatan para rendirinys,

Judi, PP ini hanya menghilangkan hesaran nominal Vang
diserahkan secara demokratis kepada para pendiri perscroan
terbatas Lalu, mengapa masih harus dikhawatirkan? Sava
minta semua peserta untuk tidak berdebat lagi, dan malam
itu aps pun harus selesai. Pada dasarnya, Nirjen Widodo
menyatikan hal yang sama. Saya langsung pulang malam itu
dan besoknya dilaporkan bahwa PP sudah selesai Tanggal
14 Juli 2016, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2016 tentang
Perubahan Modai Dasar Perserpan Terbatas, Saya tidak punya
data pasti apakah perbaikan peringkal EoDB Indonegia juga
dipengaruhi olch terbilnya PP tersebut. Namun, setidaknya,
sermuy upaya telah dilakukan untuk EaDE. ¢
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PUNGLI, PENGANGKATAN DAN
“PERLINDUNGAN" PROFESI NOTARIS
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R
MENUNTASKAN RIBUAN PERMOHONAN CALON NOTARIS,

Kemudahan bagi Notaris,
Seminggu 400 Notaris Baru

Pertengahan Januari 2010, Menteri Hukum dan Hak Asusi
Manusia (Menkumhani) Patrialis Akbar melantik saya menjadi
Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hulum Umom (A1),
Sebagal Dirjen AHTT yang baru menjabat, saya dihadapkan
pada beragam masalah. Ketika itu, Dircktorat Jenderal (Ditjen)
AT sedang menghadapi masalab yang sensitif,

November 2008, Kejaksaan Apenyg (Kejangung) mence
lupkan empat tersangka terkait kasus korupsi Sistem Admi-
nislrasi Badan Hulum (Sisminbakum). Tiga di antaranya
merupakan pejabat dan mantan pejabat Kemenlerian Trukum
dan HAM (Kemenkumham). Sejak kasus Sisminbakum me-
nyeret sejumlah nama dari Kemenkumham, beragam kegiatan
administrasi dan substans: di Ditjen AT jadi lerganggu, salah
satunya pedatihun calon notaris.

Seluma tahun 2009, Ditjen AHU tak mclalukan pelatihan
unluk cakon notaris menjadi notaris. Ak hatnyz, tunggakan per-
mohonan untuk diangkat menjadi notaris menumpuk, Sedi-
Kithya, dilaporkan ada sekitar 2.800 notaris yang menanti
kepastian  pengangkatan  demi masa  depannya. Tanpa
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mengikuti pelatihan, para calon notaris itu tak hisa diangkat
menjadi notaris. Mal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-
Undang (UT7) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini
adalah Menkumham yang diwakili Dirjen AHLL

Pelatihan memanyg dilakukan untuk memberikan pem-
hekalan bagi calon notaris karena merupakan salah satu syarat
untuk menjadi notaris. Dengan adanya pelatihan, diharapkan
peserta capat menjadi notaris vang bermartabat, prefesional
vang mempunyai pengendalian diri sesuail UU dan kode etik,
serla berdedikasi dan berintegritas moral yang tinggi, karena
Lugas notaris ialah mencegah terjadinya masalah dalam rangka
aecess to justice. Karena itulah pelatihan harus diakukan,
Apalagi, Menkumham Patrialis yang baru dilantik pada kuartal
terakhir 2009 memerintahkan agar tunggakan tersebut harus
diselesaikan. Ia juga memasukkan kegiatan ini ke dalam pro-
gram 100 hari Kemenhumham pada Kabinet Indonesia Bersatu
Jilid 11,

Masalah itu merupakan tantangan pertama bagi saya seba-
gai Dirjea AHLU yang baru. Pekerjaan saya sebelumnya sebagai
Direktur Tata Negara, Ditjen AHU, Kemenkumham, memang
tak pernah bersentuhan dengan pengangkatan notaris, Saya
langsung menanyvakan kepada jajaran di Dircktoral Perdata
mengenal tunggakan permohonan pengangkatan nolaris yang
hisa mencapai angka ribuan.

Ternyata, kasus Sisminbakum membuat jajaran Ditjen
AHU trauma melakukan pungutan kepada masyarakat. Pe-
latihan calon notaris yang biasanya dilakukan selama tiga hari
di daerah Puncak, Bogor, mengharuskan para calon notaris
membayar biaya akomodasi sebesar Rp 3 juta per orang
Mereka, jajaran di Direktorat Perdata, masih trauma dengan
kasus Sisminbakum, schingga tak berani melakukan pelatihan
karena harus memungut biaya dari calon notaris, Namun,
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sillap trauma dan hati-hati yang betlebihan ini tak bisa terus
didiamkan.

Demi menuntaskan masalah, dibepiukiah Tim Satuan
Tugas untuk pendaftoran notaris baru secara cepat, tepat. dun
eflvicn dengan lenggat waktu sepekan. Suya langsung meng-
instruksilcan untuk mcncarn fempat di Jakarta yang bisu me-
nampung ribuan orang untuk melakukan pelatihan. Selbisp
calon notaris tak bolch membayar lebih dari Rp 2 juta

saat ifu, saya putuskan memilih lempat di Hotel Ritz
Carlton, Jakarta. Pescrta tak perlu menginup schingga bixuya
luk membengkak. Keputusan itu sempat dipertanyakan oleh
Pengurus Pusat lkatan Notaris Indonesia (INI). Menurut
mercka, biaya pelatihan yang menggunakan hotel binany lima
justru akan semakin memberatkan calon notaris.

Alhamdulillah, selelab dihitung, pengeluaran untuk ken-
sumsi satu hari tidak {ebih dar Rp 300 ribu per nrang, Artinya,
untuk pelatihan tiga hari biaya hanya perlu memungut bioya
Rp 200 nmbu, Sementara untuk peralatan seminar, honor
pengisi materi dan Keperluan lainnyn dipalok di angka Rp 700
ribu. Sedangkan Rp 200 nbu diperuntukan bagi danz cadangan
panitia penyelenggacs, yang untuk pelatihan tersebut bekerja
sama dengan INL Jadi, biava yang harus diterik dari setiap pe-
serly pelatihan tidak holeh lebih dari angka Rp 1,2 juta

Melalui prograim percepatan itu, dard 3.000 pemohon yang
tertunggnk, ada 2.000 pemochon yang mengikuti pelatihan
notaris. Ribuan calon notaris itu dibekali pengetahuan dan
pemahaman tentang Sisminbakum sclamas tiga hari pada 18-20
Januari di Helel Ritz Carlion, Jakarta,

Di hari pertamu, pelstihan dibuka cleh Wakil Presiden
(Wapres) Boedionu, dan dihadiri Ketua INT Adrian Djuaini,
dan Sekretaris Umum Yualita Widhyoadhari. Saat o pula Wa-
pres Boediono memberi pujian kepada Kemenkwumbam terkait
gebrakar. vang dilakukan dalam 100 hari pertama Kabinet
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Indonesia Bersatu Jilid 11, Salah satunya adalah melakukan
percepatan pelatihan dan pengangkatan notlaris.

Dengan program cepat ini, Kemenkumham berpotensi
menghasilkan Pendapatin Negara bukan Pajak (PNBF) se-
tidaknya Rp 2 miliar untuk notaris baru yang dikenakan biaya
pengangkatan Rp 1 juta, Sedangkan, unluk notaris yang pindah
wilavah, dikenakan biaya Rp 1,5 juta per pemohon.

Sesudah pelatihan, dua ribuan nolaris harus mendaftarkan
diri ke Kemenkumham. Jika memakai cara konvensional,
mereka akan mengajukan permohonan dan menunggu pro-
ses penempatan yang bilasanya berlangsung berbulan-bulan,
Kepada Menteri, saya menanyvakan apakal saya bisamelakukan
semacan crash program untuk pengangkatan notaris? Patrialis
menyatakan ide itu lebih baik. Saya kemudian mengajak rapat
jajaran Direktorat Perdata dan Sesdit AHU dan menanyakan
pendapat mereka apabila proses pengangkatan dilakukan be-
gitumercka melengkapi berkas, Jadi, pendaftaran dibukadiaula
dengan sekitar 20 komputer terintegrasi ke sistem, dan hari itu
juga para pemohon bisa mendapatkan SK pengangkatannya,
Direktur Perdata Sjafruddin langsung menyetujui usul tersebut
dan Sesdit AHU Freddy Harris menyatakan segera menviapkan
peralatan pendukungnya.

Akhirnya, pertama kali dalam sejarah AHU dalam minggu
pertama pendaftaran ada sebanyak 400 orang notairis baru
diingkat Mereka cukup menunggu beberapa menit dan
selanjutnya langsung menerima SK pengangkatan mereka
sehagal notaris,

Sistem pelatithun yang praktis dan tak perlu menginap di
Puncak, Bogor, akhirnya dilakukan juga untuk tahun-tahun
berikutnya. Namun, setelah berjalan selama tiga kzli dalam
tiga tahun secara berturut-turut, cara im kembali kami koreksi.
Kami menyadari bahwa sistem pelatihan yang mengharuskan
peserta datang ke Jukarta menyusahkan culon notaris dan

ag PR Rkl




terlalu usang, jadi harus segera diganti. Perkembangan sckolah
notaris vang semakin menjalar di berbagai daerah tentu akan
memberatkan calon notaris di daerah jika pelatihan dan pe
ngangkatan harus terpusat di Jakarta. Sudah sepatutnya pela-
tihan juga dilakukan di daerah.

Setahun sebelum berhenti menjabat sebagai Dirjen AHU,
saya puiuskan untuk melaksanakan pelatihan yang tersebar
di 10 kota besar seperti Medan, Bandung, Surabaya, Makassar,
selain juga di Jakarta yang dianggap memiliki kebutuhan
nolaris yang tinggi. Saya pun memanggil Kabag Keuangan A111
saal itu, Natanegara, untuk menanvakan kemungkinan calon
notaris tidak lagi dibebankan biaya. Saat itu, penerimaan PNBP
Kemenkumham yang sudah tinggi bisa dimanfaatkan untuk
biaya pelatihan di 10 kota, di mana setiap kota membutuhkan
biaya se<itar Rp 1 miliar. Artinya, untuk pelatihan di 10 kota
biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 10 miliar. “"Anggarannya bisa
kami siapkan Pak,” kata Natanegara dengan yakin.

Beberapa tahun terakhir, dalam pengangkatan notaris,
pelatihan dari Ditjen AHU sudah tak perlu lagi dilakukan.
Semua materi tentang pembekalan notaris telah diserahkan
ke Pengurus Pusat INI dan tugas pelatihan pun dibebankan
kepada mereka, Artinya, Ditjen AHU hanya bertugas untuk
mengangkatl jabatan notaris kepada calon notaris yang diang-
pap telah memenuhi syarat oleh INIL Pelatihan yang cukup
memakan biaya juga sudah dianggap tiduk relevan karena
di zaman vang serba cepat ini segala hal sudah bisa diakses
secara orline. Tugas Kemenkumham hanya tinggal melakukan
sosialisasi terkait hal-hal yang diperlukan untuk membuat
notaris tetap profesional,

Dengan begitu, pemerintah semakin meringankan pro-
ses pengangkalan untuk menjadi notaris, bukan justru mem-
heratkan calon notaris. 4
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PENDAFTARAN ONLINE MENJADI SEDRANG NOTARIS:

Memberantas Pungutan Liar
Ratusan Juta Rupiah

Kasak-kusuk pungutan liar (pungli) terhadap para calon notaris
vang ingin mendaftarkan diri di Direktorat Jenderal (Ditjen)
Administrasi Hukum Umum (AHT) memang sudah menjadi
ru]'1 mum. lsu itu bahkan sudalh santer saya dengarkan
s¢jak saya masih menjabat sebagai Direktur Tata Negara
Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham),

Ketika itu, banvak orang datang kepada saya dan meminta
bantuanagar dapat diangkal menjadi notaris dan mendapatkan
wilayah kerja yang sesuai dengan yang diinginkan. Tentu hal
itu tak bisa saya lakukan, mengingat urusan notaris bukanlah
wilayuh kerja Direktorat Tata Negara. Selain itu, sava percaya
pengangkatan yang sesuai prosedur akan menghasilkan notaris
vang herkualitas,

Keluhan demi keluhan tak juga berhenti ketika suya mulai
aktif bekerja sebagai Direktur Jenderal AHU pada awal Januari
2010, Behkan, beberapa orang mengatakan dibutuhkan biaya
lebih dari Rp 300 juta bahkan lebibh besar untuk menjadi
seorang notaris di Jukarta. Sementara di kota besar lainnya
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seperti Medan, Bandung, Semarang, dan Surabaya, jumlah
uang yang harus disetorkan tak kurang dari Rp 200 juta, dan di
kota-kota besar di wilayah Timur Indonesia seperti Makassar
butuh biaya sekitar Rp 100 juta.

Suatu hari, Wakil Menteri Hukum dan ITAM Denny Indra-
yana meaghubungi saya. la bercerita bahwa ada seorang ka-
wannya yang diminta membayar untuk menjadi notaris.

“Ini tidak bisa dibiarkan, mesti ada jalan keluarnya. Harus
ditindak tegas,” katanya waktu itu kepada saya, Praktik pungli
yvang melibatkan calo dan oknum di dalam tubuh Ditjen ATTU
memang perlu segera ditiadakan. Namun, sebagai dirjen sava
tak memiliki alal untuk memantau hal tersebut secara masif,
Semua tahu, tapi tak bisa melakukan apa pun. Perlahan tetapi
pasti saya mulai bergerak untuk menuntaskan masalah yang
telah menahun ini. Hal pertama yang saya lakukan adalah
menuntaskan ribuan permohonan calon notaris untuk diang-
kat menjadi notaris (Baca: Proses Cepat Menuntaskan Ribuan
Permohonan Calon Notaris).

Ketika itu, Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris memang sedang dalam proses revisi.
Kesempatan itu sava gunakan untuk memasukkan beberapa
usulan demi mencegah praktik pungli. Ide pertama, setiap
jabatan rotaris baru harus ditempatkan berdasarkan kategori
daerah yang meliputi kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk,
dan rata-rata jumlah akta yang dibuat di hadapan notaris setiap
bulan. Tce kedua, notaris baru hanya boleh mengurus akta
dengan nilai transaksi dengan batas tertentu. Setelah beberapa
lama, baru notaris itu boleh mengurus transaksi dengan nilai
vang lebih tinggi. Sehingga, setiap notaris harus memulai dari
kategori daerah atau transaksi tingkatan terendah.

Dari dua usul itu, tim penyusun Rancangan UU Jabatan
Notaris memilih menggunakan penctapan formasi jabatan
notaris berdasarkan kategori daerah. Pengaturan mengenai
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notaris memang perlu dilakukan, Pasalnya, Ditjen ATIU tak bisa
menaolak notaris karena sudah terlalu banyak lulusan sekolah
notaris yang siap bekerja.

Terkait dengan angka-angka pembayaran gelap/pungli yang
mencapai angka ratusan juta rupiah, saya mengusulkan agar
PNBI* menjadi notaris ditingkatkan. Untuk menjadi notaris
di Jakarta maka PNRP-nya Rp 100 jutaan dan seterusnya
untuk kota luinnya, Ketika rancangan I'P PNEP Kementerian
diajukan dan mencantumkan angka PNBP yang berjumlah
ratusan juta rupiah, para pejabat di Kemenleinn Eeuangan
bertanya, “Mengapa PNBP-nya harus semahal ini. Bukankah
calon notaris belum menghasilkan vang”” Saya minta agar
dijelaskan bahwa para calon notaris itu biasanya membayar
senilai itu kepada para calo atau oknum pejabat yang ada di
Ditjen AU Kalau tidak begitu kebijakannya, bisa-bisa dipikir
juga bakwa dirjennya termasuk yvang memungul pungli. Saya
menyampaikan pesan bahwa PNBP ini harus tetap tinggi.
Kalau czlon notaris tidak bisa membayarnya, berarti dia harus
memilih kota yang tarif PNBP-nya masih kecil.

Saya berpikiran cara tersebut juga bisa digunakan untuk
menetapkan PNBP layanan publik lainnya vang ketika
mengajukan permohonan melibatkan pungli. Gunakan saja
cara itu untuk sebagai patokan untuk melihat besaran 1su
punglinva.

Maoski PNBP sudah dinaikkan, praktik pungli dilaporkan
masih tetap berlangsung, PNBP mereka bayarkan, tetapi pung-
li juga tetap mereka setorkan, Saat pertengahan tahun 2013
itu, kami menggagas pelaksanaan pendaftaran online bagi
pengangkatan notaris. Gagasan dan ide terkait pendaftaran
notaris online terus kami lakukan. Saya bertanya kepada Sesdit
AHU Freddy Harris tentang cara mencari orang yang mahir
membuat aplikasi pendaftaran. Saya memberi bayangan bahwa
orang tersebut adalah orang yang menjadi anggota tim pem-
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buat aplikasi sistem yang ada di BCA. Suatu hari di tahun 2013,
Freddy Harris memperkenalkan Nico, seorang programmer,
kepada saya. Saya menyampaikan daftar keinginan sava terkait
pendaftaran notaris online. Saya melihat dia mencatat dengan
lenang, pelan-pelan apa yang saya sampaikan. Sekitar sejam
kanu berdiskusi dan dia menjanjikan akan datang lagi dua
minggu kemudian, Dia minta diberi izin berdiskus: dengan
pejabat yang mengurus pendaftaran notaris,

Dua minggu kemudian Nico datang dan memaparkan apli-
kasinya. Saya benar-benar terpesona dengan aplikasi vang
dia buat, meskipun saya tetap memberi saran satu-dua tahap
vang saya nilai agak keliru, Diskusi soal aplikasi kemudian
melibatkan Direktur Perdata dan jajarannya. Nico kemudian
melakukan perbaikan. Sesudah mendekati sempuma, sava
memintz Direktur Perdata untuk melaporkan kepada Wakil
Menten TTukum dan HAM Denny Indrayana, Siapa tahu ada
arahan dan masukan dari Wakil Menteri. Dircktur Perdata ke-
mudian diperintahkan untuk membuat Permen terkait aplikasi
baru ini.

Percobaan atas penggunaan aplikasi mulai dilakukan tahap
demi tahap. Kekurangan dan saran dari jajaran Dircktorat
Perdata dumplementasikan oleh Nico ke dalam aplikasinya.
Atas arahan Wakil Menteri dan pertimbangan waktu, kami
memutuskan aplikasi bisa mulai digunakan pada 1 Desember
2013.

Namun, malang tak dapat ditolak. Di masa injury time diha-
puskannya sistem manual -vang berarti akan menghapuskan
peluang pungli dan sejenisnya—pada 4 November 2014 se-
buah kasus menimpa jajaran pendaftaran notaris. Seluruh
jajaran sub-kenotariatan diterpa isu pungli yang diberikan
oleh seorang pemohon pendaftaran notaris. Selurub jajaran
Direktorat Perdata diperiksa oleh Tim Inspektorat Jenderal
Kemenkumham dan terbukti ada penerimaan uang. Atas dasar
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itu, Direktur Perdata mengundurkan dir dari jabatannya dan
beberapa pejabat diberhentikan. Kasus sempat dilaporkan
ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum akhirmya
dilimpahkun ke Kejaksaan Agung

Kejadian itu membuat proses persiapan pendaftaran nota-
ris secara onfine dipercepat, Tujuannya agar siapa pun yang
mgin menjadi notaris harus masuk daftar tunggu dan bisa
dimonitor oleh semua orang, sehingga celah praktik suap dalam
pencmpatan formasi notaris bisa ditiadakan.

Berdasarkan data survel integritas KPK Lahun 2007, lebih
dari 80 »ersen notaris mengaku permah mengeluarkan uang
‘pelicin’ di luar biaya resmi. Biaya liar itu digunakan untuk
pengangkatan notaris pertama kali atau perpindahan notaris
dari daerah lain ke kot vang lebih menjanjikan,

Dengan adanya sistem online, notaris barw ity harus ditem-
patkan di dacrah dengan kategori terendah. Sedangkan per-
pindahan ke kota besar hanya bisa dilakukan jika ada kuota
kosong. Daftar tungpu dalam sistem ondine berfungsi untuk
memantau notaris yang berhak untuk menempati kuota ter-
sebut tanpa adanya praktik pungli. Dengan begitu, seorang no-
taris Lak bisa dengan mudah pindah wilayah kerja. Sementara
untuk notaris baru, minimal mereka harus bertugas di wilayah
kategori terendah selama liga tabun untuk bisa pindah ke
wilavah kategori di atasnva.

Awal 2004, TTU Nomor 2 Tahun 2014 lentang Jabatan
Notaris disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPPR).
Dalam Pasal 22 Ayat (1), disebutkan bahwa formasi jabatan
notaris ditetapkan berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah
penduduk, dondatan rata-rata jumlab akta yang dibuat oleh
dan/ataa di hadapan notaris sctiap bulan,

Pelaksanaan pendaltaran ondine akhirnya mulai diugi coba
pada akhir tahun 2014, Namun, peluncuran resrinya di-
laksanakan tepatnya pada 25 Marel 2014, oleh Wakil Menteri
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Denny Indrayana. Dengan adanys lavanan AU onfine, calon
notaris lidak periu lagi datang ke Kemenkumham untuk men-
dapatkan informasi nolaris karena sudoh diumumkan di situs
AHU yang diperharu seliap saat, Selajn jlu, praktik jual beli
furmasi tidak bisu dilakukan, karcna ketika formasi terfutup
maka otomalis Alur pendaftamen lerkunci secura onfine.
Bahkon, SK notaria depul dicetak sendliri eleh calon nolaris
sehingge tidok perlu ada pertenmuian secara langsung antara
petugas dengan calon nolaris. Sistem onfine secara bertahap
terus disempurnukan, sehingga perlahan-lahan pendaftaran
secir manyual mulkay dihapuskan,

Dadam sistem ondfine notaris ini juga diperkenalkan antrean
secara onfine. Jadi, calon notaris bisa mendafar ke kota apa
saja yang sesunl dengan persyaratannya. Contohiya, dia men-
dallur di Kabupaten Bogor, maks dia akun melihat antrean
vang adn Jdi sany, yudah ada 5 orang misainya, Dia akan scears
clomatis dileri tnhu kalan saat ind mendafiar, maka dia berada
di anlresn ke-6 dan diberi prediksi kapan akan terangkat (Gisa
lebih cepal dari prediksi jika ada nolaris di kabupaten Bogor
yuny bethalongan tetup, meninggal dunia, atau lainnya), Jika
ditasa terlalu lama, maka dia bisa melihat ke kabupaten atau
kota Jainnya dan memilih lombaol "OK’ jika sudah menemukan
kota yang Lepal dan walktu antre vang ideal baginya,

Pengetatan uluran mengend formasi jabatan notaris
tak burhentl sampai di silu. Pada 13 Okioher 2014, Menteri
Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengelunrkan Paraturan
Menteri Hukom dan 1AM (Pdrmenbkutban) Nomor 26
Tahun 2014 tentung Formasi Jabatan Noturis, "Tujuannya tenty
menmuntapkan Pasal 22 UU No 2 Tubun 2014 tentang Jabalan
Notaris secara lebih rinei.

[alum Permenkumhbam ity Kalegori dacrah telah lekih
diperjelas. Selurub kota di Jakarta termasuk dalam Katepor
Daerah A. sementara Bandung, Surabaya, Semarung, Medan,
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dan Makassar masuk dalam Kategori Daerah B; kemudian
beberapa knbupaten/kota sisanya terangkum dalam Kategori
Dacrah C dan D Aturan mengenai pengangkatan notaris baru
lertulis dalam Permenkumham itu, yaitu antara Xalegori
Naerah C dan 1,

Banyak calonnotaris yvang bergembira dengan diluncurkan-
nya sistem online ini. Namun, ada pula vang datang mengeluh
mengengi hal-hal yang tidak substantif, kalau tak mau dibilang
lucu. Kisah itu muncul ketika seorang ibu datang mengantarkan
anaknya yang baru saja diangkat menjadi notaris. 1a mengadu
tentang surat pengangkatan (SK) pengangkatan notaris vang
bentuknya ‘jelek’ sekali.

“Masa sertifikat hanya seperti ini?” keluhnya sambil me-
nunjukkan SK pengangkatan vang memang Lak berwarna dan
di-print sendiri oleh anaknya menggunakan printer miliknya
sendiri. Dengan sabar saya menjelaskan, meski tak berwarna,
dalam SK pengangkatan tersebut ada barcode yang bisa di-
cek legilimasinya secara online. Meski begitu, keluhan ibu
lersebut tetap menjadi masukan penting bagi Ditjen AHU
untuk berhenah. Secara perlahan, nilai estetika dari sertifikat
pengangkatan notaris diperbaiki. Kini, sertifikat tersebut tak
hanya memiliki desain yang bagus, tetapi juga bisa dicetak
berwarna sehingga bisa dipajang di masing-masing kantor para
notaris baru,

Dengan adanya sistem layanan onfine vany diperkual
dengan UL dan Permenkumham yang efektif, proses pendaf-
taran hingga pengangkatan notaris—yang sebelumnya me-
makan waktu bertahun-tahun- bisa dilakukan tanpa harus
mendatengi kantor Kemenkumham, Yang lebih penting, tak
ada lagi proses jual beli, calo, pungli, atau apa pun samanya
mengenai hal ini.

Sayaingat ketika menjadi dirjen, banyak teman yang datang
tdan minta dipindahkan ke bagian nolariat atau direktorat
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perdata. Semua tupoksi di situ sepertinya berhubungan dengan
urusan notaris. Saya tak tahu apa alasannya. Sepertirya orang
berbicara tentang “mata air” dan bukan “air mata”. Namun,
dengan pendaftaran online notaris, maka cerita-cerita masa
lalu itu sudah seharusnya tidak ada lagi. @
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(R5)

PUTUSAN MK DAN KEGELISAHAN PARA NOTARIS

Terobosan dengan
Mengusulkan Lembaga Baru

Pada Selasa, 28 Mei 2013, Hakim Ketua Mahkamah Kons-
titusi (MK) Akil Mochtar membacakan amar putusan yang
menyatakan  bahwa lrasa  “dengan  persetujuan  Majelis
'engawas Dacrah (MPD)" dalam Pasal 66 aval (1) Undang-
Undang (ULT) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jubatan Notaris
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,
Artinya, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penun-
tut umum, atau hakim, dapat mengambil minuta akta dan me-
manggil notaris tanpa persetujuan MPD.

Sontak keputusan itu membuat para notaris ‘gelisah’, Alih-
alth menjalini profesinya dengan tenang, adanya pulusan ity
malah membuat notaris was-was apabila suatu saal merek:
dipangg]l vleh penvidik untuk suatu perkara vang bisa saja
tak berhubungan dengannya. Selain itu, akta minula yang
seharusnya menjadi ‘rahasia’ mest] diberikan untuk kepen-
tingan penyidikan. Padahal, menurut banyak kalangan notaris,
dalam sumpah jabalan notaris, isi akta dan kelerangan yang
diperaleh dalam peluksanaan jabatan bersifat rahasia Putusan
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MK menurut mercks membuat aturan-aturan yvang ada men-
Jadi Lur paig tindih dan profest notaris merusy ‘terancam’,

Sebaywt Direktur Jenderal Administrasi Hukum (Umum
(ALY Kementerian Hukum dan Hak Asiei Manosia {Kemen-
kumham), mau tik mau keluhan notaris dikeluhban ke sava,
Memang masalah i tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dengan
hilangnvy kewenangan MPD, penvidik bisa dengan mudah
memanggil notaris, Saya mengerti kegelisnhun notaris karena
setiap pomeriksann pasti menyita waktu. Selain 1w, tidak bisa
dipunykiri kalau masih ada ‘oktium penyidik' yang kadang tidak
hekerja dengun profesional.

Schaliknya juga begilu, pasti ada nknhum noliris yang
hakal. Xamun, jauh lebih banyak ootaris vang hekena secara
profesional tkul menjadi resah. Dengan adunya putusan MK
ity, notaris mau lak mav harus menjalam pemeriksaan yang
bhisa melelehkan don mungkin harus memhbuka secara rinci
dokumen yang sehnrusnya ‘rahasia’.

Tady sustu waktu, sceara kebetulan sayo bertemu dengan
Ketua MK TTamiddan Zoelvadi sebuah bandara. Pada kesempatan
ilu pula saya berbicara dengannya tentang Kepelisahan para
notaris. Kepadanya saya bertamya mengenal kKemungiinan
untuk menghidupkan kembali kewenangan M1 dlenpan mem-
berikan hatasan tertentu. Namun, Hamdnon tegas menyatakan
lidak. Menurul Hamdan, keputosan MK telah dikaji dengan
sebaik-baiknyu Jun keputusan itu dinilai adil bagi banyak orang,

Saya tok menyerah menanyakan kemungkinan lain untuk
mencart jalan lengah dengan membert kescinpatan pada nota-
ris sehelum dJiperikss, Sayva mengusulkan untuk mengganti
namau MPD dengin apsi lain. Namun, keenungkinan ita dinilai
sama saja dengan menghidupkan kembali aturan yang lelah
dimatikan.

“Jadi, memang sudah harus sesuai keputusan. Ticak boleh
ada orang yatg kebal hukum,” kata Hamdun ketika itu. Saya
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pun meneruna dan memahami pandangan yang d.berikan
Hamdan. Namun kalangan notaris juga terus menyampaikan
kekhawatirannya akibal keputusan itu,

Schelum adanya Putusan MK, penyelidikan maupun pe-
nyidikan terhadap notaris memang harus disetujui terlebih
dahulu oleh MPD sesual dengan Pasal 66 UL Nomor 30 Tahun
2004 tenlang Jabatan Notaris. Namun, dalam Pasal 14 Hurul' b
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indomesia Nomor M.OZ.P. 08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Pengangkalan Anggota, Pemberhenlian Anggota, Susunan
Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis
Pengawas Notaris, disebutkan bahwa wewenang MPPD hanyalah
memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut
wmum, atau hakim untuk proses peradilan tanpa adarya balas
waktu. Hal itulah yang dinilai memperlambat proses hukum.
Pasalnya, jika MPD tak juga mengeluarkan persetujuan, notaris
tak akan hisa dilibatkan dalam proses hukum.

Beberapa saat setelah kejadian itu, dimulai proses revisi
heberapz subtansi UU Jabatan Nolaris, Sava vang terlibat di
dalam tim dari pemerintah tentu saja memanfaatkan kesem-
patan tersebut untuk mencari jalan keluar dari kegelisahan para
notaris. Carn untuk mengubah dengan membatasi wewenang
MFD sudah tidak mungkin dilakukan, begitu juga untuk
mengubah namanya, Dalam sebuah rapat di THotel Arvaduta
Suites di Semanggi, Jakarta, schbuah ide Uba-liba muncul,
Sekitar pukul 22.00, setelah makan malam, sava menawarkan
membuat badan baru untuk mengurangi kekhawatiran akan
lerjadinya ‘kesewenang-wenangan’ terhadap notaris oleh
oknum penyidik vang Lidak profesional,

Badan baru itu nantinya akan menggantikan kewenangan
MPLD yang sebelumya melindungi notaris dari perkara hukum,
Tentu, tak seperti MPD, kewenangan badan baru ini harus
dibatasi dengan jangka waktu. Untuk kepentingan proses
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peradilon, badan baru ini diberi batas waktu hingga 30 har
untuk memutuskan menyetujui atay mepolak permintaan
penyidikan. Jika melewati jangka waktu terscbui, sccara
vlomatis penyidik bisa melakukan tugasnya kepada notaris.
Jika meanlak, maka harus ada alasan yang logis dan rasional.

Hampir seluruh tim penyusun UU yang terdiri dari para
anggota DPR- R1, pemerintah, pakar, akademisi, dan perwakilan
dari Ika.un Notaris Indonesia (ANI), menyetujui usul terscbut.
Para anggotn punsus jugs mengingatkan dun bersepakat bahwa
Iembaga baru ini memiliki tusi dan kewenanygun yang terbatas
apar tidak tumpang tindih dengan MPPN,

Tiya bulan herselang, Dewan Perwakilan Rakyxt {DI’R)
mengesahkan L7 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris, menggan!ikan UL Nomor 30 Tahun 2014, Secara tegas,
Pasal 66 1T Neomor 2 Tahun 2014 menyebutkan badan baru
Majelis Kehurmualan Notaris (MKN) memberikan persetujuan
kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut wn i, alau
hakin.

Namun, kewenangan itu dibatasi dengun adanya Ayat (3)
dan Ayat {4} Pasal 66 dalam UU itu yang menyebutkan bahwa
MEXN dularmn wakiu paling lama 30 hari kerja terhilung sejak
diternngnya surat permintaan perselujuan wijib memberikan
jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
Jilka dalam hal MEN Giduk memberikan jawaban dalam jangka
waktu, MKN dianggap meneriing perminloan persetujuan.
Sermentara ilu, ML tetap berdiri dengan kewenangan yang
lain,

Dengan luhirnya UL Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris, lebih dari 10 ribu notards di Indonesia hisa bekerja
dengan lwnang lappa harus gelisah berurvsan dengun para
penegak hukum. Namun, okom notaris yanyg nakal pash fidak
akan lulos dari jeratan hukum,
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DNengan beridirinya MEN, lembaga pengawasan dan pem-
binaan d. tubuh notaris sccara otomatis bertambah, Dengan
begitu, notaris telah diawasi oleh empat lembaga, di antaranya
Dewan Kehormatan Notaris, Pengurus Pusat INI, Majelis
I"'engawas, dan Majelis Kehormatan, Meski begitu, setiap lem-
haga memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing,

Dalam hal ini, Dewan Kehormatan Notaris berfungsi
untuk mengawasi notaris di bidang Kode Etik Notaris dan
Majelis Pengawas berfungsi untuk mengawnsi kepatuhan
nolaris menjalankan ULT Jabatan Notaris. Sedangkan Majelis
Kehormeétan bertugas memberikan persetujuan atau penolakan
terhadap pemeriksaan yang akan dilakukan olch penyidik. ¢
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AGAR RUL SESUAI AMANAT PRESIOEN
HOKAKTIFICAN ANGOOTA TiM:

Upaya Membuat Substansi UU Tak
“Dieleminasi” Substansi PP

Seiak Rapat Paripurna Dewan Merwakilan Hakyat (DPR) pada
r Maret 2012 menyetujui inisiatif DPH melakukan perubahan
Undang-Undang (117} Nomwor 3 Tahun 2004 lenlang
Juhuatan Notaris, pernerintah pun membentuk ‘U'im Perabahan
N7 tersehut. Sehagai Threkbur Jenderal Administrasi Hu-
kuiy Umum {AIIT), Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkumhami—olet Menleri Hukum dan HAM
(Menkumhbam) Amir Syamsudin—soya dilunjuk sebagad ket
Tim Perubahan UL Jahatan Notaris dari pemerinlah,

Nesuai Amanat Presiden melalui pidata Presiden yang diba-
cukan Menteri, tugas dan kewenangan notaris dalam prlayanan
publik rmesti diperkuat, saluh satunya adalah dalam pembuatan
akta tanah. Cara yang lepal untuk melaksanukan tugas il
adalah dengan memantapkan Pasal 15 UL Jabatan Notaris
yang lama.

Ialain Pagal 15 Ayat (1) UL Nomor 30 Tahun 2004 dise-
butkin buhwa notaris berwenang membuat akta autentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang
diharuskan oleh peraluran perundang-undisngan Jan/fatay
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vang dikchendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan
dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan
akla, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak
juga ditvgaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau
orang lain yang ditetapkan oleh UT’ Sementara Pasal 15 Ayat
(2) Huruf I menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat
akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Selama ini dalam praktiknya, wewenang pembuatan akta
tanah selalu dibagi “jatah” antara notaris dan pejabat pembuat
akta tanah (PPAT). Padahal, sesuai UU Jabatan Notaris, akia
notaris bisa dilakukan sepenuhnya oleh notaris tanpa campur
tangan PPAT. Tujuannya adalah agar tak ada lagi tumpang
lindih aturan, tetapi justru hal ini mendapat tentangan dari
salah satu anggota tim yang merupakan salah scorang pejabat
Fselon 1 dari Instansi resmi pemerintah. la tidak setuju jika
notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta tanah,
Menurut dia, kewenangan membuat tanah ada di tangan PPAT.

Jika dilihat dari sejarahnya. sebelum berlakunya UU Nomor
6 Tahun 1960 tentang Pokok-Tokok Dasar Agraria, jabatan
PPAT dilakukan oleh notaris selaku overserijving ambtenncaar
atau pejebat umum. Hal itu diatur dalam Pasal 1868 Kitab UL
ITukum Perdata yang menyebutkan suatu akta autentik ialah
suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan UU oleh
atou di Fadapan pejabal umuom vang berwenang untak ity di
tempat akta tersebut dibuat.

Namun, setelah berlaku UU Pokok-Pokok Dasar Agraria,
Jahatanuntuk peralihan hak atas tanah dipisahkan antara nota-
ris dan PPAT. Hal itu kemudian diperkuat dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang
PPAT.

Meskipun sejak semester satu di Fakultas Hukum mana
pun kita sudah mengenal asas lex superior derogat legi nferior—
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aluran yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih
rendah —dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa PPAT adalah
pejabat umum vang diberi kewenangan untuk membuat akta-
akta autentik mengenai perbuatan hukum lertentu mengenai
hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Dalam Pasal 15 Avat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004, pem-
buatan akta yang bisa dilakukan notaris selama ini terbatas
akibat adanya [rasa “sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak
juga ditagaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau
orang lain yang ditetapkan oleh UU”,

Atasdasar tersebul, pejabat tadi bersikeras jika pembuatan
akta tanah tetap berada dalam wewenang PPAT. Jika ingin
membuat akla tanah, notaris harus terlebih dahulu menjadi
PPAT, Memang, rangkap jabatan notaris sebagai PPAT diper-
holehkan. Namun, hal ini membuat notaris tak bisa bekerja
maksimal dalam melayani publik. Disisilain, alih-alih membuat
permasalahan menjadi praktis, aturan yang mengharuskan
notaris harus menjadi PPAT sebelum membuat akta tanah
justru memperlihatkan keruwetan birokrasi di negeriimi.

Hal prinsip yang diabaikan adalah kewenangan yang diber-
kan U dimatikan olch sebuah PP dan hal tersebut cibiarkan
sepanjang masa.

Schagai ketua tim, saya meminta izin kepada Mengsumham
Amir Syamsudin supaya pejabat instansi lain ‘tidak aktil” dalam
tim. Saya beralasan, ketika salah satu tim memberi pandangan
yang tidak setuju, dia berarti bertentangan dengan Amanal
Presiden. Adanya pandangan negatif justru akan membuat
‘perdebatan intermal’ pemerintah semakin larut. Meskipun
waktuituschagian anggota—misalnyadari Direktorat Peraturan
Perundang-undangan  Kemenkumham—tidak  sependapat
untuk mengeluarkan pejabat tersebul dart tim, keputusan saya
sudah hulat. Menkumham Amir Syamsudin pun telah memberi
izin. Jikavang bersangkutan tetap aktif di dalam tim, maka saya
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memilih menjadi anggota tim saja dan ketua saya sarankan
dipegang oleh Tirjen Peraturan Perundang-undangan. Sayva
mevakinibahwa pandangan tim pemerintah terkait perumusan
UILT harus sesuai dengan Amanal Presiden.

Pada akhirnya, sctelah melewati perdebatan vang nanjang,
tak banyak pula yang bisa dilakukan oleh tim untuk mengubah
subtansi Pasal 15 UTT Jabatan Notaris, Perubahan itu terletak
pada Pasal 15 Ayat (2) yang tadinya menggunakan kalimat
“Notaris berwenang pula” menjadi “Selain kewenangan seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenarg pula”,
salah satunya membuat akta vang berkaitan dengan per-
tanahan. Penambahan itu dimaksudkan untuk memperkuat
kewenangan notaris yang sudah ada

Jika dilihat dari dasar hukum, wewenang notarls dalam
membuat akta tanah jelas lebih kuat daripada wewenang
PFPAT. Fasalnya, wewenang notaris itu ditetapkan dalam UU,
sedangkan wewenang PPAT hanva berlandaskan PP Arti-
nya, frasa “sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di-
tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain
vang ditetapkan oleh UU" di Pasal satu tak berlaku, karena
kewenangan PPAT hanya diatur dalam PP Dengan adanya U1
baru ini, notaris bisa membuat akta tunah tanpa harus rangkap
Jabatan sebagai PPAT.

Selasa, 17 Desember 2013, Sidang Paripurna Dewan Per-
wakilun Rakyat (DPR) membuat keputusan untuk menyetujui
Rancangan ULT Jabatan Notaris yang baru_ Saat itu pula Men-
kumham Amir Syamsudin membacakan pidato pendapat akhir
mewakili presiden. Melalui pidatonva, ia menvatakan bahwa
notaris szlaku pejabat umum perlu mendapatkan perlindungan
hukum dalam pelaksanaan tugasnya, Selama ini, melalui UU
Nomaor 30 tahun 2004 yang melindungi pelaksananzan lugas
notaris, beberapa ketentuannya sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Jadi, per-
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hu diadukan perubahan, termasuk untuk meneguskan dan
memantapkan fungsi, tugas, dan kewenangan nataris dalam
pclayanan publik, dan juga untuk melikukan singrenisisi
dengan kelentuan dian peraturan perundang-undanzan lain-
nya.

Hal prinsip dalam perubahan ity di antaranyn mengenai
persyvaratan sural keterangan dokter dan psikiater untuk calon
notaris yang ukan diangkat, persyaratan magang 24 hulan yang
sebelumnys honye 12 bulan, perubahan akly, pembontukan
Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pembinaan dan
penegakan kode etik dan perilaku notaris, penegasan bahwa
nolaris berhimpun daiam satu wadah Lkalan Notaris Indonesia
sehagai satu-satunya wadabh profesi notarts yang hebas dan
mandiri, penegasan Bahasa Indonesia schagni bahasa resmi
dalam pembuatan ukia autentik, dan penegosun fungsi dan ke-
wenangun Mojelis Pengaowas Notaris,

Aturanbaru itu akbirnya ditetapkan dalam Undang- Undang
Namor 2 Tahun 2014 tentang Pervbhahan Atas Undang Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 4
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MZNYELESAIKAN 29 RIBU TUMPUKAN SURAT KELUAR DI AHU:

Harian Kompas Dicetak Lebih
500 Ribu Eksemplar Setiap Hari

Pada Januari 2010 saya dilantik menjadi Dirjen AHU. Maka,
saya langsung memimpin rapat pertama dengan seluruh
jajaran, Pertanyaan saya saat perama kali bertemu dengan
jajaran sekretariat direktorat jenderal (ditjen) adalah apa
persoalan yang paling sulit dan belum dipecahkaz di sek
retariat? Beberapa bagian kemudian menyampaikan per-
spalannya masing-masing. Saya melanjutkan pertanyaan, apa
rencana jalan keluarnya?

Dari sekian masalah, ada satu masalah yang langsung
menarik perhatian saya yaitu masalah bersama sekretariat
Ditjen AITU dan Dircktorat Perdata, yakni masih banyaknya
surat keputusan terkait pengesahan pendirian dan perubahan
badan hukum (di antaranya adalah perseroan terbatas dan
yayasan) yang belum terkirim. Termasuk surat-surat kores-
pondensi, penjelasan dan jawaban, respon terhadap sural
yang masuk.

“Jumlahnya sudah menumpuk, Pak, Sudah mencapai ang-
ka lebih dari 20000-an,” lapor salah scorang kepala bagian,
Saya bertanya, mengapa tidak dikirim saja. Menurut dia
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sudah telanjur banyak dan setiap hari ada 400-500 surat baru
yang dicetak. Kami biasanya hanya kirim 300-an setiap hari.
Menurut dia, yang dicetak setiap hari saja masih ada tersisa
tlan menambah tumpukan surat vang belum terkirim

Saya lalu bertanya, siapa vang mengirim, apakah diantar
oleh kurir Ditjen ATIU? Ternyata tidak. Sudah menggunakan
Jasa Pos Indonesia. Lalu, kenapa tidak hiza terkirim semua®
Jawabannya karena saking banyaknya surat itu. Teman-teman
saya di Ditjen AHU ternyata sudah ‘terbelengpgu’ dengan kata
‘terlalu banyak’ dan ‘sudah susah terkirim’,

Saya alu menegaskan kalau urusan sural ini harus selesai
dalam satu minggu, Harus terkirim semua dan tidak boleh lagi
ada surat yang lerlinggal lchih dari dua hari setelah dicetak
dan dibvbuhi tanda tangan si pejabatnya. Saya kemudian
menyampaikan bahwa arahan saya ini tidak sekadar arahan,
tetapi berdasarkan apa yang sava pernah kerjakan. Saya me-
nyampaikan ke mereka, saya pernah bekerja rangkap sebagai
direktur produksi di Harian Fajar Makassar, koran dengan
oplah lebih dart 25 ribuan.

Saya kemudian menceritakan bahwa surat yang akan di-
kirim olch Ditjen AU rata-rata volume berat dan fisiknya
hanya sepersepuluh dari volume surat kabar Harian Fajar
yang jumlah halamannya bisa sampai 24-36 halaman. Jadi,
kesimpulan pertamanya adalah surat kabar lebih ruwel
volume dan fisiknya dari berkas sural Ditjen AHU, Saya
kemudian mengambil schuah surat kabar harian yang ada
di meja kerja saya dan memperlihatkan kepada mereka dan
mengambil sebuah surat yang berada di dalam amplop besar
dan keeil Kemudian, pertanyaan saya selanjutya sederhana,
Mana yang lebih beral dan besar volumenya® Serentak mereka
menjawab sural kabar itu.

Saya lalu menceritakan bahwa 25 ribuan koran Harian
Fajar itu disebarkan hampir ke seluruh pelosok Sulawesi
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Selatan, termasuk ke kota Palopo yvang berjarak 360 kn dan
kota Pare-pare yang berjarak 150 km. Karan Farar mulai
dicelak selatar pukul (03,00 subuh dan biasanya seiesai men-
jelang pukul 0500 pagi, Cetakan pertama dikirim langsung
dengan makil ke Palopo dan biasanya siang hari sudah tiba
di suna Scsudal ity menyusul koran untuk Parcpare dan
higsanya paling lanihat pukul 6 pagi sudah beredas di sana.
Ketikz masith menctap di Makassar, saya menerima Harjan
Fujur di ramah saya sekitar pukul 05.00 payg.

Saya lalu mengambil contoh Harian Kompis Jakarta yang
dicetak hingga 500 ribuan eksemplar, bahkan mungkin lebih.
Selidaknya itu angka resmi yang diakui oleh Audit Bureau of
Circalation, sebuah lembaga verifikasi vplah yang berasal dari
Lnggris. Savs menywmpaikan kalzu koyon Kompas memang
dicetak di beberapa kola & Indonesia. Namun, khusus Jakarta,
perkiraan saya ada sckitar 200000-an volume beredar di
Jakuarta dan sekitarnya. Saya kemudian mencantohkan, snya
menetap di Guauny Sinduor, Parung, Bogor, tetapi Tlarian
Kompas tiba di rumah saya sclatar jam G600 pogl. "Saya
binggal Ji gunung, tetapd bisa terima koran Kompas jam 6
pagd,” kata sava sedikil bercanda. Jadi, setidaknya dua jam
sedelah selesal dicetak,

Kesimpulan saya saat b, sural kahar adalah surat don
sural yang berukuran besar {(ukurannys biva setara miniimal
sepulub berkas surat), tetapi bisa lerdistribusi dalam
hitungan jam dalam jumiah ribuan babkan ratusan cibu, dan
hal ini dikerjakan sctiap hari, fermasuk har Minggu. Saya
lulu menyampaikan, khusus di Horisn Fgfar, pengaturan
digtribusi hanya dilakukan cleh dug orang dengan dibantu
lima orang staf lepas untuk pencatatan dan pengawisan.
“Sekulabnya hanya SLTA saja,” kata soyva, Lalu, saya bertanya,
vang mengatur di sii siapa, sarjanakah™ Ternyata jJawabannya
adalalh sarjana.
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Sava lalu meminta agar sural yang jumlahnya 29000-an
lersebut diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu dan
sesudahnya tidak boleh lagi ada surat yang tidak terkirim
selelah dicetak dan dibubuhi tanda tangan. Menurut saya,
urtisan distribusi akan dilakukan oleh PT. Pos Indonesia yang
sudah hiasa mendistribusikan sural hingga jumlah jutaan
per hari. Jadi, urusan teman-teman di Ditjen AHU hanya
menyeraikan surat saja setelah memilahnya per kota ke PT.
Pos Indonesia. Saya bercanda juga, jika tak bisa dise esaikan
dalam waktu sekitar satu minggu, maka saya akan meminjam
seorang bagian distribusi Harian Fajar Makassar atavu Harian
Kompas Jakarta untuk menvelesaikan lumpukan surat itu,

Tiga hari kemudian, Sckretaris Ditjen ATIU Timi Sjal-
ruddin melapor, “Surat ternyata sudah bisa dikirim semua.”
Kesimpulan saya, mungkin hanya soal ‘Telur Columbus’ saja,
kalau saya bisa menggunakan istilah tersebut, Pengiriman
surat ini hanya pakai standar vang selama ini terlaksana,
cukup mengirim 300-400 surat, Bagi teman-teman di AU,
itu jumlah yang sudah banyak. Tidak apa-apa juga kalau tidak
terkirim semua. Bagi mercka, yang biasa itu sudah sesualu
vang baik, tetapi mereka tidak pernah mencoba membiasakan
yang haik karena berpikir publik juga pasti sabar menunggu,
Bagi mereka vang tidak sabar, tentu akan datang *kasak-
kusuk® di kantor untuk mendapalkan surat itu dengan
cara cepat, melalui pemberian balas jasa, pungli, dan luin
schagainya. Tentu saja masih banyak pekerjaan di Ditjen AHU
yvang memnakal standar gava pengiriman surat ini. Kalau bisa
lambat, kenapa harus cepat? Sesuatu vang harus diubah, 4
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MEMBUAT PROSES PERMENKUMHAM LEBIH RINGKAS:

Mengurangi Beban Pikiran dan
Waktu Jajaran Ditjen PP

Minggu pertama menjabat sebagal Menter: Hukum dan
Huk Asasi Manusia (Menkumham). Amir Syamsuodin ber-
sam Wakil Menteri TTukum dan [TAM Denny indrayana
mengumpulkan seluruh Eselon 1, Eselon 2, dan Eselon 2A, di
lingkungan Kementerian Ilakum dan HAM {(Kemenkunmhany)
unstuk melakukan rapat kerja Saat itu, mercka berdua mem-
huka dizlog mengeni bunyak hal yang harus dan akan diker-
jukan di Kemenkunmhoam selama meteka menjabat,

Sebagai Direktur Jenderal (Dirjen} Administras. TTukum
himum (AT, kesempatan itu saya gpunakan antuk nem-
herikan saran kepada dua pimpinan tertinggi i Kemen-
kutnhiarm itu, Di devan sermua teman-leman jajaran pimpinan,
saya menyarankan Menkumbam Amir Syamsudin untuk
mengubah Peraturin Menteri Hukuim dan TTAM (Permen-
kumhamy Nomor HLITIT-OLPPOLO1 Tahun 2011 tentang
Tula Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Menlern di
Lingkungan Kemenkuntham.
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Menurut sayva, dalam Permenkumham tersebul, keter-
libiatan mutlak Direklorat Jenderal (tjen) Peraturan Per-
undang-undangan (PP) membuat proses penyusunan Per-
menkumham sering membuat durasi waktu penyelesaian
Permen menjadi panjang, bahkan bisa berbulan-bulan, Ada
beberapa akar masalah vang saya sampaikan ketika itu,
Yang vutama adalah dalam Permenkumham tersebut proses
pembuatan  Permenkumham diperlakukan seperti pem-
buatan Peraturan Pemerintah (PF), bahkan juga Undang-
Undang (UU). Padahal, Ditjen PP juga disibukkan dengan
urusan yang lebih penting, yaitu pembuatan peraturan per-
undang-undangan yang lain, seperti PP, UL dan sebagainya,
yang terdu sudah menyita perhatian. Alhasil, pembuatan
Permenkumham bisa tertunda karena banyaknya kesibukan
di Ditjen PP—terutama penyelesaian PP dan UU—yang me-
mung lehih penting dari sebuah Permen.

Keterlibatan Ditjen PP dalam perancangan Permenkum-
ham memang dimaksudkan untuk menghindari kesalahan
prinsip dan sistematika Jegal drafling. Namun, kebutuhan
pembuatan Permcenkumham yang banyak juga tak bisa
menunggu waktu luang jajaran Ditjen PP Sebagai contoh,
proses pembuatan Peraturan Menteri di kementerian lain
tak perlu melibatkan Ditjen PP Kemenkumham, Logikanya,
ketika kementerian lain saja tidak perlu melibatkan Ditjen PP
Kemenhkumham, jajaran Kemenkumham semestinya juga
tidak perlu melibatkan Ditjen PP. Ditambah lagi hampir semua
pejabat di Kemenkumham adalah “orang yang memahami
hukum” dan bahkan banyak yang pernah mengikuti short
course untuk legal drafler yang pembimbingnya par: pejabat
Ditjen PP juga.

Sikap saya menyampaikan saran untuk merevisi ermen-
kumham Nomeor M HH-0LFE0LO1 Tahun 2011 bukan
tanpa alasan lain. Semasa saya mejubal menjadi Direktur

k6 PHESANTA6E BIRCA Ret]




Tata Negara, setidaknya ada dua Permenkumbam vang bisa
dinbah dengan mudah dalam waktu tak lebih dari satu minggu
(Baca: "“Merombak Permen, Mengembalikan Semsngat UU
Kewsarganegaraan™. Sementara sesudah adanya Permen-
kumham tentang peinbuatan pceraturan menter], proses
pembuatan Permenkumham bisa memakan waktu berbulan-
bulan, karena harus menunggu wakiu dan kehadiran teman-
teman di Ditjen PP Padghal, waktu dan tenaga mereka ter-
batas.

Mesld begtlil, suara lantang saya dalam rapat itu belum
hisa dilnksanakan, Seluju ataupun tidak, aturan yang ada
tetap didanggengkan. Hingea pada suato hari, ketika sedang
menyiapkan Permenkumham tentang notaris, sayamerasakan
sendirt hambatan karena Permenkumham tersehut.

Ketikailu, temaan-teman dari Ditjen I’ ada yang keberatan
dengan salah satu subslansi dalam Permenkumham vang
sedang dibahas. Scbhagai Dirjen yang amal memahami
substansi itu, saya menyamipaikan bahwa sava dan leman-
teman di Direktorat Perdala adalah orang yang paling me-
mahami substans ini. Dengan tegas sayva mengatakan bahwa
sebagai Dirjen AHU saya adalah orang yang paling mengetahii
tentang Permenkumharm yany sedany dirancang, hahkan
hingga bunyi kalimatnya. Dalam wrusan notaris, saya adalah
nrang yang bertanggung jawab dan tahu apa kebutuhan yang
mengatur para notaris, Setelah perdebatan panjang, teman-
teman Diljen PP pun menyetujui subtansi vang sayabual.

ITanmibatan dalam pembuatan Permenkumhbam tak ber-
henti sampai di sitn. Ketika saya lelah menjabat sehagai
Inspeklur Jenderal {Irjen) Kemenkumham bertahun-ta-
hun kemudian, masih herlalu Permenkumham Nomor
MIITT-OLPPO1AT Tahun 2011 tentung Tata Cara Mem-
persiapkan Rancangan Peraturan Menteri di Lingkungan
Kemenkumham, membuat proses pemeriksaan udministratif

F_MEUHRRE B ik FIREAN CAN wA<TL DAk TTIFE == | 67’




dalam pembuatan Permenkumham lentang ITukuman Di-
siplin (Baca: "Tunggakan Hukdis dan Reformasi Peraturan
Lainnyva™}, Hal itulah yang akhirnya membawa sava mela-
porkan masalah itu kepada Menkumham Yasonna Laoly.

Ketika ilu, Menkumham Yasonna mengumpulkan saya
sebagad Irjen, Dirjen PP Widodo Ekatjahjana, dan Sckretaris
Jenderal (Sekjen) Bambang Rantam, dalam satu ruangan
rapat. Menkumham Yasonna bermaksud untuk memfasilitasi
penyelesalan masalah vang selama imi terjadi Saat itu juga
saya menyampaikan bahwa adanva Permenkumham Nomoar
M.HH-0OLPPOLOT Tahun 2011 tentang Tata Cara Memper-
siapkan Rancangan Peraturan Menteri di Lingkungan Ke-
menkumham benar-benar sudah menjadi hambatan bagi
proses cepat pembuatan Permenkumhbam

"Maunya Pak Aidir bagaimana™ tanya Dirjen PP Widaodo
ketilia itn,

Saya menjawab bahwa mungkin saatnya untuk mengubah
substansi Permenkumbam tersebut. Bagi saya, keterlibatan
penuh Ditjen PP dalam pembuatan Permenkumham tak
begitu wajib. Namun, unit Eselon 1 vang akan menyusun
P’ermenkumham dapat meminta bantuan satu atau dua orang
pejabat atau staf dari Ditjen PI? Mereka dapat diuncang dan
mengikuti proses penyusunan Permenkuimham sehingga da-
pat memberikan arahan dan masukan jika terjadi kesalahan,
Dengan satu catatan, Ditjen PI® seyogianya tak perlu terlalu
dalam mencampuri substansi Permenkumham.

Dirjen Widodo pun menyctujuinya. Dengan catatan,
atas masukan Kepala Biro Perencanaan, Ditjen PP tetap me-
lakukan penyelarasan techadap Permenkumham vang akan
diundangkan. Namun, kewcnangan Ditjen PT tetap diberi
batas waklu maksimal satu minggu, sehingea pembuatan
Permenkumham tak memakan waktu vang berlarut-larut.
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Akhirnya, pada 30 September 20)15, Menkumhan Yasunna
Lacly menctapkan sckaligus meresmikan Permenlkumhbam
Nomaor 30 Tahun 20015 tentang Tata Cara Pembentukan Per-
aluran Menteri di Lingkengan Kementerian Huloam dan Hak
Axug] Manusia. Dalam Pasal 12 Ayat (1} disebutkan bahwa
berdusarkan penyampaian hasil penyusunan, Sckjen melului
Kepula Biro Perencanaan menyampaikan hasil peoyusunan
Rancangan Peraturati Meateri kepada Dirjen PP untuk dila-
kukan penyelarasan Rancangan Pecaturan Menten dalam
waktu puling lama tujuh hari kerja.

Dengan begily, proses pemboatan Permenkuwmhbam snat
inl bisa dilakukan Jengan ringkas, efisicn, dan tak lerlalu
meinbelah pikiran dan wakiu teman-teman di Ditjen PP
yvang sudah amal sibuk dengan utusan penyusunan peraturan
perundang-undangan lainnya. Terludu banyak rancangan
peraluran pemerintah dan rancangan undang-undang yong
memerhikan kehadiran fisik dan pikivan jajaran Dircktorat
Jenderal Perundang-undangan, Kemudian vang paling pen-
ting udalah masyarnkal dapat merasokan kepastian hukum
dengian lebih cepat. Alasan prinsip lain adalah jika ada Per-
menkumham yang terasa kurang selurus, kami dapat dengan
cepil menggantinya, $
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TUNGGAKAN HUKDHS DAN REFORHMASH PERATURAN LAINNYE:

Mempercepat dengan “Sedekah
Hukdis” dan Pelurusan Ingatan

20 Maret 2015 Mcenderi Hukam dan Hak Asasi Manusia
(Menkumham) Yasonns Laoly melantik saya sebagni [nspek-
tur Jenderal (Trjen} Kementerian Hukum dan HAM (Kemen-
kumhim). Sejak saat itu, tugas utama zaya yang schelumnya
mengurusi masalah HAM berubabh menjadi melakukan peng-
awasan internal di Kemenkumham,

Perkemnalan sava dengan jabalan bary ini dimuls dengan
tunggakan ralusan penjatuhan hukuman disiplin (hukdis)
kepada para pegawai i lingkangan Kemenkuntham. Ber-
dasarkan Peraturan Mynkumham (Permenkumbam! Nomor
24 Tahun 2013 tentang Pedoman Penjatuhan Hukoman
siplin dan Penindukan Administratif bag Peguwni Negeri
Sipil di Linghkungan Kemenkumhom, penjatuhan hukdis
ditctapkan oleh DBadan FPertimbangan Hukuman Disiplin
(RBapethukdis), yang diketuai aleh Sekretaris Jenderal, dan
anggolanyn adalah selurub Eselon 1 di lingkungan Kemen-
kumbam, Scehagai lojen, snya kebagian tugas sebayai Sekretaris
Baperhudis,
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Rupat hukdis sendiri dilakukan setiap cnam bulan selali
untuk menjatuhkan hukuman pada pegawal yang ber-
masidah. Namun, saat itu ada 124 tupggakan hukdis yang
helum dilakukan dan sudah bertahun-tahun tak pernah ada
kejelazan. Tiga Kasus yang mendominasi hukdis tersebul
acaluh narkoba, pungutan liar, dan perselingkuhan peguwai.
‘Tungyakan itu terjadi karena pada rapat-rapat scbelumnys
selulu terjadi perdebilan alot antaranggola Baperhuksdis ne-
ngenm tingkat hukuman yang diberikan.

Narmun, tunggakan hukuman ini 1ak bisa dibiarkan
terus berlarut. Jiko terus dibiarkan, pegewsi yang {erkena
hukuman akan menjadi karban. Pasulnya, banyak pegawai
yang sudah diberikan promosi. Jika hukdis diberikan, orang
itu akan mendapal catatan buruk dalam jabatan Sarunya.
Aliu yang lebih parah, ada pejabat yang sudah Mpa tentang
kesalahannya, Meski begitu, hukeman 1etap harus diberikan
karenasudiah adainekanisme yang diatur di Biro Kepegowalan
Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal,

Sebagai anggota Buperhukdis, ketika itu sayz mencmui
Ketua Beperhukdis yony juga merupakan Sekretaris Jendural
Kemenkumham Bambang Rantam Sariwante. Sayz mem-
berikun pendapat kepadanya bahwa tunggakan ini harus di-
sclesalkun pada rapul Baperhukdis bertkutnya dalsm prises
diskusi yang tak lebih dari satu jam, Pussalnya, semua hukdis
vang terdata sudah berdasarkan hasil pemenksaan dari tim
Kantor Wilayah (Kanwil} mavpun tim Inspektorat Jenderal
titjen). Hasil pemeriksaan dari Kanwll den Ttjen pun sudueh
jelas memutuskan tingkatan hukuman yanyg akan diberikan,
baik tingkat berat, sedang, ataupun ringan. Artinya, tugas
Baperhukdis hanya lingpal memutuskan hukuman vang akan
diberikarn.

Saya pun menpgusulkan, agar tidak {agi terjadi perdebalon
alot di antara para anggnta Baperhukdis, keputusan Baper-
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hukdis dalam memberikan hukuman harus mengurangi huk-
dis untuk seliap hasil pemeriksaan. Perlu diketahui, selama
ini penjatuhan hukdis tak pernah melebihi saran dari hasil
pemeriksaan,

Baperhukdis selalu memberikan keputusan hukdis se-
sual dengan hasil pemeriksaan atau dikurangi dari hasil pe-
meriksaan. Aturan lak tertulis itu mencontoh sikap Mah-
kamah Agung yang harusnya tidak pernah memberikan
putusan lebih berat pada saat kasasi alau peninjauan kembali
(PE). Sehingga, hukdis yang akan dijatuhkan kepada 128
pegawal akan dikurangi satu klasifikasi dari saran hasil
pemeriksaan,

Pengurangan salu tingkat hukdis 1mi bukan berarti jika
pegawai yang seharusnya diberikan hukdis tingkat berat akan
diturunkan menjadi hukdis tingkat sedang. Dalam Pasal 6
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negerl Sipil dijelaskan, setiap tingkatan
hukdis memiliki jenis hukdis vang terdiri dari berbagai kla-
sifikasi. Artinya, pengurangan vang dilakukan didasarkan
pada klasifikasi jenis hukdis, bukan tingkatan hukdis

Sckjen Bambang pun setuju dengan usul saya. Ketika
dibawa ke rapal Baperhukdis, seluruh anggota yvang terdir
dari Eselon 1 setuju untuk memberikan pengurangan satu
tingkat dari saran hukuman disiplin yang diberikan tim
bagi 128 pegawai. Meski seluruh hukdis yvang menunggak
dikurangi, setiap pegawai diberikan peringatan leraknairuntuk
tidak mengulangi perbuatannva. “Kali ini kita bersedekah,
Memberi pengampunan. Meringankan. Sedekah hukdis
namanya ini,” komentar salah seorang anggota Baperhukdis
kala itu.

Sckitar empat bulan setelah rapat Baperhukdis dilakukan,
lernyata surat keputusan terkait hukdis belum juga dike-
luarkan, Setelah ditelusuri, dari ratusan hukdis yang telah
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ditetapkan ada satu kasus yang hukumannya masih belum
jelas, antara berat atau sedang. Pasalnya, rekaman mengenai
hasil pemeriksaan kasus itusudah hilang. Sementara, dua saksi
vang ada justru mengemukakan pendapal yang tak sejalan,
Tim dari Biro Kepegawaian Kemenkumham menyalakan
pelanggaran disiplin yang dilakukan diberi hukuman disiplin
tingkat berat, sedangkan tim dari Ttjen Kemenkumham me-
nyatakan hukuman disiplin vang dijatuhkan tingkal sedang,
Atas dasar itu dilakukan rapat terbatas antara tim kedua biro,
sava schagai Sekretaris Baperhukdis, dan Sekjen Bambang
Rantam sebagai Ketua Baperhukdis. Semuanya dalam rangka
meluruskan ingatan,

Dalam rapat terscbut, keduanya terus berargumen bahwa
masing-masing pihaknya adalah yang paling benar. Akhirnya,
saya mengusulkan, jika ada rekaman atau pendengaran vang
kurang jelas, maka sebaiknya digunakan hukuman yang lebih
rendah, dari dua rekaman atau pendengaran yang ada. Tal ito
sestal dengan asas dubio pro reo yang artinya jika ada keragu-
raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal
yang menguntungkan terperiksa. Saat itu pula saya teringat
pada schuah pameo hukum, lebih baik membebaskan 1000
orang yang bersalah daripada menghukum satu oreng yvang
tidak bersalah.

Proses mencntukan hukdis vang berlarut-larut tersebut
memben saya pelajaran. Pada periode berikutnya, saya ber-
pikir untuk tak perlu lagi membawa semua masalah hukdis
ke pusat Berdasarkan Pasal 24 Awat (3) Hurufl a PP Disiplin
Pegawal Negeri Sipil, atasan langsung memiliki kewenangan
menjatunkan hukdis pada pegawainya, Sementara dalam
Permenkumham Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penjaluban Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif
bagi Pegawail Negeri Sipil di Lingkungan Kemenkumbhan,
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penjatiuhan hukdis ditetapkan oleh Badan Vertimhangan
[Tukuman Disiplin {Baperhukdis).

Ketika ity juga saya langsung menghadap Menkumham
Y¥asanna Laoly untuk menyampaikan hal il Perlu peruhahan
Fermenkumhaim mengenai hukuman digiplin dan menghapus
kewenungan Baperhukdis, schingga teman-teman pojabat
daerah bisa belkerja dengan maksimal, sementara pusat
hanva mengawasi. Jadi, hukdis eukup diputuskan oleh alasan
langsung. Denean demikian, pemberian hukuman akan lehih
efeklif, Pejabat di pusat pun bisa lebih fokus mengurusi
hukyuman digiplin berkualifikasi ‘berat’ dan nrasalak lainnys.

Menkummham Yasonna Laoly pun memberi lampu hijau
untuk mengubah Permenkumbam. Ketika semua sudah
berjalan, tiga hulan pun herlaly, tetapi Permenkuniham
yvang bary tak kunjung keluac Madahal tim Itjen dan lim
Biro Kepegawainn {dipimpin setingkat Esclon 2 masing-
masing? sidah memaparkan ke saya perubahan jtu. Saya
menyetujuinya dan menurut mereka, tim Ditjen PF juga
sudah discriakan dalam rapat perubahan.

Seteiah saya cek, Permenkumham yanyg baru itu ternyata
“tersangkot” di Dircktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan (Ditjen PT) dengan alasan masih dilakukan penye-
Larasan. Padahal, pemeriksaan untuk Permenkumhbam geha-
rusnya hisa selesai dalam waktu yang tidak lerlaln lama. Lalu,
apa arti dua orany sctingkat Esclon 2 dan seovang setingkat
Esclon 1 yvany sudah menyepakati perubahan, tetapi ternyata
persoalannya masih akan dibicarakan lagi di lingkungan
Nitjen PP yang rapatnya dipiimpin sctingkat Eselon 27

Didusari ketidakpuasan atas proses itu dan karena horis
menunggu lama penvelarasan unluk membnoat Permenloum-
ham, sava kembali melapor kepada Menkumham Yasonna,
mengusulkan supaya Permenkumham vang mengatur
pruses pembuatan Peraturam Menteri dapat diubah untuk
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mempercepad proses pembuatan Peraturan Menten (scsuatuy
yang sava sudah kelohkan sejak awnd kepemimpinan Amir
syamsudin-Denny [ndrayana),

Menkumham Yasonna pun memanggil Dirjen IT Widodo
Ekatjahjana untuk menanyakan soal perubahan imi dan
Widodo menyatakan tidak berkeberatan dan setuju untuk
menpgubshnya. Widude juga menyatakan akan mengecek
krlambatan Permen soal hukdis tersebul.

Pada 21 September 2015, Permenkuntham Nemor 23
Talun 2135 tentang Tata Cara Penjutuhan lukuman Disiplin
dan Sanksi Administratif bagi Pegawsi di Lingkungan Kemen-
kumham pun lahir, Dalam Permenkumham itu tak ada lagl
kewenangan Baperhukdis. Semua kewenungan diberikan
kepada atasan langsung dan tim pemeriksa unluk melakukan
pemeriksaan hingga menjatuhkan hukuman—jika jerds hu-
kuman tidak harus disjukan ke pusat,

Tak lama setelah itu, tepatnys puwda 30 Sestember
2015, Permenkwnham MNeomor 30 Tshun 2015 tentang
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan
Kemenkamham juga resma divndangkan. Dalam Pasal 12
Ayal {1) disebulkan Sckretaris Jenderal melalul Kepala Tivo
Perencanaan menyampaikan hasil penyusunan Rancangan
Peraturan Menteri kepada Direktur Jenderal Peraturan Per-
yndang-undangan untuk dilakukan penyelarasan Rancangan
Peraturan Menteri dalom waktu paling lama tujub hari kecja,
Jadi, sadah diberi ‘hatas waktu’ fujuh hari,

Kaya menilai perubahan Permen ini cukup membantu
untu¥ mempercepat proses pembuatan dan perubahan Per-
men vang ada di lingkungan Kemenkumham RL Artinya,
terkadang perubahan diperiukan untuk memotong hirokrasi
yang berkelit dan meningkatkan efisiens| dalom membuul
kebijakan. Alhamdulillah Menteri Laoly setuju dan Dirjen
Widode pun merespun dengan cepat. @
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MEMBERI KEMUNAHAN BAGI WARGA INDOKESIA DI MALAYEIA,

Dari Pembebasan PNBP
Menkeu sampai Ubah “Istilah”

‘Tahun 2017, Pemnerintab Malaysia mengeluarkan aturan ke-
pada seurith warganya untuk menukarkan kartu identitas
vang lama dengan yang baru, hegitu pula deagan wargia asing
yvang menetap di negeri Jiran tersebut. Semua izin tinggal
permanen harus diperbarui dengan kartu yang telah terpasang
cip di dalamnya,

Aturan baru itu tentu memhbuat sekitar 70 ribu warga
ncgara Indonesia (WINI yanyg telah lama menetap di Malaysia
kKebingungan. Selama ini, mereka hanya memiliki Suorat
Akuan Pengenal (SAP), Sementara itu, salah satu syarat agar
warga asing mendapatkan izin permanen baru adalaa dengan
menyertakan paspor. Alhasil, puluhan ribu WNI yang ada
di negeri Jivan itu terancam dideportasi oleh Pemerintah
Malaysia,

Pemerintah Malaysia hanya membert tenggst waktn
sampa akhir 2007 agar pemegang SAP melengkapi doku-
men kewarganegaraan, antara lain surat keterangan kewar-
ganegaraan dan paspor. Bukan hal mudah untuk melenghapi
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dokumen-dokumen yang disyaratkan lersebul. Pusainya,
rata-rata WNI yang menetap di Malaysia sudah dalong scjak
tahun 1970 atau 1980-an. Di antara mereka tentu saja bunyak
WNI yarg datang secara ilegal.

ALy dowar ilulah, Direktur Jenderal Adminisivnsi Hukum
Umuin (AHL), Kementlerian Hukuny dan Hak Asasi Manusia
{Kemenkumbam), Syamsudin Manan Sinuga membentuk
tim untuk menjemput bola ke Malaysia memberikan sutat
keterangan kewnrganegaraan. Saya yang ketika itu menjabat
sebagai Djrektur Tata Negara, Dircktorat Jenderal AITC,
Kemenkimham, sudah tentu tergabung dalam tim tersehut.

I'nday Newember 20007, im yang terdiri dari Ditjen AHU
dan Thtien Imigrasi Kemenkumham, serla bekerja sama
dengan Kementerian Luar Negeri, mulai bekerja di 1iga 1itik
vtama, Kedutann Besar Republik [ndonesia (KBRI) di Kuala
Lumpur, JJoher, dan Penang. Bahkan, tim juga dilugaskan
unluk menjempul bola ke wilayah yang banyak ditinggali
W1, seperl] Serawnk dan Kuching. 13 Malaysia, tim dibantu
oleh pelaksana tugas Duta Besar Indonesin uantuk Muolaysia
Tatang B Razak.

Pasar hukum vang digunakan untuk memberikan kembali
kewnrganegaroun kepadn WNIL di Malaysia adulah Undang-
Undang (UUD Nemer 12 Tahun 2006 tentang Kewargaregaraan
Indonesi, Dulum Pasal 42 UU Kewargancgaraan discbutkan
WN1 yang bertempat tinggal di luar wilayah I ndonesia selama
limatatiun atou lehihtidak melaporkan diri kepada Perwakilan
Hepublik Imdaonesio dan telah Rehilangon Kewarguregurauan
RBepublik Indonesia sebelum UL diundapgkan dapal mem-
peroleh kembali kewargancgaraannya dengnn menadaftarkan
diri di Perwuokilan Republik Tndonesia dalam wakty paling
Lumbal 3 (Higad lohun sejuk UU djundangkan, sepunjung Lidok
mengakibatkan kewarganegaraan ganda,
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Irada periode iy, hampir setiap akhir pekan saya ke
Malaysia selama 3 harian, Tujuannyae adalah untuk me-
nandalungani SK Dirjen AHU terkait status WNI warga
Tndonesia yang ada di sana. Ada tim AHLU yung memveritikasi
warga Lndonesia yang sudab lidak memiliki dokumen per-
jalanan dan sudah lama bermukim di Malaysia, termasuk anak
lkketurunan mereka. Jadi, tim AHU melakokan verifilas) stalus
WHN, kemudian tim imigrasi akan mencrbilkan paspor bagi
mercka selelahnva, Unluk proses verifikasi tersebus mereka
diharuskan membayar hiayva PNBP sebesar Rp 500,000
{ketentuan resmi unluk mendapadkan sural Kelerangan
kewarganegaraan}.

Ternvata biava verifikasi tersebual dinilid terlzlu beral
bagi WNI yang tinggal di Malaysia, terutama para huruh
migran. Keheratan ita disampaikan metalui perwakilan
WNI di Maliysia Kepada saya, Namun, saal ilu Lim Lak bisa
melakukan apa puit unluk mengurangi biava. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah (PF) Republik Indonesia Nomor 19
Tahun Z007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintal
Republik Indonesiv Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jonis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Dukan Pajak yang
Berlaku pada Departomen Tiukum dan 1Tak Asasi Manusia,
tertulis jelas bahwa permohonan/pendafiaran memperoleh
kembali kewarganegaraan Indonesia dikenakan biayasebesar
Hp S0O0.00C0,

i sabu sisi, penerimuan negara bukan pajak (PNBP) Ke-
menkumham akan meningkat pesat dengan adanya puluhan
ribu WINT di Malaysia yang mengajukan permohonin mem-
peroteh kembali kewarganegaroan. Namun di osisi lain,
rilruan WXNI itu terancam dideportasi hanva karena tak hisa
membayar biava administrasi. Menurut mereka, Bp 500000
itu terialu berat,
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Say:n muenyampaikan keluhan para WNI yang rasibmva
helum jelas kepada Dirjen AHU Syamsudin dan Menkumhbam
Andl Mallulalin, Menkumham Matalatta meminta saya
untuk mencari solusi akan masalah tersebut. Tanpa pkir
purijang, saya menyarankan membual surat permintaan
unluk membebaskan biava pendaftaran memperotch kembali
kewarguneyaraun  demi  kemanusiaan  kepadi  Menteri
Keunngan (Menkeu), yang ketika stu dijabat oleh S6i Mulyani.
Menkumham Matalatta vang setuju langsung merrigaskan
sava unluk membuat konsep surainya

Tak perlu wakbtu lama untuk membuat surat. Setelah
ditandatangani olch Menkumham, saya langsung meminia
staf di Direklotal Tsla Negara untuk langsung mengantarkan
surat tersebut ke kantor Kementerian Keuangan (Kenenken).

Bebuerapa hari berselang, tanpa didugn Kemenkeu yvang
dikenal cukup keial dalam menjalankan eturan den kelentuan
serta proses birokrasi menyetujui surat permintaan itu
Setelah surel perselijuan Menkeu Sri Mulyam keluar,
sejak saat itu pula tim di lapangan ok lagl memungsd hiayy
pendaftazan untuk memperoleh kembali kewatganeguraan.

Jika Jdalam periode pertama tim hunya berhasil mem-
herikan surat keterangan kewarganegaraan kepoda be-
lason ribu WNL di Madaysia, kini sctelah adanya surat
“rakti” Menkeu, tim dapat mengembalikan sekitar 50 ribu
kewarganegaraan. Sejalan dengan e, Pemerintah Malaysia
pun menberi kelonggaran waktu yang diperpanjang.

Di pericle berikulnyi, tim yang masih mendata mencoba
menggunakan metode surat “sakti” kembali. Namuon, surat
"sakti" Menkeu hanya herlaku untuk satu perivde sy, Ke-
luhan kembali muncul dari para WNT yvang liarus mombpayar
hiaya pevdaftaran,

Melihol kendisi WNI di Malaysia yang rawan perlin-
dungan, says pun mencoba untuk mengubal istilah “pengem-
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balian kewarganegaraan™ dengan “penegasan status RKewarga-
negaraan”, Denganbegitu, tak adabiayayangharus dibayarkan,
Pasalnya, Kemenkumbam di lapangan tidak memberikan
surat keterangan kewarganegaraan berdasarkan permohonan
WNL agar sLalus kewarranegaraannya dikembalikan Namun,
tim di lapangan hanya “memberi penegasan”™ kepada WNI
yang telah menetap lama di Malaysia. Jadi Lak ada pemberian
slulus WHNI (ada ketentuan PNEP-nya) tetapt hanmya pom-
herian penegasan schagai WNI {lak ada kelenluan DPNBIP-
nyit},

Dengan tidak memungut biaya, bukan berarti tim di la-
pangan melanggar hukum. Namun, tim di lapangan hanya
tidak menggunakan nomenklatur yang tertera di PP Nomor
14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Tndongsia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Jenis
dan Tanf atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yany
Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tak ada aburan yang dilanggar. Lagipula, tak satu pun anggota
11m yany melakukan korups:,

Meski Kemenkwimham tak menerima PNBP dari permo-
honan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganeparaan
Indonesia, selidaknya ada alasan kemanusinan yvang lebih
penting untuk diperjuangkan. Dengan begitu, negara tak
perlu menanggung kerugian vang lebih besar, melihat warga
negaranya dipulanekan dengan cara tidak hormat, 4
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MENEGASKAN REFIRMASI HIROKRAS! 01 KEMENKUMHAM:

Menyontek Dokumen Ditjen
Pemasyarakatan dan
Doa 40 Ribu Qrang

Di talwn 2011, ada suasana lain di Kementerian Hukum dan
ITAM (Kemertkunmham). Kalangan petinggl di Kemenkumham
sibuk membicarakan apa yang disebut Reformasi Dirokragi.
Namun, pembicaraan yang lebih merah lagi terkait peng-
hargaan terhadap instansi yang telah melakukan reformasi
birokrasi itu, yang kami sebut sebagal ‘tunjangan Kinerja'.
Kemenpan memberikan arahan kepada karai dan kami scmua
menyatnbutnys secara antusias, muagkin juga karena ada
‘iming-iming’ tuniangan kinerja yang akan memperhaik
kesejahteraan kami. i Kemenkumham, Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan {Dirjen Untung Sugivonn dan Seadit Ambeg
Paramarla) menyiapkan segala sesualu selama hampir
setaliun dan menghasilkan dokumen yang sinp disctorkan
ke Tim Reformosi Birokras] Kemenpan, Sementara itu, unit
Eselan 1lainnya masih sibuk dengan diskusi.

Saya ingat, pada mulanys kami—selurub pejzbat Eselon
4 hingga Eselon 1—beriumpul di schuah hotel untuk me-
rusnuskan arah dan sasacin, visi dan misi Kementerian Hukum
dan ILAM, Kami berdiskusi dan berdebat untuk merumuskan




sebuah visi baru Kemenkumham dengan dipandu oleh se-
orang ‘pemandu ahli', Sayva lupa nama lengkapnya, tetapi
1a dipangeil Pak Agus. Saat itu, sang pemandu menegaskan
bahwa meskipun unit Eselon 1 di Kemenkumham memiliki
dimensi tupoksi yang beragam, telapi semua visi unit Esclon 1
harus dilebur menjadi satu visi Kemenkumham.

Kami kemudian membicarakan sasaran pembangunan
hukum 2010-2014: hukum sebagai panglima, yang memberi-
kan rasa aman, adil dan kepastian berusaha, Kami berdiskusi
lentang mengapa harus dilakukan reformasi birokrasi? Ka-
mi berintrospeksi diri bahwa memang tingkat kepuasaan
pelayanan publik masih sangat rendah, disiplin jajaran hingga
pimpinen masih rendah, kinerja pegawai belum terukur,
adanya dugaan KKN, dan orientasi program dan kegiatan yanyg
tidak berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masvarakat.

Maka, saatitu kamisemua sepakat bahwa tujuan reformasi
birokrasi yang kami akan bangun adalah pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN, peningkatan pelayanan pu-
blik, peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dan pe-
mantauan terhadap kinerja aparat dalam pelayvanan publik.

Pada akhirnya, kami semua setuju kalau reformasi biro-
krasi akan menghadirkan budaya kerja yang berorientasi
pada peagelolaan pemerintahan vang baik (good governance),
yang akan memadukan gerak dan langkah seluruh pegawai di
Jajaran Lementerion Hukum dan HAM yang secara mandiri,
herintegritas, dan terkoordinasi mulai dari pusat sampai ke
daerah.

Kamisemuabertckad untukberadadiarusdangelombany’
reformasi birokrasi, Kami semua di Kemenkumham—se-
tidaknya di jajaran Esclon 1-mau berada di sana.

Sesual dengan Grand Design Reformasi Birokrasi vang
ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomaor 81 Tahun 2010,
terdapal delapan area perubahan vang haras dilakukan dalam
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reformasi birekrasi. Area perubahan pertama adalah hidang
kelembagaan, dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi
yang lepat ukuran dan tepat fungsi. Aren perubahan kedua,
yaitu ketatalaksanoun (business process), dimaksudkan untuk
menciptakan efisisiensi dan efektivitos penyelenggaraan pe-
merintahan. Area perubahan ketige adslah penyelarasann
peraturan perundangan yung iumpang tindih. Area per-
ubahan keempat vakni bidang SDM Aparalur, sedangkat
arca pernhahan kefima adalah bidang pengawasan. Lalu, yang
keenam adalah bidang akuntabilitas. kefoyuh ndalah bidang
peluyanan publik, dan area perubahan &edefapan adalah pola
pikir {mindses) dan budaya kerja {cufture set) aparatur.

Dengan mengubah pola pikir dan budaya kerja {(mana-
jemen perubahan) diharapkan akan menghasilkan birckrasi
dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Poenataan peraturan
perundang-undangan dipastikan akan menghasilkkan regulasi
yang lebih 1eriib, tiduk tumpang tindil dan kondusional, Area
perubahan yang kellgn, penatann dun penguatan organisasi
aken berujung padn organisasi yang tepal [ubgsi dan tepal
vkuran {right sizing). Pelaksanaan tata lnksana dibarapkan
menjamin hadirnva sistem, proses, dan prosedur kerga yang
jelos, efeklifl, efisien, terukur dan sesuad dengan prinsip good
governance. ™ area perubaban kelima, penataan sistem
munajemen SDM apuratur akan melahirkun sparatur yiy
profesinnal, berintegritas, kampeten, kapabel, berkinerja ting-
g dan sejahtera. Untuk menjaga sernua kesinambungan itu,
diperlukan juga penguitan pengawasan agar penyeierggaraan
nemerin.ah yang bersih dan bebas KKN bisa ditingkatian. 1M
arca perubahan kelujuh, ada penguainn akuntabilitas Kinerja
untuk meningkatkan kapasitas dan akuntahilitas kinerja birn-
krasi, Tecukhir udaluh peningkatan kuulites pelavanan publik
vang pada akhirnys berujung pada pelayanan prima sesuai
kebutuhan dan harapan masyarakatl.
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Kesiapan Ditjen Pemasyarakatan untuk melakukan ‘pe-
layaran’ di lautan reformasi birokrasi sepertinya tidak me-
mungkinkan unluk menunggu unit Eselon 1 yang lzin, Kon-
sep dan dukungan dokumen mercka untuk dinilai dalam
program reformasi birokrasi sudah siap. Pada suatu hari, kami
mengadakan rapal bersama dengan seluruh unsur pimpinan
unit Eselon 1 yang ada. Dari Ditjen Pemasyarakatan hadir
Untung Sugiyone (Dirjen Pemasyarakatan) dan Ambey
Paramarta (Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan). Dalam rapal
itu, Sekjen Kemenkumham Prof. Bari Azed menyampaikan
bahwa Ditjen PAS sudah memasukkan dokumen reformasi
birokrasi mereka kepada Tim Kemenpan vang dibentuk
untuk itu. Namun, olch tim ‘ditolak’ kiarena harus diusulkan
secara bersamaan dengan unit Eselon 1 lainnva vang ada di
kemenkumham RI, sehingga hasilnya nanti adalah program
reformasi birokrasi Kemenkumham diterima atau ditolak
untuk tahun itu,

Rapal menyatakan bahwa kali itu adalah saatnya Kemen-
kumham harus berada dalam jajaran Kementerian yang
sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi. Kami bertekad
mengubah diri menjadi lebih baik. Sudah tiga tahunan kami
mendengar bahwa Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa
Keuangan, dan Mahkamah Agung telah dinvatakan sebagai
lembaga yvang sudah melakukan reformasi birokrasi dan
menerima tunjangan kinerja. Menyvusul di tahun 2009 ada
sekretarial Negara dan Pemberdayaan Aparalur Negara yang
dinyatakan sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi dan
menerima tunjungan Kinerja bagi jajarannya.

Tahun 2010, ditargetkan lembaga yang terkait penegakan
hukum akan melaksanakan reormasi birokrasi, vaitu Polisi
Republiz Indonesio (Polri), Kejaksaan, dan Kementerian Hu-
Kum dar HAM. Maka, rapat diruangan Sekjen Kemenkumham
tersebut memberikan  gambaran juga bhahwa dokumen
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Kejaksaen dan Polri sudah diterima dan gegera akan dinila
uleh Tim Reformasi Birokrasi Kemenpan. Lalu, bagiimana
dengan Kemenkumham?

Irutam rapat siang inl, Sekjen memints agar Ditien Pe-
masyara<atan menjeluskan dokumen yang telah mereka siap-
kan. Scsdit Ambeg dengan semangat mmenjelaskan kepada
komi semua leatang yang sudah mereka buat dan persispan
yang dilakukan hampir setahun lcbih. Saya ingat, seloku
Dirjen ATIL, saya juga ‘kehilangan jejak’ mengikuti penjelasan
Amhog. Mereke sudah terlalu jauh dan Lerlalu banyak urusan
‘indikator’ maupun urusan ‘teknis’ lainnya yang saya tidak
kelahui.

Suat kami melakukan rapat, deedfine memasukkon doku-
men hanva tingpal hitungan hari. Saya—dan kebanyakam dari
kami vang hadir—agak terhenyak dengan siluasi lerschut,
ibaral igury time’ Jdalam sepak hola, kam sesungguhnya
sudal ketingealan gol. Hepeless. Namun, tiba-tiba Kepala
Lithang ITAM Kemenkumham Hafid Abbas berbicara dun
memintz dokumen yang ada di depan Ambeg Paramarta.

“Apakah kami bisi menyalio atau diber sofl copy-nya. Biar
kani pelajari secepatnyn. Biar kami selegaikan dalam dua-
tiga bari ke depan,” kata TTafid Abbar Kami semus seperti
terbangun dari ketidukberdayaan. Mengapa kami tidak pela-
jarh dan nembedah apa yang sudah dilakukan teman-teman
di Ditjen PAS?

Sava kemudian mengemukakan bahwa saya mendengar
tin Kemenpan itu terdiri dari berbagai ahdi Universitas Indo-
negia. Mengapa selain 'membedah’ dokumen Ditjen PAS, kami
tiduk mencoba lebih memahami konsep Relormasi Birokrasi
dengan mendengarkan dari para ahlinya' Bukankah tidak
terlarang jika mereko memberi pencershan kepada kami?
Savy kermudian bertnnya kepada Sesdit AHU, apakah tiduk
memungkinkan untuk mengundang satu-dua orang anggota
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tim untuk memberi semacam ‘pencerahan’ arahan agar tidak
terlalu ‘sesat” jalannya dalam menyiapkan dokunmen yang
diwajibkan,

Ketita 'Pak Agus' memandu kami soal Reformasi Biro-
krasi, secara pribadi saya tidak terlalu mudah urluk me-
mahami apa yang ia kemukakan. Banyak perdebatan vang
berlangsung di antara sesama kami vang terasa melintas
saja di luar pemahaman saya. Saya yang tidak nvambung
mungkin, Namun, mungkin banvak vang ‘tidak sempurna’
memahami apa yang seharusnya disiapkan untuk menujuo
ke Reformasi Birokrasi. Terbukti sampai menjelang hari-
hari terakhir memasukkan dokumen, hanya Ditjen PAS vang
menyelesaikan konsep serta dokumen pendukungnya dengan
baik.

Rapat kemudian memutuskan bahwa semua tim unit
Fselon 1 akan mendengarkan penjelasan ulang terkait hal
vang diperlukan untuk melengkapi dokumen dan segala
sesuatu yang terkail Reformasi Birokrasio Begitulah, atas
upaya Sesdit AHU Freddy Harris, jajaran Ul yang terlibat
dalam persiapan Reformasi Birokrasi Indonesiz datang
memberikan pencerahan. Sayva ingat sckali, sesudah acara
‘pencerahan’, saya bertanya kepada salah seorang Kasubdit
di AT bernama Tehna Bahna Sitepu yang menjadi anggota
tim persiapan mengenai bayangan dan hal-hal yang harus
disiapkan untuk Reformasi Birokrasi di Kemenkumbham,
terutama ketika dibandingkan dengan berhari-hari mengikuti
workshop yang dilakukan bersama ‘Pak Agus'. Dengan spontan
Tehna menjawab, “Ini sudah terang benderang, Pak. Jelas apa
yang harus dikerjakan dan disiapkan. Kami sudah bagi tugas
dan akaa meyiapkan semua dokumen dalam satu-dua hari ke
depan.”

Akhirmya, Kemenkumham secara keseluruhan memang
bisa menyiapkan seluruh dokumen dalam satu kesatuan
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kementerian, Kami semua optimis unluk menghadap proses
penilajun, termasuk kunjungan lapangan yang akan dilakukan
langsunyg oleh Tim Penilai Kemenpan. Saya masih ingat ketika
berpapasan dengun Bumbang Rantam bSariwanto {Kuakan-
wil DK Jakarta) yang mendampingi tim penilai di Tempat
Pemeriksaan Umigeasi (TPT} di Bundura Seekarno-Halla,
Tentu hukan hanya di satu tempat dan satu hari, karena Lim
peniiai melalukan pengecckan secara lamgsung dan acak.
Namun, Kakanwil Bambang Rantam terlihat begitu semuangat.
Kami semuya sangat scmangal hari-hari itu.

Mungkin saking semangatnya, rombongan Titn Penilaj
vang heskunjung ke Jawn Timur dun saat itu didamping:
Ambeg Paramarta (Sesdit Ditjen PAS), sempat mengslami
tabrakan heruntun karenz tim penilal ingin memastikan
bahwa semua satuan Kerja di Surabaya tak hanya bertekiul
melaksanakan Reformasi Birokras! di alas kertas, tetapd juga
lewat implementasi i lapangan dengan sebaik-baiknya,
Semua tim saat itu beketja secara penuh, termasuk Buri Azed
Sekjen Kemenkumhant,

Alkamdulillah tim penilai Reformasi Birokrasi akhirnya
menetapkan bahwa Doln, Kejaksaan, dan Kemenlerian
Hukum dan HAM sudah memenuhi semua unsur untuk
melaksanukan Reforniasi Birakrasi, Karena jlu, ketiga instansi
tersebut dinilai berhak mendapatkan tunjangan Kinecja atau
yang dischut-sebut sebagai remuncrasi. Maka, “per;uangan’
varg ludinya berada di medan tim penilai berpindah ke
Eementerian Keuanyin dan tentunya Sokretariab Negara,

D akhir tahun 2010 sampai awal-awal tabun 200) jlulab
Menteri Hukum dan 1AM bahkan ikut langsung melobi
Menter: Keuangan B agar pengangdarin tunjangan Kinerja
{vang juge sudah mendapal dukwigan DPR-RI hagi liga
lembaga penegak hukum) dapat diberd perhatian khusus. Saya
masih ingat, suatu hari Menteri Kewangun Agus Martowardojo
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mengundang Menkumham Fatrialis Akbar, Wakil Juksa Agung
Darmono selaku pelaksana Tugas Jaksa Agung, dan Kapolri
Timur Pradopo ke kantornya. Saya tidak ingat persis topik
bahasannya, tetapi mungkin terkait dengan gugatan hukum
ke pemerintah Indonesia untuk sebuah kasus perdata. Saat
itu—tanpa disengaja—sebelum acara berlangsung, Kapolri,
Jaksa Agung dan Menkumham secara bersamaan masuk ke
toilet pejabat 1. Entah mengapa, saya memberankan diri
ikut nimbrung berbicara ketika ketiganya sedang mencuci
Langan di wastafel dan masih berdiri bertiga di toilet,

“Sava mengingatkan Bapak bertiga, Pak Kapolri, Pak
Jaksa Agung, dan Pak Menteri, bahwa Menteri Keuangun
ini yang akan memuluskan terealisimya tunjangan kinerja
kita. Saya usulkan, Bapak-bapak bertiga, jangan lupa meng-
ingatkan soal tunjangan kinerja im,” kata saya dengan percaya
diri. Ketiga petinggi itu memberi reaksi yang sama, “Perlu
" Lalu Patrialis Akbar menimpali, “ribuan warga kita
menunggu remunerasi ini.” Saya tak tahu apa mereka bertiga
menvampaikan pesan terschut ketika bertemu herempat di
ruang Menkcu.

Sayayakin Menteri Patrialis Akbar sctidaknyva akan meng-
ingatkan Menkeu soal ini, karena pernah di suatu hari—ketika
kami beberapa pejubal Eselon 1 sedang rapat dengannya —saal
diingatkan soal tunjangan kinerja, Patrialis memanggil ADC
agar disambungkan melalui telepon ke Menteri Kzuangan,
Setelah tersambung, Patrialis menvampaikan harapan itu
kembali, "Empat puluh ribu lebih jajaran Kemenkumham
sedang memanjatkan doa agar keputusan Menkeu soal tunker
segera keluar. ”

"uncak dari penantian, kerja keras, dan segala upaya yang
dilakukan mulai dari menteri hingga jajaran terbawah seperti
tidak berkeputusan. Hampir semua jajaran terus mengikuti
‘harapan besar’ yang sudah terbayang: tunjangan kinerja,
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remunerasi. Sampai-sampai, semua orang sepertinya ingin
tahu sudah sampai di mana prosesnya, apakah ada dokumen
pendukung vang kurang, apa vang dirapatkan Karo Peren-
canaan Sri Utami di Kemenpan, bagaimana hasilnya? Lalu,
Jika mengikuti pertemuan atau rapat di Kemenkeu, semua
orang ingin tahu apa yang diputuskan di sana, termasuk
para Eselon 1 yang selalu ingin mendengarkan cerita baru
vang sesekali disampaikan oleh Sekjen Kemenkumham
baru, Bambang Rantam Sariwanto. Semua kekurangan atau
kelengkiupan dokumen terus disiapkan, dilengkapi, dan
dibereskan secara bersama-sama, gotong royong, termasuk
ketika terjadi pergantian kabinet dari Menteri Palrialis ke
Menleri Amir Syamsudin dan Wamen Denny Indrayana.
Bambaryg Rantam vang tadinya Kakanwil DKI Jakarla sudah
sempal menjabal sebagai staf ahli, kemudian saat ini menjadi
Selgjen. Bisa dikalakan Bambang terlibat aktif di urusan ini
dalam tiga jabatan.

Menteri dan Wakil Menteri pun terus diberi laporan atas
perkembangan menuju ‘era bary’, ‘harapan baru’ seluruh
jajaran  Kemenkumham. Mungkin puncak harapan itu
terjawab saat suatu hari di sekitar bulan April 2011, Wamen
Denny Indrayana yang sedang memimpin rapat tiba-tiba
mendapat telepon dari Kantor Wakil Presiden Budiono,
Wamen diber1 tahu bahwa agenda rapat di Tstans Wapres
adalah membicarakan dan menuntaskan besaran tunjangan
kinerja Kemenkumham dan lembaga negara lainnya, Wamen
langsunz meminta Karo Perencanaan 5ri Utamiuntuk ikut ke
Istana Wapres. Pada saat itu, selain Sekjen, Karo Perencanaan
adalah vang paling menguasai seluk-beluk tunjangan kinerja
yang akan diterima.

Eetika 5Sri Utami kembali dan selesai melaporkan ke
Sckjen, para pejabat Eselon 1 diberi tahu hahwa sepertinya
kami akan tiba di ujung jalan. Rapal di Wapres pada dasarnya
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sudah menyetujui pemberian tunjangan kinerja untuk 40.000
lebih jajaran Kemenkumham dengan total nilai Rp 4 triliun,
termasuk beberapa bulan pembayaran bulan ke belakang
(rapel).

Semua upaya tersebut akhirnva berbuah dikeluarkannya
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tunjangan
Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manuosia, dan dilanjutkan dengan heberapa
keputuszn terkait lainnya, Terakhir, dikonkretkan dengan di-
keluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan [ITAM No M.HH-
18.KLL.01.01 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemberian Tun-
jangan Kmerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian
ITukum dan HAM. Schuah kerja keras yvang tidak mengenal
menycrah. 4
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TEROBOSAN HUKUM UNTUK RASA KEADILAN
BAGI AKTIVIS PEKERJA:

Grasi Presiden untuk
Eva Bande di Hari lbu

Hart 1Tak Asasi Manusia{HAM) Intcrnasional yang diperingati
pada 10 Desember setiap tabunnya tentu selalu jaci momen
spesial, terlebih bagi saya—yang kala itu menjabat sebagai
Dircktur Jenderad (Dirjen) HAM, Kemenlerian Hukum dan
ITAM (Kemenkumham)—di tahun pertama Joko Widodo
menjabak Presiden.

Lima hari sehelum perayaan Hari HAM vang jaluh pada
Descmber 2014 dan akan dilaksanakan di Tstana Kepresidenan
Yogyakarta, saya tak langsung pulang setelah jam kerja usal
Sore ity, langkah dar kantor saya hentikan untuk menyeruput
secangkir kopi hangat di Pacifle Place, Jakarta Selatan,
Namun, tak lama berselang telepon genggam saya berbunyi,
Menteri Hukiom dan HAM Yasonna Laoly memanggil. Ada
hal penting dan saya mesli segera menghadap, Tak sempat
habiskan kopi vang masih tersisa, tangan saya telah membuka
aplikasi transportasi oniine dan memesan ojck agar cepat
samnpai kemhbadi ke Rasuna 5aid, Kuningan,

Sesampai di ruangan Menteri Laoly, beliau lanysung me-
nyampzikan bahwa ada permohonan dam kelompok aktivis
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HAM kepada Presiden Joko Widodo untuk membebaskan
seorang tahanan yang saat itu menjadi warga binaan di
Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Palu Kelas 11 Petobo,
hernama Eva Susanti Hanafi Bande.

Eva merupakan ibu dari tiga orang anak yvang masuk
lapas karena dilaporkan ke polisi oleh manajemen sebuah
perusahaan sawit Tuduhannya cukup serius, menghasut
warga untuk berunjuk rasa vang berujung pada pengrusakan
asel milik perusahaan terscbut.

Peristiwa itu terjadi empat tahun laly, tepatnya di 2010,
Pengadilan juga sudah menjatuhkanvonis empat tahun untuk
Evi, Oleh para aktivis, Eva yang merupakan pejuang petani
i diangzap sebugai korban “kriminalisasi” pemilik modal
Kelompok aktivis tersebut ingin Eva Bande segera dibebaskan,
Menteri menanyakan kepada saya kemungkinan Eva Bande
untuk dibebaskan. Ta sebelumnya telah berkonsultasi dengan
Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Tlandoyo Sudrajat beserta
Jajarannya, letapi tak ada titik terang untuk menjawab tun-
tutan para pegiat HAM,

Entah mengapa, saat itu juga saya teringat hak prerogatif
Presiden untuk memberikan grasi yang tercantum dalam
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Saya pun berdiskusi
dengan Menteri mengenai kemungkinan untuk pemberian
prasi kepada Eva pada peringatan Hari HAM Inlernasional
yang rencananya digelar di Istana Kepresidenan Yograkarta,
Menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, Presiden dapat mem-
herikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertim-
bangan Mahkamah Agung (MA).

Sesuai aturan, permohonan grasi harus diajukan oleh
orang yang lelah dijatuhi vonis—dalam perkara ini adalah
oleh Eva Bande sendiri-—sebagai seorang warga negara. Sesuai
Pasal 28 Dayal (1) Amandemen UTTD 1945, setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
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yang adil serta periakuan yang sama di hadapan huzum. Sore
itu juga saya langsung menelepon Kepala Kantor Wilaysh
Kemenkumham Sulawesi Tengah Rosman Siregar dan Kepala
Lapas Palu Kelas IT Petobo untuk menyampaikan perintal
Menten Lanly agar segera memproses prasi bagl Eva Bande.

Kedua orang itu hergegas menuju Lapas Palu Kelas 1T
Petobountuk bertermnu langsung dengan Eva. Menteri Hukum
dan HAM Yasonna Laoly—melalui TTP Kakanwil—langsung
berbicara dengan Eva melalni sambunyan telepon dan me-
nerangkan maksud pemberian grasi.

Sctelah berusaha melalui sambungan telepan, jeda yang
ada saya manfaatkan unluk menunaikan salat magrib,

Tak lama, Rosman Siregar kembali menelepon. la menga-
barkan kalau Eva masih bimbang untuk mengajukan surat
permohonan grasi. Alasannya, dia merasa tidak bersalah
schingga tidak perlu meminta pengampunan. Sava kemudian
meminta agar disambungkan langsung ke Eva supaya bisa
berbicara langsung dengannya. Kepada Eva, saya menjeluskan
hahwa adalah sesuatu yang prinsip jika dia tak merasa me-
lakuian kesalahan. Namun, ia harus memahami balwa ada
proses hukum vang juga punya otoritas sendiri, dan secara
hukum ia sudah dinyatakan bersalah, Saya menvarankan
agar dia memahami hal tersebut dan cukup meminta grasi
kepada Presiden. la tak harus terlalu merisaukan urusan
mengaki ‘hersalaly’ atau ‘meminta ampunan’, I3 hanya perlu
menandatangani surat permintaan gras:, meskipun dalam
kosakata grasi menyiratkan dua hal terselbut.

Setelah berbicira panjang, Eva Bande bisa memahami
penjelasan sava dan ia bersedia menandatangani surat yang
sudah disiapkan, tentu saja dengan mempertimbangkan
semua kebaikan yang harusnya didahulukan dalam meng-
ambil sebuah sikap. Malam laygal 4 Desember yang mele-
lahkan itu akhirnya sclesal jugs. Keesokannya adalah hari
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Jumat. Sava terus mengikuti kelanjutan surat permohonan
¢rasi Eva Bande. Ruwetnya, Eva Bande diadili di Pengadilan
Negeri Luwuk Banggai, Artinya, surat permohonan grasi Fva
harus mampir terlebih dahulu ke kantor pengadilan di Luwul
Banggai yang berjarak kurang lebih 592 km, atau harus
menempuh sckitar 13 jam perjalanan darat dari tempat ia
ditahan. Pasalnya, ada berkas surat yvang harus ditandatangani
oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Banggai sebelura dilan-
Jutkan ke MA,

Yiburu waktu, Kepala Lapas Palu Kelas LI Petobo berniat
langsung mengantarkan surat itu sendiri, Sementara itu,
Kepala Lapas Luwuk Banggal akan menunggu di Poso, Litik
lengah artara Palu dan Luwuk Banggai, dengan harapan surat
itu akan sampai pada sore hari di Kantor Pengadilan Negeri
Luwuk Banggai, sehelum jam kantor selesai hari Jumat,

Nahas, Kalapas Palu Kelas TT Petobo terjebak kemacetan
panjang akibat adanya kecelakaan di ruag jalan. Surat yang
harusnya sudah sampai Jumat sore pun tertunda hingga
Sabtu pagi. Lebih nahas lagi, Ketua Pengadilan Negeri sudah
terbang ke Surabaya untuk urusan keluarga scjak dini hari.
Tak ada yang bisa disalahkan dari kejadian di Jumat awal
Desember tersebut. Iskandar sudah berusaha sekuat tenaga
serta Ketua Pengadilan Negeri memiliki hak untuk libur dan
mengunjangi keluarganya.

Secara otomatis, sayva yang berada di Jakarta harus dengan
cermat mengatur agar grasi kepada Eva Bande bisa diberikan
saat peringatan Hari HAM di Yogvakarta yang waktunya
tinggal tiga hari lagi. Hari itu juga saya mencari ‘Jalar’ agar
dapat menemui Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Al
Alhamdulillah, karena kepentingan negara dan mendesak
serta alasan kemanusiaan, beliau bersedia menerima saya di
rumah dinasnya pada hari Minggu siang di bilangan Gatot
Subroto, Jakarta. Saya menjelaskan maksud terkait keinginan
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pemerinlah untizk memberikan grasi kepada aktivis petani
Eva Bande.

Pemerintah memiliki alasan kuat ontuk memberikan
grasi. Fva merupakan korban “kriminalisasi” pemilik modal
yang merebut lahan petani. Pada dasarnya, Hatta Alj setuju
dengan tpaya pemerintah untuk memberikan vrasi kepada
warga negara yang oleh pemerintah dinilai patul untuk
mendapatkan grasi. Namun, sesual ketenluan UJTD 1945,
permberian grasi itu hisa dilakukan setelah ada pertimbangan
dari MA. Pertimbangan itulah yang akan menjadi landasan
hagi Presiden nntuk memberikan grasi. Menurut dia, per-
timbangan itu tak bisa dilakukan dengan cepat karena harus
dipelajzri tertebih dahuiu kasusnya, Apalagi, sampsai hari ito
sural petrmobonan grasi Eva belum sampai ke MA,

Apa daya, keinginan pemerintah untuk memberikan
grasi kepada Eva Bande pada peringatan Hari HAM muskil
lerlakszna. Namun Hatta All mengatakan pemerintah bisa
menyimpaikan bahwa saat ini sedang mempertimbangkan
pomberian grasi kepuda scseorang, Jika pertimbaagan MA
keluar, Presiden pun bisa memberikan grasi pada TTari Thu
tanggal 22 Desember.

MMasil pembicaraan dengan Ketua M4 langsune saya
laporkan ke Menteri Laoly. Beliau pun meminta saya ber-
keordinasi dengan jajaran Seknep. Akhirnya, setelah berkoor-
dinasi dengan jajaran Kementerian Sekretarial Negara, dalam
konsep pidalu Presiden pada hari TTAM disebulksn bahwa
pemcrintah sedang mempertimbangkan permintaan dari se-
kelompuk masyarakat, para aktivis, pegiat HAM, dan buruh,
terkait pemberian grasi pada Eva Bande.

Selesai berkoordinasi pihak Sekneg, sayn merasa masih
ada hal yang harus dipastikun. Saya langsung mencari kontak
lelepon Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Banggai vang sedang
berada di Surabaya dan berkonsultasi dengannys: perihal
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pengajuan grasi Eva Bande. Melalul sambungan lelepon, ia
memastikan akan segera memproses surat permohonan grasi
Eva Bande sesampainya di kantor pada hari Senin. Janji Ketua
PN Luwuk Banggai ternyata dipenuhi. Pada hari Selasa, 9
Desember 2014, surat itu sudah tiba di Jakarta dan menunggu
pertimbangan MA

Di lain tempat, Presiden Joko Widodo memperingati hari
ITAM di Istana Kepresidenan Yogyakarla, Peringatan tersebut
dilaksanakan sehari lebih cepal pada 9 Desember untuk
sekaligus memperingati Hari Antikorupsi Internasional yang
memang atuh pada tanggal itu

Mesk! rencana pemberian grasi kepada Eva Bande mesti
tertunda, Presiden berjanji akan sepera membebaskan Eva
Bande. Dalam pidatonya, Presiden berucap, “Sava berharap
sebelum Ian Tbu, Saudari Eva bebas berkumpul dengan
suami dan keluarga. Saya sedang mempertimbangkan untuk
mengabulkan permohonan grasi tersebut, Namun, saya harus
tetap menunggu pertimbangan dari Mahkamah Agung, Tetapi
Insya Allah pada peringatan Hari Ibu nanti Saudari Eva Bande
moga-mcga bisa bebas dan bisa berkumpul dengan suami
serta putra-putrinya.”

Janji Presiden pun terbukti. Pertimbangan MA akhirnya
keluar, Keputusan Presiden untuk grasi Eva Bande pun keluar
pada 19 Desember 2014, Protokol Kemenkumham Agung atas
arahan Sekjen Kemenkumham mengurus keberangkatan Eva
Bande dari Sulawesi Tengah ke Jakarta agar dapul menerima
langsung pemberian grasi dari Presiden, Pada peringatan Hari
Ibu, 22 Desember 2014, vang dilaksanakan di GOR Ciracas,
Jakarta, dengan didampingi oleh keluarganya, Eva menerima
grasiilu dengan senyum bahagia terpancar di wajah, 4
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R
PEMBERIAN GRASI PRESIDEN UNTUK TAHANAN PAPUA;

Usulkan Ratas di Sekneg dan
Menyiapkan Baju Putih

Banyak pengamat, termasuk pemerhati TTak Asasi Mamusia,
menyatakan bahwa salah satu jalan menyelesatkan ‘masalah’
di Papua adalah dengan membebaskan tahanan politik di
sana. Presiden Joko Widndo kemudian tercatat juga schagai
RI-1 yang paling sering mengunjungi Papua. Jokowi juga di-
sebut-sebut sudah menerima saran untuk memperhatikan
status tahanan politik yang ada di sana. Ta bahkan dikabarkan
berencana memberikan grasi kepada tahanan politikdi Papua.

Selragaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945, Presiden memiliki hak prerogatif memberikan
grasi kepada warga negara Indonesia atas pertimbangan dari
Mahkamah Agung (MA). Beberapa kalangan menyuarakan
soal grasi hagi tahunan politik ¢i Papua, meskipun ada satu
tahanan politik yang menolak untuk mengajukan grasi, yaitu
Filep Karma.

Filep menolak meminta ampunan kepada kepala negara
karena dirinya merasa tidak bersalah, Ada juga kalangan yang
menyuarakan amnestl, tetapi proses pemberian amnesti tuk
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hisa herlangsung cepat. Seperti bunyi Pasal 14 Ayal (2) 1TUD
1945, pemberian amnesti dan abolisi harus memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan proses
di DPR memerlukan waktu yvang tak sehentar. Sementara itu,
Presiden biasanya ingin bertindak secara lebih cepat.

Pada suatu hari di bulan April, saya mendapzt surat
berisi informasi bahwa ada lima tahanan politik lain yang
berniat mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo,
Karena itu pula, sebagai Pelaksana Direktur Jenderal Ad-
ministeasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sava adalah orang
vang berwenang mengurus persiapan pemberian guasi itu.
‘ada akhir April 2015, saya berinisiatif memangyil Direktur
Pidana Salahudin untuk segera melaksanakon rapat inter-
departemen (interdep). Tujuannva jelas, untuk membahas
kemungkinan pemberian grasi pada tahanan politik di Papua,
mengingat pemberian grasi oleh Presiden tersebut bukan saja
akan menunjukkan wajah Indonesia yang memedulikan hak
asasi manusia, tetapi juga scbagai upaya rekonsiliasi nyata
pemerintah di Papua,

Beberapa hari kemudian, Direktur Pidana melaporkan
ke saya kalau rapat interdep berjalan alot. Hasil rapat me-
mutuskan bahwa persoalan pemberian grasi memerlukan
kajian yang lebih dalam, Saya menyadari bahwa untuk para
tahanan politik <i Papua tak bisa disclesaikun sendiri olch
Ditjen AU, apalagi ini menvangkut masalah politik dan
keamangn. Saya memutuskan untuk melaporkan hasil rapat
kepada Menkumham Yasonna Laoly dan menvarankan untuk
membawa masalah ini ke rapat antar-kementerian/lembaga
di bawah pimpinan Menteri Koordinator Politik, Hukum,
dan Keamanan (Menko Polhukam) atau Menteri Sekrotaris
Negara (Mensesneg). Menkumhbam  Yasonna  menyetujui
saran untuk membawa pembahasan grasi ini ke tingkat yang
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lebih Linggi, dan mungkin Menkumham mengomunikasikan
tu ke bongesnep.,

Taklama berselang, Kemenkumham mendapat undangan
dari Sekretariat Negara (Setneg) unluk menghadiri rapat
pembahasan pemberian grasi kepada tahanan politik di
Fapua, Mamun, pada saat hari rapat tersebut Menkumham
Lavly sedang berada di Ambon untuk kegialan yvang sudah
dijadwal, jadi Menteri menugaskan sayabersama Dirjen HAM
Mualirin Abdi untuk menghadiri rapat lerscbut. Rapal vang
berlangsung di kantor Mensesneg pada hari Jumat,  Mei
2015 tersebul dipinmpin langsung oleh Mensesneg Pratikno
dan Menko Poihukam Tedjo Edhy.

Sejumlah wakil lembaga terkait, seperti TNT, Polrd, BIN,
Kejaksaan Agung, hingga MA datang. Dalam rapat itu juga
Mcoko Polhukam Tedjo menegaskan keinginan Iresiden
Joko Widode untuk mempertimbangkan pemberian grasi.
Halitu dinilai dupat menjadi langkah rekonsiliasi pemerintal
di P'apua yang notabenenya masih sering diwarnai dengan
beberapa konflik, Mensesneg Pratikno juga menyampaikan,
bahwa jika masalah ini bisa diselesaikan, siang ini juga
pihaknya akan segera mengecek pertimbangan grasi terkait
itu ke MA dan segera menyiapkan Kepuhizan Presiden
{Keppres) untuk pemberian grasi tersebut.

Mensesneg berharap presiden yang saat ilu borencana
pergl ke Indonesia Timur bisa menandatangani Keppres di
atas pesawat. Dengan begity, keesokan harinya presiden bisu
langsung terbang ke Papua dan menyerahkan grasi langsung
kepada labanan politik. Saya kemudian menyampaikan
bahwa kami dari Kemeokwmham—seteluh mendengarkan
penjelasan Menko Polhukam dan Mensesncg—menegaskan
siap mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemberian
grasi bagi tahanan Papua sesuai arahan dan penjelasan Menko
Polhukam.
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Selelah mendengarkan semua pendapat dari masing-
masing kementerian/lembaga selama kurang lebih salu
jam, rapat pun selesai. Keputusan rapat Jumatl itu adalah
pemberian grasi kepada lahanan politik di Papus dapat
dilaksanakan dengan  alasan  kepentingan nasional dan
kemanusiaan. Maka dari itu, Keppres pemberian grasi hisa
langsung diterbitkan dan presiden dijadwalkan langsuny me-
nyerahkannya di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Abepura,
Papua, tempat di mana salah satu tahanan politik itu dibina,

Rapat vang berlangsung di Ruang Rapat Mensesneg mie-
many telah menghasilkan keputusan vang jelas. Artinya, tugas
saya selamjutnya adalah memastikan pemberian grasi itu
berjalan dengan lancar. Direktur Pidana Salahudin menemani
perjalanan pulang saya dari Setneg ke kantor Kemenkumham,
Di dalam mobil, saya langsung menelepon Menteri Laoly
untuk mengabarkan bahwa pemberian grasi akan di'akukan
esolk hari, Sabtu, 9 Mei 2015,

Menteri Laoly—vang ketika itu berada di Ambon- me-
nyampaikan ada kemungkinan sore jtu tidak ada pesawat
vang terbang dari Ambon ke Papua. Saya yvang dibesarkan di
Makassar memberi saran kepada Menteri untuk lebih dahulu
terbang ke Makassar. Dari Makassar, kata saya, nanti akan ada
pesawal pukul satu dini har, dari Jakarta tujuan Papua.

Setelah melapor kepada Menteri, saya juga menelepon
Natancgara-salah satu pejabat di AHU—agar menuagaskian
sescorang ke Mall Ambassador yung berlokasi di belakang
kantor Kemenkumham untuk membeli lima pakaian putih
berukuran besar untuk dikenakan para tahanan politik ke-
tika menerima grasi. Pakaian dan kelengkapan lain akan
dibawa cleh rombongan Direktur Pidana. Semuanya untuk
kemudahan pelaksanaan acara agar bisa berlangsung dengan
baik. Karena acara ini begitu mendaduk, sava khawatir ada
kemungkinan pejabat di lapas tidak mempersiapkan apa pun.
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Tuk lupa suya juga menelcpon dan memastikan kepala
lapas di masing-masing tempat para tahanan politik ditahan
dan para pengacara mereka agar menjaga kondisi psikelogis
pura tahanan, supaya tak ada lagi ‘gcjolak’ menjelang
pemberian grasi. Jika kelima tahanan politik ini melakukan
hai yang tidak terduga, provekatil, dan menarik perhatian
media, tentu akan mempermalukan pemerintah Induncsia,
Kepada mereka, saya menginstruksikan uniuk “merawal”
para tahunan sehingga lidak ada lagi yang memprovokasi
calon penerima yrasi itu, Pasalnya, para lahanan politik
yang akan menerima grasi ini dibina di lapas yang berbeda.
Dua di antara mereka dibina di Biak, dua lainnya di Nabire,
sementura satu orang berada di Lapas Abepura,

Sayang, pada Sabtu, 9 Mei, saya mendapat tugas lain
sehingga tak bisa langsung menyaksikan pemberian grasi
Presiden kepada para tahanan politik. Karena itu, Dirjen
PAS yang terbang langsung ke Papua untuk mempersiapkan
pemberian grasi itu,

Keesnkan harinya, dengan mengenakan baju putib, lima
tahanun politik yang merupakan pelaku serangan ke gudang
senjata di maurkas Kodim Wamena pada 2003, yaitu Linus
Hiel Hiluka dan Kimanus Henda {divenis 19 tahun 10 bulan?,
Yafral Murib dan Numbungga Telenggen (divonis seurmur
hidup}, seria Apotnalogolik Lokobal (divonis 20 tahun),
dinyatakan hebas dari tahanan.

Presiden Joko Widodo didampingi Menkumbam Yasutina
Laoly, Kapolr Jenderal {Fol) Badrodin 1laili, daon Panglima
TNIT Jeaderal Moeldoke, mengunjungi langsung Lapas
Abepura di Papua unluk menyverahkan grasi itu.

Dalam pidatonya, Presiden berucap, “Pada hari ind
telah kita bebaskan lima orang, ini adalah upaya sepenuh
hati pemerintah dalam rangka unluk menghentikan stigma
konflik yang ada di Papua. 1ni adalah awal, nantinya setelah
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ini akan ditindaklanjuti pemberian grasi alau amnes'i untuk
wilayah yang lain, karena ada kurang lebih 90 orang yang
masih di dalam penjara. Sekali lagi ini adalah awal dimulainya
pembebasan.”  Presiden menegaskan  keinginannyva  agar
upaya untuk membangun Papua harus dilakukan dengan
pendekatan pembangunan dan pendekatan Kesejahteraan.
Tentusaja permmberian grasi kepada paca tahanan politik adalah
salah satu langkah untuk memulai kesejahteraan tersebut, 4
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GAGASAN MENGUSULKAN GRAS| MASSAL
BAGI PENGGUNA NARKDBA:

Agar Rehabilitast
Pemakai Narkoba Bisa Efektif

Belum luna saya dilantik menjadi Lnspektur Jenderal (Tr-
Jen} Kementerian Hukwmn dan Tak Asasi Manusia (Kemen-
kumham}, ada vndangan untuk menghadiri Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembanyras} 2015
di Holel Bidakara, Jakarta, Sebagai Irjen haru, saya wajib hadir
dan tentu sayany jika kehilangan momen untuk menghadir
acara tersebul.

Ketika harvinya tiba, tepatnya Rabu, 29 Mel 2C15, says
bersama Sekretarizs  Jenderal (Sekjen) Kemenkumham
Bambang Hantam datang pagi-pagi sekali dari kantor
kemenkumham menuju Hotel Bidakara, Tujvannoya satu,
supaya lak terjebak kemacctan Jakarta dan datang tepat
waktu. Ternyata, sampai di lokasi, kondisinga masib sepi
karena kami datang terlalu pagi. Alhasil, perjalanan saya dan
Sckjen Bambang pagi itu berujung di kedai kopi yang herada
di lantai bawah Hotel Bidakara.

Ketika kami berdua sedang ngopi-ngopf semburi berbicara
mengen: permasalahan di kantor, tiha-tiba muncul snzok
tegap di hadapan kami. Ternyata dia adalah Kepals Badan
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Narkotika Nasional Komisaris Jenderal (Komjen) Anang
lskandar. Dengan kedatangan Komjen Anang Iskandar, tentu
pbrolan kami pun berubah dari sekadar berbincang mengenai
kabar dan pekerjaan masing-masing menjadi obrolan tentang
permasalahan narkoba di Indonesia. Kami berbicara soal
pemakai narkoba yang semakin hari semakin bestambah
saja di lembaga permasyarakatan. Saya dengan enteng
menanyakan kepada Komjen Anang Iskandar, mengapa para
pemakai narkoba lebih banyak dipandang scbagai pelaku
sehingga harus dipenjara?

Pertanyaan itu memang tak terjawab dengan tuntas.
Namun, diskusi kami tentang pemakai narkoba semakin
hangat. Tentu kami semua gelisah dengan kondisi Indonesia
vang menjadi pasar narkoba, apalagi banyak di antara pe-
makainya yang berasal dari generasi muda. Namun, yang tak
bisa dikesampingkan adalah bahwa pengguna merupakan
korban, Alih-ulih dipenjara, mereka seharusnya direhabilitasi,

Sayva kemudian menyampaikan kepada Komjen Anang
Iskandar bahwa ada sekitar 60.000 tahanan narkoba dan—
menurut catatan—lebih dari 45.000 tahanan tersebat adalah
pengedar. Scharusnya, menurut logika, akan lebih hanyak
pengguna daripada pengedar. Ternvata, fakta di lapas dan
rutan menyebutkan bahwa lebih banyvak pengedar dari pe-
makai. Lronisnya, mercka semua ditempatkan di lembaga
permasyarakatun, termasuk para pemakai, bukan di pusat
rehabilitasi. “Mungkin ini ada penerapan pengenzan pasal
yang tidak tepat. Scbagian besar dari mereka menajadi pe-
ngedar. Akibatnya, mereka harus dihukum lama, Dan karena
u, lembagn permasyarakatannya jadi penuh” kata sava
ketika itu

Yang lebih menyedihkan lagi, pengguna narkoba yang
scharusnya  mendapatkan rehabilitasi agar bisa sembuh
justru harus tinggal bersama para warga binaan lain dengan
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KONTRAVERS| PASAL 20 U1 NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PATEN:

Antara Nasionalisme dan Rasa
Tenang Pemegang Paten

Scjak ditetaplionnya Undang-Undang (ULD Nomor 13 Tahun
2016 teatany Paten ditetapkan, reaksi keras dalang dar
berbayai kalangan. Salah satu pihak yang menyuarakan reaksi
keras adalah The United States Chamber of Commerce atau
Kamar Tagang Amcrika Serikat. Yany menjadi masalah adalah
koheradaan Pasal 20 UTI yang baru diletapkan tersehul,
Dalam Pasal 20 Ayal {1} UU Nomor 13 Tahan 2016
disebutkan bahwa pemegang paten wajib membuat produk
alau menggunakan proses di Indonesia, Hal ilu diperkuat
dengan Ayal (2) yang menyebutkan mombuat produk atlaw
menggunzkan proses harus menunjang transfer tekmologi,
penyerapan imvestasi dan/atan penyediaan lapanygan kerja,
Artirya, para pemegang paten dari luar negerl mau tidak
mau hamus mendirikan pabrik di Tndonesia. Scmentara
itu, semud orang tahu mendirikan pabrik bukanlah per-
kara mudah. Saat itu, sayas yang menjabat sehagai Peluk-
sana Tugas (PIt} Direktur Jenderal (Dirjen) Kckawaan
Intelekiual, Kementerian Hukwm dan Hak Asasi Manusia
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(Kemenkumham), mau tak mau harus bersinggungan dengan
hal 1tu,

Menurut Kamar Dagang Amerika Serikal, adanya aturan
vang secara tidak langsung mengharuskan para pemegang
paten mendirikan pabrik di Indonesia menimbulkin sejumlah
kelkhawativan yang signifikan bagi perusahaan asal luar negeri
pemegary paten di Indonesia. Apalag dalam praktiknya tak
sedikit pzrusahaan-perusahaan vang mendaftarkan patennya
ti banva< negara.

Kamar Dagang Amerika Serikat juga beralasan kewajiban
lersebut bertentangan asas non-diskriminasi yvang diatur
dalam perjanjian internasional, Agreement on Trade-Related
Aspects of [ntelectual Property Rights (TRIPS). Pasal 27 ayat
(1) Perjanjian TRIPS berbunyi, Paten harus Lersedia dan hak
paten dixikmati tanpa diskriminasi berkaitan dengan tempat
ditemukannya, bidang teknologi dan apakah produk terscbut
ditmporatau diproduksi di tingkat lokal,

Pasca-UILl Nomor 13 Tahun 2016 lahir, saya sering kali
melakukan berbagai diskusi dengan asosisasi pengusaha
luar negeri. Pada Februar 2017, Direktorat Jenderal (Ditjen)
Kekayam Intelektual menggelar diskusi dengan American
Chamber of Commerce in Indonesia dan Kamar Dagang
Amerike Serikat dalam topik “UU Paten dan Perkemhangan
Feraturan Pelaksananva di Indonesia”,

Dalam satu pertemuoan di Kota Kanazawa, Jepang, Japan
Paten Office (JPO), meminta agar saya dan rombongan
bisa bertemu bilateral dengan Yoshinori Komiya, seorang
komisioner JPO. Padahal, pertemuan di Kanazawa adalah
dalan rangka The 7th AMS [POs-JPO TTeads Meeting. Dalam
pertemuan itu, lagi-lagi Yoshinori bertanya tentang Pasal 20
dan solusi yang sudah diupayakan Indonesia.

D1 samping pertemuan terscbult, tentu saja masih banyak
pertemuan dan diskusi terkait Pasal 20 yang intinya adalah
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usulan supaya UU Nomeor 13 Tahun 2016 tentang Paten
direvisi. Menurut mercka, terlalu berat untuk menjalankan
Pasal 20 yang telah menjadi bola panas tersebut. Dan tak
ada salahnya mendengarkan keluhan dari pthak-pihak yang
bersinggungan langsung dengan UU Paten ilu.

Pertemuan yang dilakukan Ditjen Kekayaan Intelektual
dengan berbagai kalangan, semuanya dengan tujuan untuk
menyusun berbagai formula untuk menycelesaikan perma-
salahan yang ada. Saat itu, salah satu solusi vang ditawarkan
adalah dengan membual peraturan pelaksana berkaitan
dengan pasal tersebul. Salah satu bentuknya adalah Paraturan
Presiden (Perpres).

Desakan yang terus datang dari berbagai pihak untuk
merevisi ketentuan itu akhirnya harus ditanggapi Kemen-
kumham RI. Saya sempat mengusulkan untuk membuat
Perpres sebagai jawaban atas desakan dari berhagai pihak
yang “dirugikan' dengan adanya Pasal 20 UU Nemor 13
Tahun 2006 itu. Selidaknya—bersama Dr. Freddy Harris
(helakangan ditunjuk Menkumham sebagul Dirjen Kekayaan
Intelektual)—saya dua kali harus terbang ke Amerika Serikat
untuk menjelaskan upaya kami meneari jalan keluar ‘Pasal
20" ini. Bersama jajaran Ditjen KI, sava juga pada keberapa
kesempatan menjelaskan hal ini di Jepang,

Menkumham Laoly menjelaskan hal yang samadibebe rapa
forum WIPO di Jenewa dan pertemuan tingkat tinggi lainnya
di beberapa negara. Sejumlah delegasi, kelompok tim, dan
para duta besar mengadakan audiensi dengan Mentler| Laoly
untuk hal yang sama. Pada intinya, semuanya menyalakan
keberatan dengan substansi di Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun
2016 1tu.

Saya mengusulkan supaya di dalam Perpres tersebul
terkandung tiga pasal utama, di mana pasal pertama mengutip
seluruh isi Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2016 lentang Paten
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(jadi sudah sesuai U0), di pasal kedua disebutkan bahwa
jika pasal 1 belum bisa dilaksanakan, pemegang palen dapat
mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan Pasal
20 UU Nomor 13 Tahun 2016, dan di pasal ketiga, Menteri
dapat memberikan penundaan pelaksanaan pasal tersebut
dalam jaagka waktu tertentu,

Namun, dalam  perjalanannya, pembualan  Perpres
tak berjalan lancar. Setelah dibiearakan dalam rapat inter-
departemen dengan Kementerian Perekonomian, Sekretarial
Negara, dan Sekretariat Kabinet, beberapa pejabat menyata-
kan tidak menyetujui kelonggaran aturan yang terangkum
dalam U Nomor 13 Tahun 2016, Perpres dinilai alkan me-
ngeliminasi ketentuan dalam UL jika ditetapkan.

Keterlibatan saya dalam  ikut membicarakan solusi
yang terbaik bagi semua pihak terkail Pasal 20 UU Nomor
14 Tahun 2016 tentang Paten terhenti saat Menteri Hukum
dan HAM Yasonna Laoly melantik Freddy ITarris sebagai
Ihrjen Kekayaan Intelektual pada 1 Desember 2017, Saya
pun harus kembali fokus pada tugas di Inspektorat Jenderal
Kemenkumham sebagai Irjen. Selama ini, Freddy Harris
memang yang ikut memben penjelasan terkait Zasal 20
UL Paten dalam beberapa kesempatan menerima sejumlah
delegasi yang berkunjunyg ke Kemenkumhbam.

Meski begitu, upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal
(Intjen) Kekayvaan Intelektual tak berhenti. Setelah “mentok”
pada pembuatan Perpres, Ditjen Kekayaan Intelektual mene-
rima pertanyaan tentang kemungkinan menempuh jalar
Judiciof review ke Mahkamah Konstitusi, Namun, langkaly ini
dinilai tidak terlalu tepal, Pasalnya, judicial review hanya akan
memenangkan perkara yang memiliki kepentingan untuk
warga regara Indonesia. Sementara, dalam kasus ini yang
berkeberatan adalah pihak asing.

142 | ¥ R T KR




Belakangan, saya mendengar kalau usulan untik pem-
buatan Perpres itu zkan ditransfer unluk menjadi Pecaturan
Menteri Hukum dan JJAM (Permenkumham). Namun, usulan
saya yan tadinya hares diberikan jangka wakiu pembuatan
pubrik di {ndonesia sedikit direvisi dengan Lanpa Dalasan
wakhil, Dengun demikian, pelaksanaan substanst Pusal 20 hisa
mendapat solusi yong mengunlungkan semua pihak.

Meski hegilu, pembualan Permenkumiham hanya hergifal
semenlara [Tal yang barus dilakukan sebenarnys adalah
merevisl ULD Namar 13 Tahun 2016 tentang Mulen, sehingeu
semua aturan bisa jelas dan tidak saling bertabrakan

Terkail adanyn Pasal 20 UU Nomeor 13 Fabun 2016
lentang Talen, maksud utamanya adadah untuk kepeniimgan
nasivnal. Nosjunalisme dalam rangka alib teknolsgi dan
pembanpunan eRuenomi yvang lebih hermartabat, Namu,
mungkin memahami pihak lain jugy bagian dari sehuah hal
vang bijak dan arif. Haros diingat jika mendirikan pabrik juga
bukan urusan yang mudah, apalagi secara internasional jug
Derlaku csns non-diskriminasi yang dintur dalam perjanjian
internasinnal dilam TRTPS. Urusan transter leknologi dan
Pengetabuan juga harus dipersinpkan secars perelaban, Lidok
hisa dilukukan secara Jangsung karena akan bernkibat fagal, &
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(RFO)
"NAMA KEMBAR™ HKTI, PARFI DAN IWAN TIRTA:

Mencari Solusi Bersama dan
Mengakhiri Konflik

Pada perlengahan 2010, Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) Fadli Yon menelepon saya vang ketika itu
masih menjabat scbagai Inspektur Jenderal (Trjen) sekaligus
Pelaksann Tugas (P1U) Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi
Mukom Umum (AHL), Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Kemenkumham). Ia juga menyatakan telah
membuat janji untuk bertemu dengan Menkumham Yasonna
H. Laoly. Ta becharap Divjen AHLU juga bisa mendampingi
Menkumham, karena yang akan dibicarakan terkait tupoksi
AHU

Beberapa hari kemudian ia memang menemui Men-
kumhbam dan saya diminta Menter untuk ikat badir

Fad.i Zon ternyata bukan datang sebagai wakil rakyat, tapi
sebagal Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
(TIKTI), organisasi yang sebelumnya dipimpin Prabowo
Sublanto. Konflik dualisme memang sudah lama lerjadi di
dalam tubuh HKTL Ketika Prabowo Subianto terpilih sebagai
Ketua Umum HKTI dalam Musyvawarah Nasional (Munas)
VIL di Bah, 2010, Oesman Sapta Odang menggelar Munas




tandingan. Perscteruan berlanjut ke ranah hukum. Masing-
masing pihak mengeklaim sebagai ketua urganisasi yang
mengrast masalah pertanian itu secara sah.

Namun, konflik dualisme akhirnya dimenangkan
Oesman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nonror
A/K/TUN/2012 dan putusan Kemenkumham No, AHU-14,
AHG 106 tahun 2011 yang diperkuat oleh Akla Pernyataan
Keputusan Musyawarah Nasional VII ITTKTI No 3 Tahun
A010. Sedangkan terkait merek dan logyo HETT, MA dalam
putusannyva pada 27 Januari 2016 dan 15 Oktoher 2012
dimenangkan kubu Prahowo.,

Meski begitu, kubu Prabowa tetap belum menerims pu-
tusan terschut. Memurut Fadli Zon—yang pada 2015 secara
aklaniasi menggantikan posisi Prabowo sebagai Ketua Tmum
HETI—mereka masih berupayauntuk memenangkar. perkara
tersebut, Sebagai pejabat negara, saya mengatakan kepada
Fadli Zon kalau salah satu pihak harus mengalah karena tidak
boleh ada nama organisasi yang sama menurut Undang-
Undang (UL,

Namun, Tadli Zon mengingatkan bahwa kubunya merm-
nakan organsiasi yang sah gsecarahukum. Di satu sisi, Prabowo
vang ketika itu menjabat sebagai Ketua Dewan Permbina
ITETT sudah gerah dengan konflik yang tak kunjung selesai,
“Organisasi kamilah yang pertama. Sejak tahun 1973, yang
di schelah baru mulal ber-HKTI. Kenapa kami yany harus
mengalan,” kata Fadh Zon kepada Menkuntham,

Dalam pembicaraan Fadli dan Meonkamham Laoly itulah
saya mencaba mengambil kata tabun 1978 “Mengapa tidak
ada TTKTT tahun 1973 saga,” pikir saya. Akhirnya, sayva meminta
1izin Menleri wntuk berhicara dan mencoba mengusulkan
kepada Fadli Zon untuk mengubah nama ILKTT {kubu Fadlid
menjadi ITKTL1973, sesuai talwn lahirnya organisasi tersehut.
Jiku naminya HEKTI versi Gesman Sapla tetap menggunakan
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nama HKTI, hal itu tak menjadi masalah, tetapi menggunakan
angka 1973 adalah juga penegasan bahwa TTKTI versi Prabowo
berdir lehih awal,

Fadli Zon pun akhirnya setuju untuk mempertimyangkan
gagasan tersebut. Menurutnya, usul menggunakaa tahun
i belakang nama HK'T1 merupakan ide yang bagus, Ketika
berpisah, 1a berkata akan menvampaikan usul itu kepada
Prabowe selaku Ketua Dewan Pembina. Saat itu sayva berharap
urusan dua HKTT punya jalan keluar,

Tak lama sctelah it Mentert Hukum dan HAM Yasonna
Laoly melantik Freddy MHarris sebagai Dirjen AHU yang
baru. Artinya, tugas saya scbagai Pt Dirjen telah berakhir
dan saya bisa fokus mengurusi masalah di Inspektorat Jen-
derad Kemenkumham, Belum lama kembali menjabat seba-
¢al Irjen, scbuah panggilan dari nomor yang tak dikenal
masuk dalam telepon saya. Ketika saya angkat, ternyata yang
menelepon adalah Marcella Zalianty, seorang selebriti dan
artis Indonesia, Ta meminta bantuan untuk menuntaskan
masalah perebutan nama vang terjadi dalam tubuh organisasi
Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi). Namun, sava bukan
lagi menjabal sebagai Plt Dirjen AHU Karena itw, saya
mengarahkan Mareella untuk menemui Dirjen AHU yang
baru, Freddy Harris. Menurut Marcella ia ingin beraudens:
kepada Menteri bersama rombongan Parfi, di antaranya Ray
siahetapy. Akhirnya disepakati bahwa rombongan Parfi akan
dipertemukan dengan Menkumham Yasonna Laoly.

Dalam pertemuan dengan Menteri tersebut, Marcella dan
Ray Sahetapy menyampaikan keluhan mereka terkait Parfi,
terutama setelah ketua umum sebelumnya, Gatol Brajamusti,
ditangkap oleh kepolisian akibat penyalahgunaan narkoba.
Mua han sctelah penangkapan Gatot, Parfi mengumumkan
Andryega da Silva sebagai ketua tanpa melewali proses yang
jelas. Ada mosi tidak percaya dari rekan-rekan artis kepada
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Ketua Umum Parfi yang baru. Tentu saja Kemenkumham agak
susah mencampuri urusan kepengurusan itu, Kemudian—
saya lupa siapa pembicaranya—ada keinginan untuk nmem-
buat kepengurusan Parfi sendiri. Sesuatu yang sah-sah saja,
karena Marcella dan Ray Sahetapy sama kita kelahuw sebagai
artis vany memang berkarier panjang di dunianya. Namun,
kepengurusan tandingan adalah keruwetan yang tidak pernah
berakhir,

Ketika itu saya teringat pada kasus HKTI dan menya-
rankan pada pertemuan tersebut agar mereka (Marcella dan
rekan-rekannya) menggunakan tahun kelahiran Parfi sebagai
nama organisasi yang baru. Dengan demikian Lak perlu ada
gugatan Ke ranah hukum yvang menyita waktu. Gagasan itu pun
diterima dengan baik. Pada 1 Oktober 2016, kakak kandung
Olivia Zalianty tersebut dipilih sebagai Ketua oleh Persaluan
Artis Film Indonesia 1956 (Parfi 56),

M Indonesia, ada kasus perebutan hak nama organisasi
vang akhirnya berujung ke jalur hukum. Padahal uarusan
nama sebenarnva dapat diselesaikan dengan cara damai,
Dalam pandangan saya, tak terhitung orang dengan nama
yang scrupa di Indonesia, tetapi tak pernah ribul-ribut seperti
halnya organisasi yang herebut nama.

Jika perlu mengambil contoh, di era 1980-an, ada se-
orang penyanyl perempuan terkenal bernama Andi Meriem
Mattalatta. Ayahnya seorang Jenderal TNI yang juga bang-
sawan terpandang asal Makassaryvang terkenal padazanannya,
Andi Mattalatta, Sementara itu, pada 2007 Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono mengangkat Andi Mattalatta sebagai
Menkumham., Namun, Andi Maltalatta sang Jenderal dan
Menkumham Andi Mattalatta adalah dua orang yang herbeda.
Menkumham Andi Mattalatta vang lahir pada tahun 1952
tentu tidak mungkin mengeklaim harta Jenderal Mattalatta
vang sudah berkiprah sejak 1950-an,
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Suatu hari pada tahun 2009, saya juga pernah bertemu
tlengan salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah
(KPUD) Sulawesi Tengah bernama Adam Malik, nama
yang mengingatkan saya kepada Wakil Presiden Indonesia
ke-3. Namun, Adam Malik yang berprofesi sebagai anggota
KPUTY Sulawesi Tengah tak bisa serta-merta mengakui harta
kekayaan mantan wakil presiden Adam Malik vang terletak di
Jakarta.

Logika itulah yang selalu sava sampaikan unzuk me-
nyelesaikan konflik dualisme nama kepada orang-orang yang
hersitegang, Belum lagi perseleruan antara pengurus vayvasan
vang kacang lebih ‘parah’ lagi Karena saling memperebutkan
aset yang ada. Biasanya, sava mengarahkan dua vayasan
dengan nama yang smma untuk memperjelas pihak mana vang
herhak atas aset sebelum dilakukan perebutan nama. Dalam
hal dualisme nama kepengurusan yavasan, inti kenfliknya
sehenarnya berdasar kepada aset vang ada,

Setelah dua perkara perebutan nama di atas selesai—
atau diharapkan selesai—selanjutnya datanglah perkara
lain vang lebih serius, ymitu perebutan merek. Kali inl yang
datang mengadu adalah salah seorang petinggi I'T. Twan
Tirta, pemegang hak atas produksi dan pemasaran batik
Karya maestro batik Indonesia almarhum Nursjirwan Tir-
taatmadjaja, atau yang lebih dikenal dengan nama Twan
Tirta. Ia mengatakan bahwa PT. lwun Tirta adalah satuo-
satunya yvang mendapat warisan hak dari Iwan Tirta untuk
memasarkan produk batik Ilwan Tirta, Namun, di sebuah kota
di Jawa Tengah, sebuah toko berdiri kokoh menggunakan
nama Pusaka Iwan Tirta. Meskipun toke terschut tak ber-
Jualan batik, PT. Iwan Tirta merasa gelisah karena ada nama
Iwan Tirta terpampang dalam toko tersebut.
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PT. Pusaka Iwan Tirta mengajukan pendaftaran merek
Pusaka Iwan Tirta pada 2 Juli 2009 dan saat ini telah terdaftar
dengan No. IDM000209085 di kelas 35. Kelas tersebul me-
lindungi produk jasa toko. Sementara itu, PT. Iwan Tirta telah
mendaftarkan merek [wan Tirta pada 2002 di kelas 24 untuk
produk kain batik.

Menurut mercka, nama PT. Pusaka Iwan Tirta akan
mengancam keutuhan bisnis. Pasalnya, PT. Pusaka Iwan Tirta
yang melindungi produk jasa toko membuat P'I. Iwan Tirta
terancam lidak bisa membuka toko batik dengan nama lwan
Tirta.

Berdasarkan Pasal 83 Avat (1) UU Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek
terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat
mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa
hak merggunakan merek yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa
yang sejenis,

Tenta permasalahan sengketa merek bukan lagi menjadi
urusan saya, karena schagai Irjen Kemenkumham tugas
utama saya adalah melakukan pengawasan di lingkungan
kementerian. Namun, kepada mereka saya memberi saran
untuk mendaftarkan dua hak merek atas nama Twan untuk
toko batik lelaki dan Tirta untuk toko batik perempuan.
Schingga, ketika mendirikan toko, dua nama tersebut tetap
bisa berdampingan menjadi Iwan Tirta. Caranya, kavling
toko dibagi menjadi dua bagian. Satu baginn menjual untuk
batik lelaki dan satu bagian menjual batik perempuan. Meski
ruangan di dalam ‘menyatu’, tetapi kedua bagian tetap me-
miliki pintu masuk yang berbeda Seperti biasanya outlet
merek ternama, sehingga kedua merek bisa digandengkan.
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Diirt kejauhan, toko lwan akan berdampingan dengan toko
Tirta dan akan terbaca “Iwan Tirta’,

Meski awalnya saran saya dianggap scbagai candaan, tetapi
mereka akhirnya bisa pulang dengan tenang. Dibandingkan
menempuh jalur hukum yang memakan biava dan waktu
yang tak sebentar, ada banyak cara praktis untuk mengatasi
masalah tanpa harus melanggar aturan vang ada, 4
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MENUNTASKAN URUSAN BURUH MIGRAN INDONESIA
01 ARAB SAUDI WHI:

Batu Beterbangan dan
Api Berkobar di Konjen Jeddah

Awal Juni 2014, seperti biasa saya menjalani pekerjaan
schagai Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum
Umum (AHLU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham). Namun, pada siang hari, Direktur Perlin-
dungan Warga Negara Indonesia (WND dan Badan Tukum
Indonesia, Kemenlerian Luar Negeri (Kemenlu) Talang B.
Razak menelepon saya.

[a meminta saya, sclaku Dirjen AITU—untuk bersama
dengan jajaran Ditjen Imigrasi Kemenkumham—ikat dalam
Lim penyelesaian permasalahan yang menimpa buruh migran
dan WXNI di Arab Saudi. Saya ingat betul kata-katanva saat
itu di telepon, "Pak Aidir, saya sedany rapal di Kenmenterian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertruns) Ini ada
arahan RI-1 soal masalah status TKT ilegal di Arab Saudi yang
harus diselesaikan. Kemenkumham lermasuk harus ikut me-
nangani masalah di Jeddah ini, Pak Aidir,” uveapnya,

Melalui sambungan telepon itu, Direktur Talang ingin
meminta saya bersama jajaran di Kemenkumham untuk
mengurus amnesti bagi para buruh migran dan WNI yvang
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tinggal di Arab Saudi. Jika tidak, para buruh migran dan WNI
lersebut akan dipulangkan, ditangkap, atau terkena sanksi
dari Pemerintah Arab Saudi. Menurut Tatang, diprediksi ada
sekitar 100000 WNI yang harus mengurus amnestinyn.

la menjelaskan, Pemerintah Arab Saudi telah mengeluar-
kan kebijukan amnesti di mana Warga Negara Asing (WNA)
di Arab Saudi diberi kesempatan untuk memperbaiki status
izin finggal dan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
Kebijakan masa amnesti ini berlangsung seluma 11 Mei-3 Juli
2013.

IMubungan sayadengan Tatang I Razak bukan buru terjalin
kemarin sore. Di tabun-tahun menjabal sebagai Direktur Tata
Negara Kemenkumham, vaitu 2008-2000, saya bersama Tim
Tata Negara, pernah bekerja menyelesaitkan puluhan ribu
status WNI Lenaga kerja Indonesia vang ada di Malaysia. Saat
ttu, Tatang Razak menjabat sebagai pelaksana tugas Dula Besar
Indonesia di Kuala Lumpur. Saya ingat, ia awalnya memprotes
saya karena mengirim tim yang begilu banvak dari Jakarta
untuk hekerja di aula KBRI. Perbedaan pandangan soal tim
yang dikirim lernyata membawa hikmah bagi kami berdua,
sehinggn kami bertemu dan berdiskusi panjuny bersama.
Sesudah itu, saat ia kembali ke Jakarta dan menjahat sebagai
Direktur Perlindungan WNI, kami bersama-sama menangani
beberaps urusan TKT ilegal di Arab Saudi,

Pada 2011, Kemenkumham dan Kemenlu pernah berkola-
borasi mengurus Sural Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)
untuk para buruh migran di Arab Saudi, Kelika itu, sekitar
4.550 buruh migran bermasalah dan Kemenkumham harus
menerbickan SPLP agar mereka bisa pulang ke Tznah Air
dengan selamat.

Mayoritas dari mereka yang dipulangkan adalah buruh
migran perempuan yang bekerja pada sektor informal, seperti
pembantu rumah tangga, dan buruh migran laki-laki vang
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bekerja sebagai supir. Sebagian dari jumlah tersebut telah
dipulangkan oleh pemerintah Arsb Saudi dan sisanyu sekilar
2.000 orang akan dipulangkan menggunakan pesawst Garuda
Indonesia dari Jeddah yang telah memberangkatkan jemaah
haji dengan 10 penerbangan terakhir pada 20-31 Oktober 2011

Kesuksesan bersama memulangkan ribuan bareh migran
itulah yang membuat Direklur Tatang kembali menghubungi
saya pada suatu siang di bulan April 2013, la meminta izin
kepada sayva untuk memperdengarkan percakapannya dengan
saya di telepon menggunakan speaker handphone-nys di ruang
rapat Kemenakertrans, sehingga selurull anggola rapat juga
hisa langsung mendengarkan kepotusan Kemenkumham saal
1.

“Jadi, Pak Aidir, soal masalah di Jedduah ini, kita harus
kirim orang lagi ke sana, kita perlu teman dari lmigrasi
dan AH1] untuk bersama tim Kemlu dan Kemenakerirans
menyelesatkan masaiah tenaga kerja di sana. Kira-kira buluh
10 orang pet-priode kerja untuk diturunkan ke sana,” jelasnya.

Tanpa pikir panjang—karena sudah beberapa kali mela-
kukan kegiatan yang sama, baik di Malaysia maupun Arab
Suudi - suya lanpsuny menyanggupl permintaan tersebut,

Pukan 10 orang yang akun dikiritakan Kemenkumham,
melainkan 20 orang, Sepubuh orang tin 1Imigrasi dan sepuluh
orang dart tim AJTU Mereka akan bertugas secara periodik
sielanta sekitar tiga minggu dan akan diganti tim berilutiya.
Sepala persiapan banluan tenaga segera dilakokan untuk
langsung dikirimkan minggu depan. Kepulusan ilu memanyg
saya buat tanpa pikir panjang. Sctelah menutup telepon,
barulah saya sadar helum melaporkan hal ini kepada Menleri
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumhbam) Amir Syam-
sudin.

Namun, keputusan kelah diambil, Saab ibu juga saya me-
nelepon Dirjen Imigrasi Bambang irawan. Karera dalam
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pengurusan masalah buruh migran dan WK1 di Arab Saudi,
Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU tak bisa bekerja sendiri,
Kepada Dirjen Bambang, saya menceritakan masalah yang
terjadi, mengulang cerita Direktur Tatang.

Setelah menceritakan segala detail masalah kepada Dirjen
Hambang, kami berdua memutuskan untuk menghadap Men-
kumham Amir Syamsudin,

Kebetulan, Menkumham Amir Syamsudin saal itu se-
dang berada di ruangannya. Sava pun langsung meminta
izin untuk bicara dan melaporkan permasalahan mendesak
menyangkut warga Indonesia yang harus segera ditangani.
Saya menjelaskan soal telepon dari rapat di Kemenakertrans.

Menkumham Amir Syamsudin pun tak banyak bertanya,
Hanya salu yang la khawatirkan saat itu, perihal anggaran
untuk memberangkatkan 20 orang petugas ke Arab Saudi,
Dengan tenang, saya meyakinkan bahwa anggaran yang digu-
nakan akan diambil dari Ditjen AHU dan Ditjen Imigrasi.
Masalahnya, keberangkalan ini luk bisa ditunda lag karena
ada ratusan ribu WNI dan migran terancam overstay di sana
dan pemerintah membutuhkan sebanyak mungkin tenaga
untuk mengurusnya.

Lampu hijau pun diberikan, Seminggu kemudian, Kemen-
kumham memberangkatkan gelombang pertama bhantuan
untuk mengurus amnesti bagi buruh migran dan WNI di
Arab Saudi. Soaya sendivi ikul dalam barisan pertama untuk
melakukan koordinasi,

Sampai i Arab Saudi, tim dari Kemenkumhan ditem-
patkan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRD
di Jeddzh. Saya sendiri bersama Dirjen Imigrasi-—selaku
pengawas awal untuk masa kerja lima harian—menempati
ruangan Atase Imigrasi— Tubagus Gandarsa—di lantai 2 KJRI
Jeddah.
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™ hari ketiga saya berada di Jeddsh, buruh migran dan
WNI yany datang semakin membludak dan antrean malin
panjang. Entah dari mana awalnya, para buruh yang antre—
entah diprovokasi sinpa atau karena udara yvang amat paras—
Perubah menjadi kerumunan yang emosional, Mumgkin
karena terlalu lama mengantre dan kepanasan, mercka
mulai bertindak di luar kendali. Selidaknya ada lehih dari
12000 orang berkerumun di depan EJRT Jeddah. Batu-batu
belerbaagan meongarah ke kantor KJRI di Jeddah, Ruany
tempat kerja saya pun tak haput dari hujon batu. Beruntung,
ketika itu seluruh orang yang menempati ruangan scdang
tidak ada di tempat.

Puncaknya, pada sore hari di 9 Juni 2012, messa vang
semakin cmosi mulai membakar geduny KJHL di Jeddah
Kepulan api dan asap mulai mengudara di luar pagar gedung
EJRI Suasana semakin tak terkendali. Kerteuhan semakin
menjadi. Darnpalinya, satu perempuan Indonesia tewas dalam
kcjadian tersebut,

Kerusuhan yvang terjadi membuat media inlernasional
ramai rcmberitakan msiden tersebut. Banyak omng me-
nyalahkan kinerja pemcerintah yang lambat. Banvak puta yang
menuding negara tak bisa melindungi warganya,

i tengah segala herita negatif vang muncul, sayva bersama
tim memutuskan kembali intuk bekerja. Kami kembali ke
ruangan Atase Imigrazi di lantai 2 yanyg tetah porak poranda.
Pecahan kaga dan puluhan batu sebesar bola tenis masih ber-
ceceran i ruangan, Namun, kanii memutuskan untuk segera
menuniaskan permasatabhan vang dialaimi para burah migran
dan WNI wvang berada di Arab Saudi.

Mengurus amnestt wntuk ratusan ribu orang dalam waktu
dua hulan memang bukan perkara mudah. Apalagi, semua
it dilakukan di luar negeri vang notabene sumber daya
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manusia yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Akhirnya,
Pemerintah Arab Saudi pun memperpanjang pengurusan am-
nesti hingga 3 November 2013

Dari Jakarta, bantuan sumber daya manusia terus di-
tambah. Pada akhimya, segala permasalahan vang menimpa
buruh migran dan WNI di Arab Saudi bisa teratasi. Walaupun
api berkobar dan asap mengepul, semua dapat diatusi. Saya
sesungguhnya sangat menyesalkan kerusuhan yang terjadi,
apalagi sampai memakan korban jiwa yang sebenarnya
tidak perlu, Sesudah siluasi tenang, atase Imigrasi Gandarsa
mengajuk kami semua menikmati kambing vang dibakar
dengan batu, <
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UPAYA MENGEMBALIKAN KEWARGANEGARAAN EKS MAHID:

Traktir Meterai sampai Makan Malam
di Selecta Amsterdam

Sabtu, 12 Juli 2008, saya mendampingi Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Menkumham) Andi Mattalatta dan Direk-
tur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU)
syamsudin Manan Sinaga ke Los Angeles, Amerika Serikal,
Bertempal di Gedung Konsulat Jenderal Hepublik Indonesia
(K.JRI) Los Angeles, agenda saat itu adalah sosialisasi Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
kepada scluruh perwakilan Indonesia di Amerika dan sekitar-
Mya.

Saat makan malam bersama dengan berbagai perwakilan
Indonesiadi Amerikaitu, tiba-tiba Duta Besar ( Dubes) Indonesia
untuk Kuba, Banua Radja Manik mendatangi meja saya. ia
memberi tahu bahwa ada eks mahasiswa ikatan dinas (mahid)
pada cra Presiden Sukarno vang sedang sakit berat. Namun,
hingga saat ini orang tersebut belum juga memiliki kembali
kewarganegaraan Indonesia, setclah pada masa Orde Baru
status kewarganegaraannya dicabut. Dubes Banua berharap
pemerintah bisa memberikan kembali kewarganegaraan beliau
menjelang akhir hayatnya.
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Menurut Dubes Banua, kondisi lelaki eks mahid kala itu
tengah menjalani perawatan intensil di rumah sakit. Dubes
Banua ingin pada tanggal 17 Agustus mendatang—bertepatan
dengan Dirgahayu Republik Indonesia ke-63—lelaki tersebut
bisa kembali menyandang gelar sebagai warga negara Indonesia.

Sebagai Dircktur Tata Negara, suyva berkewajiban untuk
membantu proses pengembalian kewarganegaraan pada para
cks mahid yvang masih terdampar di berbagai negara, khosusnya
Eropa Timur, Kepada Dubes Banua, saya mevakinkan bahwa
semuanya hisa diatasi. Pasalnya, Presiden Abdurrahman Wahid
pernah menjanjikan akan mengembalikan kewarganegaraan
eks mahid Indonesia,

Saant itu juga saya lngsung menghampiri Menkumham
Andi Mattalatta dan Dirjen Syamsudin Manan Sinaga. Kepada
mercka, saya menceritakan ulany kisah yang disampaikan oleh
Dubes Banua itu. Saya menyarankan dua orang atasan saya
tersehut antuk memberikan kembali kewarganegaraan si lelaki
malang,

“Kalau saya, kita berikan. Sava sudah memberi tahu dubes
untuk memohonkan, sebagai kepala perwakilan I[ndonesia
dengan alasan kemanusiaan,” papar saya, Menkumhbam Andi
pun Mattalatta menyatakan persetujuannya,

Saya lantas kembali menghampiri Dubes Imndonesia di
Havana. Saya bilang, jika ingin memberikan kewargancgaraan
kembali kepada cks mahid yang sakit pada perayaan 17 Agustus,
artinya masih ada waktu satu bulan untuk mengurusnyia, Saya
langsung menyarankan din untuk membuat permohonan se-
hagai perwakilan Indonesia di Kuba. Berdasarkan permohonan
Dubes Kl kami akan memberikan status WNI kepada cks
mahid terscbut. Dubes langsung memerintahkan stafnya untuk
menyipkan surat dan diantarkan malam ito juga kepada saya
di hotel,
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Saya pulang ke Jakarta sambil membawa surat permohonan
Dubes. Sesampainya di Jakarta, saya segera membuatkan
surat pernyataan kewarganegaraan untuk cks mahid lersehut,
Sayangnya, sayalupa namaeks mahid itu. Setelah ditandatangani
oleh Menkumham Mattalatta, saya mengirimkan surat per-
nyataan melalui faksimile dan mengirim fisik aslinya ke kantor
Duta Besar Tndonesia untuk Kuba di Havana meladui kargo
internasional yang saya harap dapat sampai dengan cepat.

Lama tak berkabar, saya tak tahu lagi bagaimana perkem-
bangan proses pengembalian kewarganegaraan pada eks mahid
tersebut. Namun, saya leringat kisah yang pernah dituliskan
Andi Mallarangeny dalam bukunya, Dari Kilometer 0,0, Dengan
memikat, ia menuliskan kisah tentang Widodo Sumardjo, maha-
siswa luusan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dikirim ke
Kuba pada 1960. Sebelum bertolak ke Kuba, ia berjanji akan
melamar kekasihnya, Widari Suwahjo. Pecahnya kejudian Ge-
rakan 30 September membuat Widodo tak bisa pulang. Pas-
pornya tak lagi berlaku. Lebih dari 40 tahun menanti, ia juga
belum bisa kembali. Saya tidak pernah tahu apakah eks mahid
vang sava bantu proses pengembalian status WNT-nva adalah
orang yang sama dengan Widodo. Kalaupun berbeda, sava tiduk
pernah mengetahu kelanjutan kisah kedua cks mahid itw

Lrusan eks mahid sepertinya tidak pernah berakhir mes-
kipun mereka semua sudah terbilang uzur. Beberapa bulan
bersclan—kira-kira di pertengahan 2009—empat orang per-
wakilan cks mahid dari Belanda mendatangi kantor saya di
bilangan Kuningan, Jukarta. Saya ingat betul kalau beberapa
waktu sebelumnya saya pernah mengunjungi mereka di
Negeri Kincir Angin, Namun, kali ini mereka ingin menagih
junji pemerintah yang kala itu diucap oleh Menteri Kehakiman
dan Tak Asasi Manusia Yusril Thza Mahendra saat kunjungan
ke Belanda, di depan para eks mahid yang menanti kepastian
kewarganegaraannya.
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Kepaca saya, para perwakilan eks mahid Belanda ini me-
nanyakan perkembangan janji tersebut, Saya lantas bilang
bahwa segala proses pengembalian kewarganegaraan hanya hisa
dilakukan jika ada permohonan yang masuk ke Kementerian
Hukum dan HAM (Kemenkumham). Selama ind, para cks mahid
di Belanda tidak pernah mengirimi permohonan.

“Jika Bapak mengajukan permohonan, kita akan proses,”
kata saya menanggapi permintaan tersebut. Spontan saya me-
nanyakan alasan mercka lak kunjung mengirim surat permo-
honan pengembalian kewarganegaraan. Perkirnan sayva saat it
jumlah eks mahid di Belanda tak lebih dari 100 orang. Jika
menung para eks mahid ini keberatan untuk mengajukan surat
permohonan, saya sebagai pejabat negara dan jajaran akan
dengan senang hati menuliskan surat permohonan tersebut
atas nama mercka satu per satu,

“Kalau Bapak tidak mau membual surat permohonannya,
saya bikinkan. Bapak tinggal tanda tangan. Meterainya nanki
siya yang bayarkan dengan uvang pribadi saya. Saya sum-
bangkan, Pak,” tegas saya. Saya menghitung cepat saat itu, 100
muaterai dikalikan Rp 6.000, totalnya hanya Rp 6000000 Bisalah
saya mengambilnya dari salah satu honor tupoksi saya selama
schulan.

Bahkan, saya menvampaikan jika para eks mahid lersebut
tak memiliki biava untuk membayar biava pendaftaran mem-
peroleh kembali kewarganegaraan sebesar Rp 500000, sava
akan mencarikan donatur dari beberapa kenalan sayad Jakarta,
"Saya akan cari orang kaya di Indonesia ini, kenalan saya, lima
orang, satu orang menyumbang Rp 10 juta, tidak ada masalah.”
Saya sudah menghitung cepat juga, 100 orang dikalikan PNBP
Rp HO0000 totalnya adalah Rp 50 juta,

Namun, perwakilan eks mahid ini justru merasa tersinggung
dan emosional. Mereka terlihat marah, “Jangan saudara menilai
kita seperti itu, Saudara Direktur ini jangan menilai kamisehina
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itw. Mau dibayarkan stau apa. Bukan soal pembayaran. Kami
ini merderita, Paspor kami diambil olek negara tanpa alasan
yung je.as. Kami bertuhun-tabun menderila,” kata salal: satu
perwakilan mereka dengun nada tinggi. Beberapa permyataan
yang saya dengarkan dengan sabar schagal uncg-uneg seorang
tua yang kurany diperhatikan oleh anaknya.

Awalnya saya diam, tetapi akhirnyn lidak sabar juga dan
lardas berdiri. Karena emosional juga, kepada mereka saya
berujar, “Bapak jangan cerita penderitaan. Bapak di Belanda
ini mendapatkain fasilitas, tunjangun sosial, hidup dengan
enak. Punya flaf, punya apartemen. RBapuk hidup iayak sebaga
manudia. Bapak tahu di Jakarta ini? Di dagruh mungkin lebik
banyak lagi. Baryak nrang susah makan, Pak. Tidak punya tem-
jrat lidur Tidur Jdi bawah jembatan. Jadi, Bapak jargzan hicary
penderitaan.”

Obrolan siung it memang tak mencmukan titik terang,
WNariun, saya ingat saya mengakhirinys dengan baik, mengsjak
mereka menikmofl kopl dan jajan makanan keeil yvang di-
stapkean staf. Memang sesuatu yang dilematis, Di satu sisi para
cks mahid di Belanda ingin pemerintah memberikan kembali
kewarganegaraan mereka Di sisi lain, saya schagai Dircktur
Tata Negara tidak memiliki wewenang memberikan kembadi
kewarganegaraan tanpa adanya surat permohoenan. Akhimya,
rara perwakilan eks mahid itu pun meninggulkan kantor suys
dan tentu setcluh beberapa har kembali ke Belanda

Lama berselang, saya mendapat tugas untuk terbang ke
Negeri Kincir Angin untuk melakukan sebeah pekegaan i
seda wakiu luang--dengan difasilitasi atase Imigrasi Indonesia di
Belanda Sarno Wijaya—sayamengundang para eks mahid di sana
umtuk roakan bersama dj scbuah restoran lndnnesia, Restoran
Selecta Amsterdam. Malam itu Sarmo memperkenalkan yung
hadir. Ada M. Djumaini Kerlaprawira (Ketus Unuem Lenrbaga
Pombela Korban 1965), Ahmad Supardi Adiwidjaja, Tbrahim Isa
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(doa untuk beliau yvang diberitakan sudah berpulang di tahun
2016), Sungkono, Samadji, dan Chalik Hamid.

Ketika itu, kami semua berbicara dengan damai dan ber-
senda gurau dengan hangat, meski mereka tetap tak mau me-
nggjukan permohonan dan saya tetap tak bisa memiliki we-
wenmng untulk memberikan kembali kewarganegaraan merela,
kKepada mereka saya mengatakan, jika tetap ingin diberikan
tanpa mezlakukan permohonan, silakan melobi Duta Besar
Indonesia untuk Belanda.

Sehagai perwakilan Indonesia, tentu Duta Besar memiliki
wewenang untuk memberikan rckomendasi pengembalian
kembali kewarganegaraan imereka,

Sebelhum berpisah, saya sempal memberi pesan kepada
mereka. “Kalau Bapak sudah senang seperli ini, silakan. Tapi
kalau banak ingin pulang ke Indonesia, tentu nanti akan ada
kemudahan-kemudahan bagi bapak. Kita sedang menyusun
satu aturan, ada impian darlt Menteri suatu waktu bapak bisa
pulang dan tidak usah terlalu kesulitan mengurus visa bulanan,
Mungkin akan dapal visa jangka panjang, visa tahunan atau
bebas visa supaya tidak oversiay.”

Saya menyampaikan ke mercka bahwa jajaran Ditjen
Imigrasi sudah menyiapkan visa khusus itu (belakangan
[hirjen Honny F. Sompie sudah mengeluarkannya), Saya juga
mengungkapkankepada mereka rasasenangbisa bersilaturahmi
sebagal sesama orang Indonesia, Saya meminta maaf kalau bdak
bisa membantu dengan baik. Sava merasa makan malam saat itu
nikmat dan tedub sekali. Bersantap dengan orang yang sudah
berumur, telapi idak sempat menikmati Indonesia yang makin
buik. 4
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MENGUBAH PERMEN MENKUMHAM TERKAIT
ANAK KAWIN CAMPUR:

Paspor Sang Ayah,
Ibarat Mencari Jarum di Jerami

Sekitar satu tahun setelah Undang-Undang (UU) Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
vang ditetapkan pada 1 Agustus 20006, saya diangkal menjadi
Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hu-
kum Umum, Kementerian Hukum dan IMak Asasi Manusia
(Kemenkumham). Tentu saja masalah pertama vang saya
hadapi adalah permohonan untuk memperoleh kembali ke-
warganegaraan dari WNI di berbagai negara di dunia yang
sudah menumpuk

Pelonjakan permohonan itu terjadi sejak ditetapkannyu
UL Kewarganegaraan, Dalam Pasal 42 UL Kewarganegaraan
vang baru itu disebutkan, Warga Negara Indonesia (WNL) yang
bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia selama
lima tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan
Republik Indonesia dan telah kehilangan kewarganegaraan
RHepublik Indonesia sebelum UU ini diundangkan dapal mem-
peroleh kembali kewarganegaraannva dengan mendaftarkan
diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling
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lambat tiga tahun sejak berlakunya UU baru ini sepanjang
tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Iari ratusan permohonan untuk memperoleh kembali ke-
warganegaraan yang sudah masuk, ada banyak permohonan
yvang tak memenuhi syarat. Hal itu disebabkan karena per-
syaratan memperoleh kembal kewarganegaraan tidak tertulis
dengan j2las dalam Peraturan Menteri Hukum daa TTAM
(Permenkumham) Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Mendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan
Republik Tndonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh
Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkian
Pasal 42 ULl Kewarganegaraan.

Bahkan, savasempat menandatangani pernyataan pengeim-
halian satu dokumen permohonan kembali kewarganegaraan
dari seorang WNI yang tinggal di Bucharest, Rumania, untuk
yang kedun kalinya. Ketika tersadar sebelumnya pernah
menandatangani  pernyataan  pengembalion ke Rumiania,
langsung saya panggil Kepala Sub Direktoral Kewargaregaraan
Asyhari Sihabudin untuk menanyakan alasan pengembalian
vang Kedua kalinya itu, Asvhari menjelaskan bahwa pada
permohonan  pertama, kelengkapan  dokumennya kurang
karena lidak melampirkan fotokopi paspor orang tuarya. Pada
permohonan kedua, pas foto si anak vang tak ada—nungkin
sudah ada dalam pengiriman pertama. Setelah dikembalikan
dan dikirim kembali, justru pastoto vang raih.

“Mengapa kelengkapan berkas pertama harus dikirim
kembali? Kenapa tidak kekurangannva saja vang dimintakan
lewat emar! atau Blackberry message (BEM)” tanya saya
kepada Asyhari.

Menurul dia, dokumen yang kurang itu harus segera di-
kembalikan. Jika tidak, dokumen permohonan kembali akan
menumpuk. Apalagi, in melanjutkan, permohonsn harus
dikembezlikan dan sampai ke tangan pemohon minimal 14 hari,
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Tentu saya ‘agak anch’ mendengar kelerangan Asyhari, Pasal 11
Ayal (2) Permenkumham Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006
memaung menyvebutkan batas waktu 14 hari, Kepala Perwakilan
Republik Indonesia mengembalikan permohonan pendaftaran
kepada Pemohon sejak tanggal permohonan pendaftaran di-
terima. Pasal tersebutl oleh pejabat di Kemenkumham dital-
sirkan menjadi batas waktu pengembalian permohoaan pen-
dattaran sampai di negara perwakilan paling lama kurang dari
14 hari.

Jika pengiriman kembali hanya ke negara tetangga seperti
Singapura, Malaysia, atau Australia, tentu bukan masalah
untuk pengembalian dokumen, Namun, untuk pemohon yang
tinggal di belahan dunia lain, seperti Bucharest, mengirim
dokumen menggunakan pos pasti tak akan sampai tepat pada
waktunya. Jika harus sampai ke tangan pemohon paling lama
14 hari, artinya dokumen tersebut harus dikirim menggunakan
ekspedisi internasional yang cepat, seperti Fedex atau DHL,
yang biayunya bisa sekitar 118$ 100 (sekitar Rp 1 juta). Padahal,
anggarar. pemerintah untuk pengembalian dokumen sangat
terbatas.

Belum selesal tugas saya mengenai urusan permohonan
memperoleh kembali kewarganegaraan, masalah lain datang
dari seorang ibu yang ingin mendaftarkan anaknya schagai
WNI. In mengeluhkan sulitnya prosedur untuk mendapatkan
kKewarganegaraan Indonesia bagi anaknya, salah satunya
dengan menyertakan fotokopi paspor dari kedua orang tua.
Usul punya usut, seorang ibu yang merupakan WNI itu telah
Lama berceral dengan suaminya yang WNA.

Kewarganegaraan ganda untuk anak hasil kawin campur
memang diatur dalam UU Kewarganegaraan yang baru.
Jika sebelum UU Kewarganegaraan direvisi, anak vang lahir
dari istri WNI dan ayah WNA, sebelum umur 18 tahun akan
mengikuli kewarganegaraan ayahnya. Namun, sejak UU
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kKewarganegaraan 2006 berlaku, anak yang lahir dart hasil
perkawinan antar-negara itu dapat memiliki kewarganegaraan
ganda terbalas,

Pasal 41 UU Kewarganegaraan menyvebutkan, anak vang
lahirdariperkawinancampur sebelum UUinidiundangkan dan
belum berusia 18 tahun atan belum kawin, dapal memperoleh
kewargancparaan Republik Indonesia berdasarkan dengan
mendaftarkan diri kepada Menteri melalm pejabat atau
Perwakilan Republik Indonesia paling lambat empat tahun
setelah UL diundangkan. Alasan itulah yvang membuat banyak
perempuan Indonesia yang menikah dengan WNA ingin men-
daftarkan anaknya sebagai WNI.

Namun, ibu vang telah bercerai itu mengaku kesulitan
untuk mencari keberadaan mantan suaminya. Entah kembuali
ke negara asal atau masih berada di negara lain, tak ada yang
tahu kepastiannya, Jika bertemu atau mengetahui keberadaan
sung suami, belum tentu juga si mantan akan memberikan
fotokopi paspor ataun mengizinkan anaknya menjadi WNI
“Pemerintah ini seperti menyuruh kami mencari jarum di
tumpukan jerami, Pak,” keluh seorang Ibu yang memiliki
anak kawin campur kepada saya, Sementara Pasal 4 Ayat (2)
Huruf ¢ Permenkumham Nomaor MO1-HL.O3.01 Takun 2006
menyebutkan, fotokopi paspor kedua orang tua menjadi salah
satu persyaratan pendaftaran.

Akibat tidak bisa mendaflarkan anaknyva sebagal WNI,
mau tak mau ibu tadi harus membuatkan anaknya Kartu Izin
Tinggal Terbatas (KITAS). Zaman itu, reformasi birokrasi
belum terjadi secara menyeluruh. haya pembuatan KITAS
vang hanya Rp 2 juta bisa membengkak berkali-kali lipat
karena adanya pungutan liar dari berbagai oknum. Sudah
terjatul, tertimpa tangga, Kira-kira begitulah nasib ibu itu.

Dua permasalahan itu akhirnya saya sampaikan kepada
Menkumham Hamid Awaludin, Kepadanya, saya meminta
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izin untuk merombak Permenkumham Nomor M,01-HL.03.01
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh
Kewargenegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal
41 dan Memperolech Kembali Kewarganegaraan Hepublik
Indonesia Berdasarkan Pasal 42 UU Kewarganegaraan.

Ketika itu, proses membuat atau merevisi Permenkumham
memang relatif mudah, Cukup sava memanggil staf dan me-
minta pasal yang ‘mengganjal’ untuk diubah, lalu melapor
ke dirjen dan selanjutnya ke menteri, Peluang itulah yvang
saya manlaatkan untuk bergerak cepat menyelaraskan se-
jumlah aturan sehingga dapat memudahkan masyarakat
mengurus proses kewarganegaraan, Buagaimana tlidak, UU
Kewarganegaraan yang dibuat dengan semangal untuk
membantu masyarakat—terutama ibu-ibu kawin campur—
untuk memperoleh kewarganegaraan dengan mudah, justru
dipersulil dengan aturan Permenkumham yang ada. Ketika
melapor ke Menkumham Hamid, ia pun menyetujuinya, Saya
lalu meminta staf untuk menyiapkan perbaikan dan me-
morandumnya untuk dibuat Permen pengganti yang baru.,

Akhirnya, beberapa pasal diubah dalam Permenkumham
Nomor MOI-HLO03.01 Tahun 2006. Yang diubah pertama
adalah Pasal 4 Ayat (2) Huruf ¢, vang awalnya ha-us me-
nyertakaa fotokopi KTP atau paspor dari 'kedua orang tua’
untuk mendaftarkan anak sebagai WNI, diubah menjadi cukup
menyertakan fotokopi K'TP atau paspor ‘salah satu orang tua’
anak yang masih herlaku.

Sclain itu, terkait persyaratan untuk mendapatkan kembali
kewargarcgaraan dalam Pasal 10 dijadikan lebih ringkas,
sehingga meminimalisir terjadinya proses pengembalian ke
negara tempat pemohon tinggal yang menghabiskan lebih
banyak biaya,

Sejalan dengan itu, Pasal 11 Ayat (2} diperjelas menjadi
Kepala Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan per-
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mohonan pendaftaran kepada pemohon dalam waktu paling
laumbat 14 hari kerja terhitung sejak tangigal permohonan pen-
daftaran diterima untuk dilengkapi. Artinya, bukan Kemen-
kumham harus mengirim kembali dengan tenggat waktu 14
hari hingga sampai ke tangan pemohon. Denganbegity, jika ada
dokumen permohonan yvang belum lengkap, Kemenzumham
tak perlu mengirimkan kembali dokumen tersebut dengan jasa
ekpedisi vang harganva selangit. Bisa menggunakan mengirim
surat penvampaian dengan faksimile atau email serta pesan
BTN,

Dengan merombak Permenkumbam tersebut, proses pen-
daftarar anak menjadi WNT dan permohonan kembali kewar-
ganegaraan terasa lebih mudah, Secara otomatis, semangat
1) Kewarganegaraan yang ingin membantu warga yang kesu-
litan dalam hal kewarganegaraan bisa dikembalikan melalui
Permenkumham vang secara substantif memang bernuansa
moemudahkan. 4

170 PP BIROCRAS)



(R

KONTRAVERS! PASAL 20 UU NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PATEN:

Antara Nasionalisme dan Rasa
Tenang Pemegang Paten

Sejak ditetapkannya Undang-Undang (UTT) Nomor 13 Tahun
2016 tentang Paten ditetapkan, reaksi keras datang dari
berbagai kalangan, Salah satu pithak yang menyuarakan reaksi
keras adalah The United States Chamber of Commerce atau
Kamar Dagang Amerika Serikat. Yang menjadi masalah adalah
keberadaan Pasal 20 UU yang baru ditetapkan terscbut.
Dalam Pasal 20 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016
disebutkan bahwa pemegang paten wajib membuat produk
atau menggunakan proses di Indonesia. Hal itu diperkuat
dengan Avat (2) vang menyebutkan membuat produk atau
menggunakan proscs harus menunjang transfer teknologi,
penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja,
Artinya, para pemcgang paten dari luar negeri mau tidak
mau harus mendirikan pabrik di Indonesia, Sementara
itu, scmua orang lahu mendirikan pabrik bukanlah per-
kara mudah. Saal itu, sava vang menjabat scbagai Pelak-
sana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan
Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
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( Kemenkumham), mau tak mau harus bersinggungar. dengan
hal itu.

Menurut Kamar Dagang Amerika Serikal, adanya aturan
vang secara Lidak langsung mengharuskan para pemegang
paten mendirikan pabrik di Indonesia menimbulkan sepumlah
kekhawatiran vang signifikan bagi perusahaan asal luar negeri
pemegang paten di Indonesia. Apalagi dalam praktiznya lak
sedikit perusahaan-perusahaan vang mendaftarkan patennya
di banyak negara.

Kamar Dagang Amerika Serikat juga beralasan kewajiban
terschut bertentangan asas non-diskriminasi yang diatur
dalam perjanjian internasional, Agreement on Trade-Related
Aspects af Intelectual Properiy Rights (TRIPS). Pasal 27 ayal
(1) Perjanjian TRIPS berbunyi, Paten harus tersedia dan hak
paten dinikmati tanpa diskriminasi berkaitan dengan tempat
ditemukannya, bidang teknologi dan apakah produk tersebut
diimporatau diproduksi di tingkal lokal.

Pasca-UU Nomor 13 Tahun 2016 lahir, saya sering kali
melakukan berbagai diskusi dengan asosisasi pengusaha
luar negeri. Pada Februari 2017, Dircklorat Jenderal (Ditjen)
Kekavazn Intelektual menggelar diskusi dengan American
Chamber of Commerce in Indonesia dan Kamar Dagang
Amerika Serikat dalam topik “UL Paten dan Perkembangan
Peraturan Pelaksananya di Indonesia”,

Dalam satu pertemuan di Kota Kanazawa, Jepang, Japan
Paten Office (JPO), meminla agar saya dan rombongan
hisa bertemu bilateral dengan Yoshinori Komiya, seorang
komisioner JPO. Madahal, pertemuan Jdi Kanazawa adalah
dalan rangka The 7th AMS [POs-JP(O) Heads Meeting. Dalam
pertemuan itu, lagi-lag Yoshinori bertanya tentang asal 20
dan solusi yvang sudah divpayakan Indonesin,

Di samping pertemuan tersebut, tentu saja masih banyak
pertemuan dan diskusi terkait Pasal 20 yang intinva adalah
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usulan supaya UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
direvisi. Menurut mereka, terlalu beral untuk mernjalankan
Pasal 20 vang telah menjadi bola panas tersebut., Dan tak
ada salahnya mendengarkan keluhan dari pihak-pihak yang
bersinggungan langsung dengan UL Paten itu,

Pertemuan yang dilakukan Ditjen Kekayaan [nlelektual
dengan berbagai kalangan, semuanya dengan tujuan untuk
menyusan herbagai formula untuk menyelesaikar, perma-
sulahan yang ada. Saat itu, salah satu solusi vang ditowarkan
adalah dengan membuat peraturan pelaksana berkaitan
dengan pasal tersebut. Salah satu bentuknya adalah Peraluran
Presiden (Perpres).

Desakan yang terus datang dari berbagai pihok untuk
merevisi ketentuan itu akhirnya harus ditanggap Kemen-
kumham RI. Sava sempat mengusulkan untuk membuat
Perpres sehagai jawaban atas desakan dari berbagai pihak
yang ‘dirugikan’ dengan adanya Pasal 20 ULl Noemor 13
Tahun 2016 itu. Setidaknya—bersama Dr. Freddy ITarris
(belakargan ditunjuk Menkumham sebagai Dirjen Kekayaan
Intelektual)—saya dua kali harus terbang ke Amerika Serikal
untuk menjelaskan upaya kami mencari jalan keluar 'Pasal
200 ini. Bersama jajaran Ditjen KI, saya juga pada beberapa
kesempatian menjelaskan hal ini di Jepang.

Menkumham Laoly menjelaskan halyangsamadibeberapa
forum WIPO di Jenewa dan pertemuan tingkat tinggi lainnya
di beberapa negara. Sejumlah delegasi, kelompok tim, dan
para dula besar mengadakan audiensi dengan Menteri Laoly
untuk hal yang sama. Pada intinya, semuanya menyatakan
keberatan dengan substansi di Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun
2016 itu.

Saya mengusulkan supaya di dalam Perpres tersebut
terkandung tiga pasal utama, di mana pasal pertama mengulip
seluruh isi Pasal 20 UL Nomor 13 Tahun 2016 lentang Paten
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(jadi sucah sesual UL, di pasal kedua disebutkan bahwa
jika pasal 1 belum bisa dilaksanakan, pemegang paten dapal
mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan Pasal
200 T7T7 Nomor 13 Tahun 2016, dan di pasal ketiga, Menter
dapal memberikan penundaan pelaksanaan pasal lersebut
dualam jangka waklu tertentu.

Namun, dalam perjalanannya, pembuatan Perpres
Lak berjalan lancar. Setelah dibicarakan dalam rapat inter-
departemen dengan Kementerian Perckonomian, Sekretariat
Negara, dan Sekretariat Kabinet, beberapa pejabal menyata-
kan tidak menyetujui kelonggaran aturan vang terangkum
dalam ULl Nomor 13 Tahun 2016, Perpres dinilai akan me-
ngeliminasi ketentuan dalam UL jika ditetapkan.

Keterlibatan sava dalam  ikut membicarakan solusi
vang terbaik bagi semua pihak terkait Pasal 20 UL Nomor
13 Tahun 2016 tentang Paten terhenti saat Menteri Hukum
dan HAM Yasonna Laoly melantik Freddy Harris sebagai
Dirjen Kekayaan lnteleklual pada 1| Desember 2017 Saya
pun harus kembali fokus pada tugas di Inspektorat Jenderal
Kemenkumham sebagai Irjen. Selama ini, Freddy Harris
memang yang ikul memberi penjelasan lerkait Pasal 20
U Paten dalam beberapa kesempatan menerima sejumlah
delegasi vang berkunjung ke Kemenkumham.

Meski begitu, upaya vang dilukukan Direktorat Jenderal
(Ditjen) Kekayaan Intelektual tak berhenti. Setelah “mentok”
pada pembuatan Perpres, Ditjen Kekayaan Intelektual mene-
rima pertanyaan lentung kemungkinan menempuh jalor
Judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun, langkah ini
dinilai tidak terlalu tepat. Pasalnya, judicial review hanya akan
memenangkan perkara yang memiliki kepentingan untuk
warga negara Indonesia, Sementara, dalam Kasus ini yang
berkeberalan adalah pihak asing.
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Belakangan, saya mendengar kalau usulan untuk pem-
buatan Perpres itu akan ditransfer untuk menjadi Peraturan
Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham). Namun, usulan
saya yang tadinya harus diberikan jungka waktu pembuatan
pabrik di Indonesia sedikit direvisi dengan tanpa batasan
waktu. Dengan demikian, pelaksanaan substansi Pasal 20 bisa
mendapat solusi yang menguntunghkan semmua pihak.

Meski begitu, pembuatan Permenkumham hanva bersifat
sementara. Hal yang harus dilakukan sebenarnya adalah
merevisi LT Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga
semua aluran hisa jelas dan tidak saling bertabrakan,

Terkait adanya Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2016
tentang Palen, maksud ulamanya adalah untuk kepentingan
nasional. Nasionalisme dalam rangka alih teknologi dan
pembangunan ekonomi yang lebih bermartabal. Namun,
mungkin memahami pihak lain juga bagian dari sebuah hal
yvang bijuk dan arif. Harus ditngat jika mendirikan pabrik juga
bukan urusan yang mudah, apalagi secara inlernasional juga
herlaku asas non-diskriminasi vang diatur dalam perjanjian
internasional dalam TRIPS. Urusan transfer teknologi dan
pengetahuan juga harus dipersiapkan secara perlahan, tidak
hisa dilakukan secara langsung karena akan berakibat fatal. %
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"RAMA KEMBAR™ HKT|, PARFI, DAN IWAN TIRTA:

Mencari Solusi Bersama dan
Mengakhiri Konflik

Pada periengahan 2006, Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat {DI'R} Fadli Zon menelepon saya vang ketika itu
miasih manjabat sehagai Inspekiur Juadeeal (Trjen) ekaligus
Pelaksanu Tugas (P1E) Dircktur Jenderal (Dirjen) Adminisirasi
IMTukum Umum {(ATILD, Kemenlerinn Hukum dan Hak
Asasi Minusia (Kemenkumham) [ juga menyalakan telah
membuat junji unbuk bertemu dengan Menkumham Yasonna
iT. Taoly, la berharap Dirjen AHU juga bisa mendampingi
Menkumham, karena yang akan dibicarakan terkail 1upoksi
AITLL

Beburapa harl kemudian s memang menemul Men-
kumhbam don saya diminta Menlerd untuk ioat hodir,

Fadli Zon lernyata bukan datang sebagai wakil ritkyat, tap
sebagal Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indencesia
(TIKTE). organizsasi yang sebelumnya dipimpia Prabown
Subianta. Konflik duslivme memang suduh lama terjadi di
dalam tubuh HETT. Ketika Prubuwo Subianto terpilih sehagai
Retua Ulmum HEKT1 dalam Masyawurah Nasional (Munas)
VIL di Bali, 2080, Qexman Sapta Qdany menggetar Munas
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tandingan, Perseteruan berlanjut ke ranah hukum. Masing-
masing pihak mengeklaim sebagai ketua organisasi yung
mengurusi masalah pertanian itu secara sah.

Namun, konflik  dualisme akhirnya  dimenangkan
Oesman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor
210/K,/TUN/2012 dan putusan Kemenkumham No. AHU-14.
ATIO 106 tahun 2011 vang diperkuat olch Akta Pernyataan
Keputusan Musyawarah Nasional VII HKTI No 8 Tahun
2010, Sedangkan terkait merek dan logo HKTI, MA dalam
putusunnya pada 27 Januari 2016 dan 15 Oktober 2012
dimenangkan kubu Prabowo,

Meski begitu, kubu Prabowo tetap belum menecima pu-
tusan tersebut. Menurut Fadli Zon—yang pada 2015 secara
aklamasi menggantikan posisi Prabowo scbhagai Ketua Umum
HET1—mercka masih berupayauntuk memenangkan perkara
tersebut. Sebagai pejabat negara, saya mengatakan kepada
Fadli Zoa kalau salah satu pihak harus mengalah karena tidak
boleh ada nama organisasi yang sama menurut Undang-
Undang (LU'U).

Namnun, Fadli Zon mengingatkan bahwa kubunya meru-
pakan organsiasi yang sah secara hukum, Disatu sisi, Prabowo
yang kesika itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina
ITKTT sudah gerah dengan konflik yang tak kunjung selesai.
“Organisasi kamilah yang pertama, Sejak tahun 1973, yang
di sebelah baru mulai ber-HKTI. Kenapa kami yang harus
mengalah,” kata Fadli Zon kepada Menkuwmham,

Nalam pembicaraan Fadli dan Menkumham Laoly itulah
saya mencoba mengambil kata tahun 1973, “Mengapa hidak
ada HKTItahun 1973 saja,” pikir saya. Akhirnya, sayameminta
izin Menteri untuk berbicara dan mencoba mengusulkan
kepada Fadli Zon untuk mengubah nama HETI (kubu Fadli)
menjadi HKT1 1974, sesuai tahun lahirnya organisasi lerscbut.
Jika nantinya HETI versi Ovsman Sapta telap menggunakan
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nama HK'TT, hal itu tak menjadi masalah, tetapi menggunakan
angka 1972 adalah juga penegasan bahwa HKTT versi Prabowo
berdiri lebih awal.

Fadli Zon pun akhirnya setuju untuk mempertimbangkan
gagasan tersebut, Menurutnya, usul menggunakan tahun
di belakang nama HKTI merupakan ide vang bagus, Ketika
berpisah, ia berkata akan menyampaikan usul itu kepada
Prabowe selaku Ketua Dewan Pembina, Saat itu saya berharap
urusan dua KT punya jalan keluar,

Tak lama setelah itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna
Laoly melantik Freddy Harris scbagai Dirjen AHU vang
baru. Artinya, tugas saya scbagai Plt Dirjen telah berakhir
dan saya bisa fokus mengurusi masalah di Inspektorat Jen-
deral Kemenkumham, Belum lama kembali menjabat seha-
gai Irjen, sebuah panggilun dari nomor vang tak dikenal
masuk dalam telepon saya. Ketika saya angkat, ternyata yang
menelepon adalah Marcella Zalianty, seorang selebriti dan
artis Indonesia, Ta meminta bantuan untuk menuntaskan
masalah perebutan nama yang terjadi dalam tubuh organisasi
Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi). Namun, sava bukan
lagi menjabat sebagai Plt Dirjen AN Karena itu, saya
mengarahkan Marcella untuk menemui Divien AHU vang
baru, Freddy Harris. Menurut Marcella ia ingin beraudensi
kepada Menteri bersama rombongan Parfi, di antaranya Ray
Sahetapy. Akhirnya disepakati bahwa romhbongan Parfi akan
dipertemulkan dengan Menkumham Yasonna Laoly,

Dalam pertemuan dengan Menteri tersebut, Marcella dan
Ray Sahetapy menyampaikan keluhan mereka terkait Parfi,
terutama setelah ketua umum sebelumnya, Gatot Brajamusti,
ditangkap oleh kepolisian akibal penyalahgunaan narkoba.
Dua han setelah penangkapan Gatot, Parfi mengumumkan
Andryega da Silva sebagai ketua tanpa melewali proses yang
jelas. Ada mosi tidak percaya dari rekan-rekan artis kepada

146 HeHACORS SR 251



Ketua Umum Parfi vang baru. Tentu saja Kemenkumham agak
susah mencampuri urusan kepengurusan itu. Kemudian—
saya lupa siapa pembicaranya—ada keinginan untuk mem-
bual kepengurusan Parfi sendiri. Sesuatu yang sah-sah saja,
karena Marcella dan Ray Sahetapy sama kita ketahw sebagai
artis yang memang berkarier panjang di dunianya. Namun,
kepengurusan tandingan adalah keruwetan yang tidak pernah
Prerakhir,

Kelika itu saya teringat pada kasus HKTI dan menya-
rankan pada pertemuan tersebut agar mereka (Marcella dan
rekan-rckannya) menggunakan tahun kelahiran Parfi sebagai
nama organisasi yang baru, Dengan demikian lak periu ada
gugatan ke ranah hukum yang menyita waktu, Gagasan itu pun
diterima dengan baik. Pada 1 Oktober 2016, kakak kandung
Olivia Zelianty tersebut dipilih sebagai Ketua oleh Persatuan
Artis Film Indonesia 1956 (Parfi 56).

Di Indonesia, ada kasus perebutan hak nama organisasi
yang akhirnya berujung ke jalur hukum. Padahal, urusan
nama scbenarnya dapat diselesaikan dengan cara damai.
Dalam pandangan saya, tak terhitung orang dengan nama
yang serupa di Indonesia, tetapi tak pernah ribut-ribut seperti
halnya organisasi yang berebut nama,

Jika perlu mengambil contoh, di era 1980-an, ada se-
orang penyanyi perempuan lerkenal bernama Andi Meriem
Mattalatta. Avahnya scorang Jenderal TNI yang juga bang-
sawan lerpandangasal Makassaryang terkenal padazamannya,
Andi Mattalatta, Sementara itu, pada 2007 Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono mengangkal Andi Mattalatta sebagai
Menkuwmham, Namun, Andi Mattalatta sang Jenderal dan
Menkumham Andi Mattalatta adalah dua orang yang berbeda
Menkumhbam Andi Mattalatta yang lahir pada tahun 1952
tentu tidak mungkin mengeklaim harta Jenderal Mattalatta
yang sudah berkiprah sejak 1950-amn.
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Suatu hari pada tahun 2009, saya juga pernah bertemu
dengan salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Dacrah
(KPUDY Sulawesi Tengah bernama Adam Malik, nama
yang mengingatkan sava kepada Wakil Presiden Indonesia
ke-3. Namun, Adam Malik yang berprofesi sehagai anggota
KI'UD Sulawesi Tengah tak bisa serta-merta mengakui harta
kekayaan mantan wakil presiden Adom Malik yang terletak di
Jakarta

Logika itulah wvang selalu sayva sampaikan untuk me-
nyelesaikan konflik dualisme nama kepada orang-orang vang
bersitegang. Belum lagi perseteruan antara pengurus yayasan
vang kadang lebih ‘parah’ lagi karena saling memperebutkan
aset yang ada. Bilasanya, sava mengarahkan dua yayasan
dengan nama yang sama untuk memperjelas pihak mana vang
berhak atas aset sebelum dilakukan perebutan nama. Dalam
hal dualisme nama kepengurusan yayasan, inti konfliknya
sebenarnya berdagar kepada aset yang ada.

Seteah dua perkara perebutan nama di atas selesai-
atau diharapkan selesai—selanjutnya datanglah perkara
lain yang lebih serius, yaitu perebutan merek. Kali ini yang
datang mengadu adalah salah scorang petinggi PT. Twan
Tirta, pemegang hak atas produksi dan pemasaran batik
karya maestro batik Indonesia almarhum Nursjirwan 1'ir-
taatmadjaja, atau yang lebih dikenal dengan nama [wan
Tirta. Ia mengolakan bahwa T Iwan Tirta wdalah satu-
sptunya yvang mendapat warisan hak dari lwan Tirta untuk
memaszrkan produk batik Iwan Tirta. Namun, di sebuah kota
di Jawa Tengah, sebuah toko berdiri kokoh menggunakan
nama Pusaka Iwan Tirta, Meskipun toko tersebut tak ber-
Jualan batik, PT. Iwan Tirta merasa gelisah karena ada nama
Iwan Tirta Lerpampang dalam toko torsebut,
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PT. Pusaka Twan ‘Tirta mengajukan pendattaran merek
Fusaka Iwan ‘T'irta pada 2 Juli 2004 dan saat ini telah terdaftar
dengan No, IDMO00209085 di kelas 35. Kelas tersebut nie-
lindungiproduk jasa toko. Sementara itu, P'T. Iwan Tirtntclah
mendaftarkan merek [wan Tirta pada 2002 di kelas 24 untok
produk kain hatik

Mehurut merekn, nama 1. Pusakn Twan Tirtn akan
mengancam Keuluhan bisnis. Pasalnya, 1"T. Pusaita bwan Tirta
yang melindungi produk jasa toke membual FT. Twan Tirta
terancart tidak bisa membuka toko batik dengan namna Twan
Tirla.

Berdasarkon DPasal 83 Ayat (1) UU Nomar 20 “Tahun
2016 tenlang Merek dan Indikasi Geogralis, poemilik 1merek
werdaftar dan/stas penerima lisensi merck terdafiar dapat
mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang sccara lunpa
hak menggunakan merek yang mempunyat persamaan pada
pokoknyr atau kescluruhannya untuk barang dan/atan jasa
yang dejunis.

Tentu permasalahan sengketa merek bukan lagi menjadi
urusan sava, karena sebagai Irjen Kemenkumbam fugas
utama saya adalah melakukan pengawasan di lingkungan
kementerian. Namun, kepada mereka sayva memberi saran
untuk mendafarkan dua hak merek atas nama I'wan untuk
toko batik leluki dan Tirtn untuk toko batik perempuan,
Sehingga, ketika mendicikan toko, dua nama tersebal tetap
hisa herdampingan menjadi lwan Tirta, Caranya, kaviing
tokao dibagi menjad dua bagian, Sat hagian menjual unluk
hatik lelaki dan satu bagian menjual batlk perempuan. Meski
ruangan di dalam ‘menyaty’, tetapi kedua bagian telap me-
miliki pintu masuk yang berbeda. Seperti biusanya nuflet
merek ternmama, sehingea kedua merek bisa digandengkan,

WY Tah L [ e A AR ETWL 14%




Dari kejauhan, toko Twan akan berdampingan dengan toko
Tirta dan akan terbaca 'lwan Tirta’,

Meski awalnya saran saya dianggap sebagai candaan, tetapi
mereka akhirnya bisa pulang dengan tenang. Dibandingkan
menempuh jalur hukum yvang memakan biaya dan waktu
vang tak sebentar, ada banyak cara praktis untuk mengatasi
masalah tanpa harus melanggar aturan yang ada. €
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MENLINTASKAN URLSAN BURUH MIGRAN INDDNESH
DI ARAB SAUDI WKI;

Batu Beterbangan dan
Api Berkobar di Konjen Jeddah

Awal Juni 2012, seperti biusa saya menjalani rekerjaan
sebagal Dircktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum
Umum (AHTY), Kemenlerian Tukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham). Namun, pada siang hari, Direktur Perlin-
dungan Warga Negara Indonesia (WND dan Badan Hulum
lndonesia, Kementerinn Luar Wegeri (Kemenhy) Talang B.
Razak menelepon saya.

la meminta saya, selaku Dirjen AHU-untuk bersama
dengan jajaran Ditjen lmigrasi Kemenkumham—ikut dalam
tim penyelesaian permasalahan yang menimpa bursh migran
dan WNI di Arab Saudi. Saya ingat betul kata-kalanya saat
itu di telepon. “Pak Aidir, saya sedang rapat di Kementerian
Tenaya Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Tni ada
arahan Hl-1 soal masalah stulus TKI ilegal di Arab Saudi vang
harus diselesaikan. Kemenkumham termasuk harus ikul me-
nangani masaluh di Jeddah ini, Pak Aidir” veapnya.,

Melului sambungan telepon itu, Direktur Tatang ingin
meminta sava bersama jajaran di Kemenkumham untuk
mengures ambestl bagi para buruh migran dan WKI yang
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tingpal di Arab Saudi, Jika tidak, para buruh migran dan WNI
tersebut akan dipulangkan, ditangkap, atau terkens sanksi
dari Pemerintah Arab Saudi. Menurut Tatang, diprediksi ada
sekitar 1C0.000 WNI vang harus mengurus amnestinyi.

La menjelaskan, Pemerintah Arab Saudi telah mengeluar-
kan kebijakan amnesti di mana Warga Negara Asing (WXNA)
di Arab Saudi diberi kesempatan untuk memperbaiki status
izin linggal dan bekerja sesuai dengan ketentuan vang serlaku.
Kebijakan masa amnesti ini berlangsung selama 11 Mei-3 Juli
2013,

Hubungan sayadengan Tatang B, Razak bukan baru terjalin
kemarin sore. Di tahun-tahun menjabat schagai Direktur Tata
Negara Kemenkumham, yaitu 2008-2009, saya bersama Tim
Tata Negara, pernah bekerja menyelesailkon puluban ribu
stalus WINT tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia, Saat
itu, Tatang Razak menjabat sebagai pelaksana tugas Duta Besar
Indonesia di Kuala Lumpur, Sava ingat, ia awalnya memprotes
saya karcna mengirim tim yang begitu banyvak dari Jakarta
untuk bekerja di aula KBRI, Perbedaan pandangan soal tim
yang dikirim ternyata membawa hikmah bagi kami berdua,
sehingga kami bertemu dan berdiskusi panjang bersama,
Sesudah itu, saal ia kembali ke Jakarta dan menjabat sebagai
Direktur Perlindungan WNI, kami bersama-sama menangani
beberapa urusan TKI ilegal di Arab Soudi.

Pada 2011, Kemenkumham dan Kemenlu pernah berkola-
horasi mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)
untuk para buruh migran di Arab Saudi. Kelika itu, sekitar
4550 buruh migran bermasalah dan Kemenkumham harus
menerbitkan SPLP agar mereka bisa pulang ke Tanah Air
dengan selamat,

Mayoritas dari mereka vang dipulangkan adalah buruh
migran perempuan yang bekerja pada sektor informal, seperti
pembaniu rumah tangga, dan buruh migran laki-laki yang
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bekerja sebagai supir, Sebagian dari jumlah terseyut tefuh
dipulangkan oleh pemerintah Arah Saudi dan sisinyva sekitar
2.000 orang akan dipulangkan menggunakan pesawat Garuda
Tndonesta duri Jeddah yang lelah memberangkatkan jemaah
haji dengan 10 penerbangan terakhir pada 30-31 Oktober 2011,

Kesuksesan bersana memulangkan ribuan buruh migran
itulah yang membual Direltur Tatang kembali menghubungi
saya pada suate siang di bulan April 2013, in meminta izin
kepuda saya untuk memperdengarkan percakapannya dengan
saya di lelepon menggunakan speaker handphone-nyadiruang
rapat Kemenakerlrans, sehingga seluruh angyota rapal juga
bisa langsunyg mendengarkan keputusan Kemenkumam saut
it

“Juwdi, Pak Aidir, soal masalah di Jeddah ini. kita harus
kirim orang lagi ke sana, kita perlu leman dur Imigrasi
dan AHLU untuk bersama tim Kemlu dan Kemenakertrans
menyelesaikan masaluh tenaga kerja di suna. Kira-kira butuhk
10 orung per-priode kevja untuk diturunkan ke sana,” jelasnya.

Tanpa pikir panjang—karena sudah beberapa kali mela-
kukan Kegiatan yang sama, baik di Malaysia maupim Arab
Saudi—saya langsung menyangpupi permintaan terschut.

Bukan 10 orang yang akan dikirimkan Kemenkurmham,
melainkan 20 orang. Sepuluh orang tim Imjgrasi dan sepuluh
orang dari thm AHU. Mereka akan bertugas secara periodik
selamna sekidar tiga minggu dan akan diganti 1im berikuloya.
Segala persiapan bantuan tenaga sepera dilakukan nntuk
langsung dikirimkan minggu depan. Kcputusun itn memang
suyd huat tanpa pikir panjang Setclah menutup telepoin,
barulah saya sadar belum melaporkan hal ini kepada Menteri
Hukumy dan Hak Asusi Manusia (Menkumham) Amir Svam-
sudin.

Namun, keputusan telah diambil. Saat itu juga siya me-
neiepon Dirjen Imigrasi Bambang lrawan. Kurena dalam
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pengurusan masalah buruh migran dan WNI di Arab Saudi,
Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU tak bisa bekerjn sendiri,
Kepada Dirjen Bambang, saya menceritakan masalah yang
terjadi, mwengulang cerita Direktur Tatang,

Setclah menceritakan segala detail masalah kepada Dirjen
Bambang, kami berdua memutuskan untuk menghadap Men-
kumham Amir Syamsudin,

Kebetulan, Menkumham Amir Syamsudin saal itu se-
dang berada di ruangannya. Sayn pun langsung meminla
izin untuk bicara dan melaporkan permasalahan mendesak
menyangkut warga Indonesia vang harus segera dilangani,
Saya menjelaskan soal Lelepon dari rapat di Kemenakertrans,

Menkumham Amir Syamsudin pun tak banyak Lertanya,
Hanya satu yang ia khawatirkan saat itu, perihal :nggaran
untuk memberangkatkan 20 orang petugas ke Arab Saudi,
Dengan enang, saya meyakinkan bahwa anggaran yung digu-
nakan akan diambil dari Ditjen AHU dan Ditjen Imigrasi,
Masalahnya, keberangkatan ini tak bisa ditunda lagi karena
ada ratusan ribu WNT dan migran terancam overstay di sana
dan perierinlah membulubhkan sebanvak mungkin tenaga
untuk mengurusnyi.

Lampu hijau pun diberikan. Seminggu kemudian, Kemen-
kumham memberangkatkan gelombang pertama bantuan
untuk mengurus amnesti bagi buruh migran dan WNI di
Arab Saudi. Saya sendivi ikut dalom barisan pertama untuk
melakukan koordinasi.

Sampai di Arab Saudi, tim dari Kemenkumham ditem-
patkan di Konsulat Jenderal Hepublik Indonesia (KJRT)
di Jeddah. Saya sendiri bersama Dirjen Imigrasi—selaku
pengawas awal untuk masa kerja lima harian—menempati
ruangar Atase Imigrasi— Tubagus Gandarsa—di lantai 2 KJRI
Jeddabh,
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Di hari ketiga sava berada di Jeddah, buruh migran dan
WNI yang datang semakin membluduk dan antrean makin
panjang Entah dari mana awalnya, para buruh yang antre—
entah diprovokasi siapa atau karena udara yang amat panas—
berubah menjadi  kerumunan yang emosional Mungkin
karena terlalu lama mengantre dan kepanasan, mereka
mulai bertindak di luar kendali. Setidaknya ada lebih dari
12.000 vrang berkerumun di depan KJRI Jeddah, Batu-batu
beterbangan mengarah ke kantor KJRI di Jeddah, Ruang
tempat kerja saya pun tak luput dari hujan batu, Beruntung,
ketika itu seluruh orang yang menempati ruangan sedang
tidak adz di tempat.

Puncaknya, pada sore hari di 9 Juni 2013, massa yang
semakin emosi mulai membakar gedung KJRI di Jeddah.
Kepulan api dan asap mulai mengudara di luar pagar gedung
KJRL Suasana semakin tak terkendali. Kericuhan semakin
menjadi. Dampaknya, satu perempuan Indonesia tewas dalam
kejadian tersebul,

Kerusuhan yung terjadi membuat media internasional
ramal memberitakan insiden tersebut. Banyak orang me-
nyalahkan kinerja pemerintah yang lambat. Banyak pula yang
menuding negara tak bisa melindungi warganya.

Di tengah segala berita negatif yang muncul, siya hersama
tim memutuskan kembali untuk bekerja. Kami kembali ke
ruangan Alase ITmigrasi di lantai 2 yang telah porak poranda,
Peeahan kaca dan puluhan batu sebesar bola lenis masih ber-
ceceran i ruangan, Namun, kami memutuskan untuk SeFera
menuntaskan permasalahan yang dialami para buruh migran
dan WNI yang berada di Arab Saudi.

Mengurus amnesti untuk ratusan ribu orang dalam waktu
dua bulan memang bukan perkara mudah. Apalagi, semua
itu dilakvkan di luar negeri vang notabene sumber dava
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manusia yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Akhirnya,
Pemerintah Arab Saudi pun memperpanjang pengurusan am-
nesti hingga 3 November 2013,

Dari Jakarta, bantuan sumber dava manusia terus di-
tambah. Pada akhirnya, segala permasalahan yang menimpa
buruh migran dan WNI di Arab Saudi bisa teratasi, Walaupun
api herkobar dan asap mengepul, semua dapal diatasi. Saya
sesungguhnya sangat menycsalkan kerusuhan yang terjadi,
apalagi sampai memakan korban jiwa vang sebenarnya
tidak perlu. Sesudah situasi tenang, atase Imigrasi Gandarsa
mengajak kami semua menikmati kambing yang dibakar
dengan batu, <
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UPAYA MENGEMBALIKAM K EWARGANECARAAN EXS MAHID:

Traktir Meterai sampai Makan Malam
di Selecta Amsterdam

Sabtu, 12 Tuli 200K, saya mendampingi Menteri Thitkum dan
Hak Asasi Manusig (Menkumhbam) Andi Mattalatta daiy [pek-
tur Jenderal (Digen) Administrasi [MTukum Uy (AT}
Syamsudin Manan Sinaga ke Los Angeles, Amerika Serikyt,
Bertemypat di Gedung Konsulat Jendera] Republik Tndonesia
(RJRD) Tos Angeles, agenda saat ity adalah soskglisasi Uhiang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 lentang Kewirganegoraan
kepatln seluruh perwakilan indanesiu di Amertka dan sekitar-
nyu.

St makan malam bersama dengan berbagni perwnkilan
IndunesiadiAmerika ite, tiba-liba Dutn Besar (Dubes) indanesia
untuk Kuba, Banua Radja Manik melatangl meja sava, Nia
memberi tahu baliwa adi cks mahasiveea ikatan dinas {mahid)
pada era Presiden Svkarno vang sedung sakit berat. Namun,
hingga szat ini arang tersehut belens Juga memiliki kembali
Kewarganegarann indomesiy, sctelah pada masa Opde laru
status kewarganegaraannys dicabul. Dubes Bunua herhurap
pemerinlah bisy memberikan kembaii kewsrgancegaraan beliau
menjelang akhir hayatoya,
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Menurut Dubes Banua, kondisi lelaki eks mahid kala itu
tengah menjfalani perawatan intensif di rumah sakit. Dubes
Banua ingin pada tanggal 17 Agustus mendatang - bertepatan
dengan Dirgahayu Republik Tndonesia ke-63—lelaki cersebut
bisa kembali menvandang gelar sehagai warga negara Indonesia,

Sebagai Direktur Tala Negara, saya berkewajibay untuk
membantu proses pengembalian kewarganegaraan pada para
cks mahid yang masih terdampar di berbagai negara, khususnya
tropa Timur, Kepada Dubes Banua, suya meyakinkan bahwa
semuanya bisa diatasi. Pasalnya, Presiden Abdurrahman Wahid
pernah menjanjikan akin mengembalikan kewarganegaraan
cks mahid Indonesia.

Saat itu juga saya langsung menghampiri Menkumham
Andi Mattalatta dan Dirjen Svamsudin Manan Sinaga. Kepada
mereka, saya menceritakan ulang kisah vang disampaikan oleh
[ubes Banua itu, Saya menyarankan dua orang atasan saya
Lersebut untule memberikan kembali kewarganegaraan si lelaki
malang.

“Kalau saya, kita berikan, Saya sudah memberi tahu dubes
untuk rmemohonkan, sebagal kepala perwakilan Indonesia
dengan alasan kemanusiaan,” papar saya. Menkumbam And
pun Mattalatta menyatakan persetujuannya.

Saya lantas kembali menghampiri Dubes Indonesia di
[Tavana, Saya bilang, jika ingin memberikan kewarganegaraan
kembali kepada eks mahid yang sakit pada perayaan 17 Agustus,
artinya masih ada waktu satu bulan untuk mengurusnya. Saya
langsung menyarankan dia untuk membuat permokonan se-
hagai perwakilan Indonesia di Kuba. Berdasarkan permohonan
[ubes BRI kami akan memberikan status WNI kepada eks
mithid tersebut. Dubes langsung memerintahkan stafnya untuk
menyiapkan surat dan diantarkan malam itu juga kepada saya
di hotel,

160 (el AU Tl 140



Saya pulang ke Jakarta sambil memba wasurat permohonan
Dubes. Sesampainya di Jakarta, siya segera membuatkan
surat pernyataan kewarganegaraan untuk ks mahid tersebut
Sayangnya, saya lupa namaeks mahid itu. Setelahditandatangani
oleh Menkumham Mattalatta, saya mengirimkan surat per-
hyalaan melalui faksimile dan mengirim fisik aslinya ke kantor
Pula Besar Indonesia untuk Kuba dj Havana melalui kargo
Internasional yang saya harap dapat sampai dengan cepat.

Lama tak berkabar, saya tak tahu lagi bagaimana perkem-
bangan proses pengembalian kewarganegaraan pada eks mahid
tersebut Namun, saya teringat kisah yang pernah dituliskan
Andi Mallarangeng dalam buku nya, Dari Kilometer 0,0. Dengan
memikal, ia menuliskan kisah tentang Widodo Sumard o, maha-
siswa lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang d kirim ke
Kuba pada 1960. Sebelum bertolak ke Kuba. ia berjanji akan
melamar kekasihnya, Widari Suwahjo. Pecahnya kejadian Ge-
rakan 30 September membuat Widodo tak bisa pulang. Pas-
pornya tak lagi berlaku. Lebih dari 40 tahun menanti, ia juga
belum bisa kembali. Saya tidak pernah tahu apakah eks mahid
ying saya bantu proses pengembalian status WNI-nya adalah
orang yang sama dengan Widodo. Kalaupun berbeda, saya tidak
pernah mengetahui kelanjutan kisah kedua eks mahid itu.

Urusan eks mahid sepertinya tidak pernah herakhir mes-
kipun mereka semua sudah terbilang uzur. Beberapa bulan
herselan—kira-kira di pertengahan 2009—empat orang per-
wakilan eks mahid darl Belanda mendatangi kantor saya di
bilangan Kuningan, Jakarta. Saya ingat betul kalay beberapa
waktu sebelumnya saya pernah mengunjungi mereka  dj
Negeri Kincir Angin. Namun, kali ini mereka ingin menagih
janji pemerintah yang kala ity diucap oleh Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Yusril Thza Mahendra saat kunjungan
ke Belanda, di depan para eks mahid yang menanti kepastian
kewarganegaraannya,
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Kepada saya, para perwakilan eks mahid Belanda ini me-
nunvakar perkembangan janji tersebut. Sava lantas bilang
bahwa segala pruses pengembalian kewarganegaraan hanyvabisa
dilakukan jika ada permohonan yang masuk ke Kemenlerian
T ukum dan HAM (Kemenkumbam). Selama ini, para eks mahid
di Belanda tidak pernah mengirimi permohonan.

“Jika Bapak mengajukan permohonan, Kita akan proses,”
kata saya menanggapi permintaan tersebut. Spontan sayva me-
nanyakan alasan mereka ik kunjung mengirim sural permo-
honan pengembalian kewarganegaraan, Perkiraan saya, saat itu
jumlah cks mahid di Belanda tak lebih dari 100 orang Jika
memany para eks mahid ini keberatan untuk mengajukan surat
permohonan, saya sebagal pejabat negara dan jajaran akan
dengan senang hati menuliskan sural permohonan tersebut
atas nama mereka satu per satu.

“Kalau Bapak tidak mau membuat sural permohonannya,
sayva bikimkan. Bapak tinggal tanda tangan. Meterainya nandi
saya vang bayarkan dengan uang pribadi saya. Saya sum-
bangkan, Pak,” tegas saya. Sava menghitung cepat saal itu, 100
materai dikalikan Bp 6.000, totalnva hanya Rp 600.000, Bisalah
sava meagambilnya dar salah satu honor tupoksi saya selama
sebulan,

Bahkan, saya menyampaikan jika para eks mahid tersebut
tak memiliki biaya untuk membayar biaya pendaltaran mem-
peroleh kembali kewsarganegaraan schesar Rp 500000, saya
akan mencarikan donatur dari beberapa kenalan saya di Jakarta.
“Saya akan cari orang kaya di Indonesia ini, kenalan saya, lima
orang, satu orang menyumbang Hp 10 juta, tidak ada masalah,”
Sava sudah menghitung cepat juga, 100 orang dikalikan PNB]®
Rp 500000 totalnya adalah Rp 50 juta.

Namun, perwakilin eks mahid ini justru merasa tersingguny
dan emosional. Mereka terlihal marah. "Jangan saudara menilai
kita seperth b Saudara Divektur ini jangan menilai kami sehina
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. Mau dibayarkan atau apa. Bukan soal pembayaran, Kami
i menderita, Paspor kami diambil oleh negara tanpa alasan
yang jelas. Kami bertahun-tahun menderita,” kata salah saty
perwakilan mereka dengan nada tingui. Beberapa pernyataan
yang saya dengarkan dengan sabar sebagai uneg-uneg seorang
tua yang kurang diperhatikan oleh anaknya

Awalnya saya diam, tetapi akhirmyu tidak sabar juga dan
lantas berdiri. Karena emosional juga, kepada mereka sava
berujar, “Bapak jangan cerita penderitaan, Bapak di Belanda
ini mendapatkan fasilitas, tunjangan sosial, hidup dengan
enak. Punya flat, punya apartemen. Bapak hidup layak sebagai
manusia Bapak tahu di Jakarta ini? Dj daerah mungkin lebih
banyak lagi. Banyak orang susah makan, Pak. Tidak pun vi tem-
pat tidur, Tidur di bawah jembatan. Jadi, Bapak jangan bicara
penderitaan.”

Obrolan siang itu memang tak menemuokan titik terang.
Namun, saya ingat saya mengakhirinya dengan baik, mengajok
mereks menikmati kopi dan jajan makuanan kecil yang di-
siapkan staf. Memang sesuatu yang dilematis. Di satu sisi para
eks mahid di Belanda ingin pemerintah memberikan kembali
kewarganegaraan mercka. Di sisi lain, saya sebagai Direktur
Tata Negara tidak memiliki wewenang memberikan kembalj
kewarpganegaraan tanpa adanya surat permohonan, Akhirnya,
para perwakilan eks mahid itu pun meninggalkan kantor saya
dan tentu setelah heberapa hari kembali ke Belanda,

Lama berselang, saya mendapal tugas untuk terbing ke
Negeri Kincir Angin untuk melakukan sebuah pekerjaan, Di
sela waktu luang— dengan difasilitasj atase Tmigrasi Indonesia di
Belanda Sarno Wi Jaya—sayamengu ndang paraeks mahid di sana
untuk makan bersama di sebuah restoran Indonesia, RHestoran
Selectn Amsterdam. Malam ity Sarno memperkenalkan vang
hadir. Ada M. Djumaini Kartaprawira (Ketua Umum Lembaga
Pembela Korban 1965), Ahmad supardi Adiwidjaja, Ibrahim [sy
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(doa untuk beliau yang diberitakan sudah berpulang di tahun
2016), Sungkono, Samadji, dan Chalik Hamid.

Ketika itu, kami semua berbicara dengan damai dan ber-
senda guran dengan hangal, meski mercka tetap tak mau me-
ngajukar permohonan dan saya tetap tak bisa memiliki we-
wenang untuk memberikan kembali kewarganegaraan mereka.
Kepada mereka saya mengatakan, jika tetap ingin diberikan
tanpa melakukan permohonan, silakan melobi Dula Besar
Indonesia untuk Belanda.

Sehasai perwakilan Indonesia, tentu Duta Besar memilika
wewenang unfuk memberikan rekomendasi  pengembalion
kembah kewarganegaraan mereka.

Sehclum berpisah, sava sempal memberi pesan kepada
mercka, “Kalau Bapak sudah senang seperti ini, silakan, Tapi
kalau bapak ingin pulang ke Indonesia, tentu nanti akan ada
kemudahan-kemudahan bagi bapak. Kila sedang menyusun
salu aturan, ada impian dari Menter suatu waktu bapak bisa
pulang dan tidak usah terlalu kesulitan mengurus visa bulanan.
Mungkin akan dapat visa jangka panjang visa tahunan atau
hebay visa supaya tidak overstay.”

Sava menyampaikan ke mereka bahwa jajaran Ditjen
Imigrasi sudah menyiapkan visa khusus itu (helakangan
Dirjen Ronny F. Sompie sudah mengeluarkannya). Sava juga
mengungkapkankepada mercka rasa senang bisa bersi aturahmi
sebagaisesuma orang Indonesia. Saya meminta maaf kalau tidak
hisa membantu dengan baik. Sava merasa makan malam saat itu
nikmat dan teduh sekali, Bersantap dengan orang yang sudah
berumur, tetapi tidak sempat menikmati Indonesia yang makin
baik. %
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MENGUBAH PERMEN MENKUMHAM TERKAIT
ANAK KAWIN CAMPUR:

Paspor Sang Ayah,
Ibarat Mencari Jarum di Jerami

Sckitiar satu tahun setelah Undang-Undang (U0 Nemor 12
Tzhun 2004 lentang Kewarganegaraan Hepublik Indonesia
yang ditetapkan pada 1 Agustus 2008, saya dinngkat menjadi
Dircktur Tuta Newgiurz, Direklorat Jenderal Avministrasi Hu-
kum Urum, Kementerian Hukum dun Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham). Tenty snje masalah pertomy VaNgE suya
hadapi adalah permohonan untuk mempernieh kemhaii ke-
warganegaraun dart WNI di berbagai negara di dunia yang
sudith menump k.

Pelonjakan permehonsn it lerjadi sejak <ditetapkannva
UL Rewarganegarian. Dalam Pasal +2 UL Kewnrganegarian
yung bartitu disehutkan, Warea Negarn Indonesly (WNI yung
bertemipat Linggal i luar wilayah negaru Indenesia selnma
lima Lahun ataw lebih HSdak melapotian diri kepada Perwakilan
Republik [ndonesia dun telah kehilangan kewarpancgarann
Republik indonesin sehelum LU ind Iundangkan dapat niem-
perolely kemhbali ]-tuwarganl:garaanny.'l dengan niendsfiarkan
diri di Perwikilan Repubhk Mdonesia dalum wakty paiing
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lambat tiga tahun sejak berlakunya UU baru ini sepanjang
tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda,

Dari ratusan permohonan untuk memperoleh kembali ke-
wargancgaraan yang sudah masuk, ada banyak permchonan
vang lak memenuhi syarat. Hal itu disebabkan karena per-
syaratan memperoleh kembali kewarganegaraan tidak tertulis
dengan jelas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM
(Permenkumham) Nomor M.O1-HL.O2.01 Tahun 2006 lentang
Tala Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan
Hepublik Indonesia Berdasarkan [Pasal 41 dan Memperoleh
Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan
Pasal 42 UTI Kewarganegaraan,

Bahkan, sayasempal menandalangani pernyataan pengem-
balian satu dokumen permohonan kembali kewarganegaraan
dari seorang WNI yang tinggal di Bucharest, Rumania, untuk
vang kKedua kalinya. Kelika tersadar scbelumnya pernah
menandatangani  pernyataan  pengembalion ke Eumania,
langsung sava panggil Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan
Asvhari Sihabudin untuk menanvakan alasan pengembalian
yang kedua kalinyva itu. Asyhari menjelaskin bahwa pada
permohonan pertama, kelengkapan dokumennya kurang
karena tidak melampirkan fotokopi paspor orang tuanya. Pada
permohonan kedua, pas toto s1 anak yang tak ada -nungkin
sudah ada dalam pengiriman pertama. Setelah dikembalikan
dan dikirim kembali, justru pasfoto yang raib.

“Mengapa kelengkapan berkas pertama harus dikirim
kembali? Kenapa tidak kekurangannyva saja yang dimintakan
lewat email atau Blackberry message (BBM),” tanya saya
kepada Asvhari.

Merurut dia, dokumen yang kurang itu harus segera di-
kembalikan. Jika tidak, dokumen permohonan kembali akan
menumpuk. Apalagl, 1 melanjutkon, permohonan harus
dikembalikan dan sampai ke tangan pemohon minimal 14 hari,
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Tentu saya‘agak aneh’ mendengar keterangan Asyhari. Pasal 11
Ayal (2) Permenkumham Nomor M.O1-HL.03.01 Tahun 2006
memang menyebutkan batas waktu 14 hari. Kepala Perwakilan
Republik Indonesia me ngembalikan permohonan pendaftaran
kepada Pemohon sejak tanggal permohonan pendaftaran dj-
terima. Pasal tersebut oleh pejabat di Kemenkumham ditaf-
sirkan menjadi batas wakty pengembalian permohonan pen-
daftaran sampai di negara perwakilan paling lama kurang dari
14 hari.

Jika pengiriman kembali hanya ke negara tetangga seperti
Singapura, Malaysia, atau Australia, tentu bukan masalah
untuk pengembalian dokumen. Namun, untuk pemohon Vang
linggal di belahan dunia lain, seperti Bucharest, mengirim
dokumen menggunakan pos pasti tak akan sampai tepat pada
waktunya. Jika harus sampai ke tangan pecmohon paling lama
14 hari, artinya dokumen tersebut harus dikirim menggunakan
ekspedisi internasional yang cepat, seperti Fedex atay DITL,
yang biayanya bisa sckitar US$ 100 (sekitar Rp 1 juta). Paduhal,
anggaran pemerintah untuk pengembalian dokumen sangal
terbatas.

Belum selesai tugas saya mengenai urusan permohonan
memperoleh kembali kewarganegaraan, masalah lain datang
dari seorang ibu yang ingin mendaftarkan anaknya schagai
WNI. In mengeluhkan sulitnya prosedur untuk mendzpalkan
Kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya, salah satunya
dengan menyertakan fotokopi paspor dari kedua orang tua
Usut punya usut, seorang ibu yang merupakan WNI itu telah
lama bercerai dengan Suaminya yang WNA,

Kewarganegaraan ganda untuk anak hasil kawin campur
memang diatur dalam DU Kewarganegaraan yang baru,
Jika sebelum UU Kewarganegaraan direvisi, anak vang lahir
dari istri WNI dan ayvah WNA. sebelum umur 18 tahun akan
mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun, sejak UU
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Kewarganegaraan 2006 berlaku, anak yang lahir dan hasil
perkawinan antar-negara itu dapat memilik kewarganegaraan
ganda terbatas.

Pasal 41 UU Kewarganegaraan menycbutkan, anak yang
lahirdar perkawinan campursebelum UU ini diundangkan dan
belum berusia 18 tahun atau belum kawin, dapat memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan dengan
mendaftarkan diri kepada Menteri melalul pejabat  atau
Perwakilan Republik Indonesia paling lambat empat tahun
setelah UU diundangkan. Alasan itulah yang membuat banyvak
perempuan Indonesia yvang menikah dengan WNA ingin men-
daftarkan anaknya sebagai WNL

Namun, ibu vang telah bercerai itu mengaku kesulitan
untuk menecari keberadaan mantan suaminya. Entah kembali
ke negara asal atau masih berada di negara lain, tak ada yvany
tahu kepastiannya. Jika bertemu atau mengetahui keberadaan
sang suami, belum tentu juga si mantan akan memberikan
folokopi paspor atau mengizinkan anaknya menjadi WNI
“Pemwerintah ini seperti menyuruh kami mencari jarum di
tumpukan jerami, Pak,” keluh seorang Thu yang memiliki
anuk kewin campur kepada sava, Sementara Pasal 4 Ayat (2)
Huruf ¢ Permenkumham Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006
menyebutkan, [utokopi paspor kedua orang tua menjadi salah
salu pessyaratan pendaftaran.

Akizat tiduk bisa mendaftarkan anaknva sebzgai WNI,
mau tak mau ibu tadi harus membuatkan anaknya Kartu Izin
Tinggal Terbatas (KITAS). Zaman ilu, reformasi birokrasi
belum terjadi secara menyeluruh. Biaya pembuatan KITAS
vang hanya Rp 2 juta bisa membengkak berkali-kali Lipat
karena adanya pungutan liar dari berbagai oknum. Sudah
terjatuh, tertimpa tangga, Kira-kira begitulah nasib ibu itu.

IPua permasalahan itu akhirnya saya sampaikan kepada
Menkumham Hamid Awaludin. Kepadanya, saya meminta

168 PAEMAHERSS TIRCERAG



izin untuk meromhbak Permenkumham Nomor M.O1-HL.03.0]
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaf taranuntuk Memperoleh
Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal
41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik
Indonesia Berdasarkan Pasal 42 U Kewarganegaraan,

Ketikaitu, proses membuat atay merevisi Permenkumbam
memang relatif mudah, Cukup saya memanggil staf dan me-
minta pasal vang ‘mengganjal’ untuk diubah, lalu melapar
ke dirjen dan selanjut nya ke menteri. Peluang itulah vang
saya manfaatkan untuk bergerak cepat menyclaraskan se-
Jumlah aturan sehingga dapat memudahkan masvarakat
mengurus proses kewarganegaraan, Bagaimana tidak, UL
Kewarganegaraan vang  dibuat dengan  semangat untuk
memhbantu masvarakat— terutama ibu-ibu kawin campur-
untuk memperoleh kewarganegaraan dengan mudah, justru
dipersulit dengan aturan Permenkumham yang ada, Ketika
melapor e Menkumham Hamid, ia pun menyetujuinya. Sava
lalu meminta stal’ untuk menyiapkan perbaikan dan me-
morandumnya untuk dibuat Permen pengganti vang baru,

Akhimya, beberapa pasal diubah dalam Permenkumham
Nomor MO1-HLO30! Tahun 2006 Yang diubah pertama
adalah Pasal 4 Ayat (2) Huruf ¢, yang awalnya harus me-
nyertakan fotokopi KTI atau paspor dari ‘kedua orang tua’
untuk mendaftarkan anak sebagai WNI, diubah menjadi cukup
menyertakan fotokopi KTP atau paspor ‘salah satu orang tua’
anak yang masih berlaku.

Selainitu, terkait persyaratan untuk mendapatkan kembals
kewarganegaraan dalam Pasal 10 dijadikan lebih ringkas,
sehingga meminimalisir lerjadinya proses pengembalian ke
negara lempat pemohon tinggal yang menghabiskan lebih
banyak biaya.

Sejalan dengan itu, Pasal 11 Ayat (2) diperjelas menjadi
Kepala Perwakilan Republik Tndonesia mengembalikan per-
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mohonan pendaftaran kepada pemohon dalam waktu paling
lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pen-
daftaran diterima untuk dilengkapi. Artinya, bukan Kemen-
kumham harus mengirim kembali dengan tenggal waktu 14
hari hingga sampai ke tangan pemohon, Dengan begitu, jika ada
dokumen permohonan yang belum lengkap, Kemen'<umham
tak perlu mengirimkan kembali dokumen tersebut deaigan jasa
ekpedisi yang harganya sclangit. Bisa menggunakan mengirim
surat penvampaian dengan faksimile atau email serta pesan
BBM.

Dengan merombak Permenkumham tersebut, proses pen-
daftaran anak menjadi WK1 dan permohonan kembali kewar-
ganegaraan terasa lebih mudah. Secara otomatis, semangal
UL Kewarganegaraan yang ingin membantu warga yang kesu-
litan dalam hal kewargancgaraan bisa dikembalikan melaluoi
Permenkumham yang secara substantif memang hernuansa
memudahkan, €
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PEMBERIAN WARGA NEGARA INDDNESIA BAGI HASAN TIRO:

Proses Sehari dan Kabar Duka
setelah Menjadi WNI

Tenygku Hasan Mubanymad di Tiro, ataw lelyih dikenal dengan
nama Tenpgka Hasan Tirn, adalah seorang legenda Acely
sogaknya sangat berpengaruh, tetapi jurung tampil di hadapyn
pablik. 'zda 4 Desember 1976, ia merupakan nrany yang paling
dicari Pemerintah Indonesia terkail pendirian Gerakan Aceh
Merdeka (GAM). Sejak suat itn, sosoknya hampir tak pernah
Lerlibat d: Indonesia,

Rewarganegaraan [lasan Tiro sejatinya telah dicabut pada
1964 kelika ia mendeklarasikan dirinya seluad “Menteri Lunry
Negeri” gerakan perjuangun Darul Lslam yang dipimpin oleh
Daud Beurcueh di Aceh. Meski perjuangun Parul Tslam sudah
bherukhir dengan perjanjian damai pada 1962, Hasan Tiro tetap
menginginkan Aceh merdeka.

Hidup [asan Tiro setelah mendeklurasikan GAM
banysak dihabiskan di hulan, Bersama pard temtara GAMN,
borgerilya melancarkun berbagal strategi agar Acch benr-
henar mcrdeka, Namun, persembunyiannva di hulan tak
bertahan lama. Pada 1979, ja pergi ke luar negeri myelalai jalon
laut, Perjalanannys berakhic di Stockhalm, Swedia, seteluh
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beberapa negara la kunjungi untuk memimpin perlawanan
GAM terhadap pemerintah Indonesia. Dar Swedia, ia tetap
memimpin perlawanan GAM di Aceh.

Tak lama setelah sunami menimpa Aceh pada Desember
2004, GAM dan Pemerintah Indonesia setuju menandatangani
perjanjian damai yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia,
pacda Agustus 2006, Aceh pun mendapal status olonosmi vang
lebih besar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tiga tahun setelah
tlamai, pada Oktober 2008, Hasan Tiro pulang ke Aceh dengan
menvandang kewarganegaraan Swedia.

Menetap hampir 30 tahun di Stockholm membuat Hasan
Tiro mendapatkan kewarganegaraan Swedia. Hanya sekitar
dua minggu Hasan Tiro menghabiskan kunjungan kali
pertamanya ke Acch setelah rekonsiliasi GAM dan Pemerintah
Indonesia, sebelum akhirnya bertolak ke Swedia Namun,
sctahun berselang, pada 17 Oktober 2009, Tasan Tiro kembali
ke Accl dan menetap di sana.

Limaharisebelumwafatnya Hasan Tiro, sayamenghabiskan
hari Sahtu bersmma anak-anak menonton hioskop disalah satu
pusat perbelanjaan di Jakarta. Selama hampir dua jam, saya
menikmati film yang diputar dengan layar lebar itu,

Sesaal selelah meninggalkan gedung bioskop, sava melihat
layar telepon genggam saya. Puluhan panggilan tak terjawab
memenuhi layar telepon. Satu pesan pendek dari istri saya
menyebutkan buhwa sedari tadi Menteri Hukum dan Hak
Asast Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar dan Sekretaris
Direktorat Jenderal (Seaditjen) Administrasi TIukum Umum
(AHL) Freddy Harris menghubungi, tetapi katanya tidak ter-
jawah. Istri saya diberi kabar oleh istri Sesditjen AHU karena
saya Lak kunjung mengangkal telepon. Ada hal penting, kata
dlia.
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Sore itu juga sava langsung menelepon Menkumham
‘atrialis Akbar untuk melapor. Melalui sambungan telepon,
ia menginstruksikan kepada saya untuk datang ke rumahnya
besok pagi,

Minggu pagi, saya sudah berada di kediaman Menkumham
Patrialis Akbar, Meski hari Minggu, sebagai pejabal publik,
menleri biasa bekerja saat hari libur g menyampaikan,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanyakan kemung-
kinan  untuk memberikan kewarganegaraan Indonesia
kepada Hasan Tire. Ia menanyakan hal tersebut karena ada
permohonan dari tokoh masyarakat, di antaranya Gubernur
Aceh Irwandi Yusuf, mantan Pejabat Sementara Gubernur
Aceh Mustafa Abubakar yang ketika itu mejabat sebagai
Menleri Badan Usaha Milik Negara (BUUMN), dan Solyan
Dyjalil,

Menkumham Patrialis juga mengatakan bahwa kondisi
kesehatan mantan pemimpin GAM itu terus memburuk dari
waktu ke waklu. Sementara sta tusnya sebagai warga Indonesia
telah dicabut pada 1953 dan belum dipulihkan hingga saat ity
Padahal, sesuai dengan perjanjian damaidi Helsinki, Finlandia,
setiap warga Aceh yang sebelumnya berkewarganegaraan
asing bisa sewaktu-waktu mengubah status itu menjadi WNT.

Meski begitu, pemberian kewarganegaraan lidak bisa
dilakukan begitu saja. Saya menyampaikan kepada Menkum-
ham bahwa harus ada sural permohonan terlebih dahulu agar
Kewarganegarnan bisa diberikan kepada Hasan Tiro dengan
alasan kemuanusiaanm mengingat GAM telah  melakukan
rekonsiliasi dengan Pemerintah Indone sia,

Ketika sayn pulang, Menkumham Patrialis melanjutkan
komunikasi dengan ketiga tokoh tersebut ity Alhamdulillah,
surat permohonan teluh selesai pada Minggu malam. Senin, 9]
Mei 2010, pagi-pagi sekali saya sudah berada di kantor, Sebagai
Direktur Jenderal (Dirjen) AHU, saya langsung membahas isj
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surat itu dengan jajaran Direktorat Tata Negara, Akhirnya,
herdasarkan berkas permohonan itu, sava memproses kewarga-
negaraan HMasan Tiro hariito juga dan langsung ditandatangani
Menkwmham Patriahis Akbar. Sore itu juga Surat Keputusan
Menkum dan HAM nomor M HH-121-AM.1001 Takun 2010
dikirimkan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan
keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto,

Keesvukan harinya, Selasa, | Juni 2010, pagi hari saya dan
Menkumham Patrialis Akbar harus terbang ke Kupzng, Nusa
Tenggara Timur untuk meresmikan Law Center Kantor
Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur dan beberapa
keglatan lain Menteri. Selesai peresmian, ketika ingin me-
nunaikan ibadabh Dhuhor, Menko Polhukam Dioke Suyanto
menclpon Menkumham Patrialis Akbar. Menko Polhukam
mengabarkan, Presiden memerintahkan mereka berdua untuk
langsung menyerahkan Surat Keputusan Kewarganegaraam
Masan Tiro secara langsung di Aceh, Namun, Menkumham
Patrialis Akbar tidak mungkin pergi ke Aceh karena agenda di
Kupang tak bisa ditinggalkan. Alhasil, sebagai Dirjen ATIU saya
diperintahkan mewakili Kemenkumham untuk mengikuti
rombongan Menko Polhukam ke Aceh.

Sore itu, saya kembali ke Jakarta untuk keesokan harinya
terbang ke Aceh mendampingi Menko Polhukam. Rabu pagi,
< Jum 2010, menggunakan pesawat khusus Menko Polhukam,
saya terbang ke Aceh dan ikut menyaksikan langsung pe-
nyerahan Surat Kepulusan Kewargunegaraan kepada Hasan
Tire, Sayang, kondisi kesehatan Flasan Tiro ketika itu sudah
sangat memprihatinkan. Karena itu, Menko Polhukam
Djoko Suyanto menyerahkan surat itu secara resmi kepuda
keponakan Hasan Tiro, Tengko Fauzi Zainal Abidin di ruang
Intenstve Coronary Care Unit (ICCU) Rumah Sakit Umum
Zainoel Abidin.
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Meski tak hisy berkomunikasi secard verbal, kembalinya
kewarganogaraan Indonesia beliay dibisikkan oleh keponakan
ke telings TTasan Tiro, Seakan direspon, terlibnl perubahan
raat direspon wajah Husan Tiro hahwa 34 mwngerti dan
gembira denpan 4pa yang disampaikan. Sore it Jugae, Menko
Polhukham kembali ke Jakarta Esek siang, berity duka itu
datang,

Sckilar 24 jam setelh menerima kembali statuy WNi-
ya, Kamis, 4 Juni 2010, lepat pukul 12.12 Wuktu Indonesia
Burat. iegenda dun {ukoh hesar Aceh ity menutup mata mitluk
selunanya,

Komplikasi penyakit, mudai dari BANERUN  paru-paru,
masaizh dalam darah, hingga infeksi pady Fntung, membuat
letuki kelahiran Pidic, 25 Seplember 1925 ity mengemiskan
natas terakhirnya, i usia B4 tahun, putra Aceh. Hasun
Muhammad di Tiro walyt sebagail warga negary Indonesjs, &
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BAB 7

BABAT BIAYA PARTAI POLITIK UPAYA
MENGAKHIRI PERSELISIHAN
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(R
MENGIKIS BIAYA VERIFIKAS! PARPOL
SEBESAR 98,5 PERSEN:

Dari Rp 32 Miliar Menjadi
Kurang dari Rp 500 Juta

Tahun 2007, sebagai Direktur Tata Negara yang baru di-
lantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Men-
kumham) Hamid Awaludin, saya dipanggil  Sekretaris
Jenderal Kemenkumham Zulkarnaen Yunus dan diberi
tahu bahwa saya akan mendapatkan anggaran verifikasi
partai politik (parpol) di tahun 2008 sebesar Rp 40 miliar,
Menurut Zulkarnaen, ini sudah asumsi inflasi dan lainnya
karena di tahun 2003 anggaran verifikasi parpol habis
Rp 32 miliar, termasuk untuk pembelian mobil Kijang opera-
sional untuk semua kantor wilayah (kanwil).

Behau mengusulkan agar uang pembelian mobil Kijang
untuk kaawil tidak dimasukkan dalam komponen verifkasi
parpol din akan direvisi sehingga bisa dipotong sekitar Hp 10
miliar. Jadi anggaran verifikasi tahun 2008 bisa susut hingga
Rp 30 miliar, Namun, secara refleks pikiran saya terganggu,
kenapa anggaran verifikasi haras begini banyak? Apa vang
dilakukan? Apa yang sulit dengan verifikasi ini? Saya yakin
pasti tata caranya yang tidak tepat.
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Baya punya pengalaman menjodi Xelua Komixi Pentillhan
T'mam Daerabh (KEPUD) Sujawesi Selalan (Sulsel) di lahun
20073-2006, Kelikn itu, saya mendapatkan DIFA dengan nilai
RpAHmiliar. Saya melakukan penghematan danketika Rikernas
K'Y di Ralam. KPUD Sulsel “sukses' nwnghemat anggaran
Kpr 1.9 miliar. Namun, savn dikecam karena gagad menyerap
angparal. Nublam sistem anggaran Kita penghematzn hukan
hal yang buik karena sami dengan perencanaan vang suloh.

saya vakan, dengan peayalaman i KPUD Sulsel (uga per-
nali memimpin veriflkasi parpol di ingkal propinsi) wnegaran
verilikis] hisa dihemat azal dimulsi dengan patokun anggaran
vang bak Selelalh bertemu Sekjen, sava mengumpulkan
Jajaran Dirvktarat Tats Negara. Kepada mereka sava berlanya,
mengapa  anggaran  verdikas: begitu banyak” Apa saja
vang didukukan? Saat itu sava mendapad penjelasan halvva
angearan terbesar diserag oleh perjadanan dinas - tofal sekitar
dun bulan - ke semia kabupaten di Indonesia.

Siapa yvang berangkat” Termvata anggota tim mula dari
Eselon 2 hingga scluruh staf di jonjaran Ditjen Administrasi
Tlukum Umum (AHT), hahkan siaf unil Eselon | lain sebagai
perthantuan tin. foi memang pekerjoan hesar Lalu apa
yang dikerjulian hungga kila harus ke setiap kevamatan dan
kalwipaten”

Saat itu, Kepada Subdirektorat [Tukum Tata Nega-a Avyarie
Svihabuddin menjelaskan kepada sava baliwn 'tim verifikasi’
ke duerah untuk memeriksa lweheradaan dan cksistepsi
parpol dari tingkat kecimatan, kubupaten, hingga proviosi
diy nasional, yang meliputi pomeriksaan  ruargakantaor,
meju karja, pesawal dan nomaor telepon wktil, papan noma,
din schagainyva. Semuamya dicek satu per satu dan nantinya
dirckapitulasi kelengkapanoya.

Nalam pertemuan itu, saya melakukan autoksitik kepada
ternan-teinan di Direktorat Tata Negara, Direktoral Jenderal
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Administrasi Hukum Umum (AITU). Mengapa mereka
harus melakukan pekerjaan Pengecekan urusan ecck-ecek’
seperti 1u? Apakah itu bukan sepert] pekerjaan orang yang
memeriksa meleran PLN dan PDAMY Bahkan, pemeriksa
meteran PLN dan PDAM masih lebih berkelas karena masih
melakukan  perhitungan  selisih dengan meteran bulan
sehelumnya. Bayangkan, seorang pejabat Eselon 2, Eselon 3,
dan Eselon 4 melakukan pekerjaan teknis seperti ity Hanva
menandzi 5-6 kotak vang ada. Dalam pertemuan itu, saya
menegaszan tak mau melakukan aktivitas tersebut dan Lim
Tala Negara juga tak boleh lagi melakukannya, ITarus dicar
metode lain vang membuat teman-teman lehih kelihatan
‘cerdas’ kerjanya, Waktu itu, Asyariec mengemukakan bahwa
tata cara tak mungkin diganti karena merupakan perintah
Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai
Politik.

Pasal 23 UU Parpol berbunyi terhadap parpol dilakukan
penelitian secara ‘administratif dan substantif” terhadap
akta pendirian dan syarat pendirian parpol. Kata 'substantif’
menurut Asyarie wajib dibaca hahwa tata cara verilikasi harus
memeriksa ke lapangan hingga kabupaten dan provinsi. Jadi.
sclama bunyi Pasal 23 UU Parpol masih menyimpan kata
substantif’ maka pola verifikasi model 2002 sepertinya wajib
dilakukan. Kata selama UU masih berbunyi begitu membuat
saya berpikir lebih jauh lagi, “Undang Undang harus diganti
bunyinya. Mengapa tidak?"

I akhir 2007, Pembahasan Rancangan Perubahan U
Partai Politik dimulai di Dewan Perwakilan Rukyvat (DI'R),
Saya ditunjuk sebagai anggota dari Tim Pemerintah yang
dipimpin Dirjen Peraturan Perundang-undangan Abdul
Wahid Masru. D samping beberapa DIM yang sudah disusun
tim pemerintah dan tim DPR-R]. saya bertekad menghapug
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kata ‘substansi’ yang membuat pola veritikasi tedalu me-
lelabkan dan mahal serta “kurang cerdas’,

Dalam masa pembahasan HUU perubahan itulah sava

berkenalan dan beriemu dengion Canjar Pranow, SEOInE
pelitikus PDIP yang menjabat sebagai salal satu pimpnnian
nsus. hayva kemmdian menyampaikan keinginnm untuk
mengubah  dan  mepghilangkan  kata  suhstantif’.  Pada
dasarnya, Gunjur tidak berkeberatan dengan keinginan suya
setelall mengelaskan mengapa ini harus divhah, Dia meminta
siva JURs menyampaikan ke forum lewat pimpinan Lun peme-
rintah Wuhie Masmi. Saya kemudian membuat memao resmd
ke Dirjen dan konsep memoe kepada Menteri dwi Dirjen
sepulile soal ind, Aros izin Dirjen AHU saat it -Syamsuddin
Manan SMoaga —sayva menjelaskan duduk seal 'kata enhstantf
kepada Menteri Hukum dan HAM (saat il sudah di-abat oleh
Andi Mattalatla),

Pada dusaroya, Menteri dau 1hirjen —selaku atasan suyq—
menyelujuinya, Berdasarkan restu mereka, ssva membicara-
kannyns kepacda Wahid Masru Jdan Wivipta Setiadi—kala itu
sulah salu direktur di Diljen PI" vang secara akiil mewakili
Wahil Masru, Akhirnya, pembahasan menyelujui perubahan
dan penghapusan kata ‘katy substantif’. Dalam UL Nomor 2
Tuhun 2008 pada Fasal 4 Ayat (1) disehutkan, “Departenten
menerima pendaftaran dan melakukan penclitian dan ‘alag
veritikast kelengleapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud
dadam “asal 2 dan Pasal 3 Avat (32, Kemudian penjelasaniya
menyatakan dengnn tegas, “Penelitiun dun/atau verifikosi
partar politik dilakukan secara administratil dwr periodik
uleh Departemnen bekerja sumia dengan instansi terkail.

Retika LT Parpol Nomer 2 tahun 2008 beriaku scjuk
Jomuan 2008, makn kata ‘verifikasi substantif” tak ada lagi.
Sava memangil Asvarie- Kasulwlit Tata Negara- dan vang
Dersangkutan menyatakan  sckarang tata cars verifikasi
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bisa diubah dan tak harus memeriksa kelengkapan kantor
di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Saya melaporkan
hal itu ke Dirjen AHU dan Menteri Hukum dan HAM Andi
Mattalatta. Keduanya meminta saya menyiapkan Permen
yang terkait tata kerjaverifikasiitu. Kamimembuat rancangan
dan menghitung anggarannya. H asilnya, kami merevisi dan
mengajukan anggaran sekitar Rp 2 miliar, Jauh berkurang dari
anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan yan g samadi tahun
2003 schesar Kp 32 miliar,

Lalu, bagaimana ‘verifikasi model bary’ yvang saya dan
teman ajukan? Kami bekerja sama dengan kementerian ter-
kait, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan jajaran
Pemda. [ni sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU Parpol,
I'rosesnya, semua tingkatan parpol, dimulai dari kecamatan
harusmelaporkanminimalpen gurusinti(ketua,sekreturis, dan
bendahara) kepada kantor kecamatan. Berdasarkan laporan
itu, camal mengeluarkan pernyataan bahwa kepengurusan
kecamatan dari Partai ‘X’ memang ada. Pengurus partai di
tingkat kabupaten harus memiliki keterangan—berdasarkan
UU Parpol—sekurangnya dari 25 persen jumlah kecamatan
vang ada di kabupaten tersebut bahws kepengurusan parpol
‘X' memang ada. Jika sudah terkumpul, maka mercka me-
laporkan diri ke kantor Kesbangpol tingkat kabupaten
untuk mendapatkan keterangan dari kantor Kesbargsospol
yang akan menyatakan bahwa Parpol ‘X' benar sah adanya
di kabupaten itu. Kemudian parpol tingkat provinsi akan
mengumpulkan surat keterangan dari Kesban gsospol tingkat
kabupaten—sekurangnya 50 persen dari kabupaten yang ada
di pravinsi tersebut—kemudian melaporkan diri ke kantor
Kesbangsospol tingkal provinsi. Jika Keshangsospol provinsi
menilai jumlah  keterangan  dari Kesbangsospol sudah
lengkap, maka Kebangsospol provinsi bisa mengeluarkan
surat pernyataan hahwa kepengurusan di provinsi lersebut
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memenuhi svarat. Terakhir, DPP Parpol di tingkat nasional
akan mengumpulkan keterangan Kesbangsospol provinsi
dari 50 persen provinsi vang ada di Indonesia dan dilaporkan
untuk mendapatkan badan hukum di Kementerian Hukum
dan TTAM.

Semua dokumen dari tingkat kecamatan, kabupaten, dan
provinsiinilah yang akan diperiksa di Direktorat Tata Negara
Pemeriksaan dilakukan selama dua bulan oleh satu kelompok
tim di sebuah hotel yang agak tersembunyi di kawasan
Puncak. Semua bekerja dengan tenang dan terasa santai
sampal Menter Andi Mattalatta mengumumkan hasil bahwa
angearan vanyg digunakan hanya sekitar Rp 450 juta atau tidak
lebih dari 2 persen anggaran di tahun 2003. Artinya, sckitar
98 persen anggaran dipangkas/dihemat. Anggota tim Letap
menerima haknya mendapal SPPD ke luar kota Menteri
Mattalacta waktu itu berpidato dan menyvinggung soal
percncanaan anggaran bisa dilakukan secara efisien karena
direncanakan dengan cerdas,

Ketika diumumkan pada 4 Apnil 2008, tak satu pun partai
politik yang pagal verifikasi tahun 2008 mengajukan protes,
Sementara di 2003, hanva 47 parpol atau sekitar 71 persen
pendaftar dari total 66 parpol yang ditanyakan lolos. Parpol
yvang gagal diverifikasi melakukan protes berhari-hari. Tahun
2008, dart 50 pendaftar hanya 24 parpol yang dinyatakan
lolos. Artinya, 50 persen dari mereka gagal. Meski hanyuk
yvang tak lolos, tetapi tak ada protes sedikit pun.

Mengapa tahun 2003 ada protes dan tahuan 2008 Lok ada
protes? Karena saat proses verifikasi di tahun 2008, parpol
melakukan verifikasi atas dirinya sendiri sejak di kantor
kecamatan. Jadi, sejak  kepengurusan tingkat kabupaten
merecka sudah tahu apakah mereka memenuhi svaral atau
tidak. Kabupaten tergantung dari kepengurusan di kecamatan,
Begitu juga provinsi. DPP juga tahu data-datanya lengkap
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atau tiduk sebelum dokumen tiba di mejia pendaftaran tim
verifikasi Parpol 2608 Direklorat Tats Negara, Mereka sudah
sadar kalau mereka tidak memiliki kelengkapan syarat yung
paripurna atau masih asal-ssalan. Ketika Bagal, sesunpguhnya
mereka sudah sadar—babkun sebelum diumumkan—kalay
mercka lidak memiliki kelengkapan di 50 persen provinsi di
Indonesia. Mungkin karena 1, mereka tak berunjuk rasa
sedikit pun. 4
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JALAN PANJANG MENYELESAIKAN KDNFLIK PARTAI

Dua Kubu PKB Mengambil
Nomor Urut dengan Damai

Sejak Indonesia belum berdiri, konflik di tubuh organisasi
politik memang hampir selalu terjadi. Kita tentu mengingat
Jelas begaimana Sarekat Tslam terbelah menjadi dua haluan,
merah dan putib. Belakangan, Sarekat [slam “Merah” akhir-
nya meleburkan diri menjadi Partai Komunis lndonesia,

Seperll umumnya erganisasi, perbedaan pendapat me-
mang merupakan hal vang wajar terjadi, apalagi, di orga-
nisast politik seperti partai, perbedaan pandangan meru-
pakan hal biasa. Sebagai pejabat pemerintah yvang bhertugas
di Kementerian Hukum dan 11ak Asasi Manusis (Kemen-
kumhem), konflik partai juga merupakan hal yang biasa saya
hadapi,

Pada 2008, misalnyva, ketika Partai Kebangkitan RBangsa
(PEB) dilanda konflik internal, posisi saya sebugai Direktur
Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi ITukum
Umum (Ditjen AU} membuat saya ikut terseret dalam arus
It Semua orang Llahu bahwa saat itu PKB terbagi menjadi dua
Kubu: K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Muhaimin
Iskandar.
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D kubu Mubaimin, leiuki kelahiran Jombang ilu didapuk
kembali menjadi ketus umurm ditemani Sckretaris Jen-
deral (Sekjen) Luknian Edy. S8ementara ilu, kubu Gus Dyr
menempatkan Ali Masykur Musa schagai ketua didampingi
Sekjen Yenny Wahid, putri Gus Dur, Sebagai kementerian
YANE menaungi urusan partai politik, Eemenkuimham fenty
tidak tinggal diam melihat adanya dualisme kepemimpinan
di tubuh PKB. Namun, bukan berart] Kemenkumham men-
dukung salah satu di antara kubu vang bertikai {lu.

Kemenkumham ketika iy memutuskan untuk tidak
mengakiil salah satu dari dua kubu yang bertikai, Pasanya,
seslal dengan Surat Keputusan Menter) IMukum dan HAM
(Menkunmhwm), kepengurusan PEB yang terdattar adalah
dengan Ketua Umiun Muhaimin {skandar dan Sekjen Yenny
Wahid. Sefalan dengun itu, Kemenkumham masih memyngen
Proses penyeiesainn secara internul,

Namun, akhirmya, konflik PKR berlanjut ke meju hifan.
Situasi scmakin memanas kareny saal ity adalab momen-
momen menjelang pengambilan nomor yeut partat yung akan
berturung pada Pemilihan Umwum (Pemilt) 2008, Komisi
Pemilihan Umum (KD pun sempal kehingunyan dalam
menangani masalah ind. Saya ingat bety| anggola KFT sas!l i,
I Gusti Tutyu Artha, nnglepon untuk memints pandungan
8aya sebagai pejabat di Kemenkumbam, Saat itu, PKB versi
Muhaimia maupum versi Gus T}ur, sama-sama mendatlarkan
divi untukbertarung di Pemilu 2006, Pe rtanyaanteman-teman
di KPU, kubu mana yang sah? Laln, bagaimana jika dua kuby
mi Lak ada yang mau mengalah? Kalay tetap bertikai, apakah
kedua-duanys tiduk dinkwi pemerintah? Lalu bagainiana
stalus mercka di KPPU? Apakah PKTR (idak diberikan homor
urut dan Lisa dikalakan Lak hisa ikut pemilu 20097

Kepada Pulw, saya mengatakan bahwa PKR sebagal par-
tai polilik adalah sah dan terdaftar schagal badan hukum
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di Kemenkumbham. Oleh koarena itu, KT harus telap
menyatakan keabsahan PRB untuk jkel Pemidy 2066 [aluy
sinpa kubu vang sah? Kepada Putu, savia menegaskan hahwa
kepengurusan yang sal adalah yang sesusi dengan Sural
Keputusan Menkurnham, di mana Mubaimin wdalah Ketua
dun ¥enmy merupakan Sckjen. Saya mencgaskan kepada o,
Kemenkamham tidak akan berubah prinsip. Menkumbaun
Amdi Mattalaita pun telab menginstrukzikin unbak menye-
lesaikan segala persnalan sesuad norma dan hukum.

KEU terpyala belum yukin dengan Kepulusan mercka.
Saya pun akhirnya diminta Putu untuk meluangkan woktu
menemul Ketua KPU saot ita, Alsdul Hatidz Anshori. Menurut
Putw, myar Kelua dan jajaron KPU meyaking sikap mi. Sgva
puh mengunjungt kantor KU un{uk memberikan penjetasan
L.

Kamlceukup lania berdiskusi mengenai penyolesaian kon-
flik PEH saatitu, Namun, saya tetap menyukinkan KPU hahwa
moereka tetap hars memberikan acmor uret peserla pemtlu
kepada PRB scbagai puserta Pemilu 2009 Bagi sava selaku
perwakilun Kemenkwinhan, prinsipnya yang paling penting
idalah parlal ini sah dan memiliki nomor urul sebagui peserta
Pemitu 2009, Kalau ditharatkan seperti kapal yang sudah
memiliki izin berlavar, Urusan siapa nahkedanya nanti, bisr
ttu menjadi urusan mereka,

“Puzx, kila jangin mengialangi "B o wntuls ikut Pernilu
karenupertikatannya. Biarkan saju diz jalan. Siapa nanti Yilg
M Miapn ya nami urusan belukang Kita undang pengurts
untuk ikul menganbil nomor urut di KPU vang sesuaj 5K
Montery,” kata saya ketika it

Konflik PE B memang terns berlunjut hinggi ke pengadilan,
Masing-mnasing  kubu  mewikini kebenarannva  sendir
Numun. di tengah konflik tersebul, setidukinyn Muhaimin
Iskandar dan Yenny Wahid dapat 'berdamiai sejenak’ saat
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pengambilan nomor urut partai peserta Pemilu 2009, Ketiks
Itu, mereka berdua maju ke depan dan membuka amplop
bersama. Tepuk tangan meriah dari seluruh undangan pun
bergemuruh, memenuhi seisi gedung KIPU. Muhaimin dan
Yenny tersenyum bersama,

Konflik PKB bukan satu-satunya masalah yang harus
saya hadapi. Pada 2010, ketika saya sudah diangkat menjadi
Direktur Jenderal AHU, masalah pertikaian internal partai
kembali dihadapi. Kali ini giliran Partai Peduli Rakyat
Nasionzl (PPRN). Sama seperti PKB, partai yang dibentuk
pada 2006 ilu mengalami dualisme kepemimpinan antara DL
Sitorug yang menjabal sebagai Ketua Majelis Pertimbangan
Pusat den Amelia Yani yang merupakan Ketua Umum.

Konidik yang menerjang PPRN ini memang cukup
pelik. Sebelumnya, PPRN versi Bugatan Amelia Yani telah
dimenangkan oleh Pengadilan Tata Usahg Negara. Namun,
perwakiian PPRN versi Sitorus datang ke Kemenkumham
membawa surat ke Menkumham untuk meminta PPRN versi
Amelia agar tidak dulu disahkan.

Sebagai Dirjen AU, tentu urusan konflik partai ini
merupakan tanggung jawab saya. Silih berganti, perwakilan
PPRN dari kedua belah pihak berdatangan untuk berkon-
sultasi. Hasilnya tetap nihil. Tak pernah ada titik temu antara
Sitorus can Amelia, Padahal, Amelia dan Sitorus adalah dua
urang yang sama-sama mendirikan partai tersebut. Konflik
PPRN pun tak pernah selesai hingga bertahun-tahun kemu-
dian. Pasalnya, kedua helah pihak tetap mengedepankan
CEONya masing-masing.

Konflik internal partai memang mustahil selesai jika
masing-masing pihak tetap tak mau menjalankan keputusan
hukum vang bersifat telap. Pasti ada saja gugatan baru vang
dilakukan. Sepanjang 2015, saling gugat juga dilakukan oleh
Partai Gelkar, Sebaga Inspektur Jenderal (Trjen) vang juga
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ditugaslkan mengemban jabatan sebagai Pelaksann Tugas
(P'1t) Dirgen AHU sejak 23 Maret 2015, penyelesaian konflik
partai yang berkuasa pada Orde Baru ini pun menjadi salah
silu tugas pertama saya,

Masing-masing pihak, baik kubu Agung Laksono maupun
kubu Aburizal Bakrie, saling bergantiun mendatangi kantor
saya, termasuk juga mendatang kantor Menteri Laoly. Di
satu waktu, Golkar versi Aburizal pernah mendatangi saya di
kantor dengan membawa tim pengacara andal mercka, Begitu
pula Golkar versi Agung Laksono yang datang dengan tim
kuasa hukum mereka. Keduanya sama-sama membawa tim
hukum yang kuat dan handal dengan argumentasi yang sama
kuatnya,

Balikan, untuk menyelesaikan konflik Partai Golkar, Men-
kumham Yasonna Laoly membentuk tim penanganar khusus.
Semua itu dilakukan agar pertikaian dapat diselesaikan se-
suai standar dan prosedur yang terangkum dalam Undang-
Undang. Menkumham Laoly pun selalu menekankan bahwa
semua masalah harus digelesaikan secara adil dan tidak keluar
dari koridor hukum.

Tuk Jama setelah pertikaian Partai Golkar dapat disclesai-
kan, giliran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) vang dilan-
da badai. Adalah Romahurmuziy (Romi) dan Djan Faridz, dua
tokoh utama yang terlibat dalam pusaran konflik tersebut.
Saya pun kembalt berusaha menangani konflik tersebut,
baik bertemu dengan kubu Romi maupun kubu Djan. Meski
berkensultasi, kedua kubu sama-sama memilih jalur hukum
untuk menvelesaikan konflik.

Meskipun sudah banyak konflik vang menimpa inter-
nal partai politik disertai dengan kerowetan untuk me-
nyelesatkannya, pertikaian  memang  selalu  terjadi  dari
masa ke masa, Padahul, dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun
2011 tentang Partai Politik sudah jelas disebutkan bahwa
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penyelesaian konflik internal partai politik dapat diselesaikan
dengan  Mahkahmah Partai Politik (Baca: Membidani
Kelahiran Mahkamah Partai Politik), tetapi tak sedikit konflik
internal yang harus berakhir di meja hijau,

Jika boleh jujur, konflik partai politik memang tak
scharusnya keluar dari internal partai itu sendirj. Jika saja
keputusan Mahkamah Partai Politik diikuti oleh seluryh ang-
gota. Namun, kenyataannya, masih ada partai politik yang
belum menyusun keanggotaan mahkamahnya dengan baik
dan benar Akibatnya, keputusan Mahkamah Partai Politik
sering dianggap sebelah mata, Harusnya, sejak awal dise pakati
Mahkamah Partai Politik memang harus diisi oleh Orang-
Orang yang mumpuni dan memiliki kredibilitas yang tinggi,

Selain itu, harus ada standar baku tentang kewenangan
‘Ketua Umum® partai, sehingga tidak sebentar-sebentar
posisinya digugat oleh anggota atau bahkan dewan pem-
binanya, Memang masih ada kekhawatiran jika ‘Ketuy Umum’
diberikan kewenangan berlebih maka akan berdampak pada
kepemimpinan Yang scwenang-wenang. Meski begitu, tidak
holeh diabaikan Juga bahwa Ketua Unmumn’ memang harus
punya kewenangan lebih karena ia dipilih olch kongres yang
sah, 4
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PROSES VERIFIKASI PARTAI POLITIK 2011

Menjawab Keraguan Wamenkumham
atas Kerja Tim Verifikasi

Jumat, 16 Desember 2011, saya bersama Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Svamsudin dan Wakil
Menkumham (Wamenkumham) Denny Indrayana berada di
ruang kerja Menteri, Di Ruang Saharjo, Gedung Sekretariat
Jenderal, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham),
puluhan wartawan telah menanti, Wajar saja, saat ilu telah
dijadwalkan pengumuman verifikasi partai politik yang akan
hertarung pada Pemilihan Umum 2014,

Meski begitu, di ruang kerja Menteri, saya, Menkumham
Amar Svamsudin, dan Wamenkumhbam Denny  Indrayana
masih juga belum ada kata sepakat terkait hasil verifikasi yang
ada. Sebagai Threktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hokum
Ulmm (ATIU, tentu saya mevakini apa vang dilakukan oleh
jajaran di Direktorat Tata Negara merupakan hasil vang valid.
Dari sejumlah partai politik yang ada hanya Partai Nasdem
yvang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi. Padzhal, dari
selian partai memang ada tiga partai yang sempat disebut-
schut bakal lolos.



Tiga partai tersebut adalah Partai Nasional Demokrat
(Nasdem) yang digagas Surya Paloh, Partaj Serikat Rakyat
Independen (SR1) yang disebut-sebut ingin menjagokan Sri
Mulyani ke RI-1, dan Partaj Kemakmuran Bangsa Musantara
(PKBN) yang dimotori Yenny Wahid,

Ketika itu, Wamenkumham Denny Indrayana bersikeras
bahwa ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Dircktorat
Tata Negara dalam  melakukan proses verifikasi partai
politik. la mempertanyakan dan meminta untukdilakukan
pemeriksaan ulang terhadap data kelengkapan dan me-
nunda pengumuman verifikasi partai politik,. Menurut
Wamenkumham, pihak PKBN dan SRI meyakinkan dig bahwa
merekatelah melengkapi segala berkas vang diperlukan untuk
verifikasi, tetapi kedua partai ity mendapat bocoran bahwa
mereka tetap tidak lolos verifikasi Dua pertanyaan vang
memang muncul adalah mengapa hasil verifikasi bisa bocor
ke mereka dan kedua apakah tim verilikasi sudah hekerja
akurat, adil dan jujur,

Saya berusaha meyakinkan Menkumham dan Wamen-
kumham bahwa tim verifikasi di Direktorat Tata Negara
telah punya pengalaman tiga kali berurusan dengan verifikasi
partai politik. Rata-rata, para staf yang melakukan verifikasi
Pun adalah orang yang sama dengan verifikasi pada 2003 dan
2008, Artinya, kemungkinan terjadinya kesalahan prosedyr
harusnys sangat kecil,

Namun, 'diskusi’ tetap tak berkesudahan Akhirnya, saya
menawarkan  kepada Menkumham dan  Wamenkumham
untuk melihat sendiri berkas verifikasi. Menkumham Amir
sSyamsudin setuju dengan usul itu, Saya langsung menelepon
leman-teman di Direklorat negara untuk menyiapkan berkas
ketiga pa-tai politik itu.
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Dari ruang kerja Menkumham kami pun herliga berjalan
berpindan ke gedung lokasi Direktorat Tata Negara, Gedung
Direktoral Jenderal (Ditjen) AT

Sebelomnya, pada 11 November 2011 Menkamham
Amir Syemsudin memang telah mengumumkan bahwa dar
14 partai politik yang ikul verifikasi menjadi parta; politik
berbadan hukum, sementara ini hanya Partad Nasdem
dinyatakan lolos verifikasi menjadi badan hukum. Namun,
Kemenkumham masih  memberikan  kesempatan untuk
melengkapl persyaratan sampai batas verifikasi tanggal
25 November 2011, Hal itu sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. i sisi lain,
Wamenkumham Denny Indrayana juga mengatakan bahwa
ada tiga parpol yang harus melengkapi persvaratan lebih
lanjut jika ingin lolos verifikasi, yaitu Partai Karya Hepublik,
PKBX, dan Partai SRI.

DPuaa name terakhir, selain Partial Nasdem, saat itu memang
menjadi isu hangat yang mewarnai media massa, Bagaimana
tidak, arta1 SRI merupakan partai vang dibual oleh tokoh-
tokoh vang disebut mendukung Sri Mulyani untuk dapat
menjabal RI-1. Sementara PKBN merupakan bentukan Yenni
Wahid setelah mundur meninggalkan partai yang didirikan
ayahnya Gus Dur: Parlai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Setelah pengumuman di Palembang itu, pada satu malam
di Gedung Ditjen AHL, Yenny Wahid bersama pengurus PKRN
mendatangi saya untuk berkonsultasi mengenai ketidak-
lolosan verifikasi. Sebelumnya, ia juga sudah menghubungi
Menkumham Amir Syamsudin, lermasuk juga Wamenkum-
ham Denny Indrayana.

Yenny merasa “dijegal” oleh pihak-pihak yang tak suka
dengannya. Namun, saya berusaha menjelaskan kepadanya
bahwa tim verifikasi telah melaksanakan tugas seguai aturan,
Sava juga mempersilakan untuk mengajukan gugalan kalau
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Jika tak puas dengan keputusan verifikasi, Kepada Yenny,
saya mengatakan bahwa ketidaklolosannya bukan karena
“dijegal” oleh Pihak lain, tetapi karena tim PKBN yang di-
tugaskan menyiapkan dokumen verifikasi kurang bekerja
dengan maksimal, Sehingga, berkas yang datang ke tangan
tim verifikasi tidak lengkap.

Berdasarkan fakta, laporan ke Yen ny tidak senada dengan
berkas yang diterima oleh tim verifikasi. “Kami lihat karena
kami yang menghadapi berkas itu, Jadi kami tahu berkas ini
lengkap atau tidak lengkap. Dan berkas inj kan dikerjukan
dan disiapkan oleh teman-teman PKBN, Mereks Pasti yang
tahu kurang dan lengkapnya. Bukan kamj yang kerja dan cek
ke bawah, Mereka yang kerja sendiri. Sistem veri fikasi ini
benar-benar dilakukan oleh partai untuk mengetahui dirinya
senidirl,” jelas saya Panjang ketika itu, Hari itu. meski sedikit
kecewn, Yenni memahami penjelasan saya.

Tak kanya perwakilan PKBN yang mendatangi saya, Suatu
hari, Ketua Umum Partai SRI Damianus Taufan juga datang
dengan beberapa orang untuk berkonsultasi, Tayfan yakin
bahwa partainya bisa memenuhi persyaratan administras
dan lolos verifikasi. Namun, kepada tokoh pPergerakan dan
mantan aktivis mahasiswa ity SdVa mengatakan bahwa tim
verifikasi Kemenkumham bekerja secara profesional tanpa
lekanan dari pihak manapun. Saya juga meyakinkan Taufan
bahwa kelengkapan SRI Mmemang tidak seperti yang diyakini
oleh sang Ketum Saya juga menyampaikan kepada Taufan,
babwa LJ[7 Parpol ini memang mensyaratkan kelengkapan
dokumen seratus persen provinsi. Bukan sesuaty vang
mudah. Kelengkapan ini harus dikerjakan oleh orang-orang
lapangan. Saya memahami Partai SRI banyak diisi oleh para
intelektual dan saya khawatir sampai kepengurusan tingkat
bawah memiliki standar yang sama,
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Svlurah jajaran di Digen AL telih vakin akan kepu-
tusan veritikasi tersebut Namwn, karena adu arahan dan
Woanenkumhbam  agar  pemeriksaan  ddicek  ulang  kebe-
narannyy, pengumuman harus ditunda dan pemeriksaan
kembali dilskukan. Wamenkumham Deany indrayaia me-
nanvalian kepada sava olasan  kebidaklolosan tiga partal
lainnya. Fim merasa sudak vaking jadi akhirnya saya neng-
hadop Menkumhbanmt meminta untul segers melakukan
pengumaman. Jika tidak, Kemoenkumbum akan melanggar
aturan UL Komor 2 Tahun 2011 tentang Partal Politik. Saya
pun meminla untuk divmomkan pada hari Jumat, sehingga
jika ada vang tidak berkenan dengan basilpva dan ingin
melakikan unjuk rasa, kuntor-kantor pemevintahan tidak
akan merasakan dampaknya Karena Sabtu dan Minggu Rankor
setelolinya ljbor

kerbili ke perjabanan Menkumhbam, Wamenkumhansdan
sy menuju ke ruang Mirektoral Tata Negara, sebelumnya
sava telah meminta para staf untuk menviapkan iga boks
berkns verifikasi partai-partai tersebul. Kelikn sampai di
sana, rava menunjukan kepada Menteri mengenal perbedaan
antar Masing-awing boks. Boks pertama moerapakan
dokumen Poartai Nosdem di Provinsi Papua bolks kedua berisi
dokumen PEBN di Propins Jawa Thear, dan boxs ketiga,
dokumen Purtat SKLdi Jakarta.

Keprada Menkambhamilan Wamenkumhbam, sava nenjelas-
kan mengaps menghadirkan boks Nasdem di Propinsi Papuoa.
Menurut sova apaa adalsh provinsi tersalit bagi parpol uniuk
mencari anygota dan kepengarusan. Nasdem lelos dan karcmoa
itu siva ingin menguii kelengkapunnya i propinsi Jdengan
kaubupaten yang tersulit. Menkumham dan Wimenkumbam
setuju dengan pandangan itu duan meminta Jisajikan ke-
fengkazan Partin Nasdem di Kabupaten Puncak Wijayva,
Sclelah dibuka dun dipaparkan, nampaklalh dokumen vang
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paripurna, disertai den Ean stempel basah hingga sural berkop
kecamalan dengan segala kelengkapannya. Saya menawarkan
apakah kita perlu membuka provinsi yang lain? Menkumham
Amir Syamsudin menyatakan cukup,

Saya  kemudian menawarkan apakah kelengkapan
PKBN bisa dipilih dari Provinsi Jawa Timur? Menkumham
menyctyuinya dan meminta sekalian dibuka di Kabupaten
Jombang. Kabupaten jni harusnya tidak bermasalah bagi
PEBN karena ini adalah basis massa Yenny Wahid, Ketika
berkas cisajikan, ternyata ada satu dua kecamatan yang tidak
‘digarap’ dikerjakan dengan serius oleh kader PKEN. Maka
siangituterlihat di Jawa Timur pun, kader PKBN tidak he kerja
dengan (eliti untuk menyelesaikan berkas administrasi vany
diperlukan, Jauh dari harapan pemimpin partai mereka
Yenny Wahid. Tentu pertanyaannya bagaimana dengan
provinsi yang agak jauh dan ‘sulit seperti di kawasan Timur
Indonesia luinnya, Maka Menkumham dan Wamenkumham
pun menyetujui keputusan tim verifikasi lerkail ticak dilo-
loskannya PKBN.

Sementara itu, untuk berkas Partai SRI, yang notabene
diisi oleh sejumlah aktivis dan intelektual di Jakarty, sayva
menawarkan agar dokumen yang dilampilkan adalah do-
kumen berkas Provinsi DK] Jakarta. Menkumham dan Wa-
menkumham pun kemudian mem bolak-balik beberapa berkas
dan melihat kelengkapan, Sayangnya, memang dokumen vang
berasal dari DKI Jakarla ternyata tidak dihadirkan dengan
sempurna oleh Partai SR1. Bisa disimpulkan, Partaj SKI (idak
bisa memenuhj persyaratan verifikasi di kotanya sendiri.
"adahal, seharusnya Jakarty adalah daerah yang paling mudah
untuk melengkapi persyaratan verifikasi partai politik, Jika
Jakarta saja tidak sempurna, apalagi daerah yang berada d;
ujung Barat dan ujung Timur Indonesia,
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“Jangan cerila Aceh, apalagi Papua,” kemenatar salah satu
tim verifikasi kepada Menteri dan Wamenkwmnham

Lale uptuk J'arlai Nasdem. sava memperlihatkan berkas
vang betasal dari Papua karena dacrah itw adulah yang
paling menjadi Kendala bagi partai politik untuk melakukan
verifikasi. Ternyala hasilnya lolos, Artinya, jika Papua bisa
diatasi, maka hampir past kelengkapan dokumen i daerah
lain, Jebih mudal bagl Nasdem.

Mcnkumham Armir Svamsuadin, vang memihiki lalar
belakang scbhagal pengacara, akhirnnyi kembali memeriksa
satu per satu berkas secara acak, Dimutai dengar berkas
verilikast milik Parlin Nasdem, darl stempel dan urulannoya
lerlihat julas dan rapil. Stempel Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik (Keshangpnol) tercetakl jelas dalam Jembar-lembar
herkas varifikasi, surat keterangan camat hingga domisili pun
jelus tertera. L kemudian membandingkan kemibali dengan
berkas milik Portai SRI dan PKBN. Hagilnya, memung terlihat
adx perboedaannya, Banvak dari berkas milik Parlmi SRI dan
PK BN terlihat belum sempurna.

Kotica Menteri dan Wikimenkumtham sedang memicriksa
satu per satu berkas yang ada, soya menyumpaikan kepada
merekn, bahwi di runngan tersebut tak afa salu omang pun
vang FHdak berpakainn lengkap, Semua memakal pakaian
sempurny. Ada vang bersafar, berseragam hingga dasi,
Semuanviy memakai sepotu. Artinya, semuaa yang ada di
tempat ity memenubhn syarat untuk hadir di ruangaor, itu. Sava
menconiohkan jika oda yang hanva berkaus singlet abau tidak
bersepatu, tentu tidak memwenubi syarat berada di tempat it
Sami Falnya seperti berkas-berkas verifikasi parlai politik
terschub, Kepoda mereka, saya berueap jikia Parlal Nasdem
lolas verifikasi memang Karena mercka dapal melengkapi
sejtimlah persysratan, sementora partal yang lain kadernya
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belum tellti dan Cermal untuk mengurys kelengkasan veri-

fikaaj.

Atas dasar ing, Menkumham Amir Syamsudin pun Lanzg-

SUDE meavetujui yntuk melakukan pengumuman saat ity
Tkl Wamenkumhbam Denny Indravana yang sebelumnya
mengusulkan pempecelo ulang dan menunds BENgumunun
pun akhirnya menyatakan Persetujuannyn, Kami pun kem-
bali ke Ruang Saharjo, lempal para wartawan m2nunggy
pengumuman kepastian finul hasii verilikasi partaj poliljk
Sesudah penginn Uman, tuk ada satu pun Prtai ying moenys-

takian keberatan «ap melakukan unjuk ragy Sebuah p

demukrasi ving mukin cerah, 4
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MENCARI SOLUSE KOMFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK,

Mendorong Hadirnya
“Mahkamah Partai Politik”

Kamis pagi, 9 Desember 2010, sava, yang menjabal sebagai
Direktur Jenderal (Dirjen) Administrast Hukum Umum
(AHUY Kementerion Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham), mendatangi gedung Dewan Perwakilan
Rakyat untuk menghadici Rapal Panitian Kerja (Panja) dan
Tim Perumus (Timus) Rancangan Undang-Undang (RUU)
Perubahan atas ULT Nomor 2 Tahun 2008 lentang Partai
Politik. Rapat vang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 11
DPR Ganjar Pranowo itu diagendakan membahas Pasal 32
RUTT Perubahan UL Partai Politik tentang penvelesaian
perselisthan partai politik.

Adanya konflik berkepanjangan yang berlarut hingga
merembet ke pengadilan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKR)
pada 2008 membuat seluruh Panja dan Timus RULU Partai
Politik sepakat untuk merevisi Pazal 32. Sclain itu, revisi
Pasal 32 diharapkan dapat mengurangi kemungkinan campur
tangan pemerintah dalam penyelesaian konflik internal partai
politik
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Pada dasarnya, semua anggota rapat setuju untuk
merevisi Pasal 32 UU Partaj Politik. Namun, pembahasan
mengenai  mekanisme penyelesaian  perselisihan partai
politik selalu berakhir dengan perdebatan. i satu pihak,
dda yang berpendapal  hahwa penyelesaian perselisihan
cukup dilakukan oleh internal partai. Namun pthak lain
berpandangn Jalur pengadilan adaluh hal yang mutlak
dilakukan jika penyelesaian internal dinilai tidak memuaskan
satu pihak. Pembahasan yang berlarut ini bahkan sempat
membust Ganjar, sebagai ketua rapat, menskors rapal untuk
semenlara wakty.

Sctelah makan Slang, rapat kembali dimulaj Argumen
demi argumen keluar dari masing-masing fraks;j Akhirnya,
seluruh anggota setuju jika opsi membawa  perselisihan
dalam satu partai ke pengadilan hanya bisa dilakukan setelah
penyelesaian internal dilakukan sesuai Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Selain itu, penyelegaian
perselisihan di internyl partai diberi batas wakty &0 hari
untuk menghasilkan keputusan final,

Meski semua telah sepakat mengenai langkah penye-
lesaian perselisihan, belum ada bentuk konkrel mekanisme
penyelesaian perselisihan d tingkat internal. Berkars pada
perselisihan yang terjadi di PKB, dua pihak vang berkonflik
merupakan petingyi partal, Ketua Dewan Syuro Abdurrahman
Wahid dan Ketua Umum Muhaimin Iskandar, Schingya,
mekanisme penyelesaian internal sulit dilakukan

D1 tengah perdebatan alot itu, saya mengacungkan tangan
untuk meminta izin kepada ketua Fapat Ganjar Pranowo dan
seluruh anggota Pansus untuk memberikan masukan. Kepada
para peserta rapat, saya mengusulkan agar penyelesaian
sengketa partai politik dilakukan oleh lembaga penvelesaian
perselisihan ;mrpuid:mz-eaq.ramengusulkamlisehu[‘Mal'ln:unmh
Partai Politik’
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Mahkamah Partai Politik sedikitnya terdiri darilima orang
dan maksimal sembilan orang, dan dilaporkan ke Kemenkum-
ham. Mankamah harus diluporkan oleh ketua dewan pembina
partai, ketua umum, dan sekretaris, setelah kongres partai.
Ketika tiba-tiba ada dua kepengurusan, vang menjadi acuan
Kemenkomham adalah yang pertama dilaporkan oleh partai
terscbut Jadi, Kemenkumham dapat menjadikan keputusan
Mahkamah Partai Politik sebagai acuan untuk mengeluarkan
surat  keputusan  (SK). Dengan begitu, penyelesaian
perselisihan tidak perlu sampai ke pengadilan,

Namun, proses gugatan ke pengadilan tetap terbuka
jika ada salah satu pihak yvang tidak setuju akan keputusan
Mahkamah Partai Politik. Jika gugatan dikabulkan, Menteri
Hukum dan HAM akan mencabut lagi SK yang sudah
dikeluarkan,

Penggunaan istilah Mahkamah Partai Politik ini se-
benarnya saya berikan agar lembaga penyelesaian di internal
partai terdengar lebih konkret Fungsi Mahkamah Partai
Politik sendiri saya ambil dari pengalaman menyclesaikan
konflik yang terjadi di Yayasan, Dulam UU Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan, fungsi antara pengurus, pembina, dan
pengawas dipisahkan secara tegas, dan yang berhak untuk
menentukan pemberian sanksi adalah pengawas.

Ganjar vang mendengar langsung pendapat saya 1tu pun
langsung sctuju. Menurutnya, usulan dari pemerintah lebih
konkre:, bahkan sampai mengatur jumlah anggota yang bisa
mengisi Mahkamah Partai Politik.

“Ini ada usulan saya kira bagus, sudah kasih nama sekalian,
kita membuka ruang. Sebut saja oke internal partud, partad
wajib membentuk Mahkamah Partai, susunan kedudukannya
kalau perlu silakan diatur. Tapi kemudian tetap dibuka ruang
pengadilan, Dalam hal ini tidak hisa disepakati, serahkan ke
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pengadilan,” ucapnya ketika itu, Anggota Pansus akhirnya
menyetujui usul itu.

Akhirnya, ¢ ranjar pun memasukkan usul tersebut pada
Timus untuk ditindaklanjuti dan rapat stang itu diskors untuk
sementara waklu,

Satu minggu seteluh Rapat Panja dan Timus dilakukan,
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik akhirnya disahkan dalam Rapat
Paripurna DPR, tepatnya pada Kamis 16 Desember 2011 0. Pada
o Jamuari 2001, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partui Politik
resmi diundangkan,

Adapun bunyi Pasal 32 Ayat (2) UU Partai Politik yang baru
itu berbunyi, penyelesaian perselisihan internal partai politik
dilakukan oleh suatu mahkamakh Partai Politik atau sebutan
lain yang dibentuk oleh Partai Politik Sementara di Ayat (3)
dan Ayat (4) dischutkan bahwa susunan mahkamah Partaj
Politik alau sebutan lain disampaikan oleh pimpinan partai
politik kepada Kementerian dan penyelesaian persalisihan
internal harus diselesaikan paling lambat 60 hari

Mesk. telah berlaku efektif sejak awal 2011, sava masih
melihat ada  semangat yang belum tepat dalam men-
jalankannya, Sejak awal, sava mengusulkan Mahkamah Partai
Politik harus diisi dengan jumlah peserta ganjil, Schingga,
ketika terjadi perselisihan dan harus dilakukan voting, tidak
akan ada suara ambigu yang dihasilkan

selain itu, masih ada saja partal yang dengan ‘scenaknya’
mengganti anggota Mahkamah Partaj Politik ini ketika
perselisihan terjadi. Keanggotaan Mahkamah Partai Politik
seharusnya tak boleh diganggu gugat hingga adanya kingres.
Artinya, anggota Mahkamah Partai Politik tidak boleh
diganti hanya karena kemauan salah satu pihak yang sedang
berselisih
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Namun, konsepsiitumemang belum jelasdiaturdalam UL,
sehingga masih ada elite partai yang menafsirkannya sesuai
dengan kepentingan sesaatnya, Padahal, jika keberadaan
Mahkamah Partai Politik dapat ditafsirkan dengan benar, kecil
kemunginan perselisihan dalam tubuh partai merembet ke
pengadian. Selain itu, Mahkamah Partai Politik sccloknya
tidak diisi oleh orang yang tak berpengalaman. Karena
dalam praktiknya, Mahkamah Partai Politik adalah lembaga
internal yang memiliki kewenangan besar untuk menentukan
pthak yang salah ketika ada perselisihan bahkan, mungkin,
sekalipun itu menyanghkul ketua umum,

Kehadiran Mahkamah Partai Politik pun pada praktiknya
belum dianggap sebagai kunci untuk menyelesaikan perma-
salahan Harusnya, ketika perselisihan menemui jalan buntu
dan dibawa ke tingkat pengadilan, hakim bisa menjadikan
keputusan Mahkamah Partai I'olitik sebagai ‘acuan’ dalam
mengambil keputusan.

Tentu, keputusan Mahkamah Partai Politik yangdijadikan
acuan karus dilihat terlebih dahulu terkait kredibilitas Mah-
Kamah Partai Politik tersebut. Muolai dari latar belakang
orang-orang di dalamnya, wakiu terbentuknya, hingga lega-
litas pembentukannya. Yang jadi permasalahan saat ini adalah
anggota Mahkamah Partiu Politik selalu mendadak digant
oleh kubu vang berselisih. Bahkan, setiap kubu punya versi
Mahkamah Partai Politiknya masing-masing. 4
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UPAYA MLA UNTUK KASUS JESSICA WONGSO,

Jaminan dan Kerja Sampai Pagi
Otoritas Pusat Indonesia

Pada sualie siang Februari 2me, Kupulda Meoetro Jiya
Irjen Tit) Kairnavian dan Direktur Reserse Krimina LTmin
(Dircskrimim) Krishna Murtj menemui Menleri TTukum
dan HAM Yisonna Laolv. Suya, selaku peisksana tugas Dirjen
ATTL dimintg mendanpingi Menturi, Kedya petinggi Pulda
Melro ity menemut Menteri didumpingi Dircktur Otoritas
Pusat dan Hukum [nternasional (OPHL) Kemenkumham
Cahyn Rahadian Mughar, Keperluan Jenderal Tite memang
terkatt denpan Mipsks: OPHL. Kepada Menterl, Keduanyn
melaporkan  memerukan disegerakannys proges mufiif
fegad assistanee (MLA) & criminal motfers terkall kasus
pembunubhan Mirna Wayan Salihin dengan tersangka Jessivn
Kumila Wongso, Memurut Tito, ad batas wakiu penahinang
vang hisa difakukan penyidik. Jika sampa, waktutya tidnk
dimiliki hukti Pendukung yang kunt, muka dem) hukum
Jessici hors dibebaskan, Bkt ity diharapkian bisa i weroleh
dari kepolistin Austrnlig,
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Jessica didakwa berdasarkan pasal 340 KUITP subsider
pasal 338 KUHP Penyidik memerlukan sejumlah barang
bukti dan saksi yang berada di yurisdiksi Australia. Bukti vang
diperlukon antara lain catatan kejahatan (criminal records)
dan catatan kesehatan (medical records) mihk Jessica ketika
vang bersangkutan bekerja di New South Wales Ambulance
(NSA), data pada komputer milik Jessica di Australia,
transaksi keuangannyva, dun wawancara sejumlah rekan kerja
Jessicn di NSA,

Dalam diskusi sore itu, Tito hanya memerlukan dukungan
percepatan proses MLA yang memang hanya bisa dilakukan
oleh tim Direktorat OPHL Sesudah Tito meniaggalkan
ruangan, Menteri kami mendiskusikan kembali bertica (Men-
terl, sayu, dan Cahyo). Pada dasarnya—sesual permintaan
pihak Australia--memang harus ada jaminan hahwa Jessica
tidak akan dihukum mati

Bagaimana membahasakannya, bukankah ita kewe-
nangan pihak penuntut dan pengadilan nantinva? Apakah
Menkumham berhak memberi juminan? Lalu, jika Men
kumham memberi jaminan, bagaimana jika nantinya Jessica
divonis mati karena kalau dilihat pemberitaan dun pandangan
hanyak kalangan, kasus ini adalah pembunuhan berencana
vang bisn saja divonis mati? Lalu, apakah Kejagung hbersedia
membert jaminan untuk ‘tidak menuntut hukuman malti’,
Apakah pihak pengadilan bersedia memberi jaminan untuk
‘tidak memvonis mati'? Tidaklah mudah untuk menjawab
semua ini. Saya menyarankan untuk kita mencoba bekerja
agar pertanyaan itu bisa terjawab dengan baik dan semua
pithak mempunvai pemahaman vang sama, bahwa kita berada
dalam frame yang sama untuk menvelesaikan dengan seadil-
adilnyascebuah persoalan,

Bag saya, Direktar OPHI dan jajarannya harus mencari
solusi lerbaik, terhormat, dan vang menjaga martabat para
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penyidik, penuntut, dan para hakim yvang mulia. Namun,
MLA-sesuai harapan Polda Metro Jaya—harus bisa jalan
dan segera tersclesaikan, Prinsip ini yang diberikan Menteri
kepada pelaksana Otoritas Pusat.

“Haras jalan. Segera. Tetapi Jangan ada keberatan pihak
terkait dengan langkah Otoritas Pusat,” pesun Menteri. Saya
menimpali, “Pak Direktur laksanakan sabdo pandio ratu”
Menteri dan kami tertawa bersama.

Menteri juga kemudian menyarankan agar Direktur OPH|
segera melakukan koordinasi dengan Attorney General's
Department Australia sebagai Central Authority (Otoritas
Pusat) Australia. Menteri dan saya selaku Dirjen ATIU
memberi otoritas penuh kepada Cahyo untuk mengambil
langkah serta segera membicarakan dengan Otoritas Pusat
Australia tentang cara mempersiapkan dokumen MLA agar,
setidaknya, memenuhi syarat-syaral penanganan MLA di
Australia sesuai hukum nasional Australia, termasuk aturan
dalam Perjanjian Bilateral MLA antara Indonesia dan
Australia.

Menteri tidak menahan lama saya dan Direktur Cahyo
agar segera langsung bisa bekerja. Menurut Cahyo, mungkin
sore ity juga tim OPHI dan Dirkrimum sudal sepakat bekerja
hingga semua dokumen tuntas dan dirapikan. Besoknya,
saya mendengar teman-teman di OPH| bekerja sampai pagi,
Sebuah tradisi yang dibangun disana. Tidak membuangwaktu.
Istilah Direktur OPHI Cahyo ke sava; “Time is af the eszence in
the so called internasional law enforcement cooperation,”

Setelah diskusi informal antara pihak Otoritas [Indonesia
dan Australia, tanggal 21 Februari Kemenkumham secara
formal menyampaikan permintaan  MLA secara paralel
kepada Australia melalui Atase Central Authority Australia
pada Kedulaan Besar Australia di Jakarta dan langsung
via surel kepada petinggi Central Authority Australia di
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Canberra. Sesudah mendapat ‘jawaban’ dari pihak Australia
pada 27 Februari, Tim Otoritas ['usat Indonesia: vang terdiri
dari wakil pejabat Direktorat OPT1I Kemenkumham, Penyidik
Polda Metro Jaya, dan para abli (psikolog & psikiater) be-
rangkat menuju Australia untuk melakukan pemeriksaan
saksi di Australia.

Persetujuan Otoritas Pusat Australia untuk mengabulkan
permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia adalah langkah
awal yvang baik sckali, Seingat saya - tanpa harus meminta-
kejaksaan Agung memberikan jaminan tidak menuntut
hukuman mati dan juga tanpa harus meminta pengadilan
memberi jaminan lidak memvonis mati.

Setelah kasus Jessica berjalan di pengadilan, saya bertanya
ke Direktur OI'HT tentang alasan Australia menyetujui MLA
kami. Menurut Cahyo, ia memang harus komunikasi‘back and
Jorth’ dengan Canberrauntuk menyepakati formulasi wording
dari jaminan bahwa Jessica tidak akan didakwa, dituntut
dengan ancaman hukuman mati, dan jika dituntut hukuman
mati Lidak akan diputus mati dan jika diputus maka tidak
akan dicksekusi. Sangat diplomatis rasanya. Karena tidak ada
pernyataan lanjutan, jika nanti dieksekusi, lantas apa?

Belakangan, untuk pengembangan penyidikan, penyidik
masih memerlukan beberapa bukti, Kemenkumham kembali
menyampaikan permintaan MLA tambahan/supplementary
letier of request (SLoR) langgal 27 April 2016 dan 17 Mei
2016 untuk menyita Machook milik Jessica. Berdasarkan
bukti-bukti berupa data dan kesuksian yang diperoleh melalui
permintaan MLA kepadaAustralia, penyidik dapat melengkapi
herkas perkara dan meningkatkan status penyidikan ke tahap
penuntutan (1*21).

Sesuai pesan Menteri, saya jugs selalu mengingatkan
ke Dhirektur Otoritas Pusat dan Hukum Lnlernasional
bahwa kasus Jessica amat menarik perhatian publik, jadi
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Jangan sampai ada hambatan baik penyidikan maupun saal
penuntutan nanti, dan apabila sampai terjadi disebutkan
karena ‘kesalahan’ Kemenkumham,

Sempal ada masalal; Juga saat akan diajukannya John
Jesus Torres sebagai saksi oleh penuntul. Saat itu, harusnya
Kejagung mengajukan proses MLA ke Kemenkumham untuk
Torres. Awalnya, Kejagung mencoba meminta langsung
kedatangan Jesus Torres sebagai saksi kepada pemerintah
Australia. Namun, pihak Australia ternyata menginginkan
semua pengajuan MLA—termasuk menghadirkan Torres-
harus melalui Otoritas Pusat Indonesia. Suya masih ingat, saat
itu Trirektur Cahyo melaporkan bahwa ada permintaan MLA
untuk Torres dar Kejagung. Sebelumnya, Cahyo dan jajaran
Polri melakukan kordinasi persuasif dengan pihak Kejagung,
Saya meminta ia scgera memprosesnya, meskipun saat ity
dilaporkan harus dihadirkan dalam 4 hari kerja. Kamisepakat
untuk melaporkan hal tersebut kepada Menkumham,

Kovordinasi intensil harus dilakukan dengan AGD
Australia karena Torres adalah saksi kunci untuk kasus
Jessica. Menkumham -begitu menerima MLA dari Jaksa
Agung—langsung menelrpon Menteri Kehakiman Australia
dan dalam 24 jam diberikan persetujuan olech Australia di
mana haltersebut merupakan pemenuhan tercepat sepanja Ny
sejarah MLA RT-Australia, bahlkan mungkin bagi Australia dan
Indonesia dengan negara-negara lain. Menteri Kehakiman
Australia memberikan izin kepada anggota Kepolisian New
South Wales Australia, Torres untuk hadir di persidangan
Jessica Wongso di PN Jakarta Pusat.

Tantangan selanjutnya adalah mengurus perizinan,/visa
yangbersangkutanmengin tatsaksischelumnyadipertanyakan
status keimigrasiannya pada saat persidangan oleh pengacara
Jessica Wongso, Ini pun terdapal diskusi antara instansi
atau lembaga mana (apakah pengadilan atau kejaksaan) yang
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scharusnya mengajukan permohonan pemberian visa sesuai
dengan peruntukkan atau tujuannya kepada Dirjen Inugrast.
Akhirnyg, Direktur Cahyvo berkoordinasi dengan Dirjen
I'migrasi vang berhasil secara cepat menerbitkan visa vang
sesuai dengan kebutuhan, sehingga John Jesus Torres dapat
Liba di Trdonesia untuk bersaksi di persidangan,

212 IFERGRR 3 RRRS



(2K

—

DEADL'NE PENEGAK HUKUM ITALIA DAN PUSAT OTORITAS INDQYES A;

Mengekstradisi Pimpinan Mafia
dari Palerme Sisilia

Dubes [talia di Jakarta, Annamariz Cancellieri, suatu hari dj
November 20032 meminta waktuy bertemu saya. Cancellier
Inenemui saya sebagai Dirjen Administrasi Hukum Umum
JANg  menangami  kewenangan toritaz  Pusat (Centrud
Authority) Republik Indonesia Dia dadang dengan membaws
SUral resmi <dari pemerintahnya. Ia menyampaikan ke saya
babwa sa.ah seorang warga [talia yang menjadi buron pilak
berwafib Italia sckarany herada di Buli Ditahan dan sudah
lama digjukan ekstradisinya,

Menurut Cancellieri, Antoning Messicati Vitale adalah
buren di negaranya. Messicati Vitale adal:h Pemnimpin Ke-
luarga Maita Villabate i Palermo, Siailig, italia, Menuryt
Canceliier!, permohonsan ekstradisi untuk Messicali sudah
dilayangknn Italia sejak tanygal 18 Desember 2002, sepuluh
hari seteluh ditanghkap di thdonesja, Dua hari setelah itu, pada
20 Desember 2012, Pemerintsh Ri dulam hal ini Mewnteri
HMukum dan HAM Ri selaku Oloritas P'usat dulam penangainnn
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ekstradisi di Indonesia telah menerima permintaan ekstradisi
lersebul,

Penvampaian permintaan ekstradisi merupakan tindak
lanjut dari penangkapan dan penahanan Messicati oleh
Kepolisian Negara Rl pada 7 Desember 2012 atas dasar Surat
Perintal Penangkapan Internasional (Inlermational Arrest
Warrant) tanggal 7 Desember 2012 yang diterbitkan olch
Iakim di lalia. Pemerintah R1 kemudian memberikan walktu
30 (tiga puluh) hari kepada Pemerintah Republik Ltalia untuk
dapal segera menyampaikan dokumen permintaan ckstradisi
atau Antonino Messicali Vitale akan dibebaskan secara
hukum.

Cancelliert menjelaskan bahwa dokamen Kelengkapan
dalam hahasa Inggris sudah diserahkan ke pihak berwenany
sejak 26 Desember 2013 dan pada Februari 2013 edisi bahasa
Indonesia sudah diserahkan. Tujuan permintaan ekstradisi
yvang disampatkan oleh Pemerintah Republik Italia tersebut
adalah agar Messicati dapat menjalani proses hukum, dalam
hal ini penuntutan di Pengadilan Distrik Palermo, [talia atas
dugaan tindak pidana keterlibatan dengan organisasi mafia,
pembunuhan dan penyimpanan senjata ilegal, penculikan,
pemerasan, memproduksi dan memiliki bahan peledak.

Mengingat permintaan ekstradisi dari Pemerntah Re-
publik Itaha lersebut didasarkan dengan hubungan baik
dan resiprositas (karena antara Indonesia dan Ttalia belum
memiliki perjanjian bilateral di bidang ekstradisi), maka—
sesual dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1979 tentang Ekstradisi—Menteri Hukum dan HAM Rl
menyampaikan hal terkait penerimaan permintaan ekstra-
disi tersebul kepada Presiden RI untuk mendapalkan per-
setujuan dari Presiden RI apakah permintaan tersebut dapal
ditindaklanjuti atau tidak melalui surat tanggal 29 April 2013,
P'roses ini membutuhkan waklo vang cukup lama karena
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Pemerintah Republik Italia bary dapat meny=mpaikan
terjemahan dokumen permintaan ekstradisi tersebut dalam
bahasa Indonesia pada April 2013,

Pada 27 Juni 2013, Presiden Rl menyetujui bahwa
permintaan  ekstradisi dari Pemerintah Republik Italia
terschut dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum
dan HAM Ri1. Menindaklanjuti Perselujuan Presiden R]
tersebut, Menteri Hukum dan HAM RI, sesuai dengan Pasal
=4 Undzng-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
menyampaikan permintaan ekstradisi  dari Pemerintah
Republik Ttalia tersebut kepada Jakss Agung RI dan Kepala
Kepolisian Negara RI untuk diproses lebih lanjut melalui
sural lunggal 21 Agustus 2013 karena permintaan exstradisi
dari Pemerintah Republik Italia tersebut telah memenuhi
persyaralan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi,

Namun, ekstradisi Messicati tak kunjung lerlaksana, Ke-
gelisahan Dubes Cancellieri wajar karena menurut dia ada
aturan di negaranya bahwa status terpidana,/penahanan akan
berakhir pada tanggal 6 Desember 2013,

“Ini tinggal beberapa hari. Jika tanggal 6 Desember nanti
dia tak berada di Palermo, dia akan menjadi orang hebas,
Kami akan menyiapkan pesawat khusus untuk memastikan
dia tiba di Palermo pada langgal itu,” kata Cancellieri,

Saat menerima Cancellieri saya ditemani Direktur Inter-
nasional Cahyo. Ia kemudian menjelaskan segala sesuatu
yang lerkait dengan permasalahan  ekstradisi Messicali
yang terryata memang harus melibatkan beberapa instansi
penegak hukum lain, termasuk pengadilan di Bali. Karena
waktu lidak lebih dari seminggu hari kerju, saya bertanya
Juga kepada Direktur Cahyo apakah ini bisa disel=saikan
dalam seminggu. “Coba kita koordinasikan dengan pihak
Kejaksaan dan Pengadilan serta kepolisian Pak. Saya juga
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akan menghubungi Kemenlu Pak.” kata Cahyo. Saya nyaris
tidak terlalu memperhatikan kasus ini sampai Cancellieri
datang siang itu. Namun kami bersepakat, apa pun semuanya
harus beres sebelum tanggal 5 Desember.

Saya meminta agar Direktur Internasional segera ter-
bang menemui Kepala Pengadilan Negeri Bali dan juga meng-
koordinasikan segala sesuatunya dengan pihak Kejaksaan
Agung serla Mabes Polri. Meskipun urusan ekstradisi ini,
bukan urusan baru bagi teman-teman di Direktorat Hukum
Internasional yang juga menjadi pelaksana Otorilas Pusat
Republik Indonesia. Saya dan Cahyo bersepakat hahwa untuk
sementara kami fokus ke kasus Messicati dan melimpahkan
urusan lain ke teman-teman yang lain.

Alhamdulillah, dengan koordinasi yang baik, pada
200 November 2013, Pengadilan Negeri Denpasar melalui
Penetapan nomor 01/Pid Ex/2013/PN.Dps mengeluarkan
ketetapan bahwa karena dokumen permintaan ckstradisi
Messicali lelah memenuhi seluruh persyaratan yang dibu-
tubkan dan tidak ada hal-hal yang dapat menolak dan me-
nunda, maka Antonino Messicati Vitale dapat diserahkan
ke Pemerintah Republik Italia, Koordinasi vang baik oleh
Direktur Cahyo dan institusi terkail juga menghasilkan
dokumen dengan segera;

Pertimbangan dan Jaksa Agung RT melalui surat nomor
R-099/A/Chk.2/11/2013 tanggal 22 November 2013, Per-
timbangan dari Menteri Luar Negeri Rl melalui surat
Nomor B17/BK/11/2013/59/01 tanggal 25 November 2013,
Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara RI melalui surat
Nomor R/3621/X1/2013 tanggal 28 November 2013. Pada
prinsipnya Jaksa Agung RI, Menteri Luar Negeri Rl dan
Kepala Kepolisian Negara Rl mendukung pemenuhan
permintaan ekstradisi atas nama Antonino Messicati Vitale
ke Ttalia dengan pertimbangan antara lain tindak pidana
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vang dilakukan termohon ekstradisi terjadi di luar yurisdiksi
Indonesia,

Sebagai langkah tindak lanjut dan berdasarkan Penetapan
Pengadilan  Negeri Denpasar maka berdasarkan  Pasal
36 ayal (1) Undang-Undang Nomor 1| Tahun 1979 tentang
Ekstradisi, Menteri Hukum dan HAM RI menyampaikan
Penctapan Pengadilan tersebut kepada Presiden Rl disertai
Pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Rl, Jaksa Asung RI,
dan Kepala Kepolisian RI untuk memperoleh Keputusan
Presiden RI, untuk selanjutnya Presiden Rl memutuskan
dapat tidaknya seseorang diekstradisikan sesuaj dengan Pasal
36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang
Fkstradisi,

Presiden RI dalam Keputusan Presiden nomor 40 Tahun
<013 langgal 2 Desember 2013 mengabulkan permohonan
ckstradizi yang diajukan Pemerintah Republik Ttalia atas nama
Antonine Messicati Vitale dan memutuskan pelaksanaan
Kepulusan Presiden RI ini dilaksanakan oleh Menteri Hukum
dan TTAM RI1 sclaku Otoritas Pusat sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Begitu Keputusan Presiden
keluar, Direktur Internasional selakuy pelaksana Otoritas
Pusat—saya minta sepera menyiapkan segala sesuatunya di
Bali. Waktu masih 3 harian dari batas waktu vang disampaikan
Dubes Ttalia kepada saya beberapa minggu sebelumnya.
Menurut Cahyo, “Ini proses tercepat ekstradisi yvang pernah
dilakukan Indonesia” Bahkan menurut dia, tanpa adanva
suatu perjanjian bilateral di bidang ekstradisi, maks Proses
yang ini merupakan suatu proses yang cepat berdasarkan
praktek internasional,

Belakangan, pengadilan Italia menambahkan masa batas
waktu untuk menghadirkan Messicati hingga 15 Desember
2013. Pikak Italia ternyata harus menylapkan pengawalan
khusus untuk menerbangkan Messicati sampai ke Palermao
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Sistlia talia. Akhirnya pada 9 Desember 2004, berlemnpat di
Gedung Wisti Sabha Bandara Tnternasional [ Gustr Npurah
Hai Trenpasir, Bali, Qloritas Pusai —dolam hal ini diwakillam
ke DhrcEtur Internasional Kementerian Hukum dan HAM
Kl bersama wakil Kejaksaan Agung dain Mabes Polri serta
tstansy teckait lainnya: menyerahkan Antoninoe Messicat
Vitale kepada Femerintal Republik Tralia,

Sere.ah penyerahan, kumi mercnungkan habwa pelak-
sanaan ekstradist lernyatn bisa diproscs dengan eepat jila
#tic " keinginig” unluk mempercepatnya, meskapun idonesia
pumyi penguhanan yang kurang baik ketika berhubungan
dengan Oloritas Pusat alia. Pada Mei 2011, Pemerintah
Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi kepadn Peme-
rinluh Republik [alia untuk seorang warga negara Sclandis,
Haru yang bernama NDavid Dargaville Hosking Namun, hinggo
Descmber 2012 fidak ada tanggapan apa pun dari Peme-
rintahy Republik Ltulia sehingga akhirnyz Pemetintah BT mo-
mutuskan wialuk menarik permintaan ekstrudisi terselul.

Saya tidak peroah tabua apakal sikug Lralia di tahun 2018 -
A012 ini membuat permintaan ckslradisi Moessical se it
tertumeda. Apalagi ada kesan Ttalia sempat menilui permintaan
chstrad.si Messicati agak herjulan lambat. Suya delam per-
temuin dengan Dubes  Cancellient juga menyunpaikan
brahwa sdalah tidak bijuksona menyampntkan keluhan ndanya
kelamibatan penanganan permintuan ckstriehisi Messicat),
Namun, lertepas dari semiua ito, saya meneygsskan kopad
sang Pubes bahwa Tndenesia amat berkomitnten untuk
memberantay kejalintan lintas negara dan karena ity kami
akan berupaya menpkoordinasikan penyelesaias  proses
ehslrudhsi Messicati Jalam heberapa harf ke dupan.

Sebagai Dirjen ATTY dan pelaksana Dirjen AT yang
nienjabat hampir 6 tahun, trusan ckstradisi tidnk teck |y S
tangam. Biasanya hil ini sclesai ditangani dengan baik olch
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teman-teman di Direktorat Internasional selakuy pelaksana
Otoritas Pusal Indonesia sudah banyak melakukan perjanjian
hilateral terkait wrusan ekstradisi. Misalnya, Indonesia mem-
punyai perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, Thailand,
Australia, Hong Kong. dan Korea Selatan, tetapi tidzk dengan
Singapura.

Saya pertama kali memahami urusan i ketika di suaty
malam di bulan Mei 2000 saya ditelepan olech Menkumham
Andi Mattalatta, “Tolong cari Direktur Internasional. Darj
tadi saya telepon nggak aktif-aktif" perintahnya. Menurut
Menteri, ada urusan ckstradisi Ha di Ahmadi yang harus segera
dieksekusi ke Australiy, Belakangan saya tahu Hadi Achmadi -
Wwarga negara Iran yang dijadikan buron oleh Australia karena
tuduhan memfasilitasi masuknya 900 warga Timur Tengah
secarailegal ke Australia. Hadi ditetapkan buron oleh interpal
sejak 7 September 2007 dan pada 29 Juni 2008 ig ditangkap
Polri alas kerja sama pihak Imigrasi di bandara soekarno-
[atla. Beberapa hari bersclang setelah menerima telepon dari
Menteri, Hadi Ahmad; akhirnya diterbangkun ke Ausiralia,

Perjanjian Ekstradisj antarnegara membuat sebuah negara
bisa mengadili seorang kriminal vang kabur dan bersembunyi
ke negarz tetangga, Ten tunya—dengan adanya perja njian ini—
ruang gerak scorang kriminal menjadi sangal terbatas karena
tempatnya untuk kabur dan bersembunyi menjadi semakin
sempit, Perjanjian Ekstradisi memungkinkan schuah negara
memmta buronan asal negaranya yang kabur ke negara lain
agar dikembalikan ke negara asalnya.

Perjanjian Ekstradisi merupakan perjanjian an Larnegara
yang berbeda dalam hal Penyerahan tersangka kasus kriminal,
karena menjadi sebuah proses formal di mana seorang ter-
sangka kriminal ditahan oleh pemermtahan sebuah negara
dan diserahkan kepada negara lainnya untuk disidangkan
dtau diproses sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut.
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Tak semua permintaan ekstradisi dilaksanakan oleh
Indonesia atau negara mana pun. Misalnya, vang saya se-
butkan tadi, Otoritas Italia pernah “tidak menggubris' per-
mintaan Indonesia. Begitu juga Indonesia pernah menolak
permintaan ekstradisi Australia untuk Sayeed Abbas Azhar
(30), warga Afganistan yang dituduh sebagai penyelundup
manugia dan menolak permintaan ekstradisi dari Pemerintah
Australia. Penolakan ini berdasarkan keputusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan. Dalam pertimbangan majelis hakim
vang dibacakan Hakim Ketua Pranoto menvebutkan bahwa
permintaan ekstradisi tidak dapat dikabulkan karena tidak
memenuhi unsur vang terdapat dalam Undang-Undang No |
Tahun 1379 soal ekstradisi dan Perjanjian Ekstradisi antara
Indonesia dan Australia, €
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GRED
INDONESIA HENANG BUGATAN "CHURLCHILL™ DI fCSID:
Menemui Sekjen ICSID: Penggugat
Harus Menyimpan Uang Jaminan

Kelika saya menjahut Dirjen Administrasi Hukum Umum
(AHTIT) semass kepemimpinan Menkumbham Amir Syumsudin,
Rugatan Churchill Mining Pl dan Planet Mining Pty Ltd di
Inlernational Centre for Settlement nf Investment Dispules
(1CSTD) diterima oleh Pemerintah Indonesia. Presiden Susilo
Bambang Yudhevons kerqudian memutuskian kahwa dalam
Prerkara ini, tim hlonesia dipimpin aieh Menkumham RI
Menteri Amir keniucdian memanyggil suya dan Sesdit AL
Freddy Harrls untulk menyampaikan keputusan Presiden [l

Saya ingat, Menleri Amir menyampaikan kepada kamj
perdua bahwa banyak pihak yang meminln agar melakuion
Upaya damai dengun pihuak Churcchilt dan membavar ganli
gl yang mereka sodurkan, Namun, menenn Mentert Amir—
di depan rapat terbatas dengan Presiden- iy menegaskan
hahwa berdamai dengan Churehill adulah sesuaty yang tidak
berdasar. Tidak adu dasar harus merberiknn ganli rugi.
Indonesia i pihak yanyg benar, Maka kala ilu, Menteri Amir
nwenyebut jucul perlawannnnya, “Merah Putib Mel[awan!”
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Belakangan ketika Menteri Yasonma H. Laoly menjabat
Menkumham, ia juga mempunyai pandangan yang sama dan
melanjutkan perlawanan ini

Sebagal komandan lapungan yang akan berkoordinasi
dengan tim pengacara yang akan diputuskan Menteri Amir
waktu itu—tentu melalui seleksi dun pertimbangan yang adil—
ditunjuk Sesdit AHU Freddy Harris, Belakangan, komando
diberikan kepada Dircktur Internasional Ditjen AHU Cahyo
Rahadian Muhzar. Gugatan hukum berupa ganti ragi yang
digjukar. Churchill Mining Ple di arbitrase internasional,
ICSID edalah sebesar USIY 1,31 miliar alau sekitar Bp 17
triliun.

Sesungguhnya, Churchill menggugat Pemerintah
Indomnesia ke ICSTD sejak tahun 20012 dengan total nilai gugatan
scbesar USS 1,31 miliar, Langkah ini ditempuh setelah gugatan
hukum Churchill di pengadilan Indonesia selalu ditolak
hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Sekadar cikelahui,
Churchill Mining memiliki saham 95% di PT. Indonesia Coal
Development dan anak usahanya di Australia, Planet Mining,
memiliki 5 persen saham di perusahaan PMA tersebut.
Indonesia Coal ini menguasai proyek batubara di Kulai Timur
yang bernama EKCP. Namun, pemerintah daerah setempat
mencabut izin tambang batubara proyek tersebut vang
dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Grup Ridlatama yang
merupakan mitra kerja para penggugat, vaitu P1. Ridlatama
Trade Powerindo, I'T. Ridlatama Tambang Mineral, PT.
Investama Resources, PT. Investmine Nusa Persada. Dasar
pencabutannya adalah adanya indikasi kegiatan Penvelidikan
Limum dan atau Eksplorasi pertambangan di wilayah kawasan
hutan sebelum ada izin dari Menteri Kehutanan, sehingga
patut diduga telah terjadi {indak pidana bidang kehulanan
schagaimana Laporan Identifiknsi Khusus dari Inspektorat
Jenderal Kementerian Kehutanan.
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Ketika Menteri Amir digantikan Menkum ham vang baru,
Yasonna 11, Laoly—meskipun kemhali dihubungi juga oleh
beberapa pihak agar dilakukan Upaya perdamaian—beliay
tetap menvatakan akan melanjutkan perlawanan karena Juga
meyakini kebenaran pihak Indonesia,

Kedua Menkumham, baik Amir Syamsudin Mmaupun
Yasonna Laoly, di kesempatan yang berbeda, sempat
menghaciri sidang 1CSID yang berlangsung dj Singapura.
Saya  juga  sempal menghadiri untuk melihat langsung
Jalannya sidang di sana, dan pada kesempatan ity saya juga
menyaksikan belapa andalnya tim pengacara vang tampil
membela Indonesia,

Keandalan jajaran Pengacara ini saya saksikan dalam
sidang acara di Singapura. Misalnya, bagaimany mercka
mematahkan argumen pihak lawan  yang menyvatakan
dokumen mereka disahkan pada tanggal tertentu. Mereks
menampilkan foto saat kesempatan dilakukan kesepakatan
dengan menyebutkan Langgal. Ternyata, berdasarkan fakta,
tanggal tersebut misalnya jatuh pada hari di mana aparat
seharusnya memakai Seragam ‘dinas harian’ (PDH), dan
di folo menggunakan pakaian ‘Limnag’, Artinya, ada unsur
manipulasi fakta ‘dokumen di sana. Beberapa faktq teknis
terschut kelihatan sumir, tetapi cukup membongkar upaya
pemalsuan dokumen (forgery) yang dilakukan pihak tertentuy,
meskipun dalam keputusan 1CSID tidak dinyvatakan Churehill
terlibat dalam pemalsuan ity

Kita juga mengetahui  bahwa  1CSID kemudian
memutuskan kemenangun Indonesia pada bulan November
2016. Keputusan itu berdusarkan penilaian bahwa 34
dokumen yang disengketakan termasuk izin pertambangan
Penyelidikan  Umum  dan Eksplorasi Grup Ridlatama
tidak asli. Dokumen tersebut diduga telah dipalsukan olch
sescorang atau pihak vang hertindak untuk atau atas nama
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Grup Hidlatama. Pelaku tersebut vang bekerja sama dengan
orang dalam di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan
Timur, untuk mendapatkan izin pertambangan batubara.

Selaim itu, 1CSID menyatakan uji tuntas atau due (illigence
yang dilakukan Churchill saat membeli izin pertambangan
itu belum cukup. Namun, pengadilan tidak menemukan
bulkti bahwa Churchill terlibat dalam pemalsvan dokumen-
dokumen terschut.

Karena itulah, pengadilan menolak gugatan Churchill
terhadap Pemerintah Indonesia. Sebaliknya, perusahaan
tersebut harus membayar biayva perkara dan persidangan
schesar USS 94 juta atau sckitar Rp 125 miliar, meskipun
belakangan dikabarkan bahwa pihak Churchill mengajukan
permohonan pembatalan putusan melalui surat permohonan
kepada Sekretaris Jenderal TCSID dengan alasan pengadilan
tidak digelar dengan layuk. Selain itu, Churchill juga menila
pengadilan telah mengambil langkah di luar kewenangannya.

Keyakinan Menteri Amir, dan dilanjutkan Men:eri Laoly,
sclalu disampaikan kepada kami di jajaran Digen AHU
Optimisme juga selalu dinyatakan olch Freddy Harris yang
belakangan memimpin AHU dan Direktur Internasional
Cahvo Muzhar (vang belakangan juga menjadi pelaksana
tugas irjen ATTU ).

Ketika kasus Churchill dimenangkan Indonesia di 1CSID,
maka berdasarkan cataton vang saya ketahui, tu adalah
kemerangan perdana Indonesia dengan kompensasi di TCS1D.

Menurut pernyataan Menteri Laoly yang dikutip media,
“Kemenangan ini adalah kemenangan pertama Indonesia
melawan asing dengan award, T samping memenangkan gu-
gatan, kita mendapatkan kompensasi dan penyelamatan dana
Rp 17 riliun (yang harus dibavar negara kalau kalah), Yasonna
mengatakan, kemenangan ini memberikan bukti bahwa
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pemenrtah melakukan perlawanan terhadap perusahaan-
perusahaan yang tidak beriktikad baik di Indonesia. Dia
mengakol bahwa sebelumnya banyak pihak yang melakukan
lobi agar Indonesiy berdamai dan membayar USD 4 miliar
schagai  kompensasi. Namun, dia menegaskan bahwa
Pemerintah harus melanjutkan perkara tersebut karena vakin
berada di posisi benar dan akan menang. Sikap vang sama juga
disampaikan sejak awal oleh Menteri Amir.

Indonesia mendapatkan  putusan dari ICSID berupa
menjatuhkan putusan kepada Churchill dan Planet untuk
membayar biava perkara yang telah dikeluarkan Pemerin tah
RI sebesar USD H.646.528 dan sejumlah  biaya untuk
administrasi 1CSIT sehesar USD 800.000,

Setelzh kemenangan Indonesia, Mmemang ada pertanyaan
baru apukah Churchill akan membayar kewajiban yang
diputuskan sidang 1CSID? Bagaimana jika Churchill tidak
memenuhi atau menyatakan tidak mampu memenuhi kews-
Jjihannya? Beberapa pertanyaan memang men gganggu pikiran
saya dan tentu saja Dirjen AHU Freddy Harris dan Direktur
Internasional Cahyo Rahadian Muzhar.

Maka, tanggal 22 Februari 2017 saya bertiga Mengunjungi
kantor 1CSID di Washington DC Ameriks Serikat dan me-
nemul Sekretaris Jenderal 1CSID Meg Kinnear untuk
membicarakan kemenangan atas gugatan arbitrase Churchill
Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd kepada Pemerintah
[ndonesia,

Dalam pertemuan, saya sempat menyampaikan kepada
Sekjen Kinncar bahwa harus ada perubahan aturan dan
prosedur di ICSID, serty interpretasi dan pPeneragannya
pada perkary yang diajukan kepada Tribunal LCSID. Siapa
Pun yang mengajukan gugalan kepada suatu negara melalui
TCSID, maka mereka Juga harusnya menghadapi konsekuens
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tertentu Mercka misalnys harus memberikan vang jaminan
dalam jumlah tertentu, misalnya 5-10 persen dari nilai
gugatan. Kami tidak ingin para penggugal hanya mengajukan
gugatan vang spekulatit tanpa dasar yang jelas. Mercka
mengajukan gugatan besar agar dapat merekayasa scbuah
upaya perdamaian dengan jumlab uang yang masth ‘luar
biasa.” Misalnya, dalam kasus Churchill ini gugatan mereka
akhirnya tiba di angha TUSD 1,31 miliar atau setara dengan Rp
17 triliua dan muncul pihak tertentu yang menawarkan upaya
perdamaian dengan angka di sekitar Kp 5 triliun,

(Gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan coba-
coba (frivolous ofaim) pastilah bisa merepotkan sebuzh negara,
karena herperkara di [CSTD memerlukan biaya sekitar Rp 100
miliar. Bukan jumlah vang sedikit. Lalu, bagaimana jika si
penggugat belakangan tidak bisa memenuhi keputusan [ICSID
untuk mengganti kerugian/biaya perkara dar tergugat yang
telah menang di pengadilan?

Sejak dari masa kepemimpinan Amir Syamsudin hingga
Yasonna  Laoly, diskusi soal perlunya penatean aturan
main can prosedur di ICSID harus lebih diperbaiki. Perlu
ada kriteria dan pengetatan persyaratan langkah-langkah
dalam berperkara di Tribunal [CSID, vang meliputi antara
lain persyaratan pengajuan bukti oleh penggagat (clafment)
sebagal dasar mengajukan gugatan dan peryvaratan pengajuan
provisional measures

Semua pikiran di atas dimaksudkan agar ke depannya
investor-investor yang tidak beriktikad baik {(cdvonturir)
tidak menggukan gugatan terhadap negara tvan rumah
(host state) atas dasar bukti yang lemah. Termasuk ide usulan
penyvempurnaan terkail persyaratan pengajuan provisional
measures unluk mencegah penggugat yang tidak beriktikad
haik tersebut meminta kepada tribunal untuk menghentikan
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Negara tuan rumah melakukan pr
tindak prdang terhadap
atau diklaim
Apalagi,

0ses hukum atas dugaan
investor atay pihak-pihak yang terkai
memiliki hubungan kerja dengan investar
pada banyak kesempatan Me
menegaskan bahwa kewenangan menegakkan hukum dan

keadilan merupakan hak suatu negara berdaulat dan tidak
dapat dintervensi oleh prhak mana pun. ¢

nteri Amir selaly
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EPILOG

Risika Menjadi Pajabat Pubtik dari Mobil sampal Rumah:
TENTANG ISU NEGATIF DI GRUP WA

Sayaingat benar, sl 0 hari di tahun 2014, telepon genggan Saya
berdering karena Ppanggilin dari seorang kawan. 13 rertanya,
“Apukah Pak Aidir lahy bahwa narss Alder dischut dan -
tuliskan kurang baik dan viral di beberapa grup Wh atsApp™"

Soal apa’ "Sual heberapa hal yang negalif tentang Pak
Aidir, Di sulah saqy grup Pak Aidir, Dan muhgkin sudah
menyebar juga, Belyny ad; yang menyampuikai ke Pak Aidir?
Tanyalah .tu, Kuduw tak salak di site ada adik Puk Aidir” kata
kawan itn.

Kawan ifu meminta agar sebagai sumberiyyn disembanyi-
kan dan mengirim servenshot percakapan di grup WhatsApp.
Saya terkeju membacanya. Pengirimnya Hery Hendratmoko.
Belakangan sava taku grup i adalah kumpulan beberapa
penlolan pekerju pers, Beberaps nama adaluh kawan-kawan
dekat saya sendiri, termasuk adik suya. Belakangan juga suva
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tahu kalau IHeru adalah pimpinan redaksi sebuah media
nasional,

Atas jasa baik Agus Sudibyo, anggota Dewan Pers saat ity,
saya berkenalan dengan Heru, Kami bertemu. Menurul Heru,
dia hanya mem-forward pandangan tentang sekumpulan
orang yang disebul-sebut punyva cerita negatif. Dia minta maaf
jika hal tentang saya tiduk benar, tapi tak ingin menyebut
sumbernya. Meskipun sava bisa menggunakan UU-TTE dan
memiliki jalur untuk melapor ke kepolisian untuk menelusuri
slapa gerangan yang mengirim paosting pertama, tetapi atas
saran dan telepon beberapa kawan, saya memutuskan
menutup urusan ini. Case closed

Kaliini adalah saatnya sava menggunakan hak jawab saya
alas pusfing-an yang mencemarkan nama baik saya, Siapa
tahu, pesting-an tersebut sudah menyebar ke mana-mana.

Posting-an itu saya tayangkan di sini, saya kutip lengkap.
Tidak ditambahkan atuu dikurangi, Sebelumnya, adabeberapa
nama-rama penting vang diuraikan juga kisah negatifnya,
kemudian dilanjutkan dengan sava, Berikut isinya:

Ini lebily sistematis info soal aidir ...

1) Nggak clear eut anitkorupsi. Masih bilang recehan pungli
oke di. "Ity recehan bual anak2, gpp lah” warnwa,

2) Masih mau terima mobil buat mobil dinas dari rekanan
kerta . diberi BNI

2 Terkail pungli penempatan notaris duly, Aidir terima juga

4) Krn pungli di AHU sudah lebih sulil, sistemnya sekarang
online, modus Aidir. staf? AHU banyak dikirim ke LN
uriuk program yang tidak jelas, agar dapat duii dari nang
saku, Aidir sendiri sering sekali ke LN, izinnva yvang terlalu
baayak di Setney, dan sudah ditegur krn terlalu sering
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& Rumah dinas df Gunung Sindur masih ditempati oleh
kerabatnya padahal sekrg sudah tinggal di rumal; dinas di
Lebak Bulus......

Ini penjelasan saya sval semua tudingan itu:

Soal tidak ‘elear cut antikorupsi. Masih bilang recehan
pungli itu oke, dan selerusnya’, kalimat ini saya ucapkan
(saat itu saya menjadi Dirjen Administrasi Hukum
Umum/AIHU dan mempunyai dua pimpinan Menkumham
dan Wamenkumham). Ketika itu, salah sCorang pimpinan
saya mengeluhkan masih adanya pungli di pelayanan AHU.
Ada alasan saya sampal mengatakan demikian dan sama
sekali bukan karena membenarkan pungli. Saya menya-
dari bahwa urusan pungli ini memang marak sekali di lokel-
loket pelayanan publik AHU. Para notaris dan staf kantor
notaris biasanya harus mengurus pengesahan perubahan atay
pendirian badan hukum (perseroan terbatas, yayasan) hingga
pendaftaran fidusia vang luar biasa ruwetnya. Ratusan hingga
ribuan ‘urusan' seperti ini harus terjadi. Maka, “peluang’ ini
dimanfaatkan oleh para calo, mantan pegawai kecil, para
pegawai kecil untuk membantu dan mencari uang tambahan.
Ada peluang, ada pemberi (yang butuh percepatan), dan ada
calo, mantan pegawai vang memiliki jalur ke petugas dan
jajaran pejabat kecil yang ada diloket dan di balik loket Ketika
itu, saya menyampaikan ke beliau bahwa tidak mungkin kita
memberantas ini. Habis energi kita, mengumpan seorang
pegawal, calo, alau siapa saja dengan coba menyuap dan
menelepon, Menjebak mereka. Bagi saya terlalu berlebihan,
Di masa sckarang, seorang pejubat tinggi harus main jehak-
Jebakan urusan pungli di bawah. Padahal, kita tahu bahwa
begitu banyak korupsi lingkat miliaran-triliunan sedang
berlangsung di mana-mana (lerbukti kasus Wisma Atlel
hingga proyek ¢-KTP). Kita hurus memusalkan enenti kita
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untuk membangun sistem vang dapat menghentikan prakiik
pungli dan korupsi dalam bentuk apa pun, Tidak memberi
kesempatan munculnya prakiik pungli lagi di Kemenkumham
artinya membuat semua bentuk pelavanan hadir dengan
sistem ondine. 1lu alasan sava, tidak ingin setiap saat diberi
tahu kalauw ada stal yang masih lakukan pungli. Saat itu
saya secang memikirkan bagaimana membuat sistzm yang
melenyapkan peluang pungh. Bagi saya situasi yang terbaik,
adalah tak ada orang lagi yang ‘'memerlukan’ bantuan siapa
pun di Pelayanan publik Ditjen AHTL Ketika menjabat sebagai
Direktur Tata Negara, saya memiliki pengalaman dengan
Dirjen AHU Syamsuddin Manan Sinaga, Suatu pagi, kami dari
semua Jagaran dikagetkan dengan keputusan beliau, Tiba-tiba,
‘gorden /interior blind yang ada di seluruh ruangan pimpinan
dan stal dicabuti. Ruangan menjadi transparan. Menurut
‘bagian umum’, ada perintah Dirjen agar penerimaan tamu
bisa lerpantau untuk menghindari transaksi di knmar-kamar
kerja. Seminggu kemudian, mungkin Dirjen menerima info
lagi, transaksi dilakvkan dengan menyamarkan pemberian
lewat penyerahan map berkas dengan amplop berisi uang
diselipkan didalam map. Maka, keluarlah larangan menerima
Lamu di semua ruangan kerja. Efektifkah? Belakangan, ketika
menyeberang makan siang di Pasar Feslival, di beberapa
sudut resto nampak satu dua petugas bertemu dengan
‘klien’-nya masing-masing. Begitu juga kelihatan di lorong
lorong koridor dan bawah anak tangga, banyak staf tepergok
sedang berbisik-bisik dengan ‘klien"-nya. Di dalam rapat, sayu
memberi tahu Dirjen bahwa kalau kita mengeluarkaa larangan
bertemu di Pasar Festival dan lainnya, maka jajaran kita akan
berjan i bertemu di subuh hari sebelum jam kantor—bisa saju
di musala atau tempat lainnya. Kesimpulan saya, kita harus
menghentikan kebutuhan/keperluan orang terhadap Jajaram
PNS. Harus online. Harus cepat dan berkepastian. Apalagi jika
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semua urusan diselesaikan dalam hitungan menit, maka tak
ada orang yang perlu mendatan gi kita lagi, Cukup klik, me ngisi
aplikasi, dan urusan beres, Buat apa mereka datang dan minta
dibantu sambil memberi pelicin? Saya ingin langkah-langkah
onfine, angkah yang paripurna dan bukan sibuk dengan
menjebak dan menelepon memancing-mancing para staf,
Belakangan, memang sava dibantu oleh Sekretaris Ditjen
AHL dan Direktur Perdata meng-onftne-kan pendaftaran
lidusia dan pengurusan pengesahan pendirian dan perubahan
perseroen terbatas. Selesai dalam hitungan menit. Lalu, untuk
apa mercka mencari calo dan staf serta memberi pungli lagi?
Saya juga meng-enline-kan antrean untuk menjadi notaris di
seluruh Indonesia, kecuali untuk pencmpatan di DK1 Jakarta,
Sesudah ini calo hilang dan para notaris atau stal mereka tak
memerlukan lagi bantuan siapa pun. Semuanya sudah pasti
dan cepat. Dalam hitungan menit.

Soal mau terima mobil dinas dari rekanan BNI? Dengan
uang PNBP AHU yang mencapai lebih darj Rp 500 miliar
saat 1tu (dengan izin pPenggunaan 72 persen), sesungguhnya
sava diizinkan menggunakan/meminjam mobil dinas Vallg
lehih baik oleh Sekertaris Ditjen AITU, dan Ditjen AHTT juga
menyiapkan beberapa mobil vang lebih baik dari ‘mobil
pemberian BNI' untuk digunakan unit Eselon ] vang lain.
Namun, saya menggunakan mobil BN karena memang
diberikan kepada Ditjen AHU sebagal BMN AHU. Bank seperti
BTN, misalnya, saat itu menawarkan agar kami menggunakan
Jasa rekening mereka dan menawarkan iumbalan, jika
simpanan sekian akan mendapatkan mobil jenis ‘X', Itu
adalah penawaran resmi dari BTN dengan surat tertulis resmi
Yang saye ketahui juga, banyak bank memberikan sun bangan
mobil kepada beberapa pimpinan perguruan tinggi (sebagai
barang milik negara/BMN), karena mereka vang mongelola
dana SPP universitas terschut. Menurut UL Anti Korupsi,
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pratiftkase aedalah pemberinn kepada penyvelenggzra negara
BNT tidale memberikan mobi! kepada saya selaltu pribugi
penyelenggara negars, tetapi kepada Digen AH1) sebagai
institusi pegara, dan menjidi barang milik negars (BMN).
Sebclum munculnya substansi WA di atas, memang sava
mendapal info adanya pimpinan yang meminta ivi diusut
dan diliparkan ke XPK. Nomun, sepertinya, ada karifikasi
haliwa ini tak hiza dikategnrikan sebagai gratifikusi kepada
sayd, katena memang hukan untuk pribadi saya,

selanjutnya pernyataan  “terkait pungli  pensmpatan
notaris, Jduly Addir terima jugs * Mungkin ini firnah yang
lar biusa. Kelika ada masnlah terkait pungli penempatan
nutaris, memang ada pencrimaan uang dari slaf Jumlah
uung ‘X' kemudian dipotong sedikit i staf dun diserahkan
kepada kepala scksinya, Kepula scksi meneruskan X tadi
dengan terlehilh dabulu memotongnva kepada kusubdit.
Beiakangan, uang "X’ tadi dipotong lagi sebagian nleh sany
kasubdit, kemudian diserahkan Kepada dirckiur. Bungkusan
wang oleh direktur dibawo utuh tanpa dibuka dan ilisimpan
di apasrlemennya. Sebulan keinudian, ‘jebakan’ ini dibongkar
dan muncul pertanyaan berjenjing ke mana uang mengalir.
Sang dircktur belakangan mengakui bungkusan itu diberikan
kepadanya dan tak pernab menghitung sama sckali dan mem-
persilakion 1im pemeriksa mengambil di apartemennya dalam
keadaan utuh--sesuni dengan jumlah yang disampaikan olch
sang kiguhdit. Tim pemeriksa memaksakan babwa pasti ;ula
unhg yang mengalir ke Dirjen (maksudnyn saya), Nann,
Direktvr menegaskan tak membert uang satu rupizh pun
kepadalYirjen dan menegaskan tak pecnah sekalipun memberi
wang kepada Dirgen. Direktur mengakui kezlpeaan menerima
bungkusan dan mengundurkan diri. Sesungguhnya, upaya
uittuk memberikan vang menjebak berkali-kali Jidakukan
secara langsung maupun lewnl stef yany dikepal dekat
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atan pernah dekat dengan Dirjen. Namun, semua ini gagal,
Direktur dan Kasubditnya dilaporkan ke KPK vang kemudian
dilimpahkan ke Kejangung. Saya ikut terperiksa karena
kepada pihak Kejangung ada vang menyampaikan bahwa
tidak mungkin saya tidak terlibat. Namun, saya dinvatakan
bersih dan hanya sekali memberi kesaksian dan menjawab
perlanyaan penyidik,
I’rrihalmemhm':anukulkmmnmgke]uurnugeri.St_}nkﬂHL'
belum memiliki PNBP vang banyak, perjalanan keluar negeri
adalah bagian dari tupoksi AHU. Ketika menjabat sebagai
Direktur Tata Negara, di tahun 2008 hampir setiap Kamis
sampal Minggu saya terbang ke Malaysia untuk program
tiga bulanan karena mengurusi penegasan status WNI wilrga
Indonesia yang ada di sana. Seluruh jajaran Direktcrat Tala
Negara ditugaskan ke Malaysia, dan bukan hanya sekali,
tetapi berkali-kali. Program ini berlangsung hampir setiap
tahun, dimulai dari Kuala Lumpur, Penang, Johor, Kinabalu
hingga Sabah. Begituy pun urusan yang sama di Saud: Arabia.
Ketika menjadi Dirjen AHLUI saya makin memiliki banvak
tupoksi terkait dengan perjalanan ke luar negeri. Saya
menjadi penanggung jawab Mutual Legal Assistance (MLA)
yang mengurus ektradisi, assel-recovery, dan mengikuti
beberapa sidang terkai Century dan lainnya, termasuk
mengikuli perjalanan Menteri Hukum dan HAM yang sejak
masa Andi Mattalatta selalu menyertakan saya. Bahwa ada
“teguran” dari Sckneg, yang setelah kami jelaskan ternyata
perihal izin pun tidak pernah ada masalah, Jadi, tak pernah
ada perjalanan dinas ke luar negert yang lidak dibolehkan
oleh Sekrelariat Negara, Apakah perintah atau izin Menteri
Hukum dan HAM dikeluarkan dengan seenak-enaknya”
Tentu berdasarkan penilaian belinu bahwa sebuah perjalanan
dibolehkan atau tidak. { ‘rpent atau tidak. Bisa diwakilkan atay
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harus dilaksanakan sendiri. Semua berdasarkan izin tertulis
Menkuwmhaim dan Sekretarial Negara, Resmi,

Mengenal rumah dinas di Gunung Sindur, jangan mem:
bayangkan sebuah rumah seperti yvang ada di kawasan BST),
Cibubur, apalagi Bintaro atau Pondok Indah. Namanya
saja Gurnung Sindur, Di sana, ada perumahan yang terdiri
dari sekitar 500 rumah. Saya adalah penghuni ket'ga vang
pertama di sana. Rumah saya bertipe 120 m’ {saya memiliki
rumah pribadi di Makassar dengan tipe 400 m” di atas tanah
1.800 m°, dan sava bangun jauh sebelum saya menjabat di
Kemenkumham). Saking jauhnyva kompleks tersebul, tidak
pernah lebih 100 ramah yang ditempati staf. Biasanya mereka
menempatl sekitar setahun, sesudah itu dibiarkan kosong
Lidak terawat sampai rumput mendekati atap rumah, daun
jendela diambil maling, kloset dieabut maling, dan cerila
menyedihkan lainnya. Sejak tinggal di sana dari 2007, saya
konsisten menetap hingga akhir 2010, Sempat satu tahun
pertama saya lewati tanpa lampu jalanan. Jiks malam
hari, jalan masuk kompleks sangat sepi dan depanjanyg satu
kilometer gelap gulita. Akhir 2011, saya mendapatkzn rumah
dinas di Lebak Bulus, Saya tidak ingin rumah itu menjadi
berantakan dan rusak karena saya membenahi begitu banyak
bagiannya. Maka, saya mengusulkan Ketua RW agar rumah
itu dijadikan rumah untuk rapat dan posyandu, se-la ruang
kumpul-kumpul dan rapat pengurus warga. Pembantu sava
Juga minta 1zin menempali garasi dan salah satu kamar kecil
agar bisa terus merawat rumah. Saya tetap membayar gajinya
setiap bulan. Ketika Sekolah TK vang ada memerlukan AC,
saya menginjinkan dua dari lima AC vang terpasang di rumah
untuk digunakan di TK. Rumah itu satu dari 7 rumah yang
diperuntukkan untuk pejubat Eselon 2. Namun, tak pernah
ada pejabat FEselon 2 yang bisa bertahan tinggal di sana. Saya
satu-satunva pejabat Eselon 2A dan bahkan sempat tinggal di
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sana setelah menjadi Eselon 1A Tiga jam herkendara dengan
mobil ke kantor dan sesekali menumpang kerela api dari
Hawa Buntu, Jadi, jangan membaysngkan sebuah rumah yang
harus dipertahankan untuk dikuasai. sesudah sayva serahkan
ke salah satu pejabat di hawah saya, rumah ity tetap dibiarkan
kosomg. Jangankan Eseion 2, pejabat Fselon 3 atau Esclon
4 pun belum tentu berminat tinggal Ji kompleks itu, Jadi,
tidaklahbenar hahwa adakerabat saya yang menenepati rgmah
itu. Semogh Alluh SWT memaafian orang yang menlitnah
kerabat saya, yang rata.ratg menempali rumah pribadi yang
cukup layak di Jakarta, Cibubur, Bintaro dan Makas Bar,

Mengapa saya tidak melaperian PENcemaran namy
baik saya ini ini ke pihak Polri® Karena pada akhirnya saya
harus mengikhluskan bahwa bukan hanya “kebenaran®
yang harus mendapat tempat dalam perjalanan  hidup
kita, “ketidukbenuran" jugs sesekali “memiliki hak untuk
mendapat ruang. Sama halnya saya memahami hahwa tidak
selamanya dalam tubuh yang “kerdil” selalu ads otak yany
kerdil.

Kendali sempat terganggu dengan isu itu, saya barsyukur
juga ketika beberapa bulan kemudian sempat disebut-sebut
menjadi satu dari lidak [ebik sepuluh orang yang dicalonkan
untuk menjadi sulah satu dani tiga urang calon prrimpin
KPK, meski belakrngan tidak terpilib juga.

Siya masih ingat, suatu matam sekilar pukul 2300 dj
ukhir Februari 2015, seorang tokoh menciepon sayu day
menyampaikan bahwa nama sava diusulkan metifad: calon
lPelaksana tugas pemimpin KPK. Saya kaget juga dun sempat
menyatakan bahwa sebaikrya dicari nama lain saja. Sayn
mungkia bukan pilihan yang lepat.

Yang saya sywkuri adalah bahwa pencalonan ini juga
berarti ‘memulihkan™ nama saya scbagui urang yang “tidak
clear-cif antikorupsi™ scpertl yang tertulis dalam Jresan
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vang viral di grup WhatsApp itu. Maka, sava pun hanya
menyampaikan terima kasth atas scimua kemungkinan itu,
Muoskipun saya, tengah madam iy, wmal memahami bahwa
terlalu banyak orang yang iehih pantazg dari saya menjadi
pimpirnan sementara KPPK.

Pagl harinya, ketika bersiap-siap berangkal kantor, Dr.
Mualimin Abdi, Kepalu Lithbang Hukum dan HAM, kolega
dan lelangga depan rumat saya di Lebak Bulus menyamhbangi
saya. Ia minta tolong untuk divruskan agar ia tidak sampai
menjadi pelaksana lugas pemimpin KPEK. “Kalan Fak Aidir
punya jalur ke Pak Jusuf Kalla tolong diberilahu jangan
sumpai saya yang dipilih. Siapa tahu beliau rapat dengan Pak
Jokowi. Tadi malam sava dilelepon diminta kesediaan. Sava
sudah menolak. Orang lain saja Pak Tapi seperlinya nama
sava tetap ukan dimasukkon,” kala Mualimin saat ik,

Saya tertuwa dan mengatakan, saya juga ditelepon, tetapi
ini masih panjanyg ceritanya. Saya bilung dia tak perfu risaw
Belanda masih janh. Masih hanyak tokoh yang lebih penting
dan mungkin yang akan dipilih. Kita ikut saja perjalanan ke
rana nusib hendak membawa. Lupakan, kalu saya,

Kencati begitu, Mualimin tctap bcharap sava mengirim
pesannya ke Pak JK. Saya tentu tiduk menghubungi Pak JK
karenta toh tidak gampang menelepon seorang wakil pre-
siden. Lagipula, saya tidak bisa memastikan apakah nama
Mualimin—juga nama suyu - memang masuk dalam usulan
il

Belakangan, termyata menurut Majalah Tempo edisi 1
Maret 2015, nama kami berdua memang masuk sehagai calon
perimpin KIPK.

Setidaknya, cukup menghiber jugs bagi saya bahwa kanu
Lermasuk pribadi yang bisa berada dalam tahapan pencalonan
itu,
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Berikut kutipan Majalah Tempo edisi 1 Marat 2015 pada
halaman 34:

- Rapa! Selase sudam ity membahas nama-nama pefuksaneg
fugas pemimpin KPK selain nama calon Repaia Polri bary.
Tak hanya dari tingloup internal KPR, tapt fuga dart kelumpot-
kedompok masvarukat,

Malem ity Istana mengontak Deputi Pencegahan KPK
Johan Budi, yang jugu INETMPIn Him krisie i fiuntornya,
Beherapa nama calon komisioner diverahkan. Miveka dj-
gabung dalam  daftar yang distaphkan m Pratkno, Dy
arttaranye mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfind MDD,
mantan hetua Pelaporan dan Analisis Trunsaksi Netnngan
Yures Hlusein, mantan Wokil Ketua KPR Biisyro Mogudidus,
Taufrequrachmean Ruki, don Johan Bud,

Ada fuga Kepala Biro Hukium KPEK Catharing Uirsang,
Chadrit Huda, Aryanto Sutadi. Mualimin Abddi, dan beberapa
pefahat Esofon | Kementeriun Hukum dan Tok Avast Manusia,
sepertt Ardic Amin Daud Dua nama terakhir diusuiffan POTP
dan Meseri Yasonna Laoly, Pilikan Jatuh ke Ruki, Jofuen Budi
dan Frulriyanto Seno Adji, %
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Komentar tentang Aidir

Saya mengenal Pak Aldir dari tahun 2007. Saat itu dia Direktur Tata Negara
di Kemenkumham. Saya Wakil Dubes indonesia di Malaysia, Waktu itu ada
ribuan WNI yang tidak berdokumen, Bertemu Aidir, langsung memutuskan
‘0K’ saya bentuk tim, Aidir datang dengan tim, Dia langsung bilang ke saya
dapat mandat Menteri untuk tanda tangan SK WNI. Selesai sekitar 40 riby
dalam wakiu 4 bulanan. Ketika proses baru dimulai, ada keluhan sgal biaya
PNBP sekitar Rp 500 ribu (RM 25 ringgit], tidak sampal dua minggu Aidir
sudah ke Kuala Lumpur, dengan surat persetujuan bebas PNBP dari Menkeu
Srl Mulyani, Cepat sekalj bagi ukuran birokrat

Suatu ketika ada masalah TK| di Arab Saudi. Saya rapat di Kementerian
Tenaga Keja. Rapat dipimpin Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga
Kerja. Savz selaku Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Ada wakil dari
Kemenkumham, Pejabat tersebut bilang ada sejumlah prosedur, Kedengaran
fuwet dan rumit. Saya langsung telepon Aidir—sudah Dirjen AHU kala
Itu—saya sampaikan masalah, dia langsung menukas pakai cara waktu di
Malaysia saja. Saya bilang harus siapkan staf AHU dan Imigrasi. Langsung
Aidir bilang, ya kita kirim 10 Staf Imigrasi dan 10 staf AHU. Saya izin men-
speaker HP dan izin Dirjen untuk diperdengarkan. Aidir menegaskan, se gera
menyiapkan Tim Kemenkumham. 20 anggota tim siap berangkat 7 hari ke
depan. Padahal saya tahu, kegiatan ity mungkin belum dianggarkan,
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Dalam pekerjaan apa pun, di mata saya Aidir sangat menguasai soal,
memutuskan cepat tapi terarah, cepat kerjanya dan banyak ide kreatif
Lebih penting lagi, Aidir amat terbuka dan amat bersahabat dergan siapa
saja,

Tatang Razak

Sekretaris Utama Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan fenaga
Kerja Indonesia [BNP2TKI]

Saya tidak banyak berinteraksi dengan Aidir. Saya bertemu Aidir karena
rekomendasi seorang kawan ketika saya akan mengurus masalah orga-
nisas! Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) Saya kemudian dipertemukan
dengan Dirjen AHL Freddy Harris dan Menkumham Yasonna Laoly, Saat itu
Aidir baru saja selesal melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana tugas
Dirjen AHU,

Dalam pertemuan itu, selain Menteri Laoly dan Dirjen Freddy, Aicir juga ikut
menyampaikan tanggapan dan pendapatnya terkait masalah Parfi Saya
menangkap kesan, Aidir sebagai orang yang sangat memaham| segala
sesuatu tentang keorganisasian, juga hukum yang terkait dengan hukum
administrasi. Aidir juga orang yang—menurut saya—sangat welcome dan
terbuka dalam diskusi. Aidir dengan jernih menjelaskan segela sesuatu
mengenai hukum dengan jelas dan sistematis. Sehingga saat ity saya dan
beberapa pengurus Parfi, di antaranya ada yang awam soal hukum, dapat
memahani masalah organisas: kami dan menerima saran solusinya. Saran
yang amat solutif dan konstruktif Kesan saya dalam berinteraksi, Aidir
orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakannya.

Dalam pertemuan itu, Menterl Laoly dan Dirjen AHU Fraddy sengat mem-
bantu Parfi 56. Pengurusan dan berkas kelengkapan administrasi Parfi 56,
akhirnya bisa diterima dengan baik. Parfi 56 tentu amat bertarima kasih
kepada latiganya.

Marcella Zalianty
Ketua Umum Parfi 56
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Pendapat pertama saya tentang Aidir Amin Daud adalah orang yang
berani menyampaikan pendapat dan menarik. Mungkin karena dia pernah
memimpin Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sulsel dan kemudian menjadi
pejabat di eksekutif Saya melihat iimunya berbeda dengan eksekytif
yang lain pada saat menjadi mitra Dewan Perwakian Rakyat [DPR) serta
membahas Undang-Undang tentang Partai Politik

Aidir tampil dengan warna tersendiri. Meninggalkan kesan. Mungkin bagi
semua anggota pansus yang ada. Dalam perdebatan ia memtandingkan
dengan kasus-kasus yang pernah terjadi, antara lain soal verifikas| partal
yang rumit, kemudian dilakukan simplifikasi,

la selalu memberi gagasan dan ide yang lain serta terasa baru. Saya ingat
ketika membahas tentang konflik internal partal politik, ia menegaskan
pemerintah tak ingin mencampuri konflik internal yang ada. la mendorong
penyelesaian oleh partai sendiri. Menurut Aidir kewenangan besar harus
diberikan <epada partai. la mendorong agar ada ‘Mahkamah Patai'—yang
kemudian diterima oleh pansus,

la memberkan warna yang berbeda dalam pembahasan partai politik karena
la memiliki pengalaman saat dia belum menjadi bagian dari pemerintah,
Itu jarang dimiliki olah pejabat lain. Dia bisa mengkombinasikan antara
pengalamen kerja sebelumnya dengan public policy, menggunakan fakta
atau kasus yang pernah dia hadapi saat bekerja di KPUD.

Saya melihat Aidir orang yang memegang prinsip. Bahwa keputusannya
berbeda, itu urusan lain. Namun, ketika dia mempertahankan prinsip dia
termasuk terani. Dalam bahasa yang lebih apa adanya, dia beran "ngeyel",
Berani mempertahankan dengan kencang juga menjelaskan risiko dan
segala macamnya. Pejabat yang mengesankan, Alangkah baiknya, jika kita
memiliki lesih banyak lagi pejabat seperti Aidir.

Ganjar Pranowo

Gubermur Jawa Tengah/Mantan Anggota DPR-R!

saat menjabat Sekretaris Umum lkatan MNotaris Indonesia [INI] saya
mengenal Aidir. Kesan saya, Dirjen AHU ini orang yang amat kooperatif
dan cepal kerja serna didukung teamwork yang kuat. INI me-asa bisa
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berkomunikasi dengan baik dengan Aidir. Kapan saja dan organisasi amat
terbantu. Ketua Umum INI Adrian Djuaini dan kami semua kapan saja bisa
bertemu,

Aidir dengen cepat menyelesaikan semua masalah vang dihadapi sejawat
notaris don calon notarls. Saat calon notaris bertumpuk untuk diproses
menjadi netaris, Aidir mengundang pengurus INI, dalam rapat yang hanya
berlangsurg sejam, kebuntuan pelatihan dasar dan pengangkatan notaris
yang sudah menumpuk lebih dari 2 000 orang, langsung terpecahkan,
Termasuk pemilihan tempat yvang terbaik saat itu; i The Ritz Carllon Pacific
Place Jakerta Padahal selama ini dilakukan di hotel berbintatg tiga di
Puncak. Dengan uang pembayaran yang lebih murah bagi notar s, mereka
mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Biaya amat efisien. Sebelumnya
setiap notans dibebani biaya Rp J juta dan ketika memimpin rapat Aldir
mematok angka tak boleh lebih dari Rp 2 juta dan harus di hotel berbintang
dan pertama kali terjadi, pelatihan dibuka pejabat setinghkat waki presiden.
Pak Budioio langsung hadir memberi arahan, Padahal selama ini hanya
dibuka oleh Dirjen AHU. Kehormatan baqi seluruh calon notaris.

sesudah itu, sejumlah gebrakan dilakukan oleh Ditjen AHU Kemenkumhbam
dan kami di INI dan kalangan notaris amat meyakini bahwa itu diinisiasi
oleh Aidir. Pendaftaran fidusia online. Dari hitungan mingguen-hulanan
penyelesaiannya menjadi hitungan menit. Begitu juga dengan proses
penyelesaian pengesahan pendinan dan perubahan badan hukum. Darl
biasanya bulanan menjadi enline dengan proses dalam hitunjan menit
Termasuk pendaftaran notaris menjadl anline. Aidir membangun tradisi
baru di Ditjen AHU Kemenkumham RI. Dan itu terawat sampai saat ini,

Yualita Widyadhari

Ketua Umum lkatan Notaris Indonesia

Saya menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kamenterian
Hukum dan Hak Asasi Manusia [Kemenkumham) sejak 20 Januari 2011,
Setahun setelah Aidir menjadi Dirjen Adaministrasi Hukum Umum Semasa
kami menjabat direktur, ada dua kali kami bertemu tugas terutama terkait
dengan pemberian serta penegasan status kewarganegaraan Indonesia
bagi warga Indonesia di Malaysia.
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Bagi saya, Aldlr pribadi barpiklr dan bekesja dengan sanqat cepat.
sebagal Jiren Imigrasi dan dia sebagai Diden AHU, kami juga banyak
berkessmpatan melakokan tugas bersama ke luar neger|. Misalvya, secara
kebetulan kami diundang s¢bagai pembicara dalam beberaps repat kerja
kemenly vang dilskukan per-kawasan di lima banya, Meski prinsip malihat
parsoalan kadang sedikit harbeda pandang, tetapi masalah sepeitinya
selalv hisa kami selesaikan dengan balk dan bahksn tarasa ‘sambil guyon’.
Sebagai crang "Makassar', Aldir kelihatan berbicars dengan karas tetapi
selalu menghindari "luka-iuka’ perasaan dan pribadi. Selatu happy enefirg.

Ualam setiap perjalanan bersama, Aidir selaiu menyampaikan apa
saja yang didengar dan dirzsakannya: kurang borjalan baik di tupoksi
Imigragi. Biasanya, kami berdiskusi banyak seputar pekerjaan tupoksi dan
masalahnva. Kami membandingkan dengan apa yang kami lihat di luar
sdna, dan biasanya gelalu ada |de har.

Di suatu oandara, kebetulan kami berblcara mengenai kartukeras/slip
keberangkatan/kadatangan bagi warga negara Indonesia [WNI] yang
berpergiar ke luar negeri. Kartu itu mentang dats pemegang paspor dan
perlintasan kelusr masuk, Aidir bertanya kepada kepaia Imiqrasi bandara:
kalau sudab disobek kartu ity dibawe ke mang? Tarnyata dikumpulkan di
kardus. OFumpuk dan memang sepertinya, tidak diprses lagi. Soalnya
data itu sudah dicetat dalam sistem. Aldir menyarankan karty ity ditiadakan
saja. Menurut Aidir, ada kawannya, yang sempat pusing kargna potangan
kertas kedatangan iepas dan hilang dari paspomya. Menurut Aldr, dia juga
mendengar ada ‘eknum’ imigrasi di bendara yang ‘mempersulit’, WNI yvang
bane tiha dari luar neqeri dan kebetulsn potengan kertasnya itu hilang,

Saran Aidir saya diskusikan dengan Dirextur Sistem dan Teknologi
Keimigrasian dan baberapa jajaren. Termyata bisa dilaksanakan. ini eontoh
ide dan solusi Aidir.

Suatu ketika, Aidir memberi tahu saya. Di medsos ada kritik soal petugas
Imigrasi yang mempersullt seorang Tenaga Kerja indonesia [TKI] yang
mau balik ke negara tempat kerfanya. Ada prosedur pemeariksaan Karty
Tenaga Kara Luar Meqeri [KTKLN) alsh petugas Imigrasi bagl TKI Menurut
Aidir, KTKLN bukan merupzkan tupoksi Imigrasi. Lalu mengapa migrasi
vang harus direpotkan dan kita ‘membuka’ ruang oknum petucas untuk
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mempersult seorang TKl. Setelah berdiskusi di internal Imigrasi, kami
konsultasikan dengan instansi terkait, pengecekan KTKLN sebagai
persyaratan untuk melewati pemeriksaan imigrasi pun kami hapuskan.
Belakangan Pak Jokowi malah meminta KTKLN ditiadakan.

Bambang lrawan

Mantan Dirsktur Jenderal Imigrasi

Aidir itu basic-nya akademisi. Jadi setiap merencanakan sebuah pekerjaan
itu selalu didasarkan pada dua hal, logika dan dasar hukum. Ketika
menjelang Pemilu [Pemilihan Umum Langsung] 2009 banyak partai
palitik [parpol) yang baru, Berkaca pada verifikasi parpol pada 2003 yang
menghabiskan anggaran sebesar Rp 32 miliar dan masih banvak parpol
vang protes karena tak lolos verifikasi, tahun 2008 Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyediakan anggaran verifikasi
sabesar Rp 40 miliar.

Saat itu, Aidir selaku direktur menemui saya. la mengusulkan agar kerja
birokrasi : Kemenkumham bisa interkoneksi dengan institusi lain. Menurut
Audir, Kemenkumham tak memiliki birokrasi sampai ke level kacamatan.
Kalau hams turun langsung, biayanya akan amat besar. Padahal ada
Institusi vang memiliki otoritas sampai perangkat tingkat kecamatan:
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri]. Aidir mengusulkan bekerja sama
dengan Kemendagri agar angqgaran bisa dihemat. Kebetulan saat itu sedang
dibahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Parpol, Aidir mengusulkan
perubahan substansi UU yang mengakomodir gagasannya. UU Parpol yang
baru itu diterjemahkan oleh Peraturan Menkumham menyatakan bahwa
verifikasi administrasi dilakukan dengan kerja sama dengan instansi terkait
yang memiliki perwakilan di daerah dan bisa dipertanggungjawabkan.

Terobosan yang dilakukan Aidir itu bisa menghemat biaya dan verifikasi
parpol. Dana yang digunakan tak sampai 5 persen dari anggaran vang
disiapkan. Itu bisa terjadi karena sosok Aidir itu basic-nya adalah akademisi
yang selalu bertindak berdasarkan logika dengan latar belakang hukum.
Jadi seczra akal sehat logis, secara konsensual punya dasar Fukum yang
kuat. Jadi sebenamya metode kerja seperti ity bisa membangun banyak
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hal positif Pertama penghematan anggaran, kedua hasilnya mempunyai
dasar kuat untuk dilakukan di lapangan, selanjutnya adalah terjalin kerja
sama antar-instansi.

Saya mengenal Aidir sejak dia masih kuliah di Universitas kasanuddin,
Makassar Ketika itu sava dosen di sana. Sejak mahasiswa, dia dikenal
sebagai aktivis yang suka menulis, suka hal-hal yang kreatif Aidir memang
memiliki potensi. Ada kemampuan dan memang dibuktikan kinerjanya
pada saat saya jadi Menkumham. Sebelum saya diganti, saya sempat
menugaskan Aidir sebagai Pelaksana tugas Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum (Dirjen AHU). Karena itu, saya kira tidak salah Patrialis Akbar
memilih d a sebagai Dirjen AHU

Andi Mattalatta

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Saat itu baru lahir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Belum adaperaturan pelaksanaan yang jelas sehingga kansultan yang ingin
membayar<an perpanjangan biaya paten tahunan agak kerepotan karena
antrean yeng panjang. Namun, jika Indonesia belum memiliki peraturan
yang jelas, seharusnya dapat mengacu pada konvensi Internasional yang
berlaku, seperti Konvensi Paris tetang Perlindungan Kekayaan Industri,
yang memiliki ciri memudahkan birokrasi pendaftaran dan perpanjangan
paten,

Saat itu perusahaan konsultan kami ingin melakukan perpanjangan paten
tahunan, yang kurang lehih jumlahnya ada lima ribu dengan transaksi
pembayaran sekitar Rp 70 miliar. Tetapi perpanjangan bermasalah karena
loket antrean tak memadai. Hal itu kalau tidak terselesaikan dengan baik
akan mempertaruhkan reputasi. Pasalnya, klien kami banyak di ranah
intermasional,

Saya menelpon Aidir [awal Desember 2016) yang saat itu menjadi
pelaksana tugas Dirjen Kekayaan Intelektual. Kami punya waktu sempit
hanya sampai akhir tahun, Saya beri tahu Aidir, kalau secars manual
seperti yang dilaporkan staf saya, maka pasti saya hanya bisa membayar
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sedikit dan nbuan paten saya. Belum lagi dan kantor konsultan lainnya.
aava sarankan Awdir membuat teroboson.

Akhirnya masalah itu bisa teratasi karena Aidir menciptakan terobosan
dengan membuat sistem antrean manual menjadi sistem online. ltu
termasuk terocbosan yang bagus berkitan dengan pelayanan publik. Saya
kira itu terobosan yang positif, Perubahan itu dilakukan dalam hitungan
2-J hari, Staf melapor, perkembangan yang mengembirakan itu, 5aat ini tak
ada lagi masalah dengan pembayaran biaya paten tahunan kantor saya,

Aidir sendiri saya tahu persis kemampuannya karena menjadat Dirjen
AHU ketike saya dipilih sebagal Menkumham. Menurut saya dia itu bagian
terdepan dari pembangunan sistem di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkumham) yang menciptakan pelayanan labih baik. Dia
bagian dan inisiatar perbaikan pelayanan tersebut. Aidir adalah salah satu
garda depan dan inisiatif dari pelayanan di Kemenkumham. Secara umum,
Aidir adalah abdi negara yang loyal dan selalu berupaya melakukan tugas
terbaik yang bisa dia lakukan.

Amir Syamsudin
Mantan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia/Konsultan Pater

naya sebenarnya sudah lama mengenal Aidir Amin Daud, Saat saya duduk d|
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketika itu, Aidir sebagai Direktur Jenderal
Administrasi Hukum [Dirjen AHU), kami sering bertemu untuk pambahasan
perundang-undangan. Dari situ, saya melihat bahwa Aidir memiliki
argumentasi yang baik, pengetahuannya luas, dan secara personal sangat
hangat, skrab, serta ceria. Jadl kalau kita bersama Aidir, kita bisa sering
tertawa dan rileks.

Setelah saya menjabat sebagal Menteri Hukum dan Mak Asasi Manusia
(Menkumham], Aidir menjabat sebagai Dirjen HAM, Saya lihat kinerjanya,
ide-idenva, juga integritasnya, cukup baik sekali. Saya juga mendengar—
dari beberapa kalangan dalam—saat menjadi Dirjen AHU, langkah-
langkahnya dapat menyelesaikan beberapa persoalan dengan sangat baik.
Oia banvak melakukan terobosan. [tu sangat membantu Kementerian
Hukum dan HAM [Kemenkumham)
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ketika ada kebutuhan rotasi jabatan, saya minta Aldir jad Inspektur
denderal firjan). Sebagai Irjan, Aidir banyak melekukan pengawasan sosl
permnasalahan dl lsmbaga permasyarakatan [lapas). Pandangannya betul-
betul baik Walaupun latar belska ngnya bukan dari bidang permasyarakatan,
tapi hekaiapa |denya terkait tupoksi pemasyarakatan—menurut saya—hisa
ditindaklanjuti.

Walaupun memberikan hukyman, sabagai Irjan, kebijakannya lebih bersifat
mendidik, Tidak terlalo punishing, tapi betul-betul mempartimbangkan
banyak hél. Kecuati kalau pelanggarannya sudah herat misalnva narkoka
gtau ada neqawai yang tidak masuk kerfa beratus-ratus nari, Aidir akan
membsrikan sanksi yang berat. Saya kirs Aidir ity secrang birekrat yang
MU pun;.

ketika Diren AHU kosong, saya meminta Aidir menjadi pslaksana tugas
lagi di AHL. Hamnpir lebib satahun Aidir me rjadi pelaksana tugas dan tetap
bisa menyzlesaikan masalah yang ada dengan baik. Meskipun \a disibuki
juga dengan tugas utamanya sebagai Irjen Kemenkumham. la sslalu copat
membsri saran, memberi solusi, dan selaly menyelesalkan masa.ah.

Saya juga pernab menugaskan Aidic selama satzhunan sebapgal Teilaksang
tuges Dirjen Kekayaan Intslektual, Ketika ity pula, Aidlr banyak membuat
terobosan. Misalnya, banyak persostan di hidang merek, bagaimans
menyalesa kan tunggakan di merek dan paten pada wakte itu mulai ditgta
dengan haik. Dan, penataan yang baik it dilanjutkan oleh Dirfen yang taru
saat ini.

Yasonna H. Laoly
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
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Tentang Penulis
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harian Fajar Makassar dun menjadi penulis
tetap di kolom “Beranda” haran Faar,
Tahun 2003- 20060, Aidir menjadi Ketua Ko-
misi Pemilihan Umum Sulawesi Sclatan,
Tahun 2007-2009, Aidir diangkat sebapgai
Drektur Tata Negara Kementerian Hukuom dan Ham. Januar 20110),
Addir menjadi Dicjen Adiminitrasi Hukum Umnuom (AT dan lima
tahun kemudian menjabat sebagai Dirjen Hok Asasi Manusia (HAM)
schelum ditunjuk sebagai Irjen Bementerian Hukum dan HAM,

Menkumham Yasonna Laoly juga mempercayakan Aidir merangkap
peluksana tugas Dirjen AHU (2015) dan Dirjen Kekayaan [ntelektual
(20016). Aidir menikah dengan Dwiyana Aulia dan dikarunia tigs
orang anak: 5iti Adelia Qurianiah, Muhammad Daryadnan Yurisky,
Sih Chatlia Qur'anina, €
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ERUWETAN dalam birokrasi pemerintah acap kali menjadi keluhan

masyarakat. Numun, dalam hirok-pikuknys birokrasi itu, masih dapat

ditemukan sesuntu yang cemerlang, Meski jarang yang sampai menonjol,
tetap ada geliat pembaruan birokrasi demi kebaikan bersama (bonum commune).
Usaha pembaruan ini berupa tervbosan vang dilundasi akal sehat untuk melawan
kebodohan dan pembodohan dalam hidup keseharian. Beberapa ide dan langkah
“perfawanan™ trrsebut disusun secara apik dalam buku ini.

Melalui tuturan yang ringan, buku ini mengisahkan pernik-pernik usaha vang
dilakukan oleh seorang birokrat semi-karier di Kemenkumham. Berdusarkan
pengalaman malang-melintang di dunia birokrasi di Kemenkumhbam, kisah Aidir
Amin Daud tersebut memiliki vtoritas yang kuat sebagal “eatatan harian® seorang
hirokeat. Kita mendapathan cervita dari tangan pertama tentong perjuangannys
mengnkiualisasikan ide-ide pembaruan untuk memperbaliki hivokrasi.

“Saya lihat kinerjanya, ide-idenya. juga integritasnya, baik sekali. Saya juga mesdengar-dari bebars-
pa kalangan dalam-saat ia menjadi Dirjen AHU. langkah-langkahnya dapat meryelssaikan baberapa
parsoalan dengan sangat baik. Aidir banyak melakukan terobosan

TASONNA H. LADLY iidarnen Hokum tlan wiaw Aus! Maroa galam Salbs Lag)

Terohosan yang dilakukan Aldir blss menghemat biaya dan verifikesi parpol. Dana vang digunakan
tak sampal 5 parsen darl anggaran yang disiapian. Hu bisa terjadi karena sosok Aidic ity bagisnys
adilah akademisi yang selalu bartindak berdasarkan logika dengan latar belakang hukum,”

AMOT MATTRLATTA Mastun MR i Ha s Marmaia 12007 2000,

“Aidir ity bagian terdepan pembangunan sistem di Kemenkumham yang meaciptaksn pelayanan
iedih baik. Dia bagian dari inisiator perbaikan petayanan lersebut. Dlalah salah =atu garda depan dan
inisiatif dan pelayanan di Kemankumbam.”

AMIR SYAMSUDIN Momien bk das tak fsap Barsa 1200 1-201 43

Aldir Amin Daud dilnhirlein di Maknsgar, Sulawesi Selatan, 20 Novenher 1958, Sejak 1987, dia
menjadi dosen di Fakultas [ulaam Universitas Hasomodein Mokassur, sembari aktil seluga
recakiur di harisn Fajar Makassar Aldie lalo nwenjad i Ketus KPU Sulawest Selatan (2008-2006)
dan Direktur Tata Negara Kemenkuntham (200720090, Pahbun 2010, Aikdir disngkat menjadi
Dirjen Administrasi Hokum Umem (AKLD, lah lima tehun berikutuys menjasbat Dirjen 1k
Apas Mamusio CLAM ), dom ditujyuk scbagai Irjen Kemenkombam, In seinpal merangikap ™

Digen AHU G2OUS) dian DMrjen Kekayaan Intclektual {2016)
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